
 

 



 

 

 

HALAMAN SAMPUL 
 

 



 

 

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

JENJANG SMP 

Penanggung Jawab: 

Maulani Mega Hapsari 

------- 

Pengarah: 
Suhartono Arham 

Poppy Dewi Puspitawati 

Cepy Lukman Rusdiana 

Hanifa Hairuli 

-------- 

Tim Penyusun: 
Didi T Chandra  

Hadiyanto 

Nurhattati 

Salman Alfarisy Totalia 

Dirgantara Wicaksono  

Riyan Yuliyanto 

-------- 

Penelaah: 
Lili Abdullah Rozak 

Suratman 

-------- 

 

Cetakan Pertama: 

2026 

 

Hak Cipta 2026, Pada Penulis 

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang 

Copyright © 2026 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP ii 

 

 

SAMBUTAN 

Direktur Jenderal Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI 

Puji beriring syukur ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Republik Indonesia menerbitkan buku 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP. 

Secara khusus dan sebagai pimpinan Saya 

memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya 

terhadap penyusunan buku tentang Manajemen 

Berbasis Sekolah yang dinisiasi oleh Direktorat 

Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidlkan NonFormal dan 

Informal. 

Penerbitan buku Manajemen Berbasis Sekolah SMP tahun 2026 ini merupakan 

langkah untuk memadukan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 

tentang Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA), 

pemanfaatan digitalisasi pembelajaran dan kepemimpinan transformasional yang 

secara konseptual merupakan bagian dari peningkatan mutu pendidikan dengan 

manajemen berbasis sekolah. Perpaduan ini merupakan langkah yang tepat 

karena manajemen berbasis sekolah pada dasarnya juga merupakan pemberian 

otonomi atau kebebasan yang luas bagi kepala sekolah untuk membuat 

sekolahnya mempunyai kemandirian, kerjasama, partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitas dalam mengelola segala sumber daya yang ada di sekolah. 

Manajemen berbasis sekolah adalah amanah dari Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah didukung oleh 

berbagai peraturan turunannya yang harus dimplementasikan dengan baik semua 

tingkatan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan bahkan sampai 

tingkat satuan pendidikan atau sekolah. 

Sebelumnya beberapa buku terkait dengan manajemen berbasis sekolah secara 

resmi telah diterbitkan oleh Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan 
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Menengah. Diterbitkannya buku ini diharapkan menjadi rambu-rambu sekaligus 

sebagai pegangan tambahan untuk keberlanjutan langkah konkrit dan tidak 

terputus dalam mewujudkan otonomi pendidikan di semua tingkatan. 

Kami mengharapkan buku ini dapat menjadi payung yang mengintegrasikan 

berbagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan 

untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang mencakup Standar Isi, 

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar 

Pengelolaan Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar 

Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Standar Pembiayaan dalam rangka 

mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berkarakter balk, insan paripurna, 

dan memiliki daya saing dalam menyongsong era globalisasi. 

Akhirnya, kami mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada semua pihak 

yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak-serta mampu memberikan kontribusi 

untuk mewujudkan kemandirian dalam mengelola pendidikan di Indonesia. 

 

Jakarta,    Mei 2026 

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Non formal dan  
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KATA PENGANTAR 
 

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia, Pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya perbaikan tata kelola penyelenggara 

pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota 

dan satuan pendidikan. Diantara upaya itu adalah 

dengan menerbitkan peraturan perundangan yang di 

dalamnya mengatur tentang manajemen berbasis 

sekolah, seperti Undang Undang Nomor. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelengaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 

2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010. 

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga melakukan 

berbagai upaya diantaranya dengan menerbitkan Permendiknas tentang delapan 

Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi Standar Isi, Proses, Kompetensi 

Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan, Sarpras, pembiayaan, 

dan standar Penilaian. Di samping itu, untuk opersionalisasi penyelenggaraan 

pada satuan pendidikan, Pemerintah sejak tahun 2005 menyediakan Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk 

SMP sejak tahun 2010, serta pendanaan lainnya dalam bentuk bantuan 

pemerintah yang sifatnya stimulan. 

Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkini yang disambut 

dengan antusiasme berbagai pihak dan sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan 

yang ada sebelumnya adalah kemandirian sesuai dengan Permendikdasmen No. 

3 Tahun 2026 tentang Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu. Kebijakan ini 

merupakan cerminan bahwa Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) 

adalah program pelibatan peran serta masyarakat yang difasilitasi oleh 

kementerian untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hal tersebut 
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dapat menjadi dukungan bahwa proses pembelajaran dan penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia memerlukan langkah yang lebih otonom terbuka, dan 

mandiri sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman yang sangat pesat diiringi 

dengan kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada dasarnya merupakan proses 

penyelenggaraan pendidikan yang intinya adalah kemandirian dan kebebasan 

dalam tata kelola pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh 

karena itu, konsep peningkatan mutu pendidikan dalam MBS mengintegrasikan 

prinsip MBS, Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pembelajaran Mendalam, 

Koding, Kecerdasan Artifial (KA) yang diharapkan dapat bermuara pada 

peningkatan mutu pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan segala 

potensi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Beberapa buku terkait dengan manajemen berbasis sekolah secara resmi telah 

diterbitkan oleh Direktorat SMP, waktu itu namanya, Direktorat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2001, 

diantaranya : 1) Buku 1: Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah; 2) Buku 2: Rencana dan Program Pelaksanaan Manajemen Peningkatan 

Mutu Berbasis Sekolah, 3) Buku 3: Panduan Monitoring dan Evaluasi 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; 4) Buku 4: Panduan Tata krama 

dan Tata Tertib Kehidupan Sosial Sekolah; 5) Buku :5 Pembelajaran dan 

Pengajaran Kontekstual. 6) Pada tahun 2005 diterbitkan buku Manajemen 

Berbasis Sekolah, yang kemudian direvisi pada tahun 2006, 2007. Di samping itu, 

pada tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan buku Manajemen 

Berbasis Sekolah di Era Otonomi Daerah, Tahun 2020 menerbitkan Buku 

Manajemen Berbasis Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan, dan 

pata Tahun 2022 menerbitkan buku Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Kerangka Perencanaan Berbasis Data. Issu utama dari buku-buku yang telah 

diterbitkan itu adalah manajemen berbasis sekolah. 

Dengan diterbitkannya buku Manajemen Berbasis Sekolah SMP Tahun 2026 ini 

diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi pihak penyelenggaraan program 

manajemen berbasis sekolah di semua tingkatan, sehingga dapat memahami dan 

menyelenggarakan pendidikan dengan optimal, efektif dan efisien sesuai dengan 

rambu-rambu yang ada, dan menumbuhkan kemandirian masing-masing pihak 

sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kami mengharapkan agar semua 

pihak penyelenggaraan tata kelola pendidikan di SMP mempelajari dengan 
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seksama dan menjadikan buku ini sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen 

berbasis sekolah di satuan pendidikan masing- masing. 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara 

langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. 

Semoga kontribusi dari berbagai pihak dapat bermanfaat bagi peningkatan 

kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang 

Hasil pemetaan mutu pendidikan berdasarkan delapan Standar Nasional 

Pendidikan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat 

bervariasi, dengan kesenjangan yang cukup tinggi antarwilayah. Berbagai upaya 

telah dan terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara 

lain melalui pembenahan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui 

pendidikan dan pelatihan, penyediaan buku dan media pembelajaran, serta 

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang selaras dengan 

perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Di samping itu, pemerintah juga 

terus mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan di semua 

tingkatan. 

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penyebab mutu 

pendidikan yang belum merata, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kondisi 

tersebut. 

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional masih 

cenderung menggunakan pendekatan education production function atau analisis 

input-output yang belum dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan ini 

memandang pendidikan sebagai sistem linear, di mana pemenuhan input 

dianggap akan secara otomatis menghasilkan output yang diharapkan. Dalam 

praktiknya, pendekatan ini belum efektif karena terlalu berfokus pada input dan 

kurang memperhatikan proses pembelajaran, padahal proses pendidikan sangat 

menentukan kualitas hasil belajar. 

Faktor kedua, belum optimalnya keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran pemerintah pusat di tingkat satuan 

pendidikan semakin berkurang, sementara pemerintah daerah belum sepenuhnya 

mampu mengambil alih peran tersebut secara optimal. Kebijakan nasional belum 
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selalu diikuti dengan kebijakan operasional di daerah, bahkan masih terdapat 

ketidaksinergian antar kebijakan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya 

pelaksanaan program di tingkat sekolah, termasuk dalam dukungan pendanaan 

daerah. 

Faktor ketiga, peran serta pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan 

orang tua, masih belum optimal. Partisipasi masyarakat sering kali dimaknai 

sebatas dukungan dana, sementara kontribusi dalam bentuk pemikiran, moral, dan 

dukungan lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, keterlibatan 

masyarakat sangat penting dalam mendorong perubahan dan peningkatan mutu 

pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat perlu diiringi 

dengan penguatan akuntabilitas dan transparansi sekolah. 

Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis 

dalam menyiapkan peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi 

juga memiliki karakter, soft skills, dan kemampuan berpikir kritis sebagai bekal 

menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pendidikan dasar dan menengah 

perlu menyiapkan generasi yang kompeten melalui pendekatan pembelajaran 

yang lebih bermakna, salah satunya melalui Pembelajaran Mendalam (Deep 

Learning). 

Di sisi lain, perkembangan Revolusi Industri 4.0 menuntut penguasaan teknologi 

sejak dini. Pembelajaran koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) menjadi penting 

tidak hanya untuk meningkatkan literasi digital, tetapi juga untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan 

pemecahan masalah. Pendidikan yang bermutu harus mampu memberikan 

kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik untuk memahami dan 

memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemberdayaan. 

Sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait 

Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial, diperlukan ruang 

kebebasan yang lebih luas bagi sekolah dalam mengelola pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi 

penyelenggaraan pendidikan dari pendekatan yang bersifat sentralistik menuju 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

Dengan penguatan pemahaman dan implementasi MBS, diharapkan satuan 

pendidikan mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan optimal, sehingga 

guru dan peserta didik memiliki ruang untuk mengembangkan pembelajaran yang 

lebih bermakna. Dengan demikian, reorientasi menuju manajemen berbasis 
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sekolah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan. Kerangka berpikir dan rasionalitas penyusunan buku ini 

didasarkan pada alur implementasi MBS seperti pada Gambar 1.1 di halaman 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1. Skema Implementasi MBS 
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1. Perlunya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah 

Peningkatan mutu pendidikan memegang peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Satuan pendidikan dituntut 

untuk terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sangat pesat, sehingga peningkatan mutu pendidikan menjadi 

suatu keharusan yang berkelanjutan. 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan proses sistematis untuk 

memperbaiki seluruh komponen pendidikan. Namun demikian, pendidikan 

di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan mutu 

belum merata. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan dalam beradaptasi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial, 

ekonomi, dan budaya. 

Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada sistem yang dibangun, 

baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem yang sebelumnya cenderung 

sentralistik mendorong diterapkannya desentralisasi melalui Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kewenangan lebih luas kepada 

sekolah dalam mengelola pembelajaran, kurikulum, pendanaan, sumber 

daya manusia, dan pelibatan masyarakat. 

Seiring perkembangan teknologi, penguatan pembelajaran berbasis 

teknologi menjadi kebutuhan. Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep 

Learning), Koding, dan Kecerdasan Artifisial (KA) penting untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

kolaboratif, dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, peran guru tetap sentral, 

sehingga kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi dan menerapkan 

pembelajaran mendalam menjadi sangat penting. 

Pembelajaran mendalam mendorong peserta didik tidak hanya menghafal, 

tetapi mampu memahami dan menerapkan pengetahuan secara bermakna. 

Hal ini menjadi penting karena praktik pembelajaran masih sering 

didominasi pendekatan surface learning yang berorientasi hafalan. 

Peningkatan mutu pendidikan pada akhirnya bermuara pada mutu sekolah. 

Peningkatan mutu sekolah merupakan proses berkelanjutan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan faktor pendukungnya agar tujuan 

pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Upaya ini mencakup 

penguatan kegiatan akademik dan nonakademik, pembangunan budaya 

belajar, serta peningkatan peran masyarakat. 
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Rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 

praktik pembelajaran yang kurang inovatif, metode satu arah, keterbatasan 

sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi aktif peserta didik. Selain itu, 

faktor eksternal seperti kondisi geografis dan lingkungan sosial, serta faktor 

internal seperti kepemimpinan sekolah, kinerja guru, dan motivasi siswa, 

juga sangat menentukan. 

Upaya peningkatan mutu dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas 

pembelajaran, penguatan tata kelola sekolah, evaluasi kinerja, serta 

pembinaan berkelanjutan. Sekolah juga perlu memiliki program peningkatan 

mutu yang sistematis, termasuk penguatan kebijakan sekolah, evaluasi 

kinerja, pemanfaatan teknologi, pengembangan profesional guru, dan 

peningkatan sarana prasarana. 

Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung 

jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Melalui 

penguatan MBS serta pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran, 

diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara merata 

dan berkelanjutan. 

 

2. Kebutuhan Otonomi Sekolah dalam Pengambilan Keputusan 

Bukti empirik menunjukkan bahwa kelemahan pola lama manajemen 

pendidikan nasional, serta diberlakukannya otonomi daerah, mendorong 

pergeseran menuju pola manajemen pendidikan yang lebih otonom dan 

demokratis. Perubahan ini ditandai oleh transformasi dari pendekatan yang 

bersifat sentralistik dan birokratis menuju pengelolaan yang lebih 

desentralistik, partisipatif, dan berbasis profesionalisme. 

Pada pola lama, sekolah cenderung berperan sebagai pelaksana program 

yang ditetapkan pusat, dengan ruang inisiatif yang terbatas. Sebaliknya, pada 

pola baru, sekolah memiliki kewenangan lebih luas dalam merumuskan dan 

melaksanakan program peningkatan mutu sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristiknya. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, 

dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Perubahan ini juga tercermin pada pengelolaan yang lebih fleksibel, 

pergeseran peran pemerintah pusat dari pengendali menjadi fasilitator, serta 

penekanan pada efisiensi, akuntabilitas, dan kerja tim. Regulasi menjadi 
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lebih sederhana, informasi lebih terbuka, dan organisasi sekolah lebih datar 

sehingga lebih adaptif dan efisien. 

Dengan demikian, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan wujud 

dari paradigma baru manajemen pendidikan yang menempatkan sekolah 

sebagai pusat pengambilan keputusan, dengan orientasi pada kemandirian, 

pemberdayaan, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan  sebagaimana 

diilustrasikan pada Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1. Dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan 

Pola Lama Menuju Pola Baru 

Subordinasi  Otonomi 

Pengambilan keputusan 

terpusat 

Pengambilan keputusan 

partisipatif 

Ruang gerak kaku Ruang gerak luwes 

Pendekatan birokratik Pendekatan professional 

Sentralistik Desentralistik 

Diatur Motivasi diri 

Overregulasi Deregulasi 

Mengontrol Mempengaruhi 

Mengarahkan Memfasilitasi 

Menghindari risiko Mengelola risiko 

Gunakan dana semuanya Gunakan dana secara efisien 

Individual yang cerdas Teamwork yang cerdas 

Informasi terpribadi Informasi terbagi 

Pendelegasian Pemberdayaan 

Organisasi herarkis Organisasi datar 

 

Pendidikan di era Industri 4.0 ditandai oleh digitalisasi dan otomasi yang 

semakin masif. Dalam konteks ini, pendidikan di Indonesia menghadapi 

paradoks: dituntut bertransformasi secara cepat dan tepat, namun masih 

dihadapkan pada tantangan pemerataan akses dan mutu yang belum merata. 

Perkembangan teknologi informasi yang sebelumnya terbatas kini menjadi 

kebutuhan utama di hampir seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mendorong 

terjadinya pergeseran paradigma pendidikan, khususnya dalam 

pembelajaran, dari pendekatan konvensional menuju pembelajaran yang 

lebih digital, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik, sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 1.2. Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21 

 

Kesiapan dunia pendidikan dalam menghadapi era ini sangat ditentukan oleh 

kecakapan seluruh insan pendidikan. Tata kelola yang sebelumnya 

berorientasi pada sentralisasi kini bergeser menuju kemandirian melalui 

desentralisasi atau otonomi pendidikan, khususnya pada tingkat satuan 

pendidikan yang diberikan kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber 

daya untuk meningkatkan mutu. 

Hal ini sejalan dengan prinsip Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 yang 

menekankan kemandirian dan partisipasi. Implementasinya dikenal sebagai 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang bertujuan meningkatkan mutu 

melalui penguatan inisiatif sekolah, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, 

serta optimalisasi potensi yang dimiliki. 

Dengan demikian, satuan pendidikan dituntut tidak hanya memiliki otonomi, 

tetapi juga tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara efektif dan 

efisien guna meningkatkan mutu pendidikan. 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 8 

 

3. Pentingnya Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya 

Sekolah 

Pengelolaan sumber daya sekolah yang efektif dan efisien merupakan kunci 

utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sumber daya sekolah yang 

meliputi sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan lingkungan harus 

dikelola secara optimal melalui perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengawasan yang tepat. 

Efektivitas pengelolaan sumber daya ditunjukkan oleh kesesuaian antara 

hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan 

prestasi peserta didik dan kualitas pembelajaran. Sementara itu, efisiensi 

menekankan pada kemampuan sekolah dalam memanfaatkan sumber daya 

secara optimal untuk menghasilkan output terbaik dengan penggunaan input 

yang minimal. 

Pengelolaan yang efektif dan efisien akan berdampak langsung pada 

peningkatan kualitas proses pembelajaran, optimalisasi pemanfaatan 

anggaran dan fasilitas, serta peningkatan kualitas lulusan. Sebaliknya, 

pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan sumber daya 

dan rendahnya capaian mutu pendidikan. 

Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan sumber daya menjadi semakin penting karena 

sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber dayanya secara 

mandiri. Oleh karena itu, kemampuan sekolah dalam mengelola sumber 

daya secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penentu 

keberhasilan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah dapat diukur 

melalui beberapa indikator berikut: 

a. Program sekolah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu 

dengan biaya yang rasional. 

b. Perencanaan berbasis data (Rapor Pendidikan, EDS) dan ditindaklanjuti 

secara konsisten. 

c. Monitoring dan evaluasi menghasilkan perbaikan berkelanjutan 

(continuous improvement). 

d. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. 

e. Tingkat kepuasan warga sekolah dan masyarakat terhadap layanan 

pendidikan. 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 9 

 

Dengan indikator tersebut, sekolah tidak hanya menjalankan program, tetapi 

mampu memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar 

memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

 

4. Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan 

Peran masyarakat merupakan faktor strategis dalam keberhasilan 

penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan, mengingat pendidikan 

bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan 

masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat rasa memiliki 

terhadap sekolah, tetapi juga berfungsi sebagai sumber dukungan sosial, 

kultural, dan sumber daya yang dapat mengatasi keterbatasan internal 

sekolah. Namun demikian, dalam praktiknya, peran tersebut masih belum 

optimal karena keterbatasan komunikasi, rendahnya transparansi, serta 

belum terbangunnya sistem pelibatan yang terstruktur dan berkelanjutan. 

Secara konseptual, partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif 

dalam seluruh siklus penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya dalam bentuk 

dukungan finansial, tetapi juga kontribusi pemikiran, pengawasan, dan 

kemitraan strategis yang difasilitasi melalui wadah seperti Komite Sekolah 

dan Dewan Pendidikan. Partisipasi yang bermakna akan mendorong 

terciptanya pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, 

sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan pendidikan. 

Di sisi lain, pengelolaan SMP di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 

menghadapi tuntutan yang semakin kompleks, terutama dalam menyiapkan 

peserta didik yang memiliki kompetensi abad ke-21. Kondisi ini menuntut 

sistem pendidikan untuk tidak hanya adaptif terhadap perkembangan 

teknologi, tetapi juga mampu membangun ekosistem pembelajaran yang 

kolaboratif dan berkelanjutan. 

Dalam konteks tersebut, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi 

pendekatan strategis yang memungkinkan integrasi antara kemandirian 

sekolah dan partisipasi masyarakat. Melalui MBS, sekolah diberikan 

kewenangan untuk mengelola pembelajaran, kurikulum, pendanaan, dan 

sumber daya secara kontekstual, sekaligus membuka ruang keterlibatan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, MBS tidak 

hanya memperkuat tata kelola sekolah, tetapi juga menjadi mekanisme untuk 

mengoptimalkan peran masyarakat sebagai mitra pendidikan. 
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Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat dan implementasi MBS 

harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat. Sekolah 

yang mampu mengelola partisipasi masyarakat secara efektif akan memiliki 

kapasitas yang lebih tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

membangun kepercayaan publik, serta menciptakan ekosistem pendidikan 

yang adaptif dan berkelanjutan. 

 

5. Kondisi Ideal Implementasi MBS 

Indonesia tengah memasuki era Industri 4.0 yang ditandai dengan 

digitalisasi dan otomasi. Dalam konteks ini, pendidikan menghadapi 

tuntutan untuk bertransformasi secara cepat dan tepat. Teknologi informasi 

yang sebelumnya terbatas kini telah menjadi kebutuhan utama di hampir 

seluruh lapisan masyarakat. 

Kesiapan dunia pendidikan dalam menghadapi perubahan tersebut sangat 

ditentukan oleh kecakapan seluruh insan pendidikan. Seiring perkembangan 

zaman, orientasi kecakapan juga mengalami pergeseran, dari kompetisi 

menuju kolaborasi, yang sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS), khususnya nilai kerja sama. Hal ini selaras dengan prinsip 

dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu kemandirian dan partisipasi. 

Dalam kondisi ideal, satuan pendidikan mampu mengimplementasikan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara utuh dengan mengintegrasikan 

prinsip kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

seluruh aspek pengelolaan sekolah. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai 

pelaksana kebijakan, tetapi sebagai pusat pengambilan keputusan yang 

adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan lingkungan. 

Sekolah yang ideal di era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kemampuan 

mengelola sumber daya secara efektif dan efisien berbasis data. 

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dilakukan dengan 

memanfaatkan Rapor Pendidikan, hasil asesmen, serta sistem informasi 

berbasis teknologi, sehingga setiap kebijakan dan program yang diambil 

memiliki dasar yang objektif dan terukur. 

Dalam aspek pembelajaran, sekolah mampu mengembangkan proses 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memanfaatkan teknologi 

digital, serta mengintegrasikan pembelajaran mendalam, koding, dan 
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kecerdasan artifisial. Guru berperan sebagai fasilitator dan inovator 

pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang 

bermakna, adaptif, dan kontekstual. 

Kepemimpinan kepala sekolah dalam kondisi ideal bersifat 

transformasional, mampu membangun budaya mutu, mendorong kolaborasi, 

serta menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berinovasi. Di sisi lain, 

partisipasi masyarakat terbangun secara aktif melalui kemitraan yang saling 

mendukung, sehingga sekolah memiliki ekosistem pendidikan yang kuat 

dan berkelanjutan. 

Selain itu, sekolah juga mampu menjamin akses pendidikan yang inklusif 

dan berkeadilan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, 

tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, dan 

keterampilan abad ke-21. 

Dengan demikian, kondisi ideal implementasi MBS di era digital adalah 

terwujudnya sekolah yang mandiri, adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, 

yang mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing global.  

 

6. Kondisi Riil Penerapan MBS di Daerah  

Berdasarkan hasil Monitoring dan Supervisi manajemen berbasis sekolah 

(MBS) yang dilakukan oleh Bidang Tata Kelola Direktorat SMP 

Kemdikbudristek awal tahun 2021 ternyata masih banyak didapatkan data 

tentang MBS yang sangat memprihatinkan, yaitu: 

a. Dinas Pendidikan 

1) Prinsip Partisipatif, belum semua Staf Dinas Pendidikan Bidang/ 

Seksi SMP terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Bidang 

SMP serta dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dalam 

rangka implementasi MBS di satuan pendidikan 

2) Prinsip Kemandirian, hanya sedikit dinas yang sudah merumuskan 

dan menetapkan, serta mengawal peran/partisipasi masyarakat 

dalam pendidikan dalam implementasi MBS di satuan pendidikan. 

3) Prinsip Akuntabilitas, hanya sedikit dinas pendidikan yang 

melakukan Kegiatan analisis, evaluasi, atau kegiatan lainnya serta 

mencantumkan dalam DPA implementasi MBS pada satuan 

pendidikan, 
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4) Prinsip Keterbukaan, hanya sedikit dinas pendidikan merumuskan 

dan menetapkan kebijakan rencana jangka panjang, menengah, dan 

pendek bidang pendidikan berbasis Analisis, evaluasi, atau kegiatan 

lainnya dalam kerangka implementasi MBS pada satuan 

pendidikan, 

5) Prinsip Kemitraan, hanya sedikit dinas pendidikan yang 

merumuskan dan menetapkan kebijakan kegiatan selain yang 

tercantum dalam DPA berbasis analisis evaluasi dan refleksi dalam 

kerangka implementasi MBS pada satuan pendidikan bekerjasama 

dengan lembaga lain (misalnya: kerjasama dengan UPT, Perguruan 

Tinggi, dan lembaga lainnya). 

b. MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah) 

1) Belum tersusun perencanaan dan pelaksanaan dengan baik dalam 

membangun Kompetensi Profesional bagi Kepala Sekolah dan 

Guru; 

2) Belum membuat perencanaan dan melaksanakan evaluasi terhadap 

program Kepengawasan dalam implementasi MBS; 

3) Belum tersusun perencanaan dan pelaksanaan dalam membangun 

prinsip MBS dengan baik dalam pengelolaan sekolah di masing-

masing satuan Pendidikan. 

c. MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) 

1) Sekolah belum banyak melibatkan peran serta dunia usaha dan 

membangun kemitraan dengan lembaga lain untuk pengembangan 

minat dan bakat dalam kerangka MBS 

2) Sekolah belum melaksanakan Kemitraan/Kerjasama dalam 

Pengelolaan Dapodik 

3) Sekolah belum banyak menerapkan prinsip kemandirian dalam 

Manajemen Berbasis Sekolah, misalnya dalam belum terdapat unit-

unit usaha/income generating untuk menghasilkan pemasukan dana, 

belum adanya kerjasama dengan pihak lain dalam bidang komersial 

untuk memperoleh pemasukan dana, dan sebagainya. 

 

Kondisi ini menuntut Direktorat SMP melakukan penguatan pemahaman 

MBS dan pelaksanaan MBS sebagai upaya otonomi sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Dinas Pendidikan Kab/kota perlu 

memahami konsep MBS dengan baik sehingga dapat mendorong, 

memfasilitasi dan mendukung sekolah dalam mengembangkan dan 
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melaksanakan MBS. Pengawas sesuai dengan tugas dan fungsinya perlu 

menukung, membimbing dan mensupervisi pelaksanaan MBS di sekolah. 

Sedangkan Sekolah sebagai ujung tombak peningkatan mutu pendidikan 

yang akan menerapkan otonomi pendidikan melalui otonomi sekolah, 

MBS adalah model manajemen yang memberikan kewenangan lebih 

besar kepada sekolah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, 

pengelolaan dana, kurikulum, personil, serta keterlibatan Masyarakat.  

Kepala sekolah adalah manajer puncak di sekolah untuk itu perlu 

diyakinkan dan didorong untuk mengembangkan dan melaksanakan 

MBS dalam manajemen pengelolaan sekolahnya. Dengan demikian 

Direktorat SMP perlu melakukan pendampingan terhadap penguatan 

Tata Kelola SMP berbasis MBS bagi para pemangku kepentingan di 

Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Pengawas, dan Kepala Sekolah. 

 

7. Harapan yang akan dicapai melalui Pendampingan MBS 

Pendampingan MBS kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota, pengawas, 

dan kepala sekolah menjadi langkah strategis dalam mengimplementasikan 

standar, norma, prosedur, dan kriteria pengelolaan pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, khususnya melalui Bidang Tata Kelola 

Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Prinsip-prinsip utama MBS perlu disosialisasikan dan diterapkan 

secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah 

daerah hingga satuan pendidikan di seluruh Indonesia. 

Selain itu, diharapkan muncul berbagai inovasi dan praktik baik dari para 

pemangku kebijakan di daerah sebagai wujud implementasi MBS. Praktik-

praktik tersebut dapat direplikasi dan menjadi inspirasi bagi peningkatan 

mutu pengelolaan pendidikan di daerah lainnya.  

Setelah seluruh pemangku kepentingan memahami, mengembangkan, dan 

menerapkan prinsip-prinsip MBS sesuai tugas dan fungsinya, diharapkan 

terjadi beberapa perubahan sebagai berikut: 

a. Terbentuknya pola pikir bahwa perubahan merupakan keniscayaan, dari 

regulasi yang sangat rinci menuju penerapan berbasis norma, standar, 

prosedur, dan kriteria (NSPK) yang lebih fleksibel sesuai karakteristik 

daerah; 

b. Semakin jelasnya pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara 

dinas pendidikan dan sekolah; 
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c. Meningkatnya pemahaman tentang sekolah sebagai suatu sistem; 

d. Adanya keleluasaan dalam menyusun RKJM/RKJP/RKASP sesuai 

kondisi dengan tetap mengacu pada NSPK; 

e. Munculnya kreativitas dan inovasi sebagai wujud penerapan prinsip 

MBS (partisipasi, transparansi, akuntabilitas); 

f. Meningkatnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan partisipasi 

pemangku kepentingan; 

g. Adanya fleksibilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan; 

h. Terbentuknya kerja tim yang lebih solid, adaptif, dan dinamis; 

i. Semakin optimalnya dukungan MBS terhadap proses pembelajaran; 

j.  Meningkatnya peran tim pengembang sekolah dalam implementasi 

MBS; dan 

k. Berkembangnya regulasi daerah yang sejalan dengan prinsip MBS. 

 

B. Analisis Situasi 

Keempat aspek peningkatan mutu, efisiensi pengelolaan sumber daya, penguatan 

otonomi, dan partisipasi masyarakat tidak dapat berhenti sebagai konsep normatif 

dalam kebijakan pendidikan. Keempatnya harus diuji dalam realitas 

implementasi di lapangan, yang hingga saat ini masih menunjukkan kesenjangan 

antara desain kebijakan dan praktik pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. 

Kesenjangan ini menjadi semakin krusial pada jenjang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), yang merupakan fase transisi penting dalam perkembangan 

kognitif peserta didik dari kemampuan dasar menuju kemampuan berpikir 

abstrak, analitis, dan kritis. 

Secara empiris, sistem pendidikan Indonesia menghadapi paradoks antara 

perluasan akses dan stagnasi kualitas pembelajaran. Data menunjukkan bahwa 

capaian literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih berada pada tingkat 

yang mengkhawatirkan, dengan stagnasi skor PISA dalam dua dekade terakhir 

serta tingginya angka learning poverty—sekitar 35% anak usia 10 tahun belum 

mampu memahami bacaan sederhana. Selain itu, 47% siswa sekolah dasar belum 

mampu membaca secara mandiri, yang berarti sebagian besar peserta didik 

memasuki jenjang SMP dengan fondasi literasi yang lemah.  

Kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap pembelajaran di SMP. Sekolah 

pada jenjang ini tidak hanya berfungsi sebagai pengembang kompetensi lanjutan, 

tetapi juga harus melakukan learning recovery terhadap ketertinggalan 

kemampuan dasar peserta didik. Namun, dalam praktiknya, banyak SMP masih 
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terjebak pada orientasi penuntasan kurikulum dan target administratif, sehingga 

kebutuhan riil peserta didik belum sepenuhnya terakomodasi. Akibatnya, 

kesenjangan kemampuan antar siswa semakin melebar, dan kualitas hasil belajar 

tidak berkembang secara optimal. 

Lebih lanjut, persoalan tata kelola menjadi faktor kunci yang memperkuat kondisi 

tersebut. SMP sebagai satuan pendidikan masih menghadapi beban administratif 

yang tinggi, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan fleksibilitas dalam 

pengelolaan sumber daya. Fenomena isomorphic mimicry menunjukkan bahwa 

sekolah secara formal telah memenuhi berbagai indikator tata kelola, namun 

belum optimal dalam menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Guru di SMP 

masih banyak mengalokasikan waktu untuk pemenuhan dokumen dan laporan 

administratif, sehingga ruang untuk inovasi pembelajaran dan diferensiasi 

menjadi terbatas.  

Selain itu, dari perspektif efisiensi, terdapat ketidaksesuaian antara input dan 

output pendidikan. Rata-rata lama sekolah peserta didik Indonesia mencapai 12,4 

tahun, namun kualitas pembelajaran yang diperoleh hanya setara dengan 7,8 

tahun, yang berarti terjadi kehilangan efektivitas belajar sebesar 4,6 tahun. 

Inefisiensi ini juga tercermin dalam pengelolaan anggaran, di mana sebagian 

besar anggaran pendidikan terserap untuk belanja pegawai, sementara ruang 

untuk inovasi pembelajaran di tingkat sekolah, termasuk SMP, masih terbatas. 

Dalam konteks tersebut, penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada 

jenjang SMP menjadi sangat penting dan strategis. SMP merupakan titik krusial 

dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, karena pada fase ini peserta 

didik mulai mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order 

thinking skills). Jika pengelolaan pendidikan di SMP tidak mampu menjawab 

kebutuhan ini, maka potensi peserta didik tidak akan berkembang secara optimal, 

dan kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin melebar pada jenjang 

berikutnya. 

Melalui penguatan MBS, SMP diberikan kewenangan untuk mengelola sumber 

daya secara lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis data. Sekolah dapat 

melakukan perencanaan yang lebih tepat sasaran berdasarkan Rapor Pendidikan 

dan hasil asesmen, termasuk merancang program learning recovery, 

pembelajaran berdiferensiasi, serta penguatan literasi dan numerasi. Dengan 

demikian, pengelolaan pendidikan tidak lagi bersifat seragam, tetapi disesuaikan 

dengan kebutuhan nyata peserta didik di masing-masing sekolah. 
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Penguatan MBS di SMP juga mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya. Sekolah dapat mengalokasikan anggaran dan sumber 

daya pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu 

pembelajaran, seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan inovasi 

pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Hal ini memungkinkan 

terjadinya value for money dalam pengelolaan pendidikan, di mana setiap sumber 

daya yang digunakan memberikan hasil yang optimal. 

Lebih jauh, MBS menggeser paradigma pengelolaan dari compliance-based 

management menuju performance-based management. Keberhasilan sekolah 

tidak lagi diukur dari kelengkapan dokumen administratif, tetapi dari dampak 

nyata terhadap kualitas pembelajaran dan capaian peserta didik. Pergeseran ini 

sangat penting untuk mengembalikan esensi pendidikan sebagai proses 

pembelajaran yang bermakna. 

Selain itu, penguatan MBS di SMP memperluas ruang partisipasi masyarakat 

sebagai mitra strategis dalam pendidikan. Keterlibatan orang tua dan masyarakat 

tidak hanya mendukung penyediaan sumber daya, tetapi juga memperkuat 

ekosistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan sosial dan 

perkembangan zaman. 

Dengan demikian, penguatan Manajemen Berbasis Sekolah pada jenjang SMP 

merupakan kebutuhan sistemik yang tidak dapat ditunda. MBS menjadi 

instrumen kunci dalam mentransformasi tata kelola SMP dari yang bersifat 

administratif dan birokratis menuju pengelolaan yang adaptif, berbasis data, 

efisien, dan berorientasi pada mutu pembelajaran. Tanpa penguatan MBS yang 

serius dan kontekstual di jenjang SMP, upaya peningkatan kualitas pendidikan 

berisiko tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga tujuan pembangunan 

sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 sulit tercapai secara 

optimal. 

 

C. Tujuan 

Alasan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan panduan tata kelola 

pendidikan yang mampu memperkuat implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS), khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

dengan memberikan kemerdekaan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada Dinas 

Pendidikan kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya 

yang dimiliki. Dalam konteks tantangan mutu pendidikan yang masih ditandai 
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oleh kesenjangan capaian pembelajaran dan inefisiensi pengelolaan, satuan 

pendidikan—terutama SMP sebagai fase krusial perkembangan kognitif peserta 

didik—dipandang sebagai aktor yang paling memahami kondisi internal dan 

eksternal, sehingga memiliki posisi strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya secara kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata. 

Penguatan MBS di jenjang SMP menjadi sangat penting karena pada fase ini 

peserta didik tidak hanya mengembangkan kompetensi lanjutan, tetapi juga 

membutuhkan penguatan kemampuan dasar yang seringkali belum tuntas dari 

jenjang sebelumnya. Oleh karena itu, pengelolaan sekolah yang adaptif, fleksibel, 

dan berbasis data menjadi kunci dalam memastikan proses pembelajaran berjalan 

efektif dan berdampak pada peningkatan mutu. 

Adapun tujuan penyusunan buku Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP ini 

adalah: 

1. Menyediakan referensi dan rambu-rambu bagi penyelenggara pendidikan di 

tingkat pusat hingga daerah dalam mengelola pendidikan secara lebih 

efektif, efisien, dan berorientasi mutu;  

2. Memberikan panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan (dewan 

pendidikan dan komite sekolah) untuk berpartisipasi secara bermakna dalam 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran;  

3. Menjadi acuan bagi lembaga/organisasi nonpemerintah dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan prinsip otonomi, 

akuntabilitas, dan transparansi;  

4. Memberikan pedoman operasional bagi satuan pendidikan, khususnya SMP, 

dalam mengelola sekolah berbasis MBS secara kontekstual, adaptif, dan 

berbasis data; dan  

5. Mendorong penguatan otonomi sekolah agar lebih inovatif, responsif, dan 

kreatif dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta capaian peserta didik.  

Dengan terbitnya buku ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik di 

tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan, dapat menjalankan peran dan 

fungsinya secara optimal dalam kerangka penguatan MBS. Pada akhirnya, 

implementasi MBS yang kuat dan konsisten, khususnya di jenjang SMP, 

diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan, 

memperkuat kualitas pembelajaran, serta menjadi fondasi penting dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju 

Indonesia Emas 2045. 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 18 

 

D. Dasar Hukum 
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

2. Undang-undang nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 

3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762;  

4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5157);  

5. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Presiden nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara; 

7. Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Anak Tidak Sekolah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 Tahun 2016 

tentang Komite Sekolah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 5 

Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak 

Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 
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11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 7 

Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang 

Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 16 

Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, 

Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 

Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, 

Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32 

Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik 

Indonesia nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 18 

Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, 

Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 22 

Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak 

Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia 

nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan Dasar dan Menengah; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 12 

Tahun 2024 tentang kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang 

Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 Tahun 2025 

tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru; dan 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 9 Tahun 2026 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 26 Tahun 2025 

tentang pedoman Standar Pengelolaan Pendidikan pada jenjang PAUD, 

Pendidikan Dasar (SD, SMP), dan Pendidikan Menengah (SMA, SMK), 

menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada 

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang 

Pendidikan Menengah.  
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E. Pengertian Umum 

1. Standar Nasional Pendidikan  

Standar Nasional Pendidikan (SNP) terbaru merujuk pada PP No. 4 Tahun 

2022 (perubahan atas PP No. 57 Tahun 2021). SNP ini merupakan kriteria 

minimal sistem pendidikan di Indonesia yang menekankan pada penguatan 

karakter (Profil Pelajar Pancasila), fleksibilitas, literasi, numerasi, dan 

integrasi kurikulum merdeka. Berikut adalah poin kunci dalam SNP terbaru: 

a. Delapan Komponen SNP: Meliputi Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL), Isi, Proses, Pendidik & Tenaga Kependidikan, Sarana & 

Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, dan Penilaian Pendidikan. 

b. Fokus pada SKL: Berfokus pada iman/takwa, berakhlak mulia, karakter 

Pancasila, serta literasi-numerasi. 

c. Kurikulum & Pembelajaran: 

d. Kurikulum berbasis fleksibilitas dan menekankan pada pembelajaran 

mendalam (deep learning) 

1) Evaluasi: Menggunakan Asesmen Nasional (AN) yang mengukur 

kompetensi literasi, numerasi, dan survei karakter, bukan Ujian 

Nasional. 

2) Penyesuaian: Berlaku untuk semua jenjang pendidikan (PAUD 

hingga Pendidikan Tinggi) dan mencakup penyesuaian regulasi 

terbaru mengenai sarana prasarana serta pengelolaan pendidikan.  

Peraturan ini dirancang untuk menciptakan pendidikan yang lebih 

berkualitas, kontekstual, dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia, Standar 

Nasional Pendidikan merupakan acuan bagi pencapaian standar mutu 

pendidikan di Indonesia. 

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) di sekolah. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada 

standar sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 

PP Nomor 19 Tahun 2005 di atas. Acuan utama adalah Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus 

dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar 

Nasional Pendidikan terdiri atas: 

a. Standar Kompetensi Lulusan 

b. Standar Isi 

c. Standar Proses 

https://ipai.upi.edu/pp-no-4-tahun-2022-penyesuaian-standar-nasional-pendidikan-untuk-masa-depan-yang-lebih-berkualitas/
https://ipai.upi.edu/pp-no-4-tahun-2022-penyesuaian-standar-nasional-pendidikan-untuk-masa-depan-yang-lebih-berkualitas/
https://siplawfirm.id/standar-nasional-pendidikan-snp-terbaru/?lang=id
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d. Standar Penilaian 

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

f. Standar Pengelolaan 

g. Standar Sarana dan Prasarana 

h. Standar Pembiayaan 

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. 

Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut 

dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 

dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dijabarkan dalam 

bentuk indikator mutu. Jika dipandang dari konsep sistem pendidikan, maka 

input pendidikan terdiri dari isi (kurikulum), sarpras, pendidik dan tenaga 

kependidikan, pengelolaan, dan pembiayaan. Sedangkan proses pendidikan 

terdiri dari pembelajaran dan penilaian. Dan output pendidikan adalah 

kompetensi lulusan.  

 

2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Secara umum, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model 

pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi (kewenangan dan 

tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, disertai fleksibilitas dalam 

pengelolaan serta mendorong partisipasi aktif warga sekolah dan masyarakat 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan otonomi tersebut, sekolah 

memiliki kewenangan mengambil keputusan sesuai kebutuhan dan 

karakteristiknya, tetap berlandaskan kebijakan nasional dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, MBS merupakan 

salah satu bentuk reformasi pendidikan untuk mewujudkan layanan 

pendidikan yang lebih berkualitas dan relevan. 

MBS juga merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan 

mutu dan kemandirian melalui penguatan tata kelola yang baik. Melalui 

MBS, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat 

diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan zaman, dan tuntutan global. Oleh karena itu, 

MBS menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola 

sekolah. 

Secara regulatif, implementasi MBS didukung oleh berbagai peraturan, 

antara lain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (2) 

yang menegaskan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan 
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transparansi; serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Nomor 

66 Tahun 2010 yang menekankan prinsip kemandirian, kemitraan, 

partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. 

Dengan demikian, prinsip utama MBS meliputi kemandirian, 

kemitraan/kerja sama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Seluruh 

warga sekolah perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, sehingga 

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dapat tercapai secara optimal. 

 

3. Koding dan Kecerdasan Artifisial 

Dalam mendukung kebijakan layanan pendidikan bermutu untuk semua, 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 

menjadikan transformasi digital sebagai agenda utama dalam penguatan 

sistem pendidikan dasar dan menengah. Penguatan kurikulum berbasis 

teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial (KA) untuk 

personalisasi pembelajaran, diharapkan mampu menghadirkan pengalaman 

belajar yang lebih relevan, inklusif, dan berkeadilan, sehingga tidak ada 

peserta didik yang tertinggal. 

Belajar dari negara seperti Singapura, India, Tiongkok, Australia, dan Korea 

Selatan, Indonesia perlu mengambil langkah strategis melalui adaptasi 

kurikulum berbasis teknologi, peningkatan kompetensi pendidik, serta 

pemerataan infrastruktur digital. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek 

(Project-Based Learning) juga dapat mendorong kreativitas dan inovasi 

peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. 

Implementasi koding dan KA di sekolah memerlukan dukungan sumber 

daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta kemitraan 

strategis. Penerapannya perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan 

peserta didik, mulai dari pengenalan berpikir komputasional di SD, 

pengenalan algoritma dan pemrograman sederhana di SMP, hingga 

pemrograman berbasis teks dan konsep machine learning di SMA/SMK. 

Pendekatan bertahap ini memungkinkan peserta didik memahami sekaligus 

menerapkan teknologi secara kontekstual. 

Integrasi koding dan KA tidak hanya meningkatkan literasi digital, tetapi 

juga mengembangkan keterampilan esensial seperti berpikir komputasional, 

analisis data, pemecahan masalah, serta pemahaman etika teknologi. Seiring 

perkembangan Industri 4.0 dan Society 5.0, penguatan kompetensi tersebut 
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menjadi kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan 

berdaya saing global. 

 

4. Pembelajaran Mendalam 

Pembelajaran mendalam merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasi 

dampak pendidikan dasar dan menengah. Di Indonesia, pembelajaran 

mendalam bukanlah kurikulum, melainkan pendekatan pembelajaran yang 

juga bukan hal baru dalam praktik pendidikan. 

Pembelajaran mendalam menekankan pada penciptaan suasana belajar yang 

berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan 

(joyful) melalui pengembangan aspek intelektual, etika, estetika, dan 

kinestetik secara holistik. Pendekatan ini mendorong keterkaitan antara 

pengetahuan konseptual dan prosedural, penerapan dalam konteks nyata, 

serta pembelajaran berbasis pengalaman melalui refleksi, konseptualisasi, 

dan eksperimen. Dengan demikian, pembelajaran mendalam menjadi 

fondasi penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan 

mengembangkan kemampuan intelektual, moral, serta kinerja peserta didik 

secara utuh. 

Adapun prinsip utama dalam pembelajaran mendalam meliputi: 

a. Berkesadaran, Yaitu peserta didik aktif, memahami tujuan belajar, 

termotivasi secara intrinsik, dan mampu mengelola proses belajarnya; 

b. Bermakna, yaitu pembelajaran tidak hanya pada penguasaan konten, 

tetapi juga pada kemampuan menerapkan pengetahuan dalam 

kehidupan nyata; 

c. Menggembirakan, yaitu terciptanya suasana belajar yang positif, 

menantang, dan menyenangkan sehingga peserta didik lebih mudah 

memahami, mengingat, dan mengaplikasikan pengetahuan. 

 

F. Ruang Lingkup dan Sasaran 
1. Kepala sekolah 

2. Guru dan tenaga kependidikan 

3. Pengawas sekolah 

4. Komite sekolah 

5. Lembaga Penyelenggara Pendidikan 

6. Dinas pendidikan kabupaten/kota 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 24 

 

8. Direktorat SMP  
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BAB II 

KONSEP DASAR 

MANAJEMEN BERBASIS 

SEKOLAH 
 

 
anajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu 

pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang berkembang 

sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan mutu, relevansi, 

dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Perubahan paradigma 

dari sistem yang bersifat sentralistik menuju desentralistik 

mendorong lahirnya model pengelolaan yang memberikan peran lebih besar 

kepada sekolah sebagai unit utama dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks 

ini, sekolah tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, 

melainkan sebagai organisasi yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan 

kapasitas untuk mengelola sumber daya secara mandiri. 

Secara konseptual, MBS menekankan pada pemberian otonomi kepada sekolah 

yang diimbangi dengan akuntabilitas publik, partisipasi pemangku kepentingan, 

serta orientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Pendekatan ini juga 

mencerminkan praktik global dalam school-based management, di mana sekolah 

didorong untuk menjadi lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan 

peserta didik serta dinamika lingkungan. Dengan demikian, MBS tidak hanya 

berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi 

kepemimpinan, budaya organisasi, serta kualitas proses pembelajaran. 

Dalam implementasinya, keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh kemampuan 

sekolah dalam mengelola kewenangan yang dimiliki secara efektif. Hal ini 

mencakup kemampuan dalam merencanakan program, mengelola sumber daya, 

membangun kolaborasi, serta melakukan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, 

pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar MBS menjadi penting 

M 
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sebagai landasan dalam mengkaji prinsip, karakteristik, serta implementasinya 

dalam konteks pendidikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai konsep dasar Manajemen 

Berbasis Sekolah perlu ditinjau dari berbagai aspek, meliputi pengertian, tujuan, 

prinsip, serta landasan yang mendasarinya, sehingga memberikan pemahaman 

yang utuh mengenai peran MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 

A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan 

pendidikan yang berkembang dalam kerangka desentralisasi pendidikan. 

Berbagai ahli dan lembaga internasional memberikan definisi yang beragam, 

namun saling melengkapi dalam menjelaskan konsep ini. 

Menurut OECD, MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang 

memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengambilan keputusan, dengan 

penekanan pada akuntabilitas berbasis data dan kinerja. Sekolah didorong untuk 

menggunakan bukti empiris dalam merancang dan mengevaluasi program 

pendidikan guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan.  

Menurut World Bank, MBS adalah pendekatan desentralisasi yang memberikan 

kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya pendidikan secara 

kontekstual, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keberhasilan MBS 

sangat bergantung pada kapasitas sekolah dalam mengelola kewenangan tersebut 

secara efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Menurut UNESCO, MBS merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang 

tidak hanya menekankan otonomi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip 

inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Sekolah dipandang sebagai agen 

transformasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kompetensi 

akademik, karakter, serta kesiapan peserta didik menghadapi perubahan global.  

Menurut Brian J. Caldwell, MBS adalah model pengelolaan sekolah yang 

menekankan pada kapasitas pengambilan keputusan di tingkat sekolah, fokus 

pada hasil belajar siswa, serta akuntabilitas berbasis kinerja. Otonomi sekolah 

harus diimbangi dengan penguatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia 

agar dapat berjalan efektif.  
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Menurut Kenneth Leithwood, MBS merupakan pendekatan yang menempatkan 

kepemimpinan sebagai faktor kunci, dengan karakteristik kepemimpinan 

transformasional, pengambilan keputusan kolaboratif, serta pengembangan 

profesional berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

Dalam perspektif global, MBS dikenal sebagai school-based management, yaitu 

model yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan 

pendidikan dengan keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas publik. 

Sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, namun tetap 

dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil pendidikan kepada 

masyarakat secara transparan.  

Dalam konteks Indonesia, MBS didefinisikan sebagai bentuk implementasi 

otonomi pendidikan di tingkat satuan pendidikan, di mana sekolah diberikan 

kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program 

pendidikan secara mandiri dengan tetap mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan. Pelaksanaannya menekankan partisipasi masyarakat melalui komite 

sekolah serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

pendidikan.  

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Manajemen 

Berbasis Sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan yang memberikan 

otonomi luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan program 

pendidikan, dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat serta akuntabilitas 

publik. MBS tidak hanya berorientasi pada desentralisasi kewenangan, tetapi juga 

pada penguatan kapasitas sekolah, kepemimpinan yang efektif, serta 

pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan mutu pendidikan 

secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, MBS menjadi pendekatan strategis dalam mewujudkan tata 

kelola pendidikan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan berorientasi 

pada peningkatan kualitas pembelajaran serta hasil belajar peserta didik. 

 

B. Sejarah dan Perkembangan Manajemen Berbasis 

Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma pengelolaan 

pendidikan yang lahir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem pendidikan 

yang terlalu tersentralisasi. Dalam sistem yang birokratis, sebagian besar 
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keputusan ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga sekolah memiliki ruang 

yang terbatas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Kondisi 

tersebut mendorong lahirnya pendekatan desentralisasi pendidikan yang 

memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya, 

proses pembelajaran, serta pengambilan keputusan strategis (OECD, 2023).  

Konsep ini dikenal secara global sebagai school-based management, yaitu model 

pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan 

keputusan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala 

sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan ini berkembang sejak akhir 

abad ke-20 di negara-negara maju sebagai bagian dari reformasi pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas, relevansi, dan akuntabilitas sistem pendidikan (World 

Bank, 2020; UNESCO, 2022).  

Secara konseptual, MBS menekankan pada pemberian otonomi kepada sekolah 

dalam mengelola kurikulum, sumber daya manusia, keuangan, serta program 

pembelajaran secara kontekstual. Otonomi tersebut diharapkan mampu 

mendorong sekolah menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan 

lingkungan, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan melalui 

pengambilan keputusan yang berbasis kebutuhan nyata (school-driven decision 

making) (Hallinger et al., 2021). 

Dalam perspektif kontemporer, MBS tidak hanya dipahami sebagai desentralisasi 

kewenangan, tetapi juga sebagai upaya membangun tata kelola pendidikan yang 

partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sekolah diposisikan sebagai organisasi 

pembelajar (learning organization) yang mampu mengembangkan kapasitas 

internal melalui kolaborasi, refleksi berbasis data, serta inovasi berkelanjutan 

dalam proses pembelajaran (Leithwood et al., 2020; Harris & Jones, 2022). 

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa efektivitas MBS sangat dipengaruhi 

oleh kualitas kepemimpinan sekolah dan kapasitas kelembagaan. Penelitian 

mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan implementasi MBS bergantung pada 

kemampuan kepala sekolah dalam membangun budaya kolaboratif, 

memberdayakan guru, serta mengintegrasikan data dalam pengambilan 

keputusan strategis (Pont, 2023; Fullan, 2023). Selain itu, studi terbaru juga 

menunjukkan bahwa MBS yang didukung oleh transformasi digital mampu 

meningkatkan transparansi, efisiensi manajemen, serta keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan sekolah (UNESCO, 2024). 
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Dalam konteks Indonesia, MBS mulai berkembang sejak era reformasi sebagai 

bagian dari kebijakan otonomi daerah yang mendorong perubahan dari sistem 

sentralistik menuju desentralistik. Implementasi MBS bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian sekolah, partisipasi 

masyarakat, serta penguatan akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, pendekatan 

ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan secara kolaboratif 

untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023).  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemendikdasmen (Depdikbud, Kemdikbud, 

Kemdiknas, Kemristekdikti, atau perubahan nama lainnya) untuk menghidupkan 

dan memelihara roh MBS ini melalui berbagai upaya kerjasama dengan lembaga 

donor asing, maupun dengan adaptasi inovasi-inovasi tersebut dengan 

menggunakan dana APBN.  Program-program yang melibatkan donor luar negeri 

untuk mengimplementasikan MBS tersebut diantaranya: Decentralized Basic 

Education Project (DBEP), Australia Indonesia Basic Education Program 

(AIBEP) dan Australia Indonesia Development Cooperation Program (AIDCP), 

Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF), Regional Education 

Development and Improvement Program (REDIP).  Di samping itu ada beberapa 

program terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan dengan 

menggunakan dana dari APBN seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN), dan Regional Education Development 

and Improvement Program-Government (REDIP-G). Kegiatan yang diintrodusir 

dan ditekankan oleh program-program di atas adalah prinsip-prinsip dari 

manajemen berbasis sekolah seperti kemandirian, partisipasi masyarakat, 

transparansi dan akuntabilitas (Direktorat SMP, 2009). 

Meskipun implementasi MBS di Indonesia mengalami pasang surut, saat ini 

Manajemen Berbasis Sekolah telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam 

pengelolaan pendidikan di Indonesia. Penerapan MBS terus dikembangkan 

melalui berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional (Hadiyanto et al., 2020). 

Meskipun implementasi MBS di Indonesia masih menghadapi berbagai 

tantangan, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan 

model pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusat 

pengambilan keputusan dengan memberikan otonomi yang luas, sekaligus 

menuntut akuntabilitas yang tinggi. Lebih dari sekadar desentralisasi, MBS 

merupakan strategi transformasi pendidikan yang menekankan pada kolaborasi, 

pemberdayaan, dan inovasi berkelanjutan guna mewujudkan sekolah yang 

mandiri, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. 
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C. Landasan Implementasi MBS 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan 

yang didasarkan pada prinsip desentralisasi, partisipasi, dan peningkatan mutu. 

Secara filosofis, MBS berakar pada nilai-nilai humanisme, demokrasi, dan 

konstruktivisme. Secara yuridis, MBS memiliki dasar hukum yang kuat dalam 

sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara teoritis, MBS didukung oleh 

berbagai teori manajemen dan pendidikan modern yang menekankan efisiensi, 

partisipasi, dan kualitas. 

Dengan demikian, MBS menjadi strategi yang relevan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di era otonomi daerah dan globalisasi, serta mampu menjawab 

tantangan pendidikan yang semakin kompleks. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan 

pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan 

melalui pemberian otonomi yang luas dalam mengelola sumber daya sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Pendekatan ini menekankan 

desentralisasi pendidikan, partisipasi masyarakat, serta peningkatan mutu melalui 

pengambilan keputusan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata sekolah. 

Dalam perspektif kontemporer, MBS tidak hanya dipahami sebagai mekanisme 

administratif, tetapi sebagai strategi transformasi tata kelola pendidikan yang 

berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan akuntabilitas publik 

(OECD, 2023; UNESCO, 2022).  

Secara konseptual, MBS menggeser paradigma pengelolaan pendidikan dari yang 

bersifat sentralistik menuju desentralistik, di mana sekolah memiliki peran 

strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program 

pendidikan secara mandiri. Pergeseran ini sejalan dengan tuntutan global yang 

menghendaki sistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap 

perubahan sosial serta kebutuhan peserta didik (World Bank, 2020). 

1. Landasan Filosofis 

Secara filosofis, MBS berakar pada nilai-nilai humanisme, konstruktivisme, 

demokrasi pendidikan, dan desentralisasi. Humanisme menempatkan 

peserta didik sebagai pusat proses pendidikan yang harus dikembangkan 

secara optimal sesuai dengan potensi dan keunikannya. Dalam kerangka ini, 

sekolah memiliki kebebasan untuk merancang program pembelajaran yang 

berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 31 

 

Konstruktivisme memperkuat pendekatan tersebut dengan menekankan 

bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Oleh 

karena itu, otonomi sekolah dalam MBS memungkinkan pengembangan 

pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Sementara itu, prinsip 

demokrasi pendidikan menegaskan pentingnya partisipasi seluruh 

pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan secara transparan dan 

kolaboratif. 

Lebih lanjut, filosofi desentralisasi menjadi fondasi utama MBS yang 

menempatkan pengambilan keputusan pada tingkat yang paling dekat 

dengan proses pendidikan. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan 

efisiensi, relevansi, dan kualitas layanan pendidikan karena kebijakan yang 

diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Harris & Jones, 2022; Fullan, 

2023). 

 

2. Landasan Yuridis 

Secara yuridis, implementasi MBS di Indonesia memiliki dasar hukum yang 

kuat dan sistematis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa MBS merupakan prinsip fundamental 

dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan dengan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan 

sektor pendidikan. Hal ini semakin menegaskan posisi MBS sebagai bagian 

integral dari kebijakan otonomi daerah. 

Regulasi lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Standar Nasional Pendidikan, memberikan ruang bagi sekolah untuk 

mengembangkan inovasi dalam mencapai standar nasional dengan tetap 

berpegang pada prinsip otonomi, akuntabilitas, dan mutu. Berbagai 

kebijakan turunan dari Kementerian Pendidikan juga memperkuat 

implementasi MBS, terutama dalam aspek kurikulum, pembiayaan, dan 

evaluasi pendidikan (Kemendikbudristek, 2023).  
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3. Landasan Teoritis 

Landasan teoritis MBS didukung oleh berbagai teori manajemen dan 

pendidikan modern yang menekankan efisiensi, partisipasi, dan peningkatan 

mutu. Teori desentralisasi menjelaskan bahwa distribusi kewenangan ke 

tingkat lokal dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas organisasi. 

Dalam konteks pendidikan, hal ini memungkinkan sekolah merespons 

kebutuhan peserta didik secara lebih cepat dan tepat. 

Teori manajemen partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan seluruh 

anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Dalam MBS, partisipasi 

guru, orang tua, dan masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, 

tetapi juga memperkuat akuntabilitas kolektif terhadap keberhasilan 

pendidikan. 

Selanjutnya, teori efektivitas sekolah menegaskan bahwa kualitas 

pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor internal sekolah, seperti 

kepemimpinan, budaya sekolah, dan iklim belajar. MBS memberikan ruang 

bagi sekolah untuk mengembangkan faktor-faktor tersebut secara optimal. 

Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kunci 

dalam menggerakkan seluruh komponen sekolah menuju peningkatan mutu 

(Hallinger et al., 2021). 

Di sisi lain, prinsip Total Quality Management (TQM) memperkuat MBS 

melalui konsep perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan 

orientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Pendekatan ini relevan 

dengan tuntutan pendidikan modern yang menekankan kualitas, inovasi, dan 

keberlanjutan. Selain itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa 

integrasi teknologi dalam tata kelola sekolah turut memperkuat efektivitas 

MBS, terutama dalam aspek transparansi, pengambilan keputusan berbasis 

data, dan keterlibatan masyarakat (UNESCO, 2024). 

 

4. Integrasi Landasan dan Implikasinya 

Landasan filosofis, yuridis, dan teoritis MBS saling berkaitan dan 

membentuk kerangka yang utuh dalam implementasi pengelolaan 

pendidikan. Nilai-nilai filosofis memberikan arah dan prinsip dasar, 

landasan yuridis memberikan legitimasi dan kepastian hukum, sedangkan 

landasan teoritis memberikan dasar ilmiah dalam praktik pengelolaan 

sekolah. 
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Integrasi ketiga landasan tersebut menghasilkan implikasi penting dalam 

pengelolaan pendidikan, yaitu meningkatnya otonomi sekolah, partisipasi 

masyarakat, akuntabilitas publik, serta kualitas layanan pendidikan. Sekolah 

tidak hanya dituntut untuk mandiri, tetapi juga harus mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, Manajemen Berbasis Sekolah merupakan strategi 

pengelolaan pendidikan yang tidak hanya relevan dalam konteks 

desentralisasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam transformasi 

pendidikan di era global dan digital. Keberhasilan implementasinya sangat 

ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan, budaya kolaboratif, serta 

kemampuan sekolah dalam beradaptasi dan berinovasi secara berkelanjutan. 

 

D. Prinsip, Keterkaitan Antar Prinsip dan Implikasinya 

dalam Manajemen Berbasis Sekolah  

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan 

yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan melalui 

pemberian otonomi yang disertai dengan akuntabilitas publik. Implementasi 

MBS tidak dapat dilepaskan dari seperangkat prinsip dasar yang menjadi fondasi 

dalam pengelolaannya. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berkembang dalam 

konteks nasional, tetapi juga mengacu pada praktik-praktik yang lazim digunakan 

secara global dalam kerangka school-based management dan school autonomy 

(OECD, 2023; UNESCO, 2024). Prinsip-prinsip MBS menekankan 

keseimbangan antara otonomi sekolah, partisipasi pemangku kepentingan, 

transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama tata kelola pendidikan modern. 

Prinsip-prinsip ini terbukti berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, 

efektivitas organisasi sekolah, serta responsivitas terhadap kebutuhan peserta 

didik (World Bank, 2020; Pont et al., 2023). 

1. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah 

a. Otonomi Sekolah (School Autonomy) 

Sekolah memiliki kewenangan mengelola kurikulum, sumber daya, dan 

program secara kontekstual untuk meningkatkan fleksibilitas dan 

inovasi, dengan tetap mengacu pada standar nasional dan sistem 

akuntabilitas. 
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b. Partisipasi dan Kolaborasi (Stakeholder Participation) 

Pengelolaan sekolah melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat guna 

memperkuat dukungan, rasa memiliki, serta kemitraan strategis dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

c. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability) 

Sekolah wajib terbuka dalam pengelolaan program dan keuangan serta 

mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil pendidikan secara terukur, 

termasuk berbasis data. 

d. Kepemimpinan Profesional (Instructional Leadership) 

Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu 

menggerakkan perubahan, membangun kolaborasi, dan meningkatkan 

kinerja sekolah. 

e. Keadilan dan Inklusi (Equity and Inclusion) 

Setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang setara dan 

berkualitas tanpa diskriminasi. 

f. Orientasi pada Mutu (Quality-Oriented) 

Seluruh kegiatan diarahkan pada peningkatan mutu melalui evaluasi 

dan perbaikan berkelanjutan. 

 

Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan praktik global dalam school-based 

management yang menekankan keseimbangan antara otonomi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan mutu. Implementasi yang terpadu menjadikan 

sekolah lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas 

pendidikan. MBS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen desentralisasi 

pendidikan, tetapi juga sebagai strategi transformasi sekolah menuju 

organisasi pembelajar (learning organization) yang adaptif, kolaboratif, dan 

berdaya saing global. Transformasi ini menuntut adanya kepemimpinan 

yang kuat, budaya kolaboratif, serta pengambilan keputusan berbasis data 

sebagai fondasi utama peningkatan mutu pendidikan (Fullan, 2023; Pont et 

al., 2023). 

 

2. Keterkaitan Antar Prinsip MBS 

Prinsip-prinsip dalam MBS bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Otonomi sekolah, misalnya, hanya akan efektif apabila 

disertai dengan akuntabilitas dan transparansi yang kuat. Tanpa 

akuntabilitas, otonomi berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam 
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pengelolaan sumber daya. Sebaliknya, akuntabilitas yang tidak didukung 

oleh otonomi akan menghambat fleksibilitas dan inovasi sekolah. 

Demikian pula, partisipasi masyarakat akan berjalan optimal apabila 

didukung oleh kepemimpinan yang demokratis dan profesional. 

Kepemimpinan yang partisipatif mampu menciptakan ruang dialog, 

membangun kepercayaan, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh 

pemangku kepentingan. Dalam praktik global, keterkaitan antar prinsip ini 

dipandang sebagai integrated school governance, yaitu sistem tata kelola 

sekolah yang utuh dan saling memperkuat (OECD, 2023). 

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBS harus 

dilakukan secara holistik dan sistemik. Kelemahan dalam satu prinsip akan 

berdampak pada prinsip lainnya, sehingga dapat mengurangi efektivitas 

keseluruhan sistem pengelolaan sekolah. 

 

3. Implikasi Prinsip MBS dalam Praktik Pendidikan 

Penerapan prinsip-prinsip MBS membawa implikasi yang luas terhadap 

praktik pengelolaan pendidikan di sekolah. 

a. Terjadi perubahan paradigma pengelolaan sekolah dari yang bersifat 

sentralistik menuju desentralistik, di mana sekolah memiliki 

kewenangan lebih besar dalam menentukan kebijakan dan program 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. 

b. Meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan 

pendidikan. Partisipasi masyarakat, orang tua, dan berbagai pihak 

terkait tidak hanya memperkuat dukungan terhadap sekolah, tetapi juga 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan 

keputusan. 

c. Meningkatnya kualitas pembelajaran sebagai dampak dari 

meningkatnya otonomi guru dalam mengembangkan strategi 

pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Dalam kerangka ini, guru 

tidak lagi sekadar pelaksana kurikulum, tetapi menjadi agen perubahan 

dalam peningkatan mutu pendidikan. 

d. Meningkatnya akuntabilitas publik, di mana sekolah dituntut untuk 

lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap kinerja serta hasil 

pendidikan yang dicapai. Akuntabilitas ini diperkuat melalui 

penggunaan data, evaluasi berkelanjutan, serta pelaporan yang 

transparan kepada masyarakat (UNESCO, 2024). 
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Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip MBS tidak hanya 

mengubah struktur pengelolaan sekolah, tetapi juga mentransformasikan 

budaya organisasi sekolah menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, 

dan berorientasi pada mutu. Hal ini menegaskan bahwa MBS merupakan 

pendekatan yang relevan dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 

yang menuntut fleksibilitas, inovasi, dan kolaborasi lintas pemangku 

kepentingan. 

 

E. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan pengelolaan 

pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola 

sumber daya secara mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 

Penerapannya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui 

pengelolaan yang lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel.  

1. Meningkatkan kemandirian dan fleksibilitas sekolah.  

Melalui otonomi yang dimiliki, sekolah dapat merancang program, 

mengelola sumber daya, serta mengembangkan inovasi sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. 

2. Memperkuat tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel. 

MBS mendorong keterbukaan dalam pengelolaan program dan 

keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta 

tanggung jawab kinerja sekolah. 

3. Meningkatkan partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat. 

Keterlibatan orang tua dan pemangku kepentingan memperkuat 

dukungan terhadap program sekolah serta menciptakan rasa memiliki 

bersama. 

4. Meningkatkan efektivitas dan mutu pembelajaran.  

Otonomi sekolah memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi, 

sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, adaptif, dan 

berorientasi pada kebutuhan peserta didik. 

5. Memperkuat profesionalisme dan kepemimpinan sekolah.  

Guru menjadi lebih berdaya dalam pengambilan keputusan, sementara 

kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang 

menggerakkan peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

6. Meningkatkan responsivitas dan keberlanjutan pengelolaan pendidikan.  

Sekolah lebih adaptif terhadap perubahan serta mampu membangun 

budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. 
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Secara keseluruhan, MBS memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

kualitas pengelolaan dan mutu pendidikan melalui penguatan otonomi, 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan implementasi yang 

konsisten, MBS mampu mentransformasikan sekolah menjadi organisasi 

yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara 

berkelanjutan. 

 

F. Karakteristik Manajemen Berbasis sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditandai oleh perubahan nyata dalam 

cara sekolah dikelola, bukan sekadar pada prinsip atau tujuan yang dianut. 

Oleh karena itu, karakteristik sekolah berbasis MBS lebih tepat dipahami 

sebagai kondisi operasional yang tampak dalam praktik penyelenggaraan 

pendidikan sehari-hari.  

Secara umum, karakteristik tersebut tercermin dalam aspek organisasi, 

kepemimpinan, proses pembelajaran, budaya sekolah, serta sistem evaluasi 

dan capaian pendidikan. 

1. Tata Kelola Sekolah yang Mandiri dan Kontekstual 

Sekolah menunjukkan kemampuan dalam merancang dan 

melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

lingkungan. Pengambilan keputusan dilakukan secara kontekstual dan 

responsif terhadap permasalahan nyata di sekolah. 

2. Keterlibatan Aktif Pemangku Kepentingan 

Sekolah memiliki mekanisme kerja yang melibatkan berbagai pihak, 

seperti guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, terutama 

dalam perencanaan dan evaluasi program. Keterlibatan ini bersifat 

nyata dan berkontribusi terhadap pengembangan sekolah. 

3. Kepemimpinan Sekolah yang Menggerakkan 

Kepala sekolah berperan aktif dalam mengarahkan, 

mengkoordinasikan, dan mengembangkan potensi seluruh warga 

sekolah. Kepemimpinan tercermin dalam kemampuan membangun visi 

bersama, mendorong kolaborasi, serta memastikan keberlangsungan 

program sekolah. 

4. Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik 

Proses pembelajaran menjadi fokus utama, dengan ciri pembelajaran 

yang aktif, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan serta 
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perkembangan peserta didik. Guru menunjukkan kreativitas dalam 

mengelola pembelajaran. 

5. Budaya Sekolah yang Kondusif dan Produktif 

Sekolah memiliki budaya kerja yang positif, ditandai dengan 

kedisiplinan, kolaborasi, tanggung jawab, serta komitmen terhadap 

peningkatan mutu. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku warga 

sekolah sehari-hari. 

6. Sistem Evaluasi yang Berkelanjutan 

Sekolah secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan kinerja, 

serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan. Evaluasi 

menjadi bagian dari siklus pengelolaan sekolah, bukan sekadar kegiatan 

administratif. 

7. Capaian Pendidikan yang Terukur 

Sekolah mampu menunjukkan hasil yang jelas, baik dalam aspek 

akademik maupun non-akademik. Capaian tersebut mencerminkan 

efektivitas program dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. 

Karakteristik sekolah berbasis MBS mencerminkan praktik pengelolaan 

yang nyata dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas sekolah. Fokus utamanya 

terletak pada bagaimana sekolah dikelola, bagaimana pembelajaran 

berlangsung, serta bagaimana hasil pendidikan dicapai dan ditingkatkan 

secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, karakteristik ini menjadi indikator konkret keberhasilan 

implementasi MBS, bukan sekadar refleksi dari prinsip atau tujuan yang 

bersifat normatif. 

 

G. Perbedaan antara Manajemen Sekolah Konvensional 

dan Manajemen Berbasis Sekolah  

Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada aspek teknis pengelolaan, tetapi 

juga pada paradigma dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Manajemen 

konvensional berakar pada pendekatan sentralistik yang menempatkan sekolah 

sebagai pelaksana kebijakan, sehingga ruang inovasi dan respons terhadap 

kebutuhan lokal relatif terbatas. Sebaliknya, MBS mengusung pendekatan 

desentralistik yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola 

sumber daya dan mengambil keputusan secara mandiri, dengan tetap berada 

dalam kerangka kebijakan nasional. 
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Perbedaan tersebut berdampak pada berbagai aspek pengelolaan sekolah, mulai 

dari kewenangan, pola pengambilan keputusan, kepemimpinan, hingga budaya 

organisasi. MBS tidak hanya mengubah struktur pengelolaan, tetapi juga 

mendorong transformasi peran kepala sekolah, keterlibatan pemangku 

kepentingan, serta orientasi sekolah dari sekadar kepatuhan administratif menuju 

peningkatan mutu dan hasil belajar peserta didik. 

Untuk memperjelas perbedaan kedua pendekatan tersebut, berikut disajikan 

perbandingan pada beberapa aspek utama pengelolaan sekolah: 

 

Tabel 2.1. Perbandingan Manajemen Sekolah Konvensional dan MBS 

Aspek 
Manajemen Sekolah 

Konvensional 

Manajemen Berbasis 

Sekolah  

Kewenangan Terpusat pada pemerintah/otoritas 

atas 

Desentralistik pada tingkat 

sekolah 

Pengambilan 

Keputusan 

Top-down, mengikuti kebijakan 

pusat 

Kontekstual dan berbasis 

kebutuhan sekolah 

Peran Kepala 

Sekolah 

Administrator pelaksana 

kebijakan 

Pemimpin pembelajaran dan 

penggerak perubahan 

Partisipasi 

Stakeholder 

Terbatas Aktif dan kolaboratif 

Fleksibilitas Rendah, cenderung kaku Tinggi, adaptif terhadap 

kebutuhan lokal 

Inovasi Terbatas Didukung dan berkembang 

Transparansi & 

Akuntabilitas 

Bersifat administratif Terbuka dan berbasis 

kinerja 

Orientasi 

Pengelolaan 

Kepatuhan terhadap aturan Peningkatan mutu dan hasil 

belajar 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Dikendalikan pusat Dikelola mandiri oleh 

sekolah 

Budaya 

Organisasi 

Pasif dan birokratis Kolaboratif, inovatif, dan 

pembelajar 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pergeseran dari sistem konvensional ke MBS 

tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural—dari kontrol menuju 

pemberdayaan, dari kepatuhan menuju kinerja, serta dari birokrasi menuju 

profesionalisme. 
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BAB III 

PERAN DAN 

TANGGUNGJAWAB 
 

 
anajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang Sekolah 

Menengah Pertama merupakan pendekatan tata kelola 

pendidikan yang menempatkan satuan pendidikan sebagai pusat 

pengambilan keputusan operasional dengan tetap berada dalam 

kerangka kebijakan nasional. Implementasi MBS tidak semata-

mata memberikan otonomi kepada sekolah, tetapi mengedepankan keseimbangan 

antara kewenangan (authority), tanggung jawab (responsibility), dan 

akuntabilitas (accountability) dalam ekosistem pendidikan nasional. 

Konsekuensi logis dari perubahan penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari pola 

manajemen lama (sentralistik) menuju ke pola manajemen baru (desentralistik), 

maka tugas-tugas penyelenggara pendidikan juga berubah. Dari uraian konsep 

MBS disebutkan bahwa pola manajemen baru lebih menekankan pada 

kemandirian dan pemberdayaan sekolah. Ini memiliki arti bahwa sekolah 

merupakan unit utama kegiatan pendidikan, sedang birokrasi dan unsur-unsur 

lainnya merupakan unit pelayanan pendukung. Karena itu pola pikir manajemen 

lama yang lebih menekankan pada subordinasi, pengarahan, pengaturan, 

pengontrolan, dan one-man-show dalam pengambilan keputusan, sudah harus 

ditinggalkan dan diganti dengan pola pikir manajemen baru yang lebih 

menekankan pada pemberian otonomi, pemberian fasilitas, penumbuhan motivasi 

diri sekolah, pemberian bantuan, dan pengambilan keputusan partisipatif. 

Dalam kebijakan pendidikan Indonesia yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan, MBS menjadi instrumen strategis untuk: (1) meningkatkan mutu 

layanan pendidikan sesuai karakteristik wilayah dan peserta didik; (2) 

mempercepat pengambilan keputusan berbasis data pada level sekolah;(3) 

memperkuat kepemimpinan pembelajaran; dan (4) meningkatkan partisipasi 

M 
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masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; serta (5) memastikan 

penjaminan mutu berkelanjutan melalui siklus perbaikan berkesinambungan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan 

bahwa pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pihak-pihak terkait di tingkat pusat, 

tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan yang 

didirikan oleh masyarakat, dan satuan atau program pendidikan. 

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: 1) akses masyarakat atas 

pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; 2) mutu dan daya 

saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi 

masyarakat; dan 3) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan 

pendidikan. 

Implementasi MBS dilaksanakan melalui pendekatan model tata kelola yang 

mengintegrasikan peran strategis pada berbagai tingkat tata kelola pendidikan. 

Struktur model tata kelola MBS memastikan adanya: (1) kesinambungan 

kebijakan dari pusat ke sekolah; (2) fleksibilitas implementasi sesuai kebutuhan 

lokal;(3) mekanisme kontrol mutu yang jelas; dan(4) distribusi kepemimpinan 

dan tanggung jawab. 

Pelaksanaan MBS harus selaras dengan delapan Standar Nasional Pendidikan 

sebagai kerangka mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, tata kelola MBS 

berlandaskan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan 

akuntabilitas. Supaya implementasi MBS berjalan efektif, perlu kejelasan relasi 

antara kewenangan dan tanggung jawab pada setiap level tata kelola. Prinsip yang 

digunakan adalah: (1) kewenangan strategis berada pada pemerintah pusat; (2) 

kewenangan fasilitatif dan pembinaan pada pemerintah daerah; dan (3) 

kewenangan operasional pada satuan pendidikan. 

Hubungan ini memastikan bahwa: (1) sekolah memiliki ruang inovasi tanpa 

kehilangan arah kebijakan nasional; (2) pemerintah daerah mampu memperkuat 

kapasitas sekolah; dan (3) pemerintah pusat menjaga standar mutu dan kesetaraan 

layanan. 

Dalam praktiknya, ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab 

sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi MBS. Berikut gambar 

peran model tata kelola dalam implementasi MBS. 
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Gambar 3. 1. Peran Tata Kelola Implementasi MBS 

Selanjutnya berikut mengenai tugas masing-masing penyelenggara pendidikan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan 

Menengah Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

A. Pemerintah Pusat (Direktorat SMP) 

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) berjalan efektif, selaras dengan kebijakan nasional, serta memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam konteks ini, pemerintah pusat melalui 

Direktorat SMP berfungsi sebagai pengarah sistemik yang menjamin bahwa 

otonomi sekolah dalam MBS tetap berada dalam kerangka mutu, akuntabilitas, 

dan keberlanjutan pendidikan.  

Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi-fungsi utama sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan dan regulasi (NSPK) 

Pemerintah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan 

implementasi MBS di SMP, sehingga otonomi sekolah tetap terarah dan 

selaras dengan kebijakan nasional.  
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2. Pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM pendidikan 

Pemerintah meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga 

kependidikan melalui pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis guna 

memperkuat kepemimpinan dan kualitas pembelajaran.  

3. Fasilitasi pendanaan dan sumber daya pendidikan 

Pemerintah menyediakan dan mengarahkan pemanfaatan sumber pendanaan 

seperti BOS serta bantuan lainnya agar tepat sasaran dan berdampak 

langsung pada peningkatan mutu pembelajaran.  

4. Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan 

Pemerintah mengembangkan sistem penjaminan mutu melalui penguatan 

budaya mutu, pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), serta pengukuran 

capaian berbasis Standar Nasional Pendidikan.  

5. Monitoring, evaluasi, dan pengawasan 

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap 

implementasi MBS untuk memastikan efektivitas program, akuntabilitas 

pengelolaan, serta perbaikan kebijakan berbasis data.  

6. Pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis data 

Pemerintah menyediakan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi 

sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data, termasuk pemanfaatan 

Rapor Pendidikan.  

7. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional 

Pemerintah memastikan keterpaduan antara kebijakan pusat, program 

daerah, dan implementasi di sekolah melalui koordinasi lintas pemangku 

kepentingan.  

8. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Pemerintah menetapkan standar minimum layanan pendidikan sebagai dasar 

pemenuhan mutu secara bertahap menuju Standar Nasional Pendidikan.  

9. Fasilitasi akreditasi dan sertifikasi 

Pemerintah menyelenggarakan dan memfasilitasi akreditasi satuan 

pendidikan serta sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

menjamin kualitas layanan pendidikan. 
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10. Penguatan sistem kompetisi dan apresiasi prestasi 

Pemerintah mendorong peningkatan prestasi peserta didik melalui fasilitasi 

kompetisi akademik maupun nonakademik serta pemberian penghargaan.  

11. Pengembangan sistem informasi pendidikan nasional berbasis TIK 

Pemerintah mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi secara 

nasional untuk mendukung tata kelola pendidikan yang modern dan efisien.  

12. Fasilitasi inovasi dan transformasi pendidikan 

Pemerintah mendorong inovasi pembelajaran, termasuk pemanfaatan 

teknologi, pembelajaran mendalam, serta penguatan literasi dan numerasi di 

SMP.  

Dengan demikian, peran pemerintah dalam implementasi MBS di SMP tidak 

hanya terbatas sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, pembina, dan 

pengendali mutu. Sinergi antara otonomi sekolah dan dukungan pemerintah 

menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, 

dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. 

 

B. Unit Pelaksana Teknis (BBPMP/BPMP) 

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu 

Pendidikan (BPMP) sebagai Unit Pelaksana Teknis pemerintah pusat memiliki 

peran strategis dalam memastikan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) berjalan efektif, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya pada jenjang SMP. Dalam kerangka tata kelola MBS, 

BBPMP/BPMP berfungsi sebagai penghubung teknis antara kebijakan nasional 

dan praktik implementasi di tingkat daerah serta satuan pendidikan. 

Berbeda dengan Direktorat SMP yang berperan dalam perumusan kebijakan, 

BBPMP/BPMP berfokus pada aspek implementatif melalui penguatan kapasitas 

dan pendampingan teknis. Peran ini menjadi krusial mengingat salah satu 

tantangan utama MBS terletak pada kesenjangan antara desain kebijakan dan 

realitas di lapangan. Oleh karena itu, BBPMP/BPMP berfungsi sebagai capacity 

builder yang memastikan bahwa prinsip-prinsip MBS—otonomi, partisipasi, 

transparansi, dan akuntabilitas—dapat diimplementasikan secara nyata oleh 

satuan pendidikan. 

Dalam konteks implementasi MBS, BBPMP/BPMP menitikberatkan perannya 

pada penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal ini penting untuk 
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memastikan bahwa otonomi yang diberikan kepada sekolah tetap berada dalam 

koridor Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan berorientasi pada peningkatan 

mutu pembelajaran. Secara regulatif, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 

Tahun 2022, BBPMP/BPMP bertugas melaksanakan penjaminan dan 

peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di 

tingkat provinsi. 

Berdasarkan fungsi tersebut, peran BBPMP/BPMP dalam implementasi MBS 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Fasilitator teknis implementasi MBS 

BBPMP/BPMP memfasilitasi penerjemahan kebijakan MBS ke dalam 

praktik operasional melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penyediaan 

perangkat implementasi berbasis data di sekolah.  

2. Penguat sistem penjaminan mutu dalam MBS 

BBPMP/BPMP mendorong integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) ke dalam siklus manajemen sekolah (perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi), sehingga MBS berjalan berbasis mutu dan berkelanjutan.  

3. Pengembang kapasitas sumber daya manusia pendidikan 

BBPMP/BPMP meningkatkan kompetensi kepala sekolah sebagai manajer 

dan pemimpin pembelajaran, serta memperkuat kapasitas guru dan 

pengawas dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS secara efektif.  

4. Pendamping implementasi berbasis data 

BBPMP/BPMP mendukung pemanfaatan data, seperti Rapor Pendidikan 

dan hasil evaluasi diri sekolah, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan sekolah.  

5. Penghubung praktik baik (best practices) MBS 

BBPMP/BPMP mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan 

menyebarluaskan praktik baik implementasi MBS di berbagai daerah untuk 

direplikasi dan diadaptasi oleh sekolah lain.  

6. Penguatan ekosistem kolaborasi mutu pendidikan 

BBPMP/BPMP membangun jejaring kerja antara pemerintah daerah, 

pengawas, dan satuan pendidikan untuk menciptakan ekosistem 

implementasi MBS yang saling mendukung.  
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Dengan demikian, BBPMP/BPMP tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, 

tetapi sebagai penguat kapasitas sistemik dalam implementasi MBS. 

Keberadaannya menjadi kunci dalam memastikan bahwa otonomi sekolah tidak 

berjalan tanpa arah, melainkan tetap terjaga dalam kerangka mutu, berbasis data, 

dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. 

C. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota 

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan kabupaten/kota memiliki peran 

kunci dalam memastikan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjalan efektif, kontekstual, 

dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Dalam kerangka desentralisasi 

pendidikan, Dinas Pendidikan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan 

nasional dan praktik operasional di satuan pendidikan, sekaligus sebagai 

fasilitator, pembina, dan pengendali mutu di tingkat daerah. 

Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi-fungsi strategis sebagai berikut: 

1. Fasilitator implementasi kebijakan MBS 

Dinas Pendidikan memastikan sekolah memiliki akses terhadap sumber daya, 

informasi, dan dukungan teknis yang diperlukan dalam 

mengimplementasikan MBS. Hal ini mencakup penyediaan pedoman 

operasional, bantuan teknis, serta fasilitasi program peningkatan mutu 

pendidikan.  

2. Pembinaan dan pendampingan satuan pendidikan 

Dinas Pendidikan melakukan pembinaan kepada kepala sekolah, guru, dan 

tenaga kependidikan melalui pelatihan, supervisi, dan pendampingan 

berkelanjutan. Peran ini penting untuk meningkatkan kapasitas manajerial 

kepala sekolah serta kualitas pembelajaran di SMP.  

3. Koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan 

Dinas Pendidikan memastikan keselarasan antara kebijakan pusat, program 

daerah, dan kebutuhan sekolah. Koordinasi ini penting agar implementasi 

MBS berjalan terintegrasi dan tidak tumpang tindih antarprogram.  

4. Penguatan peran pengawas sekolah 

Dinas Pendidikan mengoptimalkan fungsi pengawas sekolah sebagai agen 

pendampingan dan supervisi akademik maupun manajerial. Pengawas 

berperan langsung dalam membina sekolah agar mampu menerapkan 

prinsip-prinsip MBS secara efektif.  
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5. Monitoring dan evaluasi kinerja sekolah 

Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 

satuan pendidikan berbasis data, seperti capaian Rapor Pendidikan, hasil 

asesmen, serta indikator mutu lainnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai 

dasar perbaikan berkelanjutan.  

6. Pengelolaan dan distribusi sumber daya pendidikan 

Dinas Pendidikan mengelola alokasi sumber daya, termasuk pendanaan, 

tenaga pendidik, dan sarana prasarana, agar lebih merata dan sesuai dengan 

kebutuhan sekolah. Peran ini penting untuk mengurangi kesenjangan mutu 

antar sekolah, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya.  

7. Penguatan sistem penjaminan mutu daerah (SPMI/SPME) 

Dinas Pendidikan mendukung implementasi sistem penjaminan mutu 

pendidikan dengan mengintegrasikan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), 

supervisi, dan program peningkatan mutu berbasis data.  

8. Pengembangan ekosistem kolaborasi pendidikan 

Dinas Pendidikan mendorong kemitraan antara sekolah dengan masyarakat, 

dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat 

dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan.  

9. Fasilitasi inovasi dan praktik baik pendidikan 

Dinas Pendidikan mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan 

menyebarluaskan praktik baik (best practices) dalam implementasi MBS di 

SMP sebagai inspirasi bagi sekolah lain.  

10. Penguatan tata kelola berbasis data 

Dinas Pendidikan mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan, sehingga kebijakan yang 

diambil lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.  

Dengan demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan tidak hanya 

berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam 

memastikan MBS di SMP berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan 

implementasi MBS sangat bergantung pada kapasitas Dinas Pendidikan dalam 

membina, memfasilitasi, dan mengoordinasikan seluruh komponen pendidikan di 

daerah. 
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D. Pengawas SMP  

Pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di jenjang SMP berjalan efektif, berbasis 

data, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Dalam kerangka 

MBS, pengawas tidak hanya berfungsi sebagai evaluator, tetapi sebagai 

pendamping profesional (coach dan mentor) yang memperkuat kapasitas kepala 

sekolah dalam mengelola satuan pendidikan secara mandiri, partisipatif, dan 

akuntabel. 

Peran pengawas dalam implementasi MBS di SMP dilaksanakan melalui siklus 

pendampingan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan pendampingan satuan pendidikan 

Pada tahap ini, pengawas berperan dalam merancang strategi pendampingan 

yang berbasis kebutuhan sekolah, dengan kegiatan meliputi: 

a. Mengidentifikasi komitmen perubahan, kapasitas kepemimpinan, serta 

tingkat kesadaran reflektif kepala sekolah.  

b. Menentukan strategi dan metode pendampingan yang sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. 

c. Menyusun rencana pendampingan yang mencakup daftar sekolah 

dampingan, prioritas kebutuhan, serta pendekatan yang digunakan. 

d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pendampingan, terutama 

jika jumlah pengawas terbatas. 

e. Mengoordinasikan dan menyampaikan rencana pendampingan kepada 

Dinas Pendidikan.  

Tahap ini menegaskan peran pengawas sebagai perancang intervensi berbasis 

data dalam implementasi MBS. 

2. Pendampingan dalam perencanaan program sekolah 

Pengawas berperan aktif dalam memastikan perencanaan sekolah selaras 

dengan prinsip MBS dan berbasis data, melalui: 

a. Fasilitasi refleksi bersama kepala sekolah untuk mengidentifikasi akar 

masalah dan prioritas perbaikan berdasarkan rapor pendidikan.  

b. Pelibatan warga sekolah dalam proses analisis dan pengambilan 

keputusan.  

c. Pendampingan penyusunan program kerja dan anggaran (RKJP/RKASP) 

yang kontekstual dan berdampak.  
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d. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan dukungan 

terhadap program yang dirancang.  

Peran ini memastikan bahwa perencanaan sekolah tidak bersifat 

administratif, tetapi strategis dan berbasis kebutuhan nyata. 

 

3. Pendampingan pelaksanaan program sekolah 

Pada tahap implementasi, pengawas berperan dalam memastikan program 

berjalan efektif melalui: 

a. Refleksi berkala dan pemberian umpan balik terhadap pelaksanaan 

program.  

b. Pendampingan kepala sekolah dalam mengelola dan mengeksekusi 

program secara optimal.  

c. Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan program 

prioritas sekolah.  

d. Pelaporan perkembangan dan capaian program kepada Dinas Pendidikan 

secara berkala.  

Peran ini menempatkan pengawas sebagai mitra strategis dalam menjaga 

kualitas implementasi MBS. 

 

4. Pelaporan dan tindak lanjut pendampingan 

Sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu, pengawas melakukan 

pelaporan dan refleksi melalui: 

a. Penyusunan laporan pendampingan yang mencakup perubahan kapasitas 

sekolah, evaluasi pelaksanaan, dan rekomendasi perbaikan. 

b. Penyampaian laporan kepada Dinas Pendidikan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan.  

c. Advokasi tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan. 

d. Dokumentasi praktik baik dalam bentuk tulisan, artikel, atau media lain 

untuk diseminasi. 

e. Pemanfaatan hasil pendampingan sebagai dasar perencanaan siklus 

pendampingan berikutnya.  

Tahap ini memperkuat fungsi pengawas sebagai agen pembelajaran sistem 

(system learning agent) dalam implementasi MBS. 
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Dengan demikian, peran pengawas dalam implementasi MBS di SMP sangat 

krusial sebagai penghubung antara kebijakan, praktik, dan peningkatan mutu. 

Melalui pendekatan pendampingan yang reflektif, kolaboratif, dan berbasis data, 

pengawas memastikan bahwa otonomi sekolah dalam MBS benar-benar 

menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian peserta didik 

secara berkelanjutan.  

Secara komparatif pembagian peran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 3. 1. Pembagian Peran Pemerintah dalam Implementasi MBS di SMP 

No Aktor Peran Utama 
Uraian Peran dalam 

Implementasi MBS 
Fokus Kontribusi 

1 Pemerintah Pusat 

(Direktorat SMP) 

Regulator & 

Pengarah 

Kebijakan 

a. Menyusun kebijakan 

nasional dan NSPK 

MBS 

b. Menetapkan Standar 

Nasional Pendidikan 

(SNP) 

c. Mengembangkan 

program prioritas 

(literasi, numerasi, 

mutu pembelajaran) 

d. Menyediakan 

pedoman dan 

panduan MBS 

e. Mengembangkan 

sistem penjaminan 

mutu dan Rapor 

Pendidikan 

f. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi kebijakan 

nasional 

Arah kebijakan, standar 

mutu, dan sistem 

nasional 

2 Pemerintah 

Daerah (Dinas 

Pendidikan 

Kabupaten/Kota) 

Fasilitator, 

Pembina & 

Koordinator 

a. Memfasilitasi 

implementasi MBS 

di sekolah 

b. Membina kepala 

sekolah dan guru 

a. Mengoptimalkan 

peran pengawas 

sekolah 

b. Mengelola dan 

mendistribusikan 

Implementasi kontekstual 

dan dukungan 

operasional 
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sumber daya 

pendidikan 

c. Melaksanakan 

monitoring dan 

evaluasi berbasis data 

c. - Menyelaraskan 

kebijakan pusat 

dengan kebutuhan 

daerah 

3 BBPMP/BPMP 

(eks-LPMP) 

Capacity 

Builder & 

Fasilitator 

Teknis 

a. Memberikan 

pelatihan dan 

bimbingan teknis 

MBS 

b. Mendampingi 

sekolah berbasis data 

(Rapor Pendidikan, 

EDS) 

c. Menguatkan Sistem 

Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) 

d. Meningkatkan 

kapasitas kepala 

sekolah, guru, dan 

pengawas 

e. Menyebarluaskan 

praktik baik MBS 

f. Menjembatani 

kebijakan pusat dan 

implementasi daerah 

Penguatan kapasitas dan 

mutu berbasis data 

4 Pengawas Sekolah Pendamping 

& Supervisor 

Implementasi 

a. Merencanakan 

pendampingan 

berbasis kebutuhan 

sekolah 

b. Memfasilitasi refleksi 

dan perencanaan 

berbasis data 

c. Mendampingi 

penyusunan 

RKSP/RKASP 

d. Membina 

pelaksanaan program 

dan pembelajaran 

e. Memberikan umpan 

balik dan supervisi 

akademik/manajerial 

Pendampingan langsung, 

kontrol mutu, dan 

perbaikan berkelanjutan 
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Inti Keterpaduan Peran: 

1. Direktorat SMP → Menentukan arah dan standar nasional  

2. Dinas Pendidikan → Menggerakkan implementasi di daerah  

3. BBPMP/BPMP → Memperkuat kapasitas dan kualitas pelaksanaan  

4. Pengawas Sekolah → Mengawal implementasi langsung di satuan 

pendidikan 

 

E. Penyelenggara Satuan Pendidikan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 39–48, 

penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat memiliki peran 

strategis dalam mendukung implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 

khususnya dalam memastikan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, 

akuntabel, dan berorientasi mutu. 

Dalam kerangka MBS, peran penyelenggara tidak hanya sebagai pengelola 

administratif, tetapi sebagai penentu arah kebijakan, penguat tata kelola, serta 

penjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya. 

Secara sistematis, peran penyelenggara dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Perumusan Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan 

a. Menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara sebagai 

penjabaran kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

b. Menyusun regulasi internal sebagai pedoman pengelolaan satuan 

pendidikan. 

c. Menetapkan kebijakan tata kelola yang menjamin efisiensi, efektivitas, 

dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.  

 

2. Pengelolaan dan Pengalokasian Sumber Daya 

a. Mengalokasikan anggaran pendidikan secara efektif, efisien, dan 

akuntabel.  

f. Melaporkan hasil 

pendampingan dan 

mendorong tindak 

lanjut. 
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b. Mengelola sumber daya pendidikan untuk mendukung peningkatan 

mutu layanan pendidikan. 

c. Mengembangkan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi 

sebagai bagian dari sistem informasi nasional.  

3. Pembinaan dan Pengendalian Satuan Pendidikan 

a. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi, dan mengawasi satuan 

pendidikan. 

b. Melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian 

pelaksanaan program pendidikan. 

c. Bekerja sama dengan unit pelaksana teknis pemerintah dalam 

penjaminan mutu pendidikan. 

4. Penjaminan Mutu Pendidikan 

a. Menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). 

b. Memfasilitasi akreditasi satuan pendidikan dan program. 

c. Mendukung sertifikasi kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan. 

d. Mengembangkan dan memfasilitasi sistem penjaminan mutu 

pendidikan secara berkelanjutan.  

5. Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan 

a. Menetapkan kebijakan untuk menjamin akses pendidikan bagi peserta 

didik, termasuk kelompok tidak mampu, berkebutuhan khusus, dan 

daerah khusus. 

b. Memastikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.  

6. Pengembangan Keunggulan dan Prestasi 

a. Memfasilitasi pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal. 

b. Mendukung pembinaan peserta didik berpotensi tinggi untuk mencapai 

prestasi optimal. 

c. Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kompetisi akademik dan 

nonakademik secara berkelanjutan.  

Dengan demikian, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh 

masyarakat memiliki peran penting sebagai pengarah kebijakan, pengelola 

sumber daya, dan penjamin mutu dalam implementasi MBS. Keberhasilan MBS 

di satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyelenggara dalam 
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menciptakan tata kelola yang adaptif, akuntabel, serta mendukung otonomi 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 

 

F. Satuan Pendidikan 

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), satuan pendidikan 

menempati posisi sentral sebagai pusat implementasi kebijakan sekaligus 

penggerak utama peningkatan mutu pendidikan. Otonomi yang dimiliki sekolah 

merupakan kewenangan profesional yang disertai tanggung jawab akuntabilitas 

terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan.  

Sekolah berperan menerjemahkan kebijakan pendidikan nasional dan daerah ke 

dalam praktik manajemen dan pembelajaran yang kontekstual sesuai kebutuhan 

peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MBS sangat ditentukan 

oleh kualitas kepemimpinan sekolah, kapasitas guru dan tenaga kependidikan, 

serta efektivitas kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 49–58, peran 

satuan pendidikan dalam implementasi MBS dapat dirumuskan secara sistematis 

sebagai berikut: 

 

1. Pengelolaan Pendidikan Berbasis MBS 

a. Mengelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip MBS dengan mengacu 

pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.  

b. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel 

sesuai kebijakan yang berlaku.  

2. Perumusan Kebijakan Operasional Sekolah 

a. Menjabarkan kebijakan nasional dan daerah ke dalam kebijakan 

operasional sekolah.  

b. Menuangkan kebijakan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKJP), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Pendidikan (RKASP), dan peraturan sekolah.  

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya 

a. Mengalokasikan dan mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan 

akuntabel.  

b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, 

dan lingkungan sekolah.  

4. Penjaminan Mutu Pendidikan 
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a. Menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.  

b. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. 

c. Mengikuti akreditasi dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan 

pendidikan.  

5. Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan 

a. Menjamin akses pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk 

kelompok tidak mampu dan berkebutuhan khusus.  

b. Menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.  

 

6. Pengembangan Keunggulan dan Prestasi 

a. Mengembangkan keunggulan lokal sekolah. 

b. Membina peserta didik berpotensi untuk mencapai prestasi optimal.  

c. Menyelenggarakan kompetisi akademik dan nonakademik secara 

berkelanjutan.  

7. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas 

a. Menetapkan kebijakan tata kelola yang mengikat seluruh warga sekolah 

dan pemangku kepentingan.  

b. Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

pendidikan.  

c. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi.  

d. Menyediakan akses informasi administrasi dan sumber belajar bagi 

warga sekolah.  

8. Penguatan Organisasi Sekolah 

a. Menyusun struktur organisasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan 

fungsi manajerial.  

b. Mendistribusikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara 

proporsional.  

c. Membangun sinergi antar unsur sekolah dalam mencapai tujuan 

pendidikan.  

Dengan demikian, satuan pendidikan merupakan aktor utama dalam 

implementasi MBS yang menentukan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. 

Melalui pengelolaan yang otonom, berbasis data, dan berorientasi mutu, sekolah 

diharapkan mampu menjalankan fungsi pendidikan secara efektif, adaptif, dan 

berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.  
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G. Kepala Sekolah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 25 Tahun 2024, kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas untuk 

memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan. Dalam kerangka 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepala sekolah memiliki peran strategis 

sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi otonomi 

sekolah melalui kepemimpinan yang efektif, manajerial, dan transformasional.  

Kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga 

berperan sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) dan manajer 

strategis yang memastikan seluruh proses pengelolaan sekolah berjalan efektif, 

adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks 

MBS, kepala sekolah menjadi penggerak utama dalam mewujudkan prinsip 

otonomi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat satuan pendidikan. 

Secara sistematis, peran kepala sekolah dalam implementasi MBS dapat dilihat 

dalam dua dimensi utama, yaitu sebagai manajer dan sebagai pemimpin. 

1. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab mengelola seluruh 

sumber daya sekolah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Peran ini diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajerial yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 

Dalam implementasi MBS, kepala sekolah menjalankan peran sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan berbasis data 

Menyusun Rencana Kerja Jangka Pendek (RKJP) dan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP) berdasarkan hasil 

analisis data seperti Rapor Pendidikan dan Evaluasi Diri Sekolah, 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.  

b. Pengorganisasian sumber daya 

Menetapkan struktur organisasi yang efektif, mendistribusikan tugas 

secara proporsional, serta memastikan setiap tenaga pendidik dan 

kependidikan menjalankan perannya secara optimal.  

c. Pelaksanaan program sekolah 

Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sekolah melalui 

komunikasi yang efektif dan kolaboratif.  
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d. Pengendalian dan evaluasi 

Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap 

pelaksanaan program, termasuk pengelolaan keuangan dan sarana 

prasarana untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.  

Selain itu, kepala sekolah sebagai manajer juga dituntut memiliki 

kemampuan strategis, tara lain: 

1) memproyeksikan kebutuhan pengembangan sekolah; 

2) mengambil inisiatif inovatif; 

3) menyusun strategi pengembangan; 

4) merancang program operasional; 

5) mengidentifikasi sumber pendanaan; dan 

6) melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.  

 

2. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan (agent 

of change) yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah menuju 

pencapaian visi dan tujuan pendidikan. Dalam konteks MBS, kepemimpinan 

kepala sekolah bersifat transformasional, yaitu mampu membangun 

komitmen, budaya mutu, dan iklim kerja yang kolaboratif. 

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam MBS meliputi: 

a. Menetapkan visi dan arah pengembangan sekolah secara jelas dan 

komunikatif;  

b. Membangun budaya mutu dan kolaborasi di lingkungan sekolah;  

c. Mendorong partisipasi aktif warga sekolah dalam pengambilan 

keputusan;  

d. Menjadi teladan dalam integritas dan profesionalisme;  

e. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan pemangku 

kepentingan;  

f. Mengelola perubahan dan menyelesaikan konflik organisasi;  

g. Memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja 

dan inovasi pembelajaran.  

Dengan demikian, kepala sekolah merupakan aktor kunci dalam 

implementasi MBS di SMP yang mengintegrasikan fungsi manajerial dan 

kepemimpinan. Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh kemampuan 

kepala sekolah dalam: 
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a. Mengelola sumber daya secara efektif dan efisien;  

b. Mengambil keputusan berbasis data;  

c. Membangun kolaborasi dan partisipasi;  

d. Menjamin transparansi dan akuntabilitas; dan 

e. Mengarahkan seluruh proses pendidikan pada peningkatan mutu 

pembelajaran.  

Tanpa kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan adaptif, otonomi dalam 

MBS berisiko tidak berjalan optimal dan tidak mampu memberikan dampak 

signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 

 

H. Guru 

Guru merupakan aktor kunci dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS), karena mutu pembelajaran sebagai indikator utama keberhasilan satuan 

pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas peran guru. Dalam konteks MBS, guru 

tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pembelajaran, tetapi juga sebagai agen 

mutu yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan berbasis profesional serta 

penguatan tata kelola sekolah yang partisipatif dan akuntabel. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 

Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, peran guru mencakup fungsi 

akademik, pembimbingan, kepemimpinan pendidikan, serta pengembangan 

profesional berkelanjutan. Dalam implementasi MBS, peran tersebut berkembang 

menjadi lebih komprehensif dan operasional sebagaimana dirangkum pada Tabel 

Peran dan Tugas Guru dalam Implementasi MBS. 

Secara sistematis, peran guru dalam MBS dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Peran Akademik 

Guru bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan menilai 

pembelajaran melalui penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, serta asesmen hasil belajar. Peran ini menjadi fondasi utama 

dalam menjamin mutu proses dan hasil pembelajaran. 

2. Pembimbingan dan Pengembangan Peserta Didik 

Guru tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga membina karakter, 

minat, dan potensi peserta didik melalui kegiatan bimbingan, konseling, serta 

pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Peran ini memperkuat dimensi 

pembentukan karakter dalam MBS. 
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3. Kepemimpinan Pendidikan 

Guru menjalankan fungsi strategis melalui berbagai peran tambahan seperti 

wali kelas, koordinator projek, pembina kegiatan, maupun keterlibatan dalam 

tim sekolah. Peran ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola sekolah 

yang partisipatif serta membangun budaya mutu. 

4. Pengembangan Profesional Berkelanjutan 

guru secara aktif meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan 

MGMP/KKG, pelatihan, komunitas belajar, serta keterlibatan dalam 

organisasi profesi. Upaya ini menjadi kunci dalam menjaga kualitas 

pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. 

5. Manajerial Kelas 

Guru mengelola lingkungan belajar secara efektif melalui pengaturan kelas, 

penegakan disiplin, serta pengelolaan interaksi pembelajaran. Peran ini 

memastikan terciptanya suasana belajar yang kondusif. 

6. Peran Inovatif 

Guru dituntut untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif melalui 

inovasi metode, media, serta pemanfaatan teknologi. Hal ini penting untuk 

meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran di era digital. 

7. Motivator dan Dinamisator 

Guru membangun semangat belajar peserta didik melalui pendekatan yang 

inspiratif serta pemberian umpan balik yang konstruktif. Peran ini 

berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif peserta 

didik. 

8. Evaluator dan Fasilitator 

Guru memastikan pembelajaran berlangsung secara bermakna melalui 

penyusunan instrumen penilaian yang tepat serta pemberian dukungan sesuai 

kebutuhan belajar peserta didik. Peran ini menjadi kunci dalam mewujudkan 

pembelajaran yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini, peran guru 

dalam MBS bersifat multidimensional yang mencakup aspek akademik, 

pedagogis, manajerial, kepemimpinan, hingga inovasi. Integrasi seluruh peran 

tersebut menjadikan guru sebagai penggerak utama kualitas pembelajaran 

sekaligus pilar penting dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang efektif, 

partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. 
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Tabel 3. 2. Peran dan Tugas Guru dalam Implementasi MBS 

No Dimensi Peran Fungsi Utama 
Ruang Lingkup 

Kegiatan 

Kontribusi 

terhadap MBS 

1 Peran Akademik Perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

penilaian 

pembelajaran 

Penyusunan 

modul ajar/RPP, 

pelaksanaan 

pembelajaran, 

asesmen hasil 

belajar 

Menjamin mutu 

proses dan hasil 

pembelajaran 

2 Pembimbingan 

dan 

Pengembangan 

Peserta Didik 

Bimbingan dan 

pembinaan siswa 

Bimbingan 

konseling, 

pembinaan 

kokurikuler dan 

ekstrakurikuler 

Mengembangkan 

karakter dan 

potensi peserta 

didik 

3 Kepemimpinan 

Pendidikan 

Peran strategis 

dalam organisasi 

sekolah 

Wali kelas, 

koordinator 

projek, pembina 

kegiatan, tugas 

tambahan lainnya 

Memperkuat tata 

kelola partisipatif 

dan budaya mutu 

4 Pengembangan 

Profesional 

Berkelanjutan 

Peningkatan 

kompetensi guru 

MGMP/KKG, 

pelatihan, 

komunitas belajar, 

organisasi profesi 

Mendorong 

peningkatan mutu 

berkelanjutan 

5 Peran Manajerial 

Kelas 

Pengelolaan 

lingkungan 

belajar 

Pengaturan kelas, 

disiplin, interaksi 

pembelajaran 

Mendukung 

efektivitas 

pembelajaran 

6 Peran Inovatif Pengembangan 

pembelajaran 

kreatif 

Inovasi metode, 

media, dan 

pemanfaatan 

teknologi 

Meningkatkan 

kualitas dan 

relevansi 

pembelajaran 

7 Peran Motivator 

dan Dinamisator 

Penguatan 

motivasi belajar 

Membangun 

semangat belajar 

dan memberikan 

umpan balik 

Meningkatkan 

keterlibatan 

peserta didik 

8 Peran Evaluator 

dan Fasilitator 

Penilaian dan 

pendampingan 

belajar 

Penyusunan 

instrumen 

penilaian dan 

fasilitasi 

kebutuhan belajar 

Menjamin 

pembelajaran 

bermakna dan 

berkelanjutan 
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I. Peran Tenaga kependidikan  

Tenaga Kependidikan merupakan komponen strategis dalam implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berperan memastikan sistem tata 

kelola sekolah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks MBS yang 

menekankan otonomi dan pengelolaan berbasis data, keberadaan tenaga 

kependidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi penguat sistem 

manajemen sekolah yang menopang kualitas layanan pendidikan secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2025, tenaga kependidikan adalah individu yang 

bertugas melaksanakan fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Dalam 

implementasi MBS, fungsi ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan 

efisiensi pengelolaan sumber daya, akurasi data, serta transparansi tata kelola 

sekolah. 

Secara operasional, peran tenaga kependidikan dalam MBS dapat dipetakan 

berdasarkan jenisnya sebagai berikut: 

 

1. Tenaga Tata Usaha (Administrasi Sekolah) 

Tenaga tata usaha berperan sebagai pengelola utama sistem administrasi 

sekolah yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam MBS. Peran 

strategisnya meliputi: 

a. Mengelola administrasi akademik dan nonakademik secara tertib dan 

sistematis;  

b. Mengelola data peserta didik, guru, serta arsip sekolah berbasis digital;  

c. Mendukung penyusunan RKJP/RKASP melalui penyediaan data yang 

akurat;  

d. Mengelola administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel;  

e. Mendukung implementasi sistem informasi manajemen sekolah.  

2. Laboran (Tenaga Laboratorium) 

Laboran berperan dalam mendukung pembelajaran berbasis praktik dan 

penguatan kompetensi peserta didik. Peran strategisnya meliputi: 

a. Mengelola dan menyiapkan peralatan serta bahan praktikum;  

b. Menjamin keamanan dan kelayakan penggunaan laboratorium;  
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c. Mendukung guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis eksperimen;  

d. Mengembangkan administrasi dan inventaris laboratorium secara tertib;  

e. Berkontribusi dalam penguatan pembelajaran berbasis STEM.  

3. Tenaga Perpustakaan 

Tenaga perpustakaan berperan sebagai pengelola sumber belajar yang 

mendukung penguatan literasi dan pembelajaran mandiri. Peran strategisnya 

meliputi: 

a. Mengelola koleksi buku dan sumber belajar secara sistematis;  

b. Mengembangkan layanan literasi dan budaya baca di sekolah;  

c. Mendukung program literasi sekolah dan pembelajaran berbasis sumber;  

d. Mengelola perpustakaan berbasis digital;  

e. Menjadi pusat sumber belajar bagi siswa dan guru.  

4. Penjaga Sekolah (Petugas Keamanan dan Layanan Umum) 

Penjaga sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan 

belajar yang aman, tertib, dan kondusif. Peran strategisnya meliputi: 

a. Menjaga keamanan lingkungan sekolah;  

b. Mendukung ketertiban dan kedisiplinan lingkungan sekolah;  

c. Memastikan kesiapan fasilitas sekolah sebelum kegiatan pembelajaran;  

d. Membantu pengelolaan sarana prasarana dasar;  

e. Berperan dalam menciptakan iklim sekolah yang nyaman dan aman.  

Dengan demikian, tenaga kependidikan merupakan pilar penting dalam 

implementasi MBS yang berfungsi sebagai support system bagi keberhasilan 

pengelolaan sekolah. Jika kepala sekolah berperan sebagai penggerak, dan guru 

sebagai pelaksana pembelajaran, maka tenaga kependidikan adalah penguat 

sistem yang memastikan seluruh proses berjalan tertib, efisien, dan berkelanjutan. 

Penguatan peran tenaga kependidikan menjadi sangat penting dalam konteks 

MBS, karena: 

a. Menjamin akurasi data sebagai dasar pengambilan keputusan;  

b. Mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;  

c. Memastikan layanan pendidikan berjalan optimal;  

d. Mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel.  

Dengan tata kelola tenaga kependidikan yang profesional, implementasi MBS di 

SMP akan lebih optimal dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan. 
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J. Komite Sekolah  

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), komite sekolah 

merupakan unsur strategis yang berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan 

masyarakat. Keberadaan komite sekolah memperkuat prinsip partisipasi, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan di tingkat satuan 

pendidikan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 

2016, komite sekolah berkedudukan sebagai mitra kepala sekolah yang 

menjalankan fungsi secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan 

akuntabel. Dalam implementasi MBS, komite sekolah tidak hanya berperan 

secara formal, tetapi juga memiliki peran operasional dalam mendukung 

peningkatan mutu pendidikan. 

Secara fungsional, peran komite sekolah dalam MBS meliputi empat aspek utama: 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) 

Komite sekolah memberikan masukan strategis dalam perumusan kebijakan 

dan program sekolah, termasuk penyusunan RKSP/RKAS, pengembangan 

sarana prasarana, serta penguatan kemitraan dengan pihak eksternal. Peran 

ini memastikan kebijakan sekolah selaras dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. 

2. Pendukung (supporting agency) 

Komite sekolah berperan dalam menggalang dan memobilisasi sumber daya 

pendidikan secara transparan dan akuntabel. Dukungan tersebut tidak hanya 

dalam bentuk finansial, tetapi juga berupa pemikiran, tenaga, serta jejaring 

kemitraan yang mendukung kemandirian sekolah. 

3. Pengontrol (controlling agency) 

Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pendidikan, termasuk pengelolaan anggaran, kualitas layanan pendidikan, 

serta pelaksanaan program sekolah. Fungsi ini juga mencakup penyaluran 

aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari mekanisme 

kontrol sosial. 

4. Mediator 

Komite sekolah menjembatani komunikasi antara sekolah dengan 

masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui fasilitasi komunikasi dua arah, 

penyebarluasan informasi program sekolah, serta penguatan partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
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Dengan demikian, komite sekolah menjadi mitra strategis dalam implementasi 

MBS yang berperan dalam memperkuat tata kelola sekolah yang partisipatif, 

transparan, dan akuntabel. Keberhasilan MBS sangat dipengaruhi oleh efektivitas 

peran komite sekolah dalam membangun kolaborasi antara sekolah dan 

masyarakat serta mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

 

K. Orang Tua Murid 

Orang tua murid memiliki peran strategis dalam implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS), terutama sebagai mitra utama sekolah dalam 

mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam 

konteks MBS, keterlibatan orang tua tidak hanya bersifat normatif, tetapi 

operasional dan langsung berdampak pada kualitas hasil belajar. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

orang tua memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang perkembangan 

pendidikan anak serta berperan dalam memilih satuan pendidikan, sekaligus 

berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hal ini 

menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada sekolah, 

tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan keluarga. 

Dalam kerangka MBS, peran orang tua ditempatkan pada level mikro sebagai 

penguat ekosistem pembelajaran yang sinergis antara lingkungan sekolah dan 

lingkungan keluarga. Keberhasilan implementasi MBS sangat ditentukan oleh 

sejauh mana orang tua terlibat secara aktif dalam mendukung proses belajar anak, 

karena pembelajaran yang efektif tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di 

rumah. 

Secara operasional, peran orang tua dalam implementasi MBS meliputi: 

1. Mendukung Proses Pembelajaran di Rumah 

Orang tua berperan dalam mendampingi kegiatan belajar anak, membangun 

kebiasaan belajar yang baik, serta memberikan motivasi dan penguatan 

terhadap capaian belajar. 

2. Menjalin Komunikasi Aktif dengan Sekolah 

Orang tua perlu berkomunikasi secara intensif dengan guru dan pihak 

sekolah untuk memantau perkembangan akademik maupun nonakademik 

peserta didik. 

3. Membentuk Karakter dan Lingkungan Belajar Positif 

Orang tua berperan dalam menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, 

dan etika, serta menciptakan lingkungan rumah yang kondusif bagi belajar. 
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4. Berpartisipasi dalam Kegiatan Sekolah 

Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, seperti pertemuan, program 

pengembangan, atau kegiatan sosial, memperkuat hubungan antara sekolah 

dan keluarga. 

5. Memberikan Umpan Balik terhadap Layanan Pendidikan 

Orang tua dapat memberikan masukan terhadap proses pembelajaran dan 

layanan sekolah berdasarkan pengalaman anak. 

6. Mendukung Pengembangan Potensi Anak 

Orang tua berperan dalam mengenali dan mengembangkan minat serta bakat 

anak melalui dukungan terhadap kegiatan akademik maupun nonakademik. 

Dengan demikian, orang tua murid berperan sebagai learning partner bagi 

sekolah yang memperkuat keberhasilan implementasi MBS melalui keterlibatan 

aktif dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Sinergi 

antara sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang 

efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Tanpa 

keterlibatan orang tua yang optimal, implementasi MBS berisiko tidak 

memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan 

hasil belajar peserta didik. 

 

L. Masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri  

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), masyarakat serta dunia 

usaha dan dunia industri (DUDI) merupakan bagian dari ekosistem pendidikan 

yang memiliki peran strategis dalam memperkuat mutu, relevansi, dan 

keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan. MBS menempatkan sekolah sebagai 

sistem terbuka yang tidak hanya bergantung pada sumber daya internal, tetapi 

juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari lingkungan eksternal. 

Landasan yuridis peran masyarakat dalam pendidikan ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya: 

(1) Pasal 8, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; (2) 

Pasal 9, yang menegaskan kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan 

sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Selain itu, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri juga diperkuat melalui 

kebijakan penguatan kemitraan pendidikan, seperti dalam kerangka link and 
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match pendidikan dengan dunia kerja yang dikembangkan oleh pemerintah, serta 

berbagai regulasi turunan terkait kerja sama satuan pendidikan dengan pihak 

eksternal. 

Dalam konteks MBS, peran masyarakat dan DUDI tidak hanya bersifat pelengkap, 

tetapi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, 

khususnya dalam menjawab tantangan relevansi pendidikan di era transformasi 

digital dan kebutuhan kompetensi abad ke-21. 

1. Peran Masyarakat  

Masyarakat berperan sebagai mitra strategis sekolah dalam mendukung tata 

kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Peran tersebut 

meliputi: 

a. Partisipasi dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan 

Masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan program sekolah 

melalui berbagai forum partisipatif, sehingga program yang dirancang 

lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. 

 

b. Dukungan sumber daya pendidikan 

Masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk sumber daya finansial, 

material, maupun sosial, termasuk dukungan fasilitas, jejaring, dan 

keahlian. 

c. Fungsi pengawasan (kontrol sosial) 

Masyarakat berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan 

untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan 

pendidikan. 

d. Penguatan lingkungan sosial pendidikan 

Masyarakat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses 

pendidikan, termasuk dalam pembentukan karakter, budaya belajar, dan 

keamanan lingkungan sekolah. 

2. Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)  

Dunia usaha dan dunia industri memiliki peran penting dalam meningkatkan 

relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks MBS, 

peran DUDI menjadi semakin penting, terutama dalam penguatan 

kompetensi peserta didik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan 

industri. 

a. Penguatan relevansi kurikulum dan pembelajaran 
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DUDI memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan 

perkembangan industri. 

b. Penyediaan Pengalaman Belajar Kontekstual 

DUDI mendukung kegiatan pembelajaran berbasis praktik, seperti 

kunjungan industri, kelas inspirasi, pembelajaran berbasis proyek, dan 

magang (terutama pada jenjang lanjut). 

c. Dukungan sumber daya dan teknologi 

DUDI dapat memberikan dukungan dalam bentuk peralatan, teknologi, 

pelatihan, maupun tenaga ahli untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

d. Kemitraan strategis sekolah–industri 

Kerja sama antara sekolah dan DUDI mendorong terbentuknya ekosistem 

pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. 

e. Penguatan kompetensi abad 21 dan kesiapan masa depan 

DUDI berkontribusi dalam penguatan keterampilan seperti berpikir kritis, 

kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta literasi digital. 

Masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri merupakan mitra eksternal 

strategis yang berperan dalam memperkuat implementasi MBS melalui 

kontribusi pada aspek partisipasi, pengawasan, sumber daya, dan relevansi 

pendidikan. Keterlibatan masyarakat memperkuat legitimasi sosial dan 

akuntabilitas sekolah, sementara keterlibatan DUDI meningkatkan relevansi dan 

daya saing lulusan. 

Sinergi antara sekolah dengan masyarakat dan DUDI menghasilkan ekosistem 

pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga 

pada kesiapan peserta didik menghadapi dinamika sosial dan dunia kerja. Dengan 

demikian, implementasi MBS yang efektif mensyaratkan adanya kolaborasi yang 

terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan antara satuan pendidikan 

dengan lingkungan eksternal. 
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Gambar 3. 2. Skema Kemitraan DUDI pada Jenjang SMP 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP hanya dapat berjalan 

efektif apabila didukung oleh tata kelola yang jelas, terstruktur, dan terintegrasi 

dalam satu kerangka sistem yang utuh. Pembagian peran dan tanggung jawab 

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis 

(BBPMP/BPMP), satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya bukan 

sekadar pembagian administratif, melainkan merupakan arsitektur sistem 

pengelolaan pendidikan yang memastikan seluruh elemen bergerak secara 

sinergis menuju peningkatan mutu pendidikan. Kejelasan mandat, fungsi strategis, 

tanggung jawab operasional, serta mekanisme koordinasi menjadi fondasi utama 

bagi implementasi MBS yang akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. 

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Pusat melalui Direktorat SMP berperan 

sebagai perumus kebijakan dan penjaga standar mutu nasional, yang menetapkan 

arah, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai rujukan bagi seluruh 

satuan pendidikan. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi desentralisasi dengan 

menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, sekaligus 

memastikan ketersediaan sumber daya, pembinaan, dan pengawasan yang 

berkelanjutan. BBPMP/BPMP memperkuat sistem melalui fasilitasi teknis, 

pendampingan berbasis data, serta penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan 
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pengawas, sehingga kesenjangan antara kebijakan dan praktik dapat 

diminimalkan. 

Pada level satuan pendidikan, implementasi MBS ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah, profesionalitas guru, dukungan tenaga 

kependidikan, serta partisipasi aktif peserta didik dan pemangku kepentingan 

lainnya. Komite sekolah, orang tua, masyarakat, serta mitra eksternal seperti 

dunia usaha dan dunia industri (DUDI) membentuk ekosistem pendidikan yang 

memperkuat relevansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program sekolah. Dengan 

demikian, sekolah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi sebagai pusat 

pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan 

lingkungan. 

Sinergi antar level tersebut menuntut adanya koordinasi vertikal yang konsisten 

antara pusat, daerah, dan satuan pendidikan, serta kolaborasi horizontal yang 

partisipatif di tingkat sekolah. Dalam perspektif ini, MBS tidak dimaknai sebagai 

otonomi yang bebas tanpa batas, melainkan sebagai otonomi yang terhubung 

(connected autonomy), yaitu kemandirian sekolah yang tetap berada dalam 

koridor kebijakan nasional, Standar Nasional Pendidikan, serta prinsip 

akuntabilitas publik. 

Lebih jauh, penguatan MBS pada jenjang SMP menjadi sangat krusial karena fase 

ini merupakan tahap transisi penting dalam perkembangan peserta didik, baik 

secara akademik maupun karakter. SMP menjadi fondasi dalam membangun 

literasi, numerasi, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menentukan 

kesiapan peserta didik menghadapi jenjang pendidikan berikutnya dan tantangan 

masa depan. Oleh karena itu, implementasi MBS di SMP harus mampu 

mendorong inovasi pembelajaran, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta 

penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, keberhasilan MBS di SMP tidak hanya ditentukan oleh 

pemberian otonomi kepada sekolah, tetapi oleh kemampuan sistem pendidikan 

dalam memastikan keterpaduan peran, kejelasan tanggung jawab, serta 

efektivitas koordinasi antar aktor. Tanpa tata kelola yang kuat dan sinergis, 

otonomi sekolah berisiko tidak menghasilkan peningkatan mutu yang signifikan. 

Sebaliknya, dengan penguatan MBS yang terarah, SMP dapat menjadi pusat 

pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam menjawab 

tantangan pendidikan di era transformasi. 
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BAB IV 

KEPEMIMPINAN 

KEPALA SEKOLAH 

DALAM MBS 
 

 
A. Peran Strategis Kepala Sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan determinan utama dalam keberhasilan 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam kerangka 

desentralisasi pendidikan, MBS menempatkan sekolah sebagai pusat 

pengambilan keputusan melalui pemberian otonomi yang lebih luas dalam 

pengelolaan sumber daya, pengembangan kurikulum, dan peningkatan mutu 

pendidikan. Pergeseran paradigma ini menuntut perubahan peran kepala sekolah 

dari sekadar administrator menjadi pemimpin strategis yang mampu 

menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal. 

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan kepala sekolah tidak lagi berorientasi 

pada aspek administratif semata, melainkan mencakup kemampuan 

mengintegrasikan berbagai pendekatan kepemimpinan yang adaptif terhadap 

dinamika pendidikan modern. Kepala sekolah dituntut mampu 

mengimplementasikan kepemimpinan transformasional yang menginspirasi 

perubahan dan membangun komitmen kolektif, kepemimpinan pembelajaran 

(instructional leadership) yang berfokus pada peningkatan kualitas proses dan 

hasil belajar, serta kepemimpinan partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif 

seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan. Di era digital, kepala sekolah 

juga perlu mengembangkan kepemimpinan digital yang memanfaatkan teknologi 

informasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen dan inovasi pembelajaran. 

Keberhasilan implementasi MBS sangat ditentukan oleh kapasitas kepala sekolah 

dalam mengintegrasikan visi, sumber daya, serta partisipasi seluruh pemangku 
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kepentingan. Kepala sekolah menempati posisi sentral sebagai penggerak utama 

yang menentukan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

(Artanti et al., 2024). Secara strategis, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin 

visioner dan transformasional yang mampu merumuskan arah pengembangan 

sekolah secara berkelanjutan serta membangun budaya inovasi dan kinerja tinggi 

(Leithwood et al., 2020). Selain itu, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin 

pembelajaran yang menekankan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar 

peserta didik melalui supervisi akademik, pembinaan guru, serta penguatan 

praktik pembelajaran berbasis kebutuhan siswa. Penelitian Hallinger dan Murphy 

(2021) menunjukkan bahwa instructional leadership memiliki hubungan yang 

kuat dengan peningkatan hasil belajar siswa dan kinerja guru. 

Dalam perspektif manajerial, kepala sekolah bertanggung jawab mengelola 

sumber daya pendidikan secara efektif dan akuntabel, mencakup tenaga pendidik, 

keuangan, sarana prasarana, serta sistem administrasi. Kemampuan dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi prasyarat 

penting dalam implementasi MBS (Bush, 2021). Pada saat yang sama, kepala 

sekolah juga perlu mengembangkan kepemimpinan partisipatif dengan 

melibatkan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepercayaan 

organisasi dan kinerja sekolah (OECD, 2021). 

Di era digital, kepemimpinan kepala sekolah juga dituntut adaptif terhadap 

perkembangan teknologi. Kepemimpinan digital mencakup kemampuan dalam 

pengambilan keputusan berbasis data, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta 

penguatan literasi digital warga sekolah, yang berkontribusi pada efektivitas 

organisasi sekolah dan kesiapan menghadapi tantangan abad ke-21 (OECD, 

2021). 

Lebih lanjut, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya 

organisasi sekolah yang positif, kolaboratif, dan berorientasi mutu. Budaya 

sekolah yang kuat menjadi landasan dalam membentuk nilai, norma, dan 

kebiasaan kerja yang mendukung pencapaian visi dan misi sekolah secara 

berkelanjutan. Dalam hal ini, kepala sekolah juga berperan sebagai agen 

perubahan yang mampu mengelola transformasi organisasi secara sistematis, 

termasuk mengatasi resistensi, membangun komunikasi efektif, serta 

memperkuat komitmen bersama. 
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Pengalaman praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi 

kepemimpinan transformasional dan instructional leadership mampu mendorong 

terbentuknya budaya sekolah yang kolaboratif dan berorientasi mutu. 

Keterlibatan guru dalam komunitas belajar profesional (professional learning 

community) terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa 

(Hallinger & Walker, 2019). 

 

B. Kepemimpinan Transformasional  

Kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan kepemimpinan yang 

menekankan pada kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan 

mentransformasikan individu maupun organisasi untuk mencapai kinerja yang 

melampaui standar yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan 

transformasional dipahami sebagai kemampuan kepala sekolah dalam 

menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berkomitmen terhadap visi bersama, 

meningkatkan kapasitas diri, serta menciptakan perubahan yang berorientasi pada 

mutu pendidikan. Leithwood et al. (2020), menegaskan bahwa kepemimpinan 

transformasional berperan dalam meningkatkan komitmen organisasi, budaya 

kolaboratif, serta kinerja guru secara signifikan  

Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepemimpinan 

transformasional menjadi sangat relevan karena MBS menuntut adanya 

perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik 

menuju desentralistik. Perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek struktural, 

tetapi juga kultural, sehingga membutuhkan kepemimpinan yang mampu 

mentransformasikan pola pikir, sikap, dan perilaku seluruh warga sekolah. 

Hallinger, dan Wang (2020) menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif 

dalam konteks perubahan pendidikan adalah kepemimpinan yang mampu 

membangun budaya belajar dan adaptasi organisasi. 

Kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi utama yang saling 

terkait dan menjadi landasan dalam praktik kepemimpinan kepala sekolah, yaitu: 

1. Pengaruh ideal/keteladanan (idealized influence) 

Kepala sekolah menjadi figur teladan yang memiliki integritas, komitmen, 

dan konsistensi dalam tindakan. Dalam konteks MBS, kepala sekolah 

menunjukkan komitmen terhadap mutu pendidikan melalui kedisiplinan, 

etos kerja, serta keberpihakan pada kepentingan peserta didik. Keteladanan 

ini menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dan legitimasi kepemimpinan. 
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2. Motivasi inspiratif (inspirational motivation) 

Kepala sekolah mampu menginspirasi dan membangun semangat bersama 

melalui visi dan tujuan yang jelas. Dalam implementasi MBS, kepala 

sekolah tidak hanya menyusun visi, tetapi juga mengkomunikasikannya 

secara efektif sehingga menjadi sumber motivasi bagi guru dan tenaga 

kependidikan dalam bekerja. 

3. Stimulasi intelektual (intellectual stimulation) 

Kepala sekolah mendorong inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis dalam 

organisasi sekolah. Guru didorong untuk mencoba metode pembelajaran 

baru, memecahkan masalah secara kreatif, serta mengembangkan praktik 

pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. 

4. Perhatian individual (individualized consideration) 

Kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kebutuhan, potensi, dan 

pengembangan individu guru serta tenaga kependidikan. Dalam konteks ini, 

kepala sekolah berperan sebagai mentor dan fasilitator yang mendukung 

pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. 

Keempat dimensi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan 

menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kepemimpinan 

transformasional di sekolah.  

Dalam praktik implementasi MBS, kepemimpinan transformasional dapat 

diwujudkan melalui berbagai strategi konkret yang terintegrasi dengan 

pengelolaan sekolah.   

1. Dalam perumusan visi dan perencanaan strategis, kepala sekolah melibatkan 

guru, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun 

visi dan program sekolah. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki dan 

meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan program.  

2. Dalam pengembangan pembelajaran, kepala sekolah mendorong guru untuk 

berinovasi melalui supervisi akademik yang bersifat pembinaan, pelatihan, 

serta pembentukan komunitas belajar profesional (professional learning 

community). Guru didorong untuk saling berbagi praktik baik dan 

meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.  

3. Dalam penguatan budaya organisasi, kepala sekolah membangun budaya 

kerja yang kolaboratif, terbuka, dan berorientasi mutu. Nilai-nilai seperti 

disiplin, tanggung jawab, dan inovasi ditanamkan melalui keteladanan dan 

sistem penghargaan.  
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4. Dalam pengelolaan perubahan, kepala sekolah berperan aktif dalam 

mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan pendekatan persuasif, 

komunikasi efektif, serta pemberdayaan warga sekolah. Hal ini penting 

karena implementasi MBS seringkali memerlukan perubahan pola pikir dan 

kebiasaan kerja. Kelima, dalam pemanfaatan teknologi dan data, kepala 

sekolah mengintegrasikan kepemimpinan transformasional dengan 

kepemimpinan digital melalui penggunaan data dalam pengambilan 

keputusan serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 

Sebagai ilustrasi, sebuah sekolah dasar yang menerapkan MBS mengalami 

rendahnya partisipasi guru dalam pengembangan pembelajaran. Kepala sekolah 

kemudian menerapkan kepemimpinan transformasional dengan memulai dari 

perubahan visi sekolah yang disusun secara partisipatif bersama guru dan komite 

sekolah. Kepala sekolah menunjukkan keteladanan dengan aktif terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran, memberikan motivasi melalui forum rutin, serta 

mendorong guru untuk mengikuti pelatihan dan berbagi praktik pembelajaran 

inovatif. Selain itu, dibentuk komunitas belajar guru yang secara berkala 

mendiskusikan strategi pembelajaran. Dalam waktu tertentu, terjadi perubahan 

signifikan pada budaya kerja guru yang menjadi lebih kolaboratif dan inovatif. 

Guru lebih aktif dalam mengembangkan pembelajaran, sementara siswa 

menunjukkan peningkatan keterlibatan dan hasil belajar. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional mampu menjadi katalisator utama dalam 

keberhasilan implementasi MBS. 

 

C. Kepemimpinan Pembelajaran 

Kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership) merupakan pendekatan 

kepemimpinan yang menempatkan proses dan hasil pembelajaran sebagai fokus 

utama dalam pengelolaan sekolah. Dalam konteks ini, kepala sekolah tidak hanya 

berperan sebagai administrator, tetapi sebagai pemimpin yang secara aktif terlibat 

dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembinaan guru, 

pengembangan kurikulum, serta pengawasan akademik. Hallinger dan Murphy 

(2021) mendefinisikan kepemimpinan pembelajaran sebagai serangkaian 

tindakan kepala sekolah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengajaran 

dan pembelajaran di kelas melalui supervisi, koordinasi kurikulum, serta 

penciptaan iklim belajar yang kondusif 
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Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepemimpinan 

pembelajaran menjadi sangat penting karena inti dari MBS adalah peningkatan 

mutu pendidikan yang berfokus pada hasil belajar peserta didik. Otonomi yang 

diberikan kepada sekolah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran secara nyata. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut mampu 

memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program sekolah berorientasi pada 

peningkatan kualitas proses pembelajaran. Penelitian Nguyen et al. (2020) 

menunjukkan bahwa kepemimpinan pembelajaran memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru, efektivitas sekolah, serta hasil belajar siswa. 

Kepemimpinan pembelajaran memiliki peran yang sangat strategis dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Pertama, kepemimpinan ini memastikan bahwa 

fokus utama sekolah tetap pada proses pembelajaran, bukan semata-mata pada 

aspek administratif. Kedua, kepemimpinan pembelajaran mampu meningkatkan 

kualitas kinerja guru melalui pembinaan, supervisi, dan pengembangan 

profesional yang berkelanjutan. Ketiga, kepemimpinan ini berkontribusi 

langsung terhadap peningkatan hasil belajar siswa karena adanya perbaikan 

berkelanjutan dalam praktik pembelajaran. 

Dalam konteks MBS, pentingnya kepemimpinan pembelajaran semakin kuat 

karena sekolah memiliki kewenangan untuk merancang dan mengembangkan 

program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, 

kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa otonomi 

tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

Kepemimpinan pembelajaran mencakup beberapa aspek utama yang saling 

berkaitan, yaitu: 

1. Penetapan visi dan tujuan pembelajaran 

Kepala sekolah menetapkan arah dan target pembelajaran yang jelas, serta 

memastikan seluruh warga sekolah memahami dan berkomitmen terhadap 

tujuan tersebut. 

2. Pengelolaan kurikulum dan pembelajaran 

Kepala sekolah mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum, memastikan 

kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

3. Supervisi akademik 

Kepala sekolah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap guru 

melalui observasi kelas, umpan balik, serta pendampingan profesional. 
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4. Pengembangan profesional guru 

Kepala sekolah mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, 

workshop, serta komunitas belajar profesional. 

5. Penciptaan iklim belajar yang kondusif 

Kepala sekolah membangun lingkungan sekolah yang mendukung proses 

pembelajaran, baik dari segi fisik maupun psikologis. 

Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan pembelajaran tidak 

hanya berfokus pada guru, tetapi juga pada sistem pembelajaran secara 

keseluruhan. 

Dalam implementasi MBS, kepemimpinan pembelajaran diwujudkan melalui 

berbagai praktik nyata di sekolah. Kepala sekolah memastikan bahwa setiap 

program sekolah, baik akademik maupun non-akademik, memiliki keterkaitan 

dengan peningkatan kualitas pembelajaran.  

1. Kepala sekolah mengintegrasikan visi sekolah ke dalam perencanaan 

pembelajaran dan program kerja sekolah. 

2. Kepala sekolah secara aktif melakukan supervisi akademik dan memberikan 

umpan balik konstruktif kepada guru. 

3. Kepala sekolah memfasilitasi pembentukan komunitas belajar guru 

(professional learning community) sebagai wadah berbagi praktik baik dan 

inovasi pembelajaran. Keempat, kepala sekolah mendorong penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran sebagai bagian dari adaptasi terhadap 

perkembangan pendidikan abad ke-21. 

Sekolah yang menerapkan MBS dapat menunjukkan peningkatan hasil belajar 

siswa setelah kepala sekolah secara rutin melakukan supervisi kelas dan 

memberikan pendampingan kepada guru dalam merancang pembelajaran 

berbasis proyek. Guru menjadi lebih inovatif, dan siswa lebih aktif dalam proses 

belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pembelajaran berperan 

langsung dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

 

D. Kepemimpinan Melayani 

Kepemimpinan melayani (servant leadership) merupakan pendekatan 

kepemimpinan yang menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai inti 

utama dalam praktik kepemimpinan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan 

melayani dimaknai sebagai kemampuan kepala sekolah untuk mengutamakan 

kebutuhan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta berkomitmen untuk 
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mengembangkan potensi mereka secara optimal. Berbeda dengan kepemimpinan 

tradisional yang berorientasi pada kekuasaan, kepemimpinan melayani 

menekankan pada empati, pemberdayaan, dan hubungan yang humanis. Eva et al. 

(2019) menjelaskan bahwa servant leadership berfokus pada pengembangan 

individu, kesejahteraan anggota organisasi, serta penciptaan lingkungan kerja 

yang suportif dan kolaboratif.  

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepemimpinan melayani 

menjadi sangat relevan karena MBS menekankan partisipasi, pemberdayaan, dan 

kemandirian sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin tidak hanya 

mengarahkan, tetapi juga melayani dan memfasilitasi kebutuhan warga sekolah 

agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Penelitian Lemoine et al. (2019) menunjukkan bahwa kepemimpinan melayani 

memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja guru, komitmen organisasi, 

serta kinerja sekolah  

Kepemimpinan melayani memiliki peran strategis dalam menciptakan 

lingkungan sekolah yang kondusif, humanis, dan berorientasi pada 

pengembangan individu. Pertama, pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi 

dan kepuasan kerja guru karena mereka merasa dihargai dan didukung. Kedua, 

kepemimpinan melayani memperkuat hubungan interpersonal di lingkungan 

sekolah, sehingga tercipta budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif. Ketiga, 

pendekatan ini berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi karena adanya 

keterlibatan aktif seluruh warga sekolah. 

Dalam konteks MBS, kepemimpinan melayani menjadi penting karena 

keberhasilan MBS sangat bergantung pada partisipasi dan komitmen seluruh 

pemangku kepentingan. Kepala sekolah yang melayani akan mampu membangun 

kepercayaan, memperkuat kerja sama, serta menciptakan rasa memiliki terhadap 

program sekolah. 

Kepemimpinan melayani mencakup beberapa aspek utama yang menjadi 

karakteristik perilaku pemimpin, yaitu: 

1. Empati (empathy) 

Kepala sekolah mampu memahami kebutuhan, perasaan, dan kondisi warga 

sekolah, serta menunjukkan kepedulian yang tulus. 

2. Mendengarkan (listening) 

Pemimpin memberikan ruang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk 

menyampaikan aspirasi, ide, dan permasalahan. 
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3. Pelayanan (service orientation) 

Kepala sekolah menempatkan diri sebagai pelayan yang membantu 

memfasilitasi kebutuhan warga sekolah, bukan sekadar pemberi perintah. 

4. Pemberdayaan (empowerment) 

Pemimpin mendorong pengembangan potensi guru dan tenaga kependidikan 

melalui pelatihan, delegasi tugas, dan kepercayaan. 

5. Pengembangan individu (growth of people) 

Kepala sekolah berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas profesional 

dan personal warga sekolah. 

6. Membangun komunitas (building community) 

Pemimpin menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, kolaboratif, dan 

saling mendukung. 

Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan melayani berfokus 

pada manusia sebagai pusat organisasi. 

Dalam implementasi MBS, kepemimpinan melayani dapat diwujudkan melalui 

berbagai praktik nyata.  Pertama, kepala sekolah membangun komunikasi terbuka 

dengan guru, tenaga kependidikan, dan orang tua melalui forum diskusi, rapat 

partisipatif, serta pendekatan interpersonal. Kedua, kepala sekolah memberikan 

dukungan nyata terhadap kebutuhan guru, seperti menyediakan pelatihan, 

fasilitas pembelajaran, dan ruang inovasi. Ketiga, kepala sekolah mendorong 

keterlibatan aktif warga sekolah dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta 

rasa memiliki terhadap program sekolah. Keempat, kepala sekolah menciptakan 

budaya sekolah yang humanis dan inklusif, di mana setiap individu merasa 

dihargai dan didukung. Kelima, kepala sekolah memfasilitasi kerja sama dengan 

masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari penguatan MBS. 

Sebagai contoh, sebuah sekolah dasar yang menerapkan MBS menghadapi 

rendahnya motivasi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Kepala sekolah 

kemudian menerapkan kepemimpinan melayani dengan lebih banyak 

mendengarkan keluhan guru, memberikan dukungan fasilitas, serta mengurangi 

pendekatan yang bersifat instruktif. Kepala sekolah juga memberikan 

kepercayaan kepada guru untuk mengembangkan program pembelajaran sesuai 

kreativitas mereka. Hasilnya, guru menjadi lebih termotivasi, hubungan kerja 

menjadi lebih harmonis, dan kualitas pembelajaran meningkat. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan melayani mampu menciptakan iklim kerja 

yang positif dan mendukung keberhasilan implementasi MBS. 
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E. Kepemimpinan Digital  

Kepemimpinan digital (digital leadership) merupakan bentuk kepemimpinan 

kontemporer yang menekankan pada kemampuan pemimpin dalam 

mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek pengelolaan 

organisasi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan 

keputusan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan digital tidak hanya 

dimaknai sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi lebih jauh sebagai 

kapasitas strategis kepala sekolah dalam mentransformasikan praktik manajemen 

dan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

secara sistematis dan berkelanjutan. Dexter (2021) menegaskan bahwa 

kepemimpinan digital berkaitan dengan bagaimana pemimpin menciptakan arah, 

budaya, dan sistem yang mendukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan 

kinerja organisasi pendidikan. 

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepemimpinan digital 

memiliki posisi yang sangat strategis karena MBS memberikan otonomi kepada 

sekolah dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan inovasi. Otonomi 

tersebut menuntut kepala sekolah untuk mampu mengambil keputusan yang cepat, 

tepat, dan berbasis data. Oleh karena itu, kepemimpinan digital menjadi 

instrumen penting dalam memperkuat efektivitas implementasi MBS melalui 

optimalisasi penggunaan data, peningkatan transparansi, serta penguatan 

akuntabilitas publik. Penelitian Trust (2020) menunjukkan bahwa sekolah yang 

dipimpin oleh kepala sekolah dengan kompetensi digital yang tinggi cenderung 

memiliki sistem manajemen yang lebih efisien, pembelajaran yang lebih inovatif, 

serta kinerja organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan. 

Secara konseptual, kepemimpinan digital dalam pendidikan mencerminkan 

transformasi dari kepemimpinan tradisional menuju kepemimpinan berbasis 

teknologi dan data (data-driven leadership). Kepala sekolah tidak lagi hanya 

berperan sebagai pengambil keputusan berbasis pengalaman semata, tetapi 

sebagai pemimpin yang mampu: (1) mengolah dan menganalisis data secara 

sistematis, (2) memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses manajerial, 

dan (3) membangun ekosistem digital yang mendukung pembelajaran dan 

kolaborasi.  Dengan demikian, kepemimpinan digital merupakan kombinasi 

antara kompetensi teknologi, kepemimpinan strategis, dan kemampuan 

manajemen perubahan. 
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Kepemimpinan digital dalam konteks MBS dapat diuraikan ke dalam beberapa 

dimensi utama yang saling terintegrasi: 

1. Visi dan arah digital (digital visioning) 

Kepala sekolah mampu merumuskan visi strategis berbasis teknologi yang 

selaras dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan sekolah. Visi ini menjadi 

dasar dalam pengembangan program digitalisasi sekolah. 

2. Literasi dan kapasitas digital (digital literacy and capacity building) 

Kepala sekolah tidak hanya memiliki kompetensi digital, tetapi juga mampu 

meningkatkan literasi digital guru dan tenaga kependidikan melalui 

pelatihan dan pendampingan. 

3. Pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) 

Kepala sekolah menggunakan data akademik dan non-akademik sebagai 

dasar dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program sekolah. 

4. Transformasi pembelajaran digital (digital learning transformation) 

Kepala sekolah mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran, seperti 

penggunaan Learning Management System (LMS), media interaktif, dan 

pembelajaran berbasis digital. 

5. Manajemen sistem informasi (digital school management) 

Kepala sekolah mengembangkan sistem informasi sekolah untuk 

mendukung administrasi, komunikasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien. 

6. Etika dan keamanan digital (digital ethics and cyber safety) 

Kepala sekolah memastikan penggunaan teknologi yang aman, bertanggung 

jawab, serta sesuai dengan prinsip etika dan perlindungan data. 

Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan digital tidak 

hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada perubahan sistem, budaya, 

dan perilaku organisasi sekolah. 

Dalam implementasi MBS, kepemimpinan digital bekerja melalui beberapa 

mekanisme utama: Pertama, digitalisasi manajemen sekolah, yaitu penggunaan 

sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan administrasi, keuangan, 

kepegawaian, dan layanan akademik. Hal ini meningkatkan efisiensi dan 

mengurangi praktik birokrasi yang tidak efektif. Kedua, penguatan pengambilan 

keputusan berbasis data, di mana kepala sekolah menggunakan data hasil belajar, 

kehadiran siswa, kinerja guru, serta evaluasi program sebagai dasar dalam 

menentukan kebijakan sekolah. Ketiga, pengembangan ekosistem pembelajaran 

digital, yaitu integrasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

keterlibatan siswa, diferensiasi pembelajaran, serta akses terhadap sumber belajar 
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yang lebih luas. Keempat, penguatan komunikasi dan kolaborasi digital, di mana 

kepala sekolah memanfaatkan platform digital untuk membangun komunikasi 

yang efektif dengan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. 

Sebagai contoh, sebuah sekolah menengah yang menerapkan MBS 

mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis digital yang terintegrasi. 

Kepala sekolah menginisiasi penggunaan platform digital untuk: (1) pencatatan 

kehadiran siswa dan guru secara real-time; (2) pengelolaan nilai dan laporan hasil 

belajar; (3) komunikasi dengan orang tua melalui aplikasi daring. Selain itu, 

kepala sekolah mendorong guru untuk menggunakan LMS dalam pembelajaran, 

sehingga siswa dapat mengakses materi, tugas, dan evaluasi secara fleksibel. 

Kepala sekolah juga secara rutin menganalisis data hasil belajar siswa untuk 

mengidentifikasi kesenjangan capaian dan merancang program intervensi 

pembelajaran. Hasilnya, terjadi peningkatan efisiensi administrasi, transparansi 

informasi, serta kualitas pembelajaran. Guru menjadi lebih inovatif dalam 

mengajar, sementara siswa lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Praktik ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan digital mampu memperkuat implementasi 

MBS melalui integrasi teknologi, data, dan budaya kerja yang adaptif. 

Dengan demikian, kepemimpinan digital dalam MBS tidak hanya berfungsi 

sebagai alat bantu teknis, tetapi sebagai strategi transformasional dalam 

pengelolaan sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin digital berperan dalam: 

(1) Mentransformasikan sistem manajemen konvensional menjadi sistem 

berbasis teknologi; (2) Mengubah pengambilan keputusan dari intuisi menjadi 

berbasis data; (3) Membangun budaya sekolah yang adaptif terhadap inovasi. 

Kepemimpinan digital pada akhirnya menjadi salah satu kompetensi kunci kepala 

sekolah dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21 yang ditandai 

dengan kompleksitas, ketidakpastian, dan percepatan perubahan. 

 

F. Pengambilan Keputusan Partisipatif 

Pengambilan keputusan partisipatif (participative decision-making) merupakan 

pendekatan kepemimpinan dan manajemen yang menempatkan keterlibatan aktif 

berbagai pemangku kepentingan sebagai inti dalam proses penentuan kebijakan 

organisasi. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini tidak hanya dimaknai 

sebagai pelibatan formal dalam forum rapat, tetapi sebagai proses deliberatif yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, negosiasi kepentingan, serta 

konstruksi keputusan secara kolektif. Dengan demikian, pengambilan keputusan 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 82 

 

partisipatif menjadi mekanisme strategis dalam membangun demokratisasi 

pengelolaan pendidikan yang selaras dengan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS). 

Dalam kerangka MBS, pengambilan keputusan partisipatif memiliki posisi 

fundamental karena MBS memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola 

sumber daya dan menentukan arah pengembangan secara mandiri. Otonomi 

tersebut menuntut adanya redistribusi kewenangan dari kepala sekolah sebagai 

aktor tunggal menuju model kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan inklusif. 

Oleh karena itu, kepala sekolah tidak lagi berperan sebagai pengambil keputusan 

tunggal (decision maker), tetapi sebagai fasilitator, mediator, dan integrator 

kepentingan berbagai pihak. Harris (2020) menegaskan bahwa kepemimpinan 

yang efektif dalam konteks sekolah modern adalah kepemimpinan yang mampu 

mendistribusikan peran dan kewenangan secara produktif untuk meningkatkan 

kapasitas. 

Secara konseptual, pengambilan keputusan partisipatif dapat dipahami melalui 

tiga dimensi utama, yaitu dimensi struktural, kultural, dan relasional. 

1. Dimensi struktural  

Berkaitan dengan mekanisme formal yang memungkinkan partisipasi, 

seperti rapat dewan guru, forum komite sekolah, musyawarah perencanaan 

sekolah, serta sistem evaluasi berbasis refleksi bersama. Struktur ini menjadi 

wadah institusional yang menjamin bahwa partisipasi bukan sekadar 

simbolik, tetapi terintegrasi dalam sistem pengelolaan sekolah. 

2. Dimensi kultural  

Berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya organisasi yang mendukung 

keterbukaan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. 

Tanpa budaya yang demokratis, partisipasi cenderung bersifat semu 

(pseudo-participation) karena keputusan tetap didominasi oleh pihak 

tertentu. 

3. Dimensi relasional 

Berkaitan dengan kualitas hubungan antar individu dalam organisasi, 

termasuk kepercayaan (trust), komunikasi interpersonal, dan distribusi 

kekuasaan. Hubungan yang egaliter dan saling menghargai menjadi 

prasyarat utama dalam menciptakan partisipasi yang bermakna. 

Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan partisipatif 

bukan hanya proses teknis, tetapi juga proses sosial yang kompleks dan dinamis. 
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Dalam implementasi MBS, pengambilan keputusan partisipatif memiliki 

signifikansi strategis yang melampaui aspek prosedural. Pertama, pendekatan ini 

meningkatkan kualitas keputusan melalui integrasi berbagai perspektif dan 

pengalaman. Keputusan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif, 

kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan nyata sekolah. Kedua, 

pengambilan keputusan partisipatif memperkuat legitimasi kebijakan. Keputusan 

yang dihasilkan melalui proses partisipatif memiliki tingkat penerimaan yang 

lebih tinggi karena melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung. Ketiga, 

pendekatan ini meningkatkan komitmen implementasi. Ketika stakeholder 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung memiliki rasa 

tanggung jawab yang lebih besar terhadap pelaksanaan keputusan tersebut. 

Keempat, pengambilan keputusan partisipatif berkontribusi terhadap 

pengembangan kapasitas organisasi (organizational capacity building), karena 

proses partisipasi menjadi sarana pembelajaran kolektif bagi warga sekolah. 

Pengambilan keputusan partisipatif dalam MBS dapat dioperasionalkan melalui 

beberapa aspek utama yang saling berkaitan: 

1. Inklusivitas partisipasi 

Keterlibatan berbagai stakeholder secara proporsional dan representatif, 

termasuk guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan komite sekolah. 

2. Keterbukaan informasi 

Ketersediaan informasi yang transparan sebagai dasar pengambilan 

keputusan, sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama. 

3. Kualitas deliberasi 

Proses diskusi yang argumentatif, reflektif, dan menghargai perbedaan 

pandangan. 

4. Distribusi kewenangan 

Adanya pendelegasian wewenang yang memungkinkan stakeholder 

berkontribusi secara nyata, bukan sekadar formalitas. 

5. Akuntabilitas kolektif  

Keputusan yang diambil menjadi tanggung jawab bersama dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara terbuka. 

Dalam praktiknya, pengambilan keputusan partisipatif dalam MBS berjalan 

melalui beberapa mekanisme: 

1. Perencanaan partisipatif, di mana kepala sekolah melibatkan stakeholder 

dalam penyusunan visi, misi, rencana kerja satuan pendidikan, serta program 

prioritas. 
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2. Penganggaran partisipatif, yaitu pelibatan komite sekolah dan guru dalam 

menentukan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan strategis sekolah. 

3. Evaluasi partisipatif, di mana seluruh warga sekolah dilibatkan dalam proses 

refleksi dan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan. 

4. Pemanfaatan teknologi digital, seperti survei online, forum diskusi daring, 

dan sistem umpan balik digital untuk memperluas akses partisipasi. 

Sebagai contoh, sebuah sekolah menengah pertama yang menerapkan MBS 

menghadapi permasalahan rendahnya disiplin siswa. Alih-alih menetapkan 

kebijakan secara sepihak, kepala sekolah menginisiasi forum partisipatif yang 

melibatkan guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Melalui proses diskusi 

yang intensif, ditemukan bahwa permasalahan disiplin tidak hanya berkaitan 

dengan aturan, tetapi juga dengan metode pembelajaran yang kurang menarik 

serta kurangnya keterlibatan orang tua. Berdasarkan hasil deliberasi, disepakati 

beberapa kebijakan, seperti: (1) Penguatan pembelajaran berbasis proyek, (2) 

pembentukan tim konselor sebaya, (3) serta program parenting untuk orang tua.  

Karena keputusan tersebut dihasilkan secara partisipatif, seluruh pihak memiliki 

komitmen untuk melaksanakan program tersebut. Dalam waktu tertentu, terjadi 

perubahan signifikan pada perilaku siswa dan iklim sekolah menjadi lebih 

kondusif. Kasus ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan partisipatif 

tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat 

implementasi dan keberlanjutan program. 

Dengan demikian, pengambilan keputusan partisipatif dalam MBS dapat 

dipahami sebagai strategi kepemimpinan yang mengintegrasikan dimensi 

demokrasi, pemberdayaan, dan efektivitas organisasi. Kepala sekolah berperan 

sebagai orkestrator yang (1) menyinergikan berbagai kepentingan, (2) 

membangun ruang dialog yang produktif, serta (3) memastikan bahwa proses 

partisipasi menghasilkan keputusan yang berkualitas.  

Pengambilan keputusan partisipatif pada akhirnya tidak hanya meningkatkan 

kualitas tata kelola sekolah, tetapi juga membangun budaya organisasi yang 

kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. 

 

G. Membangun Budaya Sekolah Positif 

Budaya sekolah (school culture) merupakan seperangkat nilai, norma, keyakinan, 

tradisi, dan kebiasaan yang berkembang serta menjadi pedoman perilaku seluruh 

warga sekolah. Budaya ini tidak hanya tampak pada simbol atau aturan formal, 
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tetapi juga tercermin dalam interaksi sehari-hari, pola komunikasi, etos kerja, 

serta cara sekolah merespons perubahan. Dalam konteks Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS), budaya sekolah menjadi fondasi utama yang menentukan 

keberhasilan implementasi berbagai kebijakan dan program pendidikan. 

Secara konseptual, budaya sekolah positif adalah budaya yang mendukung 

terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, kolaboratif, dan berorientasi 

pada mutu. Budaya ini ditandai oleh adanya kepercayaan (trust), keterbukaan, 

saling menghargai, komitmen terhadap pembelajaran, serta semangat perbaikan 

berkelanjutan. Deal dan Peterson (2019) menegaskan bahwa budaya sekolah yang 

kuat dan positif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja guru, 

keterlibatan siswa, serta keberhasilan organisasi sekolah secara keseluruhan.  

Dalam implementasi MBS, budaya sekolah memiliki peran strategis karena MBS 

tidak hanya mengubah struktur dan sistem pengelolaan sekolah, tetapi juga 

menuntut perubahan cara berpikir dan bertindak seluruh warga sekolah. Otonomi 

yang diberikan melalui MBS hanya akan efektif jika didukung oleh budaya 

organisasi yang kondusif. 

Pertama, budaya sekolah positif memperkuat komitmen kolektif terhadap visi dan 

misi sekolah. Kedua, budaya ini mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif 

seluruh stakeholder dalam pengelolaan sekolah. Ketiga, budaya positif 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, sehingga berdampak 

pada peningkatan hasil belajar. Keempat, budaya sekolah menjadi faktor kunci 

dalam keberlanjutan program, karena nilai dan kebiasaan yang terbentuk akan 

terus dijalankan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Penelitian Hallinger 

dan Walker (2019) menunjukkan bahwa budaya sekolah yang kolaboratif dan 

berorientasi mutu memiliki hubungan yang kuat dengan efektivitas sekolah dan 

peningkatan prestasi siswa. 

Budaya sekolah positif dalam konteks MBS dapat dianalisis melalui beberapa 

dimensi utama: 

1. Nilai dan visi bersama (shared values and vision) 

Seluruh warga sekolah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama 

terhadap tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 

2. Iklim kepercayaan dan hubungan interpersonal (trust and relationships) 

Terjalin hubungan yang saling percaya, terbuka, dan menghargai antar 

warga sekolah. 
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3. Kolaborasi dan kerja tim (collaboration) 

Guru dan tenaga kependidikan bekerja secara kolektif dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. 

4. Orientasi pada pembelajaran (learning orientation) 

Sekolah menempatkan pembelajaran sebagai fokus utama dan mendorong 

inovasi serta refleksi berkelanjutan. 

5. Disiplin dan tanggung jawab (discipline and accountability) 

Terdapat komitmen terhadap aturan, tanggung jawab, serta standar kinerja 

yang tinggi. 

6. Adaptasi dan inovasi (adaptability and innovation) 

Sekolah memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan serta 

mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. 

Membangun budaya sekolah positif merupakan proses jangka panjang yang 

membutuhkan kepemimpinan yang konsisten dan strategis. Dalam konteks MBS, 

kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai arsitek budaya (culture builder).  

1. Internalisasi visi dan nilai sekolah. 

Kepala sekolah perlu memastikan bahwa visi dan nilai sekolah tidak hanya 

menjadi dokumen formal, tetapi diinternalisasikan melalui berbagai kegiatan, 

kebijakan, dan praktik sehari-hari.  

2. Keteladanan kepemimpinan (role modeling) 

Budaya sekolah dibentuk melalui perilaku pemimpin. Kepala sekolah harus 

menjadi teladan dalam integritas, disiplin, kerja sama, dan komitmen 

terhadap mutu. 

3. Penguatan kolaborasi profesional (professional collaboration)   

Kepala sekolah mendorong terbentuknya komunitas belajar profesional 

(professional learning community) yang memungkinkan guru saling berbagi 

praktik baik dan belajar bersama. 

4. Sistem penghargaan dan penguatan (reinforcement system) 

Perilaku positif perlu diperkuat melalui penghargaan, baik formal maupun 

informal, untuk mendorong konsistensi budaya. 

5. Komunikasi yang terbuka dan reflektif (open and reflective dialogue) 

Kepala sekolah membangun komunikasi dua arah yang memungkinkan 

adanya umpan balik, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan.  

6. Integrasi dengan sistem MBS (integrated) 

Budaya sekolah harus terintegrasi dengan seluruh aspek manajemen sekolah, 

termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. 
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Sebagai contoh, sebuah sekolah dasar yang menerapkan MBS menghadapi 

permasalahan rendahnya kolaborasi antar guru dan lemahnya disiplin siswa. 

Kepala sekolah kemudian melakukan transformasi budaya sekolah secara 

sistematis. Langkah awal yang dilakukan adalah merumuskan nilai-nilai inti 

sekolah bersama guru dan komite sekolah, seperti “integritas, kolaborasi, dan 

pembelajaran berkelanjutan”. Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasikan 

melalui kegiatan rutin, seperti refleksi mingguan guru dan program karakter siswa. 

Selanjutnya, kepala sekolah membentuk komunitas belajar guru yang secara rutin 

berdiskusi dan berbagi praktik pembelajaran. Dalam aspek disiplin, sekolah 

menerapkan pendekatan pembinaan berbasis nilai, bukan sekadar hukuman. 

Dalam waktu dua tahun, terjadi perubahan signifikan pada budaya sekolah. Guru 

menjadi lebih kolaboratif, siswa lebih disiplin, dan iklim sekolah menjadi lebih 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa budaya sekolah yang dibangun secara 

sistematis mampu mendukung keberhasilan implementasi MBS. 

Dengan demikian, budaya sekolah positif dalam MBS merupakan fondasi yang 

mengintegrasikan nilai, perilaku, dan sistem organisasi dalam satu kesatuan yang 

mendukung pencapaian mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

berperan dalam: (1) membangun dan menginternalisasikan nilai bersama, (2) 

menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan suportif, serta (3) 

memastikan keberlanjutan budaya melalui sistem dan praktik organisasi.  Budaya 

sekolah yang kuat tidak hanya menjadi “hasil” dari kepemimpinan yang efektif, 

tetapi juga menjadi “penggerak” utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

secara berkelanjutan. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI MBS 

JENJANG SMP 
 

 

mplementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SMP 

dilaksanakan melalui rangkaian proses yang sistematis dan terintegrasi, 

dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan 

program sekolah yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan. 

Proses ini diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan strategis 

satuan pendidikan, yaitu Rencana Kerja Satuan Pendidikan (RKSP) dan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP), yang dirumuskan 

berdasarkan hasil analisis kondisi objektif sekolah, kebutuhan peserta didik, serta 

arah kebijakan pendidikan baik di tingkat daerah maupun nasional. 

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur 

pelaksanaan MBS serta keterkaitan antar tahapan mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, hingga hasil yang diharapkan bagi satuan 

pendidikan dan pemerintah daerah, berikut disajikan alur pelaksanaan MBS pada 

jenjang SMP. 

 
Gambar 5. 1. Pelaksanaan MBS Jenjang SMP 

I 
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A. Penyusunan Rencana Implementasi MBS 

Penyusunan Rencana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

merupakan tahap strategis dalam upaya mewujudkan pengelolaan pendidikan 

yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu. MBS tidak 

hanya dipahami sebagai konsep desentralisasi kewenangan, tetapi juga sebagai 

pendekatan manajerial yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan 

keputusan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik kepala 

sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. 

Dalam konteks tersebut, rencana implementasi MBS disusun sebagai panduan 

operasional yang sistematis dan terarah untuk menerjemahkan visi, misi, dan 

tujuan sekolah ke dalam program-program nyata yang dapat dilaksanakan. 

Perencanaan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pengelolaan 

kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan 

sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta penguatan budaya dan iklim 

sekolah yang kondusif. 

Penyusunan rencana implementasi MBS juga menuntut adanya analisis kondisi 

sekolah secara komprehensif, baik dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, 

maupun tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, program yang dirancang 

tidak bersifat normatif semata, tetapi kontekstual dan responsif terhadap 

kebutuhan nyata sekolah. Selain itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi menjadi landasan utama agar setiap program yang disusun 

memperoleh dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya. 

Melalui rencana implementasi MBS yang matang, diharapkan sekolah mampu 

meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola 

yang baik (good school governance), serta menghasilkan lulusan yang berkualitas 

sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penyusunan 

rencana ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian integral dari 

proses transformasi sekolah menuju lembaga pendidikan yang unggul, mandiri, 

dan berdaya saing. 

1. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Pendidikan (RKSP) 

Penyusunan RKSP dilakukan secara berbasis data, partisipatif, transparan, 

dan akuntabel, dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan, hasil asesmen, 

serta evaluasi diri sekolah. Proses ini melibatkan kepala sekolah, guru, 

tenaga kependidikan, komite sekolah, dan masyarakat agar perencanaan 

sesuai kebutuhan nyata. RKJM memuat program prioritas jangka menengah 
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(±4 tahun) yang dijabarkan dalam RKJP/RKASP sebagai rencana 

operasional tahunan.  

Sebelum penyusunan, sekolah menganalisis capaian Standar Nasional 

Pendidikan sebagai dasar perencanaan. Analisis dilakukan secara sistematis 

menggunakan data untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta akar 

masalah. Selanjutnya, sekolah menetapkan prioritas program yang realistis 

dan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.  

Program yang dirancang kemudian diimplementasikan dengan pengawasan 

kepala sekolah, pelaksanaan oleh guru, serta monitoring dan evaluasi 

berkala. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan 

demikian, RKSP menjadi landasan kerja yang memastikan setiap program 

sekolah terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu 

pendidikan.  

Dalam konteks MBS, penyusunan RKJM/RKJP merupakan proses strategis 

yang mengintegrasikan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, 

hingga evaluasi secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan. Secara sistematis, tahapan penyusunan RKJM/RKJP meliputi 

beberapa langkah lebih rinci berikut: 

a. Pembentukan tim penyusun RKJM/RKJP 

Pada tahap ini, kepala sekolah menetapkan tim penyusun yang terdiri 

atas wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta melibatkan 

komite sekolah sebagai representasi pemangku kepentingan. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses 

penyusunan RKJM/RKJP berlangsung secara partisipatif, kolaboratif, 

dan mencerminkan kebutuhan nyata sekolah. Keterlibatan berbagai 

unsur tersebut juga memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) 

terhadap program yang akan dirancang dan dilaksanakan. 

Tim yang dibentuk tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi 

juga berperan strategis sebagai penggerak utama dalam melakukan 

analisis kondisi sekolah, mengidentifikasi permasalahan, serta 

merumuskan program prioritas yang berbasis data. Setiap anggota tim 

memiliki kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya, 

sehingga terjadi sinergi dalam proses pengambilan keputusan. Kepala 

sekolah dalam hal ini berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan, 

mengoordinasikan, dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan 
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secara sistematis, terukur, dan selaras dengan visi serta tujuan 

pengembangan sekolah. 

Selain itu, tim juga bertanggung jawab dalam mengintegrasikan 

berbagai hasil analisis ke dalam dokumen perencanaan yang 

komprehensif, mulai dari perumusan tujuan, penetapan indikator 

keberhasilan, hingga penyusunan strategi pelaksanaan program. 

b. Analisis kondisi awal sekolah berbasis data 

Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sebagai dokumen strategis 

dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak dapat disusun secara 

tepat tanpa diawali dengan analisis kondisi awal yang mendalam, 

sistematis, dan berbasis data. Analisis kondisi awal ini merupakan 

fondasi utama yang menentukan arah, prioritas, dan kualitas program 

sekolah yang akan dirancang. Oleh karena itu, proses ini tidak sekadar 

bersifat deskriptif, tetapi merupakan kegiatan analitis yang dilakukan 

melalui tahapan yang saling terintegrasi dan berkelanjutan. 

1) Penetapan fokus analisis 

Pada tahap ini, sekolah secara sadar menentukan aspek-aspek 

strategis yang akan dikaji agar proses analisis tetap terarah dan 

tidak melebar. Fokus analisis umumnya mencakup mutu 

pembelajaran, capaian hasil belajar peserta didik, kompetensi guru, 

kondisi sarana prasarana, tata kelola sekolah, serta kebutuhan 

peserta didik. Penetapan fokus ini menjadi penting karena akan 

menentukan kedalaman dan ketepatan analisis. Misalnya, ketika 

sekolah menetapkan fokus pada rendahnya literasi peserta didik 

dan kurang optimalnya pembelajaran aktif, maka seluruh proses 

pengumpulan dan pengolahan data akan diarahkan pada dua aspek 

tersebut secara lebih mendalam. 

2) Pembentukan tim analisis  

Tim analisis memiliki peran strategis dalam mengelola seluruh 

proses. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran 

membentuk tim yang terdiri atas wakil kepala sekolah, guru, 

tenaga kependidikan, serta melibatkan komite sekolah. Tim ini 

tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga melakukan 

analisis secara kritis dan sistematis. Pembagian tugas yang jelas, 

penetapan jadwal kerja, serta penggunaan instrumen yang tepat 
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menjadi kunci agar proses analisis berjalan efektif dan 

terkoordinasi. 

3) Pengumpulan data secara komprehensif 

Yang menjadi inti dari analisis kondisi awal. Sekolah 

mengumpulkan berbagai jenis data, baik kuantitatif maupun 

kualitatif. Data kuantitatif meliputi capaian Rapor Pendidikan, 

hasil asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, data kehadiran 

peserta didik, serta kondisi sarana prasarana. Sementara itu, data 

kualitatif diperoleh melalui observasi pembelajaran di kelas, 

wawancara dengan guru dan peserta didik, serta masukan dari 

orang tua dan komite sekolah. Dalam praktik yang baik, 

pengumpulan data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

reflektif, sehingga mampu menggambarkan kondisi nyata proses 

pembelajaran di sekolah. 

4) Analisis kesenjangan (gap analysis) 

Yaitu membandingkan kondisi aktual dengan kondisi ideal yang 

diharapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Pada tahap 

ini, sekolah mulai mengidentifikasi perbedaan antara “apa yang 

terjadi” dengan “apa yang seharusnya terjadi”. Misalnya, kondisi 

aktual menunjukkan bahwa pembelajaran masih berpusat pada 

guru, sementara kondisi ideal menghendaki pembelajaran yang 

aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Kesenjangan 

inilah yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan masalah 

utama. 

5) Analisis akar penyebab masalah 

Sekolah tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi menelusuri 

faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya 

kesenjangan tersebut. Pendekatan ini penting agar solusi yang 

dirancang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi benar-benar 

menyentuh sumber permasalahan. Sebagai contoh, rendahnya 

literasi peserta didik dapat disebabkan oleh metode pembelajaran 

yang kurang variatif, minimnya bahan bacaan, atau kurangnya 

budaya membaca di lingkungan sekolah. 
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6) Analisis kondisi internal dan eksternal melalui pendekatan SWOT 

Pada tahap ini, sekolah memetakan kekuatan dan kelemahan 

sebagai faktor internal, serta peluang dan ancaman sebagai faktor 

eksternal. Kekuatan dapat berupa kompetensi guru atau budaya 

sekolah yang positif, sedangkan kelemahan dapat berupa 

keterbatasan sarana atau rendahnya pemanfaatan teknologi. 

Peluang dapat berasal dari dukungan kebijakan atau program 

pemerintah, sementara ancaman dapat berupa kondisi sosial 

ekonomi masyarakat atau lingkungan yang kurang kondusif. 

Analisis SWOT memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

tentang posisi sekolah dalam menghadapi tantangan dan peluang 

pengembangan. Salah satu infotmasi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis kondisi internal adalah rapor pendidikan. Melalui 

rapott pendidikan dapat dianalisis kondisi sekolah dari berbagai 

aspek, manajerial maupun pembelajaran. 

7) Penetapan prioritas kebutuhan  

Berdasarkan seluruh hasil analisis sebelumnya, sekolah 

menentukan masalah-masalah yang paling mendesak untuk 

ditangani. Penetapan prioritas dilakukan dengan 

mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak terhadap mutu 

pendidikan, serta ketersediaan sumber daya. Dalam praktik yang 

baik, sekolah tidak menetapkan terlalu banyak prioritas, melainkan 

fokus pada beberapa kebutuhan utama yang strategis agar program 

yang dirancang dapat dilaksanakan secara efektif. 

8) Validasi hasil analisis secara partisipatif 

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim kemudian dibahas 

bersama pemangku kepentingan, seperti guru, tenaga 

kependidikan, dan komite sekolah. Proses ini penting untuk 

memastikan bahwa hasil analisis telah sesuai dengan kondisi nyata 

serta mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Selain itu, 

validasi juga memperkuat rasa memiliki terhadap program yang 

akan dirancang. 

9) Pendokumentasian hasil analisis dalam bentuk yang sistematis 

Seluruh temuan, kesenjangan, dan prioritas kebutuhan dituangkan 

dalam dokumen sebagai bagian dari RKSP, khususnya pada bagian 

analisis kondisi sekolah. Dokumentasi ini menjadi dasar formal 
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dalam penyusunan program dan sekaligus menjadi referensi dalam 

proses monitoring dan evaluasi di tahap berikutnya. 

10) Pemanfaatan hasil analisis sebagai dasar perencanaan program  

Pada tahap ini, seluruh hasil analisis diterjemahkan ke dalam 

program-program pengembangan sekolah yang terarah dan 

terukur. Misalnya, jika hasil analisis menunjukkan rendahnya 

literasi peserta didik, maka sekolah merancang program penguatan 

literasi melalui pembelajaran berbasis proyek, penyediaan bahan 

bacaan, serta pembiasaan membaca. 

Dengan demikian, analisis kondisi awal sekolah merupakan proses 

yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan reflektif. 

Setiap tahapan saling berkaitan dan membentuk suatu alur yang utuh 

dalam menghasilkan perencanaan berbasis data. Melalui proses yang 

mendalam, sistematis, dan partisipatif ini, sekolah dapat memastikan 

bahwa RKSP yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan, 

realistis untuk dilaksanakan, serta mampu mendorong peningkatan 

mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

c. Menetapkan visi, misi, dan tujuan 

Penetapan visi, misi, dan tujuan merupakan langkah strategis dalam 

menentukan arah pengembangan sekolah secara jangka panjang dan 

berkelanjutan. Ketiganya tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan 

normatif, tetapi sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang 

menuntun seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

program dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam konteks 

ini, perumusan visi, misi, dan tujuan dilakukan secara partisipatif, 

berbasis data, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

satuan pendidikan. 

1) Perumusan visi  

Visi adalah gambaran masa depan ideal yang ingin diwujudkan 

oleh sekolah. Visi berfungsi sebagai arah dan orientasi utama 

dalam pengembangan sekolah, sekaligus menjadi sumber inspirasi 

bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, visi harus memenuhi 

beberapa kriteria, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, inspiratif, 

serta mencerminkan nilai, karakter, dan profil lulusan yang 
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diharapkan, termasuk kecakapan abad ke-21 seperti berpikir kritis, 

kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. 

Secara operasional, sekolah merumuskan visi melalui 

pembentukan tim perumus yang melibatkan kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Tim ini mengkaji 

kondisi aktual sekolah berdasarkan data, seperti Rapor Pendidikan 

dan hasil evaluasi diri, kemudian merumuskan harapan jangka 

panjang terhadap lulusan. Visi disusun dalam satu pernyataan yang 

padat dan bermakna, ditetapkan secara resmi, serta disosialisasikan 

kepada seluruh warga sekolah agar menjadi pedoman dalam setiap 

aktivitas pendidikan.  

Sebagai contoh penerapan, sebuah sekolah dapat merumuskan visi: 

“Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, dan adaptif 

terhadap perkembangan teknologi.” Visi ini mencerminkan 

orientasi pada penguatan karakter, kecerdasan akademik, serta 

kesiapan menghadapi era digital. 

2) Penetapan Misi  

Misi merupakan penjabaran strategis yang menjelaskan upaya-

upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Fungsi misi 

adalah sebagai panduan operasional yang menjembatani antara 

cita-cita ideal dan tindakan nyata di lapangan. Misi dirumuskan 

dalam beberapa pernyataan yang menggunakan kata kerja 

operasional, seperti mengembangkan, meningkatkan, memperkuat, 

dan membangun. 

Kriteria misi yang baik meliputi kejelasan arah tindakan, relevansi 

dengan visi, bersifat operasional, serta kontekstual dengan kondisi 

sekolah. Misi harus mencakup aspek utama penyelenggaraan 

pendidikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan 

karakter peserta didik, pemanfaatan teknologi, serta 

pengembangan kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. 

Penyusunan misi dilakukan secara realistis dengan 

mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan nyata 

sekolah, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. 

Berdasarkan visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam misi, 

antara lain: (1) mengembangkan pembelajaran aktif berbasis 
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proyek; (2) meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir 

kritis; (3) menguatkan pendidikan karakter dan budaya disiplin; 

serta (4) meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan 

teknologi pembelajaran. Pernyataan misi ini menunjukkan 

langkah-langkah strategis yang konkret dan operasional. 

3) Penetapan tujuan  

Tujuan merupakan rumusan hasil yang ingin dicapai dalam jangka 

waktu tertentu sebagai indikator keberhasilan dari pelaksanaan 

misi. Fungsi tujuan adalah sebagai tolok ukur yang konkret dalam 

menilai capaian program sekolah. Oleh karena itu, tujuan harus 

dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan 

memiliki batas waktu yang jelas. 

Kriteria tujuan yang baik mencakup kejelasan indikator 

keberhasilan, keterukuran capaian, serta kesesuaian dengan hasil 

analisis data sekolah. Tujuan disusun berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan, seperti capaian Rapor Pendidikan, hasil asesmen 

peserta didik, serta evaluasi program sebelumnya. Dalam 

praktiknya, tujuan biasanya dirancang untuk jangka menengah, 

yaitu satu hingga empat tahun, dan menjadi dasar dalam 

penyusunan program serta pengalokasian sumber daya sekolah. 

Tujuan dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur, misalnya: (1) 

meningkatnya kemampuan literasi digital peserta didik hingga 

mencapai kategori baik pada sebagian besar siswa dalam kurun 

waktu tertentu; (2) terlaksananya pembelajaran berbasis proyek 

secara konsisten di setiap kelas; (3) meningkatnya partisipasi guru 

dalam pelatihan profesional; serta (4) menurunnya tingkat 

pelanggaran tata tertib peserta didik. Rumusan tujuan ini 

memberikan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan 

program sekolah. 

Dengan perumusan yang sistematis, berbasis data, dan partisipatif, 

visi, misi, dan tujuan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi 

berfungsi sebagai landasan utama dalam keseluruhan siklus 

manajemen sekolah. Ketiganya menjadi acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Satuan Pendidikan (RKSP), pelaksanaan program, 

serta evaluasi berkelanjutan, sehingga mampu mendorong 
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peningkatan mutu pendidikan secara terarah dan 

berkesinambungan. 

d. Penetapan prioritas program 

Penetapan prioritas program pengembangan sekolah merupakan tahap 

krusial dalam penyusunan RKJM/RKJP, karena pada tahap inilah 

sekolah menentukan arah fokus intervensi yang akan dilakukan dalam 

jangka menengah. Tahap ini tidak sekadar memilih program, tetapi 

merupakan proses analitis dan strategis untuk memastikan bahwa setiap 

program yang dirancang benar-benar menjawab permasalahan utama, 

berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, serta 

dapat dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya sekolah. 

Penetapan prioritas program adalah proses seleksi dan pemilahan 

berbagai kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis kondisi 

awal, untuk kemudian ditentukan mana yang paling mendesak, paling 

penting, dan paling berdampak. Dalam praktik Manajemen Berbasis 

Sekolah, tahap ini menuntut kemampuan sekolah untuk bersikap fokus 

dan realistis, karena tidak semua masalah dapat diselesaikan sekaligus. 

Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan penyaringan (filtering) 

terhadap berbagai kebutuhan berdasarkan kriteria tertentu. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pertimbangan utama yang 

digunakan sekolah dalam menetapkan prioritas program.  

1) Tingkat urgensi masalah, yaitu seberapa mendesak suatu masalah 

untuk segera ditangani. Masalah yang berdampak langsung 

terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik 

umumnya menjadi prioritas utama.  

2) Dampak terhadap mutu pendidikan, yaitu sejauh mana program 

yang dirancang mampu memberikan perubahan signifikan 

terhadap kualitas pembelajaran, kompetensi peserta didik, dan 

kinerja guru.  

3) Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana 

prasarana, maupun anggaran, sehingga program yang dipilih tetap 

realistis untuk dilaksanakan. 

Selain ketiga aspek tersebut, dalam praktik yang lebih mendalam, 

sekolah juga mempertimbangkan keterkaitan antarprogram (program 

linkage), keberlanjutan program, serta dukungan dari pemangku 
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kepentingan. Program yang dipilih sebaiknya tidak berdiri sendiri, 

tetapi saling mendukung dan membentuk sistem pengembangan yang 

utuh. Dengan demikian, penetapan prioritas tidak hanya bersifat jangka 

pendek, tetapi juga memiliki orientasi jangka panjang. 

Proses penetapan prioritas biasanya dilakukan melalui forum diskusi 

atau rapat kerja sekolah yang melibatkan tim manajemen, guru, dan 

komite sekolah. Dalam forum ini, setiap permasalahan yang telah 

diidentifikasi dibahas secara terbuka, kemudian dinilai berdasarkan 

kriteria yang telah disepakati. Beberapa sekolah bahkan menggunakan 

alat bantu seperti matriks prioritas (priority matrix) untuk membantu 

menentukan urutan program berdasarkan tingkat urgensi dan 

dampaknya. 

Sebagai contoh konkret, hasil analisis kondisi sekolah menunjukkan 

beberapa permasalahan berikut: rendahnya kemampuan literasi peserta 

didik, pembelajaran yang masih berpusat pada guru, rendahnya 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta keterbatasan sarana 

prasarana. Dari berbagai masalah tersebut, sekolah kemudian 

melakukan pemetaan prioritas. 

Masalah rendahnya literasi dan kualitas pembelajaran dipandang 

memiliki urgensi tinggi dan dampak langsung terhadap hasil belajar, 

sehingga ditetapkan sebagai prioritas utama. Berdasarkan hal tersebut, 

sekolah menetapkan program penguatan literasi dan pengembangan 

pembelajaran aktif sebagai program prioritas. Program ini dapat berupa 

pelatihan guru dalam pembelajaran berbasis proyek, penguatan budaya 

membaca, serta integrasi literasi dalam semua mata pelajaran. 

Selanjutnya, masalah rendahnya pemanfaatan teknologi juga memiliki 

dampak penting, tetapi mungkin berada pada prioritas berikutnya 

karena bergantung pada kesiapan sumber daya. Oleh karena itu, sekolah 

menetapkan program peningkatan kompetensi digital guru sebagai 

prioritas kedua, misalnya melalui pelatihan penggunaan media 

pembelajaran digital dan platform pembelajaran. 

Sementara itu, keterbatasan sarana prasarana tetap menjadi perhatian, 

tetapi ditetapkan sebagai prioritas jangka menengah atau bertahap, 

dengan strategi optimalisasi fasilitas yang ada sambil merencanakan 

pengadaan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. 
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e. Perumusan program dan indikator kinerja 

Jika pada tahap sebelumnya sekolah telah menetapkan prioritas 

program, maka pada tahap ini program tersebut dijabarkan secara lebih 

operasional, terstruktur, dan terukur sehingga siap untuk dilaksanakan 

dan dievaluasi. 

Perumusan program dan indikator kinerja adalah proses 

menerjemahkan program prioritas ke dalam komponen-komponen 

operasional yang jelas, meliputi tujuan program, indikator keberhasilan, 

target capaian, strategi pelaksanaan, serta penanggung jawab kegiatan. 

Tahap ini berfungsi untuk mengubah gagasan strategis menjadi rencana 

aksi yang konkret, sehingga setiap program tidak lagi bersifat umum, 

tetapi memiliki arah pelaksanaan yang jelas dan dapat diukur 

keberhasilannya. 

Dalam praktiknya, perumusan program dilakukan melalui beberapa 

langkah yang saling terintegrasi.  

1) Menetapkan tujuan program secara spesifik 

Tujuan ini harus selaras dengan visi, misi, serta hasil analisis 

kebutuhan sekolah, dan dirumuskan dalam bentuk perubahan yang 

ingin dicapai. Tujuan program tidak boleh terlalu umum, 

melainkan harus menggambarkan hasil yang diharapkan secara 

jelas. 

2) Merumuskan indikator kinerja atau indikator keberhasilan 

Indikator ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai 

apakah tujuan program telah tercapai atau belum. Oleh karena itu, 

indikator harus bersifat terukur, spesifik, dan relevan. Dalam 

praktik yang baik, indikator dirumuskan dengan pendekatan 

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-

bound), sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam monitoring 

dan evaluasi. 

3) Menetapkan target capaian 

Target merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang ingin 

dicapai dalam periode tertentu. Target harus realistis dan 

disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas sekolah. Penetapan 

target ini penting agar sekolah memiliki tolok ukur yang jelas 

dalam menilai keberhasilan program. 
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4) Menentukan strategi atau bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan program 

Strategi ini dapat berupa pelatihan, pendampingan, pengadaan 

sarana, pembiasaan, atau inovasi pembelajaran. Strategi harus 

dirancang secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

5) Menetapkan penanggung jawab program 

Penanggung jawab dapat berupa kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru, atau tim tertentu yang memiliki kewenangan dan 

kapasitas untuk melaksanakan program. Penetapan ini penting 

untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan 

program. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut contoh 

perumusan program secara operasional: 

Contoh 1:   Program Penguatan Literasi Sekolah 

Program ini ditetapkan karena hasil analisis menunjukkan rendahnya 

kemampuan literasi peserta didik. 

1) Tujuan program: Meningkatkan kemampuan literasi membaca 

peserta didik melalui pembelajaran yang terintegrasi dan 

pembiasaan membaca.  

2) Indikator kinerja: Terjadi peningkatan skor literasi pada Rapor 

Pendidikan dan hasil asesmen sekolah.  

3) Target capaian: Minimal 70% peserta didik mencapai kategori baik 

dalam literasi dalam waktu 2–3 tahun.  

4) Strategi/Kegiatan:  

a) Pelatihan guru tentang pembelajaran berbasis literasi  

b) Program membaca 15 menit sebelum pembelajaran  

c) Penyediaan pojok baca di setiap kelas  

d) Integrasi literasi dalam semua mata pelajaran  

5) Penanggung Jawab: Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan 

guru Bahasa Indonesia.  

 

Contoh 2:    Program Peningkatan Kompetensi Digital Guru 

Program ini dirancang karena rendahnya pemanfaatan teknologi dalam 

pembelajaran. 

1) Tujuan program: Meningkatkan kemampuan guru dalam 

memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran.  
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2) Indikator kinerja: Guru mampu menggunakan media pembelajaran 

digital dan platform pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

3) Target capaian: 80% guru mampu mengintegrasikan teknologi 

dalam pembelajaran dalam waktu 1–2 tahun.  

4) Strategi/kegiatan:  

a) Pelatihan penggunaan aplikasi pembelajaran  

b) Workshop pembuatan media digital  

c) Pendampingan implementasi di kelas  

d) Supervisi pembelajaran berbasis teknologi  

5) Penanggung Jawab: Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan 

tim IT sekolah.  

Melalui perumusan yang rinci dan terukur tersebut, setiap program 

dalam RKSP menjadi lebih operasional, terarah, dan mudah dievaluasi. 

Indikator kinerja yang jelas memungkinkan sekolah melakukan 

monitoring secara berkala, mengidentifikasi capaian maupun kendala, 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

f. Penyusunan rencana implementasi 

Tahap penyusunan rencana implementasi merupakan kelanjutan logis 

dari perumusan program dan indikator kinerja. Pada tahap ini, sekolah 

tidak lagi berhenti pada “apa yang akan dilakukan”, tetapi mulai 

merancang “bagaimana, kapan, dan dalam tahapan apa program 

dilaksanakan”. Dengan kata lain, rencana implementasi berfungsi 

sebagai jembatan antara perencanaan strategis dalam RKSP dengan 

pelaksanaan nyata di lapangan. 

Penyusunan rencana implementasi adalah proses penjadwalan dan 

pengorganisasian pelaksanaan program dalam jangka menengah, 

umumnya empat tahun, dengan membagi program ke dalam tahapan-

tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Tahap ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap program dapat dilaksanakan secara realistis, 

bertahap, dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi sekolah. 

Dalam praktiknya, penyusunan rencana implementasi dilakukan 

dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. 

1) Keterkaitan antarp rogram, sehingga pelaksanaan program tidak 

berjalan parsial, tetapi saling mendukung; 
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2) Kapasitas sumber daya sekolah, baik dari sisi waktu, tenaga, 

maupun anggaran;  

3) Prinsip keberlanjutan, yaitu memastikan bahwa program tidak 

berhenti pada satu kegiatan, tetapi berkembang secara bertahap 

hingga mencapai hasil yang optimal. 

Rencana implementasi umumnya disusun dalam bentuk tahapan waktu 

(time frame) selama empat tahun, dengan pembagian sebagai berikut: 

1) Persiapan, yaitu kegiatan yang bertujuan membangun fondasi 

program, seperti penyusunan perangkat, pelatihan awal, dan 

sosialisasi.  

2) Pelaksanaan, yaitu implementasi program secara nyata di kelas 

atau lingkungan sekolah.  

3) Penguatan, yaitu penyempurnaan dan perluasan program 

berdasarkan hasil pelaksanaan.  

4) Evaluasi dan pengembangan, yaitu menilai capaian program serta 

merancang tindak lanjut untuk keberlanjutan. 

Sebagai contoh konkret, berikut implementasi bertahap dalam program 

penguatan literasi sekolah: 

1) Tahun pertama (tahap persiapan), sekolah memfokuskan kegiatan 

pada pelatihan guru terkait pembelajaran berbasis literasi, 

penyusunan perangkat pembelajaran, serta penyediaan sarana 

pendukung seperti pojok baca di kelas. Selain itu, dilakukan 

sosialisasi kepada seluruh warga sekolah mengenai pentingnya 

budaya literasi. 

2) Tahun kedua (tahap pelaksanaan), program mulai 

diimplementasikan secara luas dalam kegiatan pembelajaran. Guru 

menerapkan strategi literasi dalam proses belajar mengajar, dan 

sekolah mulai menjalankan program pembiasaan membaca, seperti 

kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 

3) Tahun ketiga (tahap penguatan), sekolah melakukan 

penyempurnaan program berdasarkan hasil monitoring. Misalnya, 

memperbaiki metode pembelajaran yang belum optimal, 

menambah koleksi bahan bacaan, serta memperluas program 

literasi ke kegiatan ekstrakurikuler atau lomba-lomba literasi. 

4) Tahun keempat (tahap evaluasi dan pengembangan), sekolah 

melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program, baik 
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melalui data Rapor Pendidikan maupun hasil asesmen internal. 

Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk merancang 

pengembangan program lebih lanjut atau integrasi ke dalam 

budaya sekolah secara permanen. 

Contoh lain dapat dilihat pada program peningkatan kompetensi digital 

guru.  

1) Pada tahun pertama, sekolah menyelenggarakan pelatihan dasar 

penggunaan teknologi.  

2) Tahun kedua difokuskan pada implementasi dalam pembelajaran.  

3) Tahun ketiga dilakukan pendampingan dan supervisi untuk 

meningkatkan kualitas penggunaan teknologi.  

4) Tahun keempat dilakukan evaluasi dan pengembangan inovasi 

pembelajaran digital. 

Melalui penyusunan rencana implementasi yang bertahap seperti ini, 

sekolah dapat menghindari pelaksanaan program yang bersifat instan 

atau tidak terarah. Setiap kegiatan memiliki alur yang jelas, waktu 

pelaksanaan yang terencana, serta kesinambungan antar tahap.  Dengan 

demikian, penyusunan rencana implementasi bukan sekadar membuat 

jadwal kegiatan, tetapi merupakan proses strategis untuk memastikan 

bahwa program yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien, dan berkelanjutan.  

g. Perencanaan sumber daya dan pembiayaan 

Pada tahap ini sekolah memastikan bahwa seluruh program yang telah 

dirancang benar-benar dapat dilaksanakan secara realistis dan 

berkelanjutan. Tanpa perencanaan sumber daya yang tepat, program 

yang baik sekalipun berpotensi tidak berjalan optimal. Tahap ini 

berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan strategis (RKSP) 

dengan perencanaan operasional tahunan yang dituangkan dalam 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP). 

Perencanaan sumber daya dan pembiayaan adalah proses 

mengidentifikasi, menghitung, dan mengalokasikan berbagai 

kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program 

sekolah. Kebutuhan tersebut mencakup sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana, serta anggaran pembiayaan. Tahap ini bertujuan untuk 

menjamin bahwa setiap program memiliki dukungan yang memadai, 
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baik dari sisi tenaga pelaksana, fasilitas pendukung, maupun 

pembiayaan yang cukup. 

Dalam praktiknya, perencanaan dilakukan melalui tahapan berikut.  

1) Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia 

Sekolah perlu menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam 

pelaksanaan program, termasuk jumlah, kompetensi, dan peran 

masing-masing. Tidak semua program dapat dilaksanakan oleh 

sumber daya yang ada, sehingga sekolah perlu memetakan 

kebutuhan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan atau 

pendampingan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

2) Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan program 

Kebutuhan ini dapat berupa ruang belajar, perangkat teknologi, 

bahan ajar, media pembelajaran, maupun fasilitas pendukung 

lainnya. Pada tahap ini, sekolah juga perlu membedakan antara 

sarana yang sudah tersedia dan yang masih perlu dipenuhi, 

sehingga dapat dilakukan prioritas pengadaan secara bertahap. 

3) Perencanaan pembiayaan 

Sekolah menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan untuk setiap 

program berdasarkan komponen kegiatan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Perhitungan ini harus dilakukan secara rinci dan 

realistis agar tidak terjadi kekurangan atau pemborosan anggaran.  

4) Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan yang dapat 

digunakan, seperti dana BOS, bantuan pemerintah daerah, 

dukungan masyarakat, atau sumber lain yang sah. 

Dalam praktik yang baik, perencanaan pembiayaan tidak hanya 

berorientasi pada ketersediaan dana, tetapi juga pada prinsip efisiensi, 

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Perlu pemastian bahwa 

setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung pencapaian tujuan 

program dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu 

pendidikan. 

Sebagai contoh konkret, dalam program penguatan literasi sekolah, 

kebutuhan sumber daya manusia mencakup guru yang telah dilatih 

dalam pembelajaran berbasis literasi. Jika kompetensi guru masih 

terbatas, maka sekolah perlu mengalokasikan kegiatan pelatihan 

sebagai bagian dari program. Dari sisi sarana prasarana, sekolah 
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membutuhkan bahan bacaan, pojok baca di kelas, serta media literasi. 

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, sekolah menghitung kebutuhan 

anggaran untuk pengadaan buku, pelatihan guru, dan kegiatan literasi, 

yang kemudian dialokasikan melalui dana BOS atau sumber lainnya. 

Hasil dari seluruh proses perencanaan sumber daya dan pembiayaan ini 

kemudian menjadi dasar dalam penyusunan RKASP. RKASP berfungsi 

sebagai dokumen operasional tahunan yang merinci kegiatan dan 

anggaran secara lebih detail. Dengan demikian, terdapat keterpaduan 

yang kuat antara RKJM sebagai perencanaan strategis jangka menengah 

dan RKSP sebagai perencanaan operasional jangka pendek.  

h. Penyusunan dokumen RKJM/RKJP secara utuh 

Tahap ini merupakan tahap integratif yang merangkum seluruh hasil 

analisis, perumusan arah strategis, hingga perencanaan program ke 

dalam satu dokumen resmi yang sistematis dan operasional. Pada tahap 

ini, berbagai komponen yang sebelumnya disusun secara terpisah—

mulai dari analisis kondisi awal, penetapan visi, misi, dan tujuan, 

hingga program, indikator kinerja, rencana implementasi, serta 

perencanaan sumber daya—dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan 

yang utuh, logis, dan mudah dipahami. 

Penyusunan dokumen RKJM/RKJP adalah proses pengorganisasian 

seluruh hasil perencanaan ke dalam format dokumen yang terstruktur, 

sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja sekolah dalam jangka 

menengah. Dokumen ini tidak hanya berisi rencana, tetapi juga 

mencerminkan arah kebijakan sekolah, prioritas pengembangan, serta 

strategi pencapaian mutu pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena 

itu, kualitas dokumen RKJM/RKJP sangat menentukan efektivitas 

implementasi program di lapangan. 

Penyusunan dokumen RKJM/RKJP tidak sekadar menyusun tulisan, 

tetapi menata alur berpikir secara sistematis. Dokumen harus disusun 

secara runtut mulai dari bagian pendahuluan, profil dan kondisi sekolah, 

analisis kebutuhan, hingga perencanaan program dan implementasinya. 

Setiap bagian harus saling terhubung secara logis, sehingga pembaca 

dapat memahami keterkaitan antara masalah yang dihadapi, program 

yang dirancang, serta target yang ingin dicapai. 
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Komponen utama yang harus termuat dalam dokumen RKJM/RKJP 

meliputi: 

1) Visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai arah strategis 

2) Analisis kondisi sekolah yang menggambarkan capaian dan 

permasalahan berbasis data;  

3) Program pengembangan yang disusun berdasarkan prioritas 

kebutuhan;  

4) Indikator keberhasilan sebagai alat ukur capaian; serta rencana 

implementasi yang menjelaskan tahapan pelaksanaan progra 

5) Rencana pembiayaan dan sarana yang dibutuhkan 

6) Mekanisme monitoring serta evaluasi untuk memastikan 

keterlaksanaan program. 

7) Time line, rencana Implementasi 

Dari sisi penyajian, dokumen RKJM/RKJP perlu disusun dengan 

bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Penggunaan tabel, 

matriks program, dan bagan alur sangat dianjurkan untuk 

mempermudah pembacaan, terutama dalam menjelaskan keterkaitan 

antara program, indikator, target, waktu pelaksanaan, dan penanggung 

jawab.  

Sebagai contoh, pada bagian program pengembangan, sekolah dapat 

menyajikan dalam bentuk matriks yang memuat nama program, tujuan, 

indikator keberhasilan, target capaian, waktu pelaksanaan (tahun ke-1 

sampai ke-4), serta penanggung jawab. Misalnya, program penguatan 

literasi ditampilkan secara jelas dengan indikator peningkatan capaian 

literasi siswa, target persentase yang ingin dicapai, serta tahapan 

pelaksanaan setiap tahun. Penyajian seperti ini akan memudahkan 

sekolah dalam melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program. 

Selain itu, dalam praktik yang baik, penyusunan dokumen RKSP juga 

melalui proses penelaahan internal sebelum ditetapkan. Tim penyusun 

perlu memastikan bahwa tidak terdapat inkonsistensi antarbagian, 

misalnya antara hasil analisis dengan program yang dirancang, atau 

antara tujuan dengan indikator yang ditetapkan. Keterpaduan antar 

bagian menjadi kunci agar dokumen RKJM/RKJP benar-benar 

mencerminkan perencanaan yang matang. Dokumen RKJM/RKJP yang 

baik akan menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh warga sekolah, 
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memudahkan pelaksanaan program, serta menjadi dasar dalam 

monitoring dan evaluasi.  

i. Validasi dan pengesahan 

Tahap validasi dan pengesahan merupakan tahapan krusial yang 

menegaskan bahwa dokumen yang telah disusun tidak hanya benar 

secara substansi, tetapi juga sah secara kelembagaan dan memperoleh 

legitimasi dari para pemangku kepentingan. Pada tahap ini, 

RKJM/RKJP tidak lagi dipandang sebagai hasil kerja tim semata, 

melainkan sebagai dokumen bersama yang mencerminkan 

kesepahaman, komitmen, dan tanggung jawab kolektif dalam 

pengembangan sekolah. 

Validasi adalah proses penelaahan, pengujian, dan penyempurnaan 

dokumen RKJM/RKJP melalui forum partisipatif untuk memastikan 

kesesuaian antara perencanaan yang disusun dengan kondisi nyata, 

kebutuhan sekolah, serta kebijakan yang berlaku. Sementara itu, 

pengesahan merupakan proses penetapan dokumen secara resmi oleh 

kepala sekolah sebagai otoritas formal di satuan pendidikan. Kedua 

proses ini saling melengkapi, di mana validasi menjamin kualitas isi, 

sedangkan pengesahan memberikan kekuatan hukum dan operasional. 

Validasi dilakukan melalui forum rapat kerja sekolah atau rapat 

bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti 

guru, tenaga kependidikan, dan terutama komite sekolah sebagai 

representasi masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog untuk 

mengkaji kembali seluruh komponen RKJM/RKJP, mulai dari hasil 

analisis kondisi sekolah, rumusan visi, misi, dan tujuan, hingga 

program, indikator kinerja, serta rencana implementasi dan 

pembiayaan. 

Proses validasi tidak bersifat formalitas, melainkan harus dilakukan 

secara kritis dan konstruktif. Setiap bagian dokumen perlu diuji 

konsistensinya, misalnya apakah program yang dirancang benar-benar 

menjawab permasalahan yang diidentifikasi, apakah indikator yang 

ditetapkan sudah terukur, serta apakah rencana implementasi realistis 

dengan sumber daya yang dimiliki. Masukan dari komite sekolah juga 

menjadi penting, terutama dalam memastikan bahwa program yang 
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dirancang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan harapan 

masyarakat. 

Sebagai contoh, dalam proses validasi, komite sekolah dapat 

memberikan masukan terkait program penguatan literasi, misalnya 

dengan menyarankan pelibatan orang tua dalam kegiatan membaca di 

rumah atau pengembangan pojok baca berbasis komunitas. Guru juga 

dapat memberikan umpan balik terkait kelayakan pelaksanaan program 

pembelajaran berbasis proyek, termasuk tantangan yang mungkin 

dihadapi di kelas. Seluruh masukan tersebut kemudian digunakan untuk 

menyempurnakan dokumen RKJM/RKJP agar lebih kontekstual dan 

implementatif. 

Setelah melalui proses validasi dan penyempurnaan, tahap berikutnya 

adalah pengesahan dokumen. Kepala sekolah menetapkan RKJM/RKJP 

sebagai dokumen resmi melalui penandatanganan dan, dalam praktik 

tertentu, dilengkapi dengan berita acara persetujuan bersama komite 

sekolah. Pengesahan ini menandai bahwa RKJM/RKJP telah siap untuk 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program sekolah. 

Pengesahan juga memiliki implikasi penting terhadap akuntabilitas. 

Dengan ditetapkannya RKJM/RKJP secara resmi, seluruh program 

yang tercantum di dalamnya menjadi tanggung jawab bersama untuk 

dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Selain itu, RKJP yang telah 

disahkan menjadi dokumen rujukan dalam penyusunan RKASP serta 

dalam pelaporan kinerja sekolah kepada pihak terkait, termasuk 

pemerintah daerah. 

Dengan demikian, tahap validasi dan pengesahan bukan sekadar 

prosedur administratif, tetapi merupakan proses strategis untuk 

memastikan bahwa RKSP memiliki kualitas yang baik, relevan dengan 

kebutuhan, serta memperoleh dukungan dari seluruh pemangku 

kepentingan.  

j. Sosialisasi dan mplementasi 

Tahap sosialisasi dan implementasi RKJM/RKJP merupakan fase 

penting yang menandai peralihan dari perencanaan ke tindakan nyata. 

Pada tahap ini, RKJM/RKJP yang telah disahkan tidak hanya disimpan 
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sebagai dokumen, tetapi diinternalisasikan kepada seluruh warga 

sekolah.  

Sosialisasi adalah proses penyebarluasan dan internalisasi dokumen 

RKJM/RKJP kepada seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan 

agar dipahami, diterima, dan dijadikan pedoman bersama. Sementara 

itu, implementasi adalah proses pelaksanaan program dan kegiatan 

yang telah direncanakan dalam RKJM/RKJP sesuai dengan tahapan, 

target, dan indikator yang telah ditetapkan. Kedua proses ini tidak 

terpisah, melainkan saling berkaitan: sosialisasi yang efektif akan 

menentukan kualitas implementasi. 

Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi harus 

bersifat komunikatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Kepala sekolah 

bersama tim manajemen perlu menyampaikan secara jelas arah 

kebijakan, program prioritas, serta peran masing-masing pihak dalam 

pelaksanaan RKJM/RKJP. Sosialisasi dapat dilakukan melalui rapat 

dewan guru, pertemuan tenaga kependidikan, forum komite sekolah, 

hingga media informasi sekolah seperti papan pengumuman atau 

platform digital. 

Tujuan utama sosialisasi adalah membangun pemahaman yang sama 

(shared understanding) dan komitmen bersama (shared commitment). 

Guru perlu memahami bagaimana program dalam RKJM/RKJP 

terintegrasi dalam pembelajaran, tenaga kependidikan memahami 

dukungan administratif yang diperlukan, sementara komite sekolah dan 

orang tua memahami peran mereka dalam mendukung keberhasilan 

program. 

Sebagai contoh, dalam program penguatan literasi, sekolah tidak hanya 

menyampaikan bahwa literasi menjadi prioritas, tetapi juga 

menjelaskan bentuk implementasinya, seperti pembiasaan membaca, 

integrasi literasi dalam pembelajaran, serta peran guru dan orang tua.  

Setelah proses sosialisasi berjalan dengan baik, tahap berikutnya adalah 

implementasi program. Pada tahap ini, seluruh rencana yang telah 

disusun mulai dilaksanakan secara nyata sesuai dengan jadwal, strategi, 

dan penanggung jawab yang telah ditetapkan dalam RKJM/RKJP. 
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Implementasi harus dilakukan secara konsisten, terkoordinasi, dan 

berorientasi pada pencapaian indikator kinerja. 

Dalam pelaksanaan, kepala sekolah berperan sebagai pengarah dan 

pengendali, memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai 

rencana. Wakil kepala sekolah mengoordinasikan pelaksanaan di 

bidang masing-masing, sementara guru menjadi pelaksana utama 

terutama dalam kegiatan pembelajaran. Tenaga kependidikan 

mendukung dari sisi administrasi dan layanan, sedangkan komite 

sekolah dan orang tua memberikan dukungan eksternal. 

Sebagai ilustrasi, dalam implementasi program pembelajaran berbasis 

proyek, guru mulai merancang dan melaksanakan pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik secara aktif. Pada saat yang sama, sekolah 

melakukan pendampingan dan supervisi untuk memastikan bahwa 

program berjalan sesuai dengan tujuan. Jika terdapat kendala, seperti 

keterbatasan waktu atau kesiapan guru, sekolah melakukan penyesuaian 

strategi tanpa mengubah arah program secara keseluruhan. 

Dengan demikian, tahap sosialisasi dan implementasi merupakan inti 

dari keseluruhan proses penyusunan RKJM/RKJP. Pada tahap inilah 

kualitas perencanaan diuji dalam praktik nyata. Sosialisasi yang efektif 

akan membangun pemahaman dan komitmen, sedangkan implementasi 

yang konsisten dan terarah akan menghasilkan perubahan yang nyata 

dalam mutu pendidikan.  

k. Monitoring dan evaluasi 

Tahap monitoring dan evaluasi merupakan bagian akhir sekaligus 

penentu dalam siklus Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), karena 

pada tahap inilah sekolah memastikan bahwa seluruh program yang 

telah direncanakan dan dilaksanakan benar-benar mencapai tujuan yang 

diharapkan. Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi 

juga sebagai sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan terhadap 

kualitas program dan kinerja sekolah. 

Monitoring adalah proses pemantauan secara berkala terhadap 

pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai 

dengan rencana, jadwal, dan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara 
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itu, evaluasi adalah proses penilaian terhadap hasil atau capaian 

program berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Kedua proses ini saling melengkapi: monitoring berfokus 

pada proses, sedangkan evaluasi berfokus pada hasil. 

Monitoring dilaksanakan secara kontinu sejak program mulai 

dijalankan. Kepala sekolah bersama tim manajemen melakukan 

monitoring terhadap berbagai aspek, seperti keterlaksanaan kegiatan, 

keterlibatan guru dan peserta didik, serta kesesuaian pelaksanaan 

dengan rencana implementasi. Monitoring dapat dilakukan melalui 

supervisi kelas, rapat koordinasi, observasi langsung, serta penelaahan 

laporan kegiatan. 

Sebagai contoh, dalam program penguatan literasi, monitoring 

dilakukan dengan mengamati pelaksanaan kegiatan membaca di kelas, 

mengecek pemanfaatan pojok baca, serta melihat bagaimana guru 

mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Jika ditemukan bahwa 

program belum berjalan optimal, misalnya kegiatan membaca belum 

konsisten dilakukan, maka sekolah dapat segera memberikan penguatan 

atau pendampingan kepada guru. 

Sementara itu, evaluasi dilakukan secara periodik, baik di tengah 

pelaksanaan program (evaluasi formatif) maupun di akhir periode 

tertentu (evaluasi sumatif). Evaluasi berfokus pada pencapaian 

indikator yang telah ditetapkan, seperti peningkatan hasil belajar 

peserta didik, perubahan perilaku, atau peningkatan kompetensi guru. 

Data yang digunakan dalam evaluasi dapat bersumber dari hasil 

asesmen, Rapor Pendidikan, laporan kegiatan, serta umpan balik dari 

guru dan peserta didik. 

Sebagai ilustrasi, dalam program peningkatan kompetensi digital guru, 

evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana guru telah 

mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Indikatornya 

dapat berupa jumlah guru yang menggunakan media digital, kualitas 

pembelajaran berbasis teknologi, serta dampaknya terhadap 

keterlibatan peserta didik. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

target belum tercapai, sekolah perlu menganalisis penyebabnya, apakah 

karena kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana, atau faktor lainnya. 
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Hasil dari monitoring dan evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini dapat berupa perbaikan 

program, penyesuaian strategi pelaksanaan, penguatan kapasitas 

sumber daya manusia, atau bahkan penetapan ulang prioritas program.  

Sekolah juga mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi secara 

sistematis. Dokumentasi ini penting sebagai bahan pelaporan, refleksi, 

serta referensi dalam penyusunan RKJM/RKJP pada periode 

berikutnya. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat disampaikan kepada 

pemangku kepentingan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. 

Dengan demikian, tahapan penyusunan RKJM/RKJP merupakan proses 

yang tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen, tetapi juga 

mencerminkan siklus manajemen yang utuh. Setiap tahapan saling berkaitan 

dan membentuk alur perencanaan yang berbasis data, partisipatif, dan 

berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan program sekolah yang efektif 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 

2. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan 

(RKASP) 

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP) 

menegaskan pentingnya dokumen ini sebagai instrumen perencanaan 

operasional dan pengelolaan keuangan sekolah dalam kerangka Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS). RKASP tidak hanya berfungsi sebagai rencana 

kegiatan tahunan, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengalokasikan 

sumber daya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas sekolah. 

RKASP disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan, serta berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal 

ini menjadikan RKASP sebagai alat strategis untuk memastikan bahwa 

setiap program dan penggunaan anggaran berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan mutu pendidikan. 

Dengan demikian, RKASP berperan penting dalam mengarahkan 

pelaksanaan program sekolah secara terencana dan terukur, sehingga 

mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. 
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a. Konsep dasar RKASP  

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP) dalam 

kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berangkat dari 

pemahaman bahwa sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, 

mengelola, dan mempertanggungjawabkan program serta sumber 

dayanya secara mandiri dan terarah. RKASP merupakan dokumen 

perencanaan tahunan yang memuat seluruh program kegiatan sekolah 

beserta rincian anggaran yang diperlukan sebagai pedoman operasional 

dalam satu tahun anggaran. 

Secara fungsional, RKASP merupakan penjabaran lebih operasional 

dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). Jika RKJM berisi 

rencana strategis jangka menengah, maka RKASP menerjemahkan 

rencana tersebut ke dalam program konkret, kegiatan terukur, serta 

alokasi anggaran yang spesifik. Dengan demikian, RKASP menjadi 

penghubung antara perencanaan strategis dan implementasi di tingkat 

satuan pendidikan. 

b. Landasan penyusunan RKASP  

1) Prinsip-prinsip utama MBS 

Prinsip efisiensi menekankan penggunaan sumber daya secara 

hemat dan optimal tanpa mengurangi kualitas hasil. Prinsip 

efektivitas mengarahkan agar setiap program dan anggaran yang 

direncanakan benar-benar mencapai tujuan dan memberikan 

dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Transparansi 

menuntut keterbukaan dalam proses perencanaan dan penggunaan 

anggaran, sehingga dapat diketahui oleh seluruh pemangku 

kepentingan. Akuntabilitas menegaskan bahwa setiap penggunaan 

dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif 

maupun substantif. Sementara itu, prinsip partisipatif 

mengharuskan keterlibatan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, 

guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, agar perencanaan 

yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan. 

2) Pijakan dasar penyusunan RKASP 

Penyusunan RKASP perlu memiliki pijakan dasar agar perencanaan 

program penganggaran sekolah memiliki arah yang jelas, relevan, 

serta sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan nyata satuan 

pendidikan. 
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a) RKSP memuat visi, misi, tujuan, serta program strategis sekolah 

dijabarkan ke dalam RKASP, sehingga seluruh kegiatan dan 

anggaran yang direncanakan harus selaras dengan prioritas dan 

target yang telah ditetapkan dalam RKJM. 

b) Hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) menjadi dasar dalam 

mengidentifikasi kondisi riil sekolah. Melalui EDS, sekolah 

dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan 

yang dihadapi. Informasi ini sangat penting untuk menentukan 

program prioritas dalam RKASP agar benar-benar berbasis 

kebutuhan dan mampu menjawab permasalahan yang ada. 

c) Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi rujukan normatif 

dalam penyusunan RKASP. SNP memberikan kerangka mutu 

yang harus dicapai oleh sekolah, meliputi standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian.  

d) Kebijakan pemerintah terkait pendanaan pendidikan, seperti 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan (BOP), maupun sumber dana lainnya, menjadi 

landasan penting dalam aspek penganggaran. Kebijakan ini 

mengatur jenis penggunaan dana, prioritas pembiayaan, serta 

mekanisme pelaporan yang harus dipatuhi oleh sekolah. 

Dengan berlandaskan pada RKSP, EDS, SNP, dan kebijakan 

pemerintah, penyusunan RKASP menjadi lebih terarah, akuntabel, 

dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan. 

c. Tujuan dan fungsi RKASP 

RKASP disusun bertujuan agar seluruh kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam satu tahun dirancang secara terencana dalam 

RKASP, lengkap dengan tujuan, indikator keberhasilan, serta jadwal 

pelaksanaan. Dengan demikian, RKASP menjadi acuan bagi seluruh 

warga sekolah agar pelaksanaan program berjalan terarah dan sesuai 

dengan prioritas yang telah ditetapkan. RKASP berfungsi: 

1) Sebagai dasar penggunaan dan pengelolaan anggaran sekolah.  

Setiap kegiatan yang direncanakan telah disertai dengan rincian 

kebutuhan biaya dan sumber pendanaan, sehingga penggunaan dana 

dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini 
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juga memudahkan sekolah dalam menjaga transparansi serta 

akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

2) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kegiatan sekolah 

Melalui RKASP, sekolah memiliki tolok ukur yang jelas untuk 

menilai ketercapaian program dan penggunaan anggaran. Proses 

monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan 

antara rencana dan realisasi, sehingga hasilnya dapat digunakan 

sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja sekolah secara 

berkelanjutan. 

Dengan demikian, RKASP tidak hanya berperan sebagai dokumen 

perencanaan, tetapi juga sebagai alat manajerial yang memastikan 

seluruh program dan anggaran sekolah berjalan secara efektif serta 

berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. 

d. Prinsip-prinsip penyusunan RKASP 

1) Berbasis kebutuhan dan skala prioritas 

Setiap program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada 

kebutuhan nyata sekolah yang diperoleh dari hasil analisis kondisi, 

seperti Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dari berbagai kebutuhan 

tersebut, sekolah menetapkan skala prioritas agar sumber daya yang 

terbatas dapat difokuskan pada program yang paling mendesak dan 

berdampak besar terhadap peningkatan mutu. 

2) Partisipatif 

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, 

guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah. Keterlibatan ini 

penting untuk memastikan bahwa perencanaan yang disusun 

mencerminkan kebutuhan bersama, meningkatkan rasa memiliki, 

serta memperkuat komitmen dalam pelaksanaan program. 

3) Transparan dan akuntabel 

Proses perencanaan, penggunaan anggaran, hingga pelaporan harus 

terbuka dan dapat diakses oleh pihak terkait. Setiap penggunaan 

dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan 

substansial, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pengelolaan sekolah. 

4) Efisiensi dan tepat sasaran  

menekankan bahwa setiap anggaran yang direncanakan harus 

digunakan secara hemat, optimal, dan sesuai dengan tujuan 
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kegiatan. Tidak boleh ada pemborosan atau penggunaan dana yang 

tidak relevan dengan kebutuhan program. 

5) Berorientasi pada mutu layanan pendidikan 

Seluruh program dan anggaran yang disusun diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, sarana 

prasarana, serta hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, setiap 

kegiatan yang direncanakan memiliki kontribusi nyata terhadap 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, RKAS menjadi instrumen 

yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung 

pengelolaan sekolah yang efektif, transparan, dan berfokus pada 

peningkatan kualitas pendidikan. 

e. Komponen RKASP 

1) Program atau kegiatan sekolah 

Merupakan penjabaran dari prioritas yang telah ditetapkan dalam 

RKSP dan hasil analisis kebutuhan sekolah. Kegiatan yang 

dirancang mencakup berbagai bidang, kurikulum dan pembelajaran 

(proyek dan inovasi pembelajaran, implementasi pembelajaran 

mendalam, pemanfaatan coding dan Ai, etika digital dalam 

pembelajaran, pengembangan ko-kurikuler, literasi) kesiswaan 

mencakup penerimaan siswa baru, penempatan, pembinan, (ekstra 

kurikuler, penanaman 7 kebiasaan), pelayanan makananan bergizi, 

perpustakaan, dll), pengembangan kompetensi guru, pengelolaan 

sarana prasarana seperti penguatan inftastruktur digital, serta 

kegiatan penunjang lainnya. 

2) Indikator keberhasilan 

Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh 

mana kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, sekolah 

dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap capaian program. 

3) Rincian biaya atau anggaran  

Mencakup jenis pengeluaran, besaran biaya, serta kebutuhan 

sumber daya yang diperlukan. Penyusunan anggaran harus 

dilakukan secara realistis, rasional, dan sesuai dengan standar biaya 

yang berlaku. 

4) Sumber pendanaan  
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Sumber dana dapat berasal dari pemerintah, seperti BOS atau BOP, 

maupun dari sumber lain yang sah, seperti partisipasi masyarakat 

atau kerja sama dengan pihak terkait. Kejelasan sumber dana 

penting untuk memastikan keberlanjutan program. 

5) jadwal pelaksanaan kegiatan 

Jadwal ini mengatur waktu pelaksanaan setiap program agar 

berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan tidak saling tumpang 

tindih. Dengan adanya penjadwalan yang baik, pelaksanaan 

program dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. 

Dengan kelima komponen tersebut, RKASP menjadi dokumen yang 

komprehensif dan operasional, sehingga mampu menjadi pedoman 

yang jelas dalam pelaksanaan program sekaligus pengelolaan anggaran 

sekolah. 

f. Langkah-langkah penyusunan RKASP 

Proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan 

(RKASP) dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

dilakukan secara sistematis agar menghasilkan perencanaan yang 

terarah, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

1) Pembentukan tim penyusun RKASP  

Terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan dapat 

melibatkan komite sekolah. Tim ini bertugas merancang, 

mengoordinasikan, dan memastikan seluruh proses penyusunan 

berjalan sesuai prinsip yang ditetapkan. 

2) Identifikasi kebutuhan dan penetapan prioritas program 

Tahap ini didasarkan pada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) serta 

analisis kondisi nyata sekolah, sehingga program yang direncanakan 

benar-benar sesuai kebutuhan dan memiliki dampak signifikan 

terhadap peningkatan mutu. 

3) Penyelarasan dengan RKJM dan Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) 

Hal ini penting agar program yang disusun dalam RKASP tetap 

konsisten dengan rencana strategis sekolah serta mengarah pada 

pemenuhan dan peningkatan standar mutu pendidikan. 

4) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 

Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan yang lebih rinci, 

lengkap dengan indikator keberhasilan, kebutuhan biaya, sumber 
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dana, serta waktu pelaksanaan. Penyusunan anggaran dilakukan 

secara rasional dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

5) Pembahasan bersama melalui rapat dewan guru dan komite sekolah 

Forum ini menjadi ruang untuk mendapatkan masukan, klarifikasi, 

serta persetujuan bersama, sehingga RKASP yang dihasilkan 

bersifat partisipatif dan memiliki legitimasi yang kuat. 

6) Finalisasi dan pengesahan RKASP 

Dokumen yang telah disepakati kemudian ditetapkan oleh kepala 

sekolah dan disahkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat 

dijadikan pedoman resmi dalam pelaksanaan program dan 

pengelolaan anggaran sekolah. 

Melalui tahapan yang sistematis ini, RKASP diharapkan menjadi 

dokumen perencanaan yang berkualitas, implementatif, serta mampu 

mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

g. Implementasi RKASP 

Implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan 

(RKASP) merupakan tahap pelaksanaan seluruh program dan 

penggunaan anggaran yang telah direncanakan secara sistematis dalam 

dokumen RKASP. Pada:  

1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terarah dengan mengacu 

pada jadwal dan indikator keberhasilan yang telah disusun.  

2) Setiap unit kerja atau penanggung jawab program melaksanakan 

kegiatan sesuai tugasnya, sehingga program sekolah dapat berjalan 

efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

3) Mengikuti prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. 

Setiap pengeluaran dana harus sesuai dengan perencanaan dalam 

RKASP, didukung oleh bukti transaksi yang sah, serta mengacu 

pada ketentuan yang berlaku, khususnya terkait penggunaan dana 

pemerintah seperti BOS atau BOP.  

4) Melakukan pencatatan secara tertib dan sistematis terhadap seluruh 

transaksi keuangan, menyusun laporan penggunaan anggaran secara 

berkala, serta memastikan kelengkapan dokumen administrasi.  

Dengan implementasi yang tertib, transparan, dan sesuai rencana, 

RKASP tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi 

instrumen nyata dalam mendukung tata kelola keuangan sekolah yang 

akuntabel. 
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h. Monitoring dan evaluasi RKASP 

Monitoring dan evaluasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan 

Pendidikan (RKASP) merupakan proses penting untuk memastikan 

bahwa seluruh program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai 

rencana, efektif, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan 

mutu pendidikan. 

1) Pengawasan penggunaan anggaran 

untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan sesuai 

dengan perencanaan dalam RKASP, tidak menyimpang dari 

ketentuan, serta didukung oleh bukti administrasi yang lengkap dan 

sah. Pengawasan ini dapat dilakukan secara internal oleh kepala 

sekolah dan tim, maupun eksternal oleh pengawas atau pihak terkait. 

2) Evaluasi ketercapaian program 

Dengan membandingkan antara rencana kegiatan dan realisasi di 

lapangan. Evaluasi ini mengukur sejauh mana indikator keberhasilan 

tercapai, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang 

dihadapi selama pelaksanaan program. 

3) Pelaporan keuangan dan kinerja secara berkala 

Laporan ini mencakup penggunaan anggaran, capaian program, serta 

tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pelaporan 

yang baik menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas kepada 

pemangku kepentingan. 

4) Tindak lanjut perbaikan 

Sekolah melakukan penyesuaian program, perbaikan pengelolaan 

anggaran, serta peningkatan strategi pelaksanaan agar kegiatan 

berikutnya lebih optimal. 

Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang sistematis, RKASP tidak 

hanya menjadi rencana, tetapi juga alat kendali yang memastikan 

keberhasilan program dan peningkatan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan. 

i. Peran pemangku kepentingan 

Peran pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP) sangat 

menentukan kualitas perencanaan serta efektivitas implementasinya. 

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), keterlibatan 
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berbagai pihak menjadi kunci agar RKASP disusun secara 

komprehensif, partisipatif, dan akuntabel. 

Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama yang 

memimpin seluruh proses penyusunan hingga pelaksanaan RKASP. Ia 

mengoordinasikan tim, memastikan keselarasan dengan RKJM/RKJP 

dan kebijakan pendidikan, serta menjamin bahwa pengelolaan anggaran 

berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Bendahara sekolah memiliki peran penting dalam aspek teknis 

keuangan, mulai dari penyusunan rincian anggaran, pengelolaan dana, 

hingga pencatatan dan pelaporan keuangan. Bendahara memastikan 

setiap transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung 

oleh administrasi yang tertib. 

Guru berkontribusi dalam mengusulkan program dan kegiatan 

pembelajaran berdasarkan kebutuhan nyata di kelas. Peran ini penting 

agar RKASP benar-benar mendukung peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. 

Komite sekolah berperan sebagai representasi masyarakat yang 

memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap 

penyusunan dan pelaksanaan RKASP. Keterlibatan komite memperkuat 

transparansi serta membangun kepercayaan publik terhadap 

pengelolaan sekolah. 

Pengawas sekolah berfungsi sebagai pembina dan evaluator yang 

memastikan bahwa RKASP disusun dan dilaksanakan sesuai dengan 

standar, regulasi, dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Pengawas 

juga memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas 

perencanaan serta pelaksanaan program. 

Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan tersebut, RKASP dapat 

disusun dan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan berorientasi 

pada peningkatan mutu pendidikan. 

 

B. Implementasikan Program 

Implementasi program dalam kerangka Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan 

Pendidikan (RKASP) menegaskan bahwa tahap ini merupakan realisasi nyata 
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dari perencanaan yang telah disusun secara sistematis. Program-program yang 

telah dirancang tidak lagi berhenti pada dokumen, tetapi diterjemahkan ke dalam 

tindakan konkret yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah sesuai dengan 

peran dan tanggung jawab masing-masing. 

Pelaksanaan program harus mengacu secara konsisten pada rencana yang telah 

ditetapkan, baik dari aspek tujuan, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan, 

maupun alokasi anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan 

menjadi kunci agar program berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal. 

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik, komitmen bersama, serta 

disiplin dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan RKASP. 

Selain itu, implementasi program juga menuntut adanya fleksibilitas yang 

terukur. Sekolah perlu mampu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan 

dinamika dan kondisi nyata di lapangan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip 

akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, program yang dilaksanakan 

tetap relevan, adaptif, dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. 

Melalui implementasi yang terarah dan konsisten, RKASP menjadi instrumen 

strategis yang tidak hanya mengatur kegiatan dan anggaran, tetapi juga 

menggerakkan seluruh potensi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif dan berkelanjutan. 

 

1. Implementasi Program Kurikulum  

Pelaksanaan program kurikulum dalam konteks Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) merupakan proses strategis yang tidak hanya berorientasi 

pada pembelajaran, tetapi juga terintegrasi dengan perencanaan dan 

penganggaran sekolah melalui RKASP. Implementasi kurikulum menjadi 

efektif apabila setiap program yang dirancang dalam Kurikulum Operasional 

Satuan Pendidikan selaras dengan dukungan pembiayaan yang terencana, 

transparan, dan akuntabel. 

Dalam praktiknya, implementasi program kurikulum berbasis sekolah 

dilaksanakan melalui tahapan yang terintegrasi dengan RKASP.  

a. Penetapan arah dan prioritas program kurikulum 

Dilakukan  kepala sekolah bersama tim menetapkan fokus 

pengembangan berbasis data, seperti penguatan literasi, numerasi, atau 

pembelajaran berbasis proyek. Pada tahap ini, prioritas program tidak 
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hanya ditetapkan secara akademik, tetapi juga dipetakan kebutuhan 

sumber daya dan pembiayaannya sebagai dasar penyusunan RKASP. 

b. Pengorganisasian program dan sumber daya 

Dilakukan melalui pembentukan tim pengembang kurikulum serta 

penetapan peran, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan sarana, 

pelatihan guru, dan dukungan lainnya yang akan diakomodasi dalam 

RKASP. 

c. Penyusunan program dan penganggaran 

Sekolah menyusun perangkat pembelajaran (modul ajar, ATP, 

asesmen) sekaligus mengintegrasikannya ke dalam RKASP dalam 

bentuk kegiatan dan anggaran yang terukur. Setiap program kurikulum 

diterjemahkan menjadi komponen pembiayaan, seperti pengadaan 

bahan ajar, pelatihan guru, pengembangan media pembelajaran, serta 

kegiatan projek. Dengan demikian, RKASP menjadi instrumen 

operasional yang memastikan keterlaksanaan program kurikulum. 

d. Pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, di mana guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan, sementara sekolah 

merealisasikan anggaran sesuai RKASP. Dalam konteks MBS, 

pelaksanaan ini menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas, sehingga setiap penggunaan dana benar-benar 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.  

e. Monitoring dan supervisi, yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

memastikan kesesuaian antara program kurikulum yang direncanakan, 

pelaksanaan pembelajaran, dan realisasi anggaran. Monitoring 

mencakup aspek akademik dan keuangan secara terpadu. 

f. Evaluasi dan tindak lanjut, yaitu sekolah menganalisis capaian program 

kurikulum dan efektivitas penggunaan anggaran. Hasil evaluasi 

digunakan untuk melakukan perbaikan program, penyesuaian strategi 

pembelajaran, serta penyempurnaan perencanaan dan penganggaran 

pada periode berikutnya. 

Sebagai contoh, ketika sekolah menetapkan program penguatan literasi 

sebagai prioritas, maka dalam RKASP dialokasikan anggaran untuk 

pengadaan buku bacaan, pelatihan guru, serta kegiatan literasi sekolah. 

Pelaksanaan program dipantau melalui supervisi pembelajaran dan laporan 

penggunaan anggaran, kemudian dievaluasi berdasarkan peningkatan hasil 

belajar siswa dan capaian indikator pada Rapor Pendidikan. Hasil evaluasi 
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ini menjadi dasar untuk penyempurnaan program dan alokasi anggaran 

berikutnya. 

Dengan demikian, keterpaduan antara implementasi program kurikulum dan 

RKASP dalam kerangka MBS menciptakan siklus manajemen yang utuh, 

mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. 

Sinergi ini memastikan bahwa setiap program pembelajaran tidak hanya 

dirancang dengan baik, tetapi juga didukung oleh sumber daya yang 

memadai dan dikelola secara akuntabel untuk meningkatkan mutu 

pendidikan secara berkelanjutan. 

 

2. Implementasikan Program Pembelajaran  

Implementasi pembelajaran dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) berlandaskan pada prinsip student-centered learning (pembelajaran 

berpusat pada peserta didik), yaitu pendekatan yang menempatkan siswa 

sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dalam pendekatan ini, 

pembelajaran dirancang untuk mendorong keterlibatan, kemandirian, serta 

tanggung jawab belajar peserta didik melalui pengalaman belajar yang 

bermakna. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, 

mengarahkan, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, 

sementara kepala sekolah memastikan tersedianya dukungan sistem, sumber 

daya, dan kebijakan yang mendukung terlaksananya pembelajaran tersebut 

secara optimal. 

Dalam konteks MBS, implementasi pembelajaran tidak hanya berfokus pada 

proses pedagogis di kelas, tetapi juga terintegrasi dengan perencanaan dan 

penganggaran melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan 

(RKASP). Dengan demikian, setiap strategi pembelajaran, termasuk 

pemanfaatan teknologi, pengembangan perangkat ajar, serta peningkatan 

kompetensi guru, dirancang secara sistematis dan didukung oleh alokasi 

sumber daya yang memadai. 

Pembelajaran selanjutnya diarahkan pada pengembangan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi melalui pendekatan pembelajaran mendalam (deep 

learning), yang menekankan pemahaman konsep, keterkaitan antar materi, 

serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. 

Implementasinya diperkaya dengan berbagai pendekatan pembelajaran, 

seperti cooperative learning untuk mendorong kolaborasi, problem based 

learning untuk melatih pemecahan masalah, serta project based learning 
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untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir sistematis. 

Selain itu, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting, termasuk 

penggunaan kecerdasan artifisial sebagai alat bantu pembelajaran dan 

integrasi koding untuk melatih logika serta pemikiran komputasional peserta 

didik. 

Secara operasional, implementasi pembelajaran berlangsung melalui 

tahapan berikut. 

a. Perencanaan pembelajaran berbasis data 

Guru menyusun perangkat ajar dengan mempertimbangkan hasil 

asesmen awal serta menetapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik. Pada tahap ini, kebutuhan media 

digital, perangkat teknologi, serta pelatihan guru dalam pemanfaatan 

kecerdasan artifisial dan koding diidentifikasi dan diakomodasi dalam 

RKASP. 

 

b. Pengorganisasian pembelajaran 

Kepala sekolah mengoordinasikan pelaksanaan dengan memastikan 

kesiapan guru, pembagian tugas, serta ketersediaan sarana pendukung. 

Guru merancang skenario pembelajaran yang memungkinkan interaksi 

aktif, kolaborasi, dan eksplorasi konsep secara mendalam. 

c. Pelaksanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik 

Guru mengimplementasikan pembelajaran melalui diskusi kelompok 

(cooperative learning), pemecahan masalah kontekstual (problem-

based learning), serta kegiatan proyek (project-based learning). Dalam 

proses ini, siswa secara aktif menganalisis masalah, mengembangkan 

solusi, dan merefleksikan hasil belajar. Guru memanfaatkan kecerdasan 

artifisial, misalnya untuk latihan adaptif atau umpan balik otomatis, 

serta mengintegrasikan koding sederhana dalam proyek pembelajaran. 

Pembelajaran juga dilakukan secara diferensiatif dengan memanfaatkan 

hasil asesmen untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan siswa. 

d. Monitoring dan supervisi pembelajaran 

Kepala sekolah melakukan observasi kelas untuk memastikan 

keterlaksanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik, penerapan 

pembelajaran mendalam, serta pemanfaatan teknologi. Supervisi juga 

mencermati efektivitas penggunaan sumber daya yang telah 

direncanakan dalam RKASP. 
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e. Evaluasi pembelajaran berbasis asesmen 

Guru menganalisis hasil belajar siswa untuk menilai ketercapaian 

kompetensi serta efektivitas pendekatan pembelajaran yang digunakan. 

f. Tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan 

Guru melakukan remedial dan pengayaan, memperbaiki strategi 

pembelajaran, serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan atau 

komunitas belajar. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar dalam 

penyempurnaan perencanaan pembelajaran dan penganggaran RKASP 

pada siklus berikutnya. 

Sebagai ilustrasi, dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja secara 

kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan melalui 

pendekatan problem based learning. Mereka mengumpulkan data, 

menganalisis masalah, dan menyusun solusi dalam bentuk proyek. Dalam 

prosesnya, siswa memanfaatkan aplikasi berbasis kecerdasan artifisial untuk 

memperoleh umpan balik, serta menggunakan koding sederhana untuk 

memvisualisasikan data. Kegiatan ini didukung oleh penyediaan media 

digital dan pelatihan guru yang telah direncanakan dalam RKASP. 

Dengan demikian, implementasi pembelajaran dalam kerangka MBS 

menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar, didukung oleh 

pendekatan pembelajaran inovatif, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan 

sumber daya melalui RKASP. Keterpaduan ini memastikan bahwa 

pembelajaran berlangsung secara aktif, bermakna, dan berkelanjutan dalam 

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. 

 

3. Implementasikan Program Peserta Didik 

Pengelolaan peserta didik dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) merupakan bagian integral dari implementasi pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, 

tetapi juga mendukung pembelajaran yang efektif, inklusif, dan 

berkelanjutan sejak tahap penerimaan hingga menjadi alumni. 

Pelaksanaannya berlandaskan prinsip MBS, yaitu kemandirian, partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, dan berbasis data, serta didukung melalui 

perencanaan dan penganggaran dalam RKASP. Pengelolaan peserta didik 

juga terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 
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ekstrakurikuler, serta penguatan karakter melalui pembinaan 7 kebiasaan 

utama. 

Secara operasional, pengelolaan ini mencakup tahapan penerimaan, 

penempatan dan orientasi, pembinaan dan pengembangan, penilaian, 

administrasi, mutasi dan kelulusan, serta pembinaan alumni, yang saling 

terintegrasi dalam mendukung mutu pembelajaran. 

a. Penerimaan peserta didik baru 

Penerimaan peserta didik baru merupakan tahap awal dalam 

pengelolaan peserta didik yang berperan penting dalam menjamin akses 

layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berkualitas. Dalam 

perspektif Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), proses ini 

dilaksanakan dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan berbasis data, serta menjadi bagian dari perencanaan 

strategis sekolah yang terintegrasi dengan RKASP. 

Kepala sekolah secara mandiri menetapkan daya tampung berdasarkan 

analisis kondisi riil sekolah, meliputi sarana prasarana, jumlah dan 

kompetensi guru, serta kapasitas rombongan belajar. Penetapan ini 

mencerminkan prinsip kemandirian dan berbasis data dalam 

pengambilan keputusan. Selanjutnya, kebijakan penerimaan disusun 

secara transparan melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan 

perpindahan tugas orang tua, serta disosialisasikan secara terbuka 

kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. 

Pelaksanaan PPDB melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 

seperti guru dan komite sekolah, yang mencerminkan prinsip partisipasi 

dalam MBS. Pemanfaatan sistem digital dalam pendaftaran dan seleksi 

juga memperkuat transparansi dan efisiensi, yang direncanakan dalam 

RKASP sebagai dukungan terhadap tata kelola berbasis teknologi. 

Dengan demikian, penerimaan peserta didik baru tidak hanya menjadi 

proses administratif, tetapi juga mencerminkan praktik manajemen 

sekolah yang demokratis, transparan, dan berorientasi mutu. 

b. Penempatan dan orientasi peserta didik baru 

Penempatan dan orientasi peserta didik baru merupakan tahapan 

penting dalam membangun kesiapan belajar siswa. Dalam kerangka 

MBS, kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif, inklusif, dan 
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berorientasi pada kebutuhan peserta didik, sebagai bagian dari 

implementasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Pengelompokan siswa dilakukan secara objektif dan berbasis data 

dengan mempertimbangkan kemampuan awal, minat, dan kebutuhan 

khusus. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan berbasis kebutuhan 

dalam pengelolaan pembelajaran. Program orientasi dirancang secara 

edukatif dan ramah anak, serta melibatkan guru, OSIS, dan orang tua 

sebagai bentuk partisipasi aktif komunitas sekolah. 

Pada tahap ini, sekolah mengintegrasikan pembinaan 7 kebiasaan utama 

sebagai fondasi karakter, yang dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. Kegiatan orientasi, termasuk MPLS, dirancang dan 

didukung dalam RKASP sebagai bagian dari program penguatan 

karakter dan budaya sekolah.   

Evaluasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak 

untuk menjamin akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. 

c. Pembinaan dan pengembangan peserta didik 

Pembinaan dan pengembangan peserta didik merupakan implementasi 

nyata dari MBS yang menekankan pengembangan potensi peserta didik 

secara holistik melalui pendekatan yang berbasis kebutuhan, partisipatif, 

dan berkelanjutan. 

Sekolah mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik sebagai dasar 

penyusunan program, yang mencerminkan prinsip berbasis data dan 

diferensiasi layanan. Program pembinaan diperkuat melalui 7 kebiasaan 

utama yang menjadi budaya sekolah dan dilaksanakan secara konsisten 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan pembinaan juga dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler 

dan ekstrakurikuler yang terencana dan berkelanjutan. Pada ranah 

kokurikuler, kegiatan yang dikembangkan antara lain pengayaan materi 

pelajaran, remedial teaching, literasi dan numerasi, teknologi informasi 

(koding dan AI), karya ilmiah remaja, serta lainnya yang mendukung 

pendalaman kompetensi akademik peserta didik. 

Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler diarahkan untuk 

mengembangkan minat, bakat, dan karakter peserta didik melalui 
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berbagai kegiatan seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), 

Paskibra, olahraga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis), seni (tari, musik, 

teater), keagamaan (rohis), jurnalistik, serta kegiatan kewirausahaan 

siswa. 

Kedua jenis kegiatan ini dirancang secara partisipatif dengan 

melibatkan guru, pembina, dan peserta didik, sehingga mampu 

mencerminkan kebutuhan dan potensi sekolah. Selain itu, seluruh 

program didukung dalam RKASP sebagai wujud akuntabilitas 

perencanaan dan penganggaran. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan 

efektivitas pelaksanaan program, sekaligus sebagai bagian dari 

pengendalian mutu berkelanjutan dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah. 

d. Penilaian peserta didik 

Penilaian peserta didik dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) dilaksanakan sebagai proses yang sistematis, objektif, 

transparan, dan berbasis data, serta menjadi bagian integral dari siklus 

peningkatan mutu pembelajaran. Penilaian tidak hanya dimaknai 

sebagai kegiatan mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai proses 

diagnostik untuk memahami perkembangan, kebutuhan, dan potensi 

peserta didik secara utuh. Kepala sekolah menetapkan kebijakan 

penilaian yang memberikan ruang otonomi kepada guru dalam 

merancang dan mengimplementasikan penilaian autentik, sehingga 

mencerminkan prinsip kemandirian dan profesionalisme guru dalam 

MBS. Pelaksanaan penilaian mencakup berbagai pendekatan dan teknik, 

seperti penilaian formatif dan sumatif, asesmen diagnostik, penilaian 

proyek (project-based assessment), praktik kinerja (performance 

assessment), portofolio, serta tes tertulis dan lisan. Selain itu, penilaian 

sikap dan karakter juga dilakukan melalui observasi, jurnal refleksi, dan 

penilaian diri. Keberagaman metode ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran capaian belajar yang komprehensif pada ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.Hasil penilaian dianalisis secara mendalam 

untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pembelajaran, seperti 

pelaksanaan program remedial, pengayaan, pembelajaran diferensiasi, 

serta layanan bimbingan dan konseling. Analisis ini juga digunakan 

untuk mengidentifikasi kesenjangan capaian belajar dan merancang 
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strategi peningkatan mutu pembelajaran. Transparansi dijaga melalui 

pelaporan hasil belajar secara berkala kepada peserta didik dan orang 

tua, baik melalui rapor, portofolio, maupun sistem informasi akademik 

berbasis digital.Dalam konteks akuntabilitas, program penilaian 

didukung dalam RKASP, mencakup pengembangan instrumen asesmen 

yang valid dan reliabel, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, 

serta penguatan sistem penilaian berbasis teknologi. Dengan demikian, 

penilaian menjadi instrumen strategis dalam menjamin kualitas proses 

dan hasil pembelajaran yang berkelanjutan. 

e. Pengadministrasian peserta didik 

Administrasi peserta didik dalam MBS merupakan bagian dari tata 

kelola sekolah yang menekankan pentingnya akurasi data, keterpaduan 

sistem, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan administrasi tidak 

hanya bersifat pencatatan, tetapi juga sebagai basis informasi strategis 

dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program 

pendidikan.Data peserta didik dikelola secara menyeluruh, mulai dari 

proses penerimaan peserta didik baru, identitas dan latar belakang siswa, 

data kehadiran, perkembangan akademik dan nonakademik, hingga 

data mutasi dan kelulusan. Sekolah mengembangkan sistem 

administrasi berbasis digital, seperti aplikasi manajemen sekolah, e-

rapor, dan sistem informasi peserta didik, sebagai bentuk inovasi dan 

kemandirian dalam meningkatkan kualitas layanan. Sistem ini 

memungkinkan integrasi data secara real time, sehingga memudahkan 

pemantauan dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. 

Program pengembangan administrasi ini direncanakan secara matang 

dalam RKASP, termasuk pengadaan perangkat, pengembangan aplikasi, 

serta pelatihan sumber daya manusia. Dengan pengelolaan data yang 

baik, sekolah mampu melakukan analisis kebutuhan peserta didik, 

mengidentifikasi risiko belajar, serta merancang intervensi yang lebih 

tepat sasaran. Hal ini memperkuat penerapan prinsip evidence-based 

decision making dalam MBS serta meningkatkan efisiensi dan 

transparansi layanan pendidikan. 

f. Mutasi dan kelulusan 

Mutasi dan kelulusan peserta didik dalam MBS dilaksanakan dengan 

menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, objektivitas, dan 

akuntabilitas. Proses mutasi peserta didik dilakukan melalui mekanisme 
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yang terstandar, meliputi verifikasi dokumen, kesesuaian kurikulum, 

serta analisis kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang 

bersangkutan. Sekolah memastikan bahwa setiap proses mutasi tidak 

mengganggu keberlanjutan belajar peserta didik dan tetap menjamin 

hak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. 

Kelulusan peserta didik ditetapkan berdasarkan capaian kompetensi 

yang terukur melalui berbagai bentuk penilaian yang telah dilaksanakan 

secara berkelanjutan. Penentuan kelulusan tidak hanya 

mempertimbangkan aspek akademik, tetapi juga aspek karakter, 

kehadiran, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sekolah. 

Kepala sekolah berperan memastikan bahwa seluruh proses berjalan 

sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan serta bebas dari 

praktik yang tidak objektif. Lebih lanjut, data hasil kelulusan dianalisis 

sebagai bagian dari evaluasi mutu pendidikan. Analisis ini mencakup 

tingkat kelulusan, capaian kompetensi, serta keterkaitan dengan 

keberhasilan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan atau 

memasuki dunia kerja. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar 

dalam menyusun program peningkatan mutu pembelajaran dan 

perencanaan strategis sekolah pada periode berikutnya, sehingga 

mencerminkan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam MBS. 

g. Pembinaan alumni 

Pembinaan alumni dalam MBS dipandang sebagai bagian penting dari 

penguatan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan berbasis 

jejaring. Alumni tidak hanya diposisikan sebagai lulusan, tetapi sebagai 

mitra strategis yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi 

pengembangan sekolah. Oleh karena itu, sekolah mengembangkan 

sistem pengelolaan alumni yang terstruktur melalui database alumni, 

forum komunikasi, serta platform jejaring berbasis digital. 

Keterlibatan alumni diwujudkan dalam berbagai kegiatan, baik 

kokurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti career day, seminar dan 

talkshow inspiratif, berbagi pengalaman studi lanjut dan dunia kerja, 

pelatihan kewirausahaan, mentoring, serta dukungan terhadap kegiatan 

sosial dan pengembangan sekolah. Kehadiran alumni dalam kegiatan 

tersebut memberikan pengalaman belajar kontekstual dan memperluas 

wawasan peserta didik tentang berbagai peluang masa depan. 
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Selain itu, alumni juga berperan sebagai sumber umpan balik bagi 

sekolah, khususnya terkait relevansi kurikulum, kualitas pembelajaran, 

dan kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Umpan 

balik ini diolah secara sistematis sebagai bagian dari evaluasi dan 

pengembangan kurikulum, sehingga meningkatkan relevansi dan daya 

saing lulusan. 

Dengan demikian, pengelolaan peserta didik dalam kerangka MBS 

tidak hanya berorientasi pada layanan administratif, tetapi juga pada 

penguatan pembelajaran yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan. 

Seluruh proses tersebut mencerminkan integrasi prinsip kemandirian, 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta berbasis data, yang 

didukung secara sistematis melalui perencanaan dan penganggaran 

dalam RKASP. 
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4. Implementasi Program Pelayanan Peserta Didik 

a. Layanan bimbingan dan konseling 

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMP dikembangkan 

sebagai sistem layanan yang komprehensif, terencana, dan berbasis 

kebutuhan peserta didik, yang berfungsi tidak hanya sebagai 

penanganan masalah, tetapi juga sebagai strategi preventif dan 

pengembangan potensi siswa. Dalam kerangka Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS), layanan BK menjadi instrumen penting dalam 

memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh dukungan optimal 

dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan karier. Perencanaan 

program BK dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang bersumber 

dari berbagai data, seperti angket kebutuhan siswa, hasil observasi guru, 

data kehadiran, capaian akademik, serta laporan kasus. Pendekatan ini 

menunjukkan penerapan prinsip data-driven decision making dalam 

pengelolaan layanan peserta didik.  

Secara operasional, guru BK menyusun program layanan yang 

mencakup layanan orientasi, informasi, bimbingan klasikal, konseling 

individu, dan konseling kelompok. Program ini tidak berdiri sendiri, 

tetapi diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah 

melalui koordinasi intensif dengan kepala sekolah, wali kelas, dan guru 

mata pelajaran. Integrasi ini mencerminkan pendekatan sistemik dalam 

MBS, di mana seluruh komponen sekolah berperan dalam mendukung 

perkembangan peserta didik secara holistik. 

Pelaksanaan layanan BK diarahkan bersifat berkelanjutan dan terjadwal, 

bukan insidental. Layanan klasikal diberikan dengan topik-topik 

strategis seperti penguatan karakter, pengelolaan emosi, literasi digital, 

dan perencanaan masa depan. Sementara itu, layanan konseling 

individu difokuskan pada penanganan kasus spesifik yang memerlukan 

intervensi mendalam. Dalam hal ini, mekanisme rujukan dari guru mata 

pelajaran dan wali kelas menjadi bagian penting dalam sistem deteksi 

dini (early identification system), sehingga setiap permasalahan dapat 

ditangani secara cepat dan tepat. 

Kolaborasi dengan orang tua menjadi bagian integral dalam 

penanganan kasus tertentu, yang menunjukkan penerapan prinsip 

partisipasi dalam MBS. Penanganan dilakukan secara sistematis 

melalui tahapan identifikasi, diagnosis, intervensi, dan tindak lanjut, 
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sehingga memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap 

perkembangan peserta didik. 

Kepala sekolah berperan sebagai supervisor akademik yang 

memastikan kualitas layanan BK melalui monitoring dan evaluasi 

berbasis indikator kinerja yang jelas. Evaluasi tidak hanya menilai 

keterlaksanaan program, tetapi juga efektivitas dampaknya terhadap 

kesejahteraan psikologis, perilaku, dan motivasi belajar peserta didik. 

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan perbaikan 

program secara berkelanjutan (continuous improvement), termasuk 

penguatan kapasitas guru dalam layanan konseling. 

Dengan demikian, layanan BK dalam MBS tidak hanya berfungsi 

sebagai layanan bantuan, tetapi sebagai sistem strategis dalam 

membangun iklim sekolah yang suportif, inklusif, dan berorientasi pada 

perkembangan peserta didik secara optimal. 

b. Layanan kesehatan, kantin sekolah, dan makanan bergizi 

Layanan kesehatan, pengelolaan kantin sekolah, dan penyediaan 

makanan bergizi merupakan bagian integral dari pengelolaan peserta 

didik yang berorientasi pada penciptaan lingkungan belajar yang sehat, 

aman, dan kondusif. Dalam perspektif MBS, layanan ini tidak hanya 

dipandang sebagai program pendukung, tetapi sebagai investasi 

strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

peningkatan kondisi fisik dan psikologis peserta didik.  

Sekolah mengembangkan program kesehatan secara sistematis melalui 

Unit Kesehatan Sekolah (UKS), penguatan kantin sehat, serta 

implementasi program makanan bergizi. Program ini dirancang dalam 

RKASP sebagai bentuk akuntabilitas perencanaan dan penganggaran. 

Keterlibatan berbagai pihak, seperti guru, pengelola kantin, tenaga 

kesehatan, dan bahkan masyarakat sekitar, menunjukkan penerapan 

prinsip partisipatif dalam MBS. 

Penyediaan makanan bergizi dilaksanakan dengan memperhatikan 

standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan 

mineral. Selain berdampak pada kesehatan fisik, pemenuhan gizi yang 

baik terbukti meningkatkan konsentrasi, daya tahan belajar, serta 

partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Di sisi lain, 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 135 

 

pengelolaan kantin sehat juga menjadi sarana edukasi bagi siswa dalam 

membentuk pola hidup sehat dan kebiasaan konsumsi yang baik. 

Aspek kesehatan mental juga menjadi perhatian penting melalui 

penciptaan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari 

kekerasan. Budaya sekolah yang positif, komunikasi yang sehat, serta 

perlindungan terhadap peserta didik dari perundungan menjadi bagian 

dari strategi preventif dalam menjaga kesejahteraan psikologis siswa. 

Layanan ini terintegrasi dengan program BK sehingga membentuk 

sistem dukungan yang komprehensif. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan 

kualitas layanan, mulai dari kebersihan kantin, kualitas makanan, 

hingga efektivitas program kesehatan. Hasil evaluasi digunakan untuk 

melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga layanan yang diberikan 

tetap relevan dan berkualitas. 

Dengan pengelolaan yang baik, layanan kesehatan dan gizi tidak hanya 

meningkatkan kondisi fisik peserta didik, tetapi juga berkontribusi 

langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pembentukan 

karakter hidup sehat. 

c. Layanan perpustakaan sekolah 

Perpustakaan sekolah dalam kerangka MBS bertransformasi menjadi 

pusat sumber belajar (learning resource center) yang berperan strategis 

dalam mendukung peningkatan literasi, kemandirian belajar, dan 

kualitas pembelajaran. Perpustakaan tidak lagi diposisikan sebagai 

ruang pasif, tetapi sebagai ruang belajar aktif yang terintegrasi dengan 

proses pembelajaran di kelas.  

Kepala sekolah mengorganisasikan pengelolaan perpustakaan secara 

profesional dengan menunjuk petugas khusus yang memiliki 

kompetensi dalam pengelolaan informasi dan literasi. Pengelolaan ini 

mencakup perencanaan koleksi, layanan peminjaman, pengelolaan 

katalog, serta pengembangan perpustakaan digital. Program 

pengembangan perpustakaan juga dirancang dalam RKASP sebagai 

bentuk akuntabilitas dan keberlanjutan program. 

Koleksi perpustakaan dikembangkan secara dinamis, mencakup buku 

teks, literatur pengayaan, referensi, serta sumber belajar digital yang 
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relevan dengan kebutuhan kurikulum dan perkembangan peserta didik. 

Keberagaman sumber belajar ini memungkinkan siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, literasi informasi, dan 

kemandirian belajar. 

Untuk memperkuat budaya literasi, sekolah mengimplementasikan 

program literasi terstruktur, seperti kegiatan membaca rutin sebelum 

pembelajaran, pojok baca di kelas, serta kegiatan literasi berbasis 

proyek. Guru didorong untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai 

bagian dari strategi pembelajaran, misalnya melalui penugasan berbasis 

riset atau eksplorasi sumber belajar. 

Monitoring dilakukan terhadap tingkat pemanfaatan perpustakaan 

sebagai indikator keberhasilan program. Evaluasi tidak hanya melihat 

jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas pemanfaatan dalam mendukung 

pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk mengembangkan inovasi 

layanan perpustakaan agar semakin menarik dan relevan bagi peserta 

didik. 

Dengan pengelolaan yang optimal, perpustakaan menjadi pusat 

pengembangan budaya belajar yang mendorong peserta didik menjadi 

pembelajar sepanjang hayat (lifelong learners), sekaligus memperkuat 

kualitas pembelajaran secara menyeluruh dalam kerangka MBS. 

 

5. Implementasi Program Penguatan Karakter dan Kedisiplinan 

Melalui Budaya Sekolah 

a. Pembinaan karakter peserta didik  

Pembinaan karakter merupakan kebutuhan fundamental dalam 

pendidikan karena sekolah tidak hanya bertugas mengembangkan aspek 

kognitif, tetapi juga membentuk kepribadian, nilai, dan moral peserta 

didik. Dalam realitas pendidikan saat ini, berbagai fenomena seperti 

menurunnya kedisiplinan, rendahnya tanggung jawab belajar, perilaku 

kurang jujur, hingga lemahnya kepedulian sosial menunjukkan bahwa 

penguatan karakter bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Oleh 

karena itu, pembinaan karakter perlu dirancang secara sistematis 

sebagai bagian integral dari manajemen peserta didik dalam kerangka 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 
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Dalam konteks ini, pembinaan karakter berbasis 7 kebiasaan (7 KAIH) 

menjadi pendekatan strategis karena menekankan pada pembentukan 

perilaku melalui kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan 

konsisten. Nilai religius, integritas, disiplin, tanggung jawab, 

kepedulian, kerja sama, dan kemandirian tidak cukup diajarkan secara 

konseptual, tetapi harus dihidupkan dalam budaya sekolah sehingga 

menjadi bagian dari identitas peserta didik.  

Secara filosofis, pembinaan karakter diperlukan karena karakter tidak 

terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang 

dipengaruhi oleh lingkungan. Sekolah sebagai lingkungan kedua 

setelah keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan 

positif melalui sistem yang terstruktur. Tanpa pembinaan yang terarah, 

peserta didik cenderung membentuk perilaku berdasarkan pengaruh 

lingkungan luar yang belum tentu selaras dengan nilai pendidikan. 

Pembinaan karakter dilaksanakan melalui pendekatan yang holistik, 

terintegrasi, dan berkelanjutan. 

Nilai karakter tidak dipisahkan dari materi ajar, tetapi diinternalisasikan 

dalam setiap proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator 

yang mengaitkan konsep akademik dengan nilai kehidupan. 

Contoh: 

Dalam pembelajaran IPA tentang lingkungan, siswa tidak hanya 

memahami konsep ekosistem, tetapi juga dilibatkan dalam proyek 

menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini tertanam nilai peduli, 

tanggung jawab, dan kerja sama. Dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia, siswa diajak menulis refleksi tentang pentingnya kejujuran, 

sehingga nilai integritas terbangun melalui pengalaman belajar. 

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pembentukan 

karakter. Diantaranya adalah:  

1) Pembiasaan yang konsisten (habit formation) 

Pembiasaan menjadi kunci karena karakter terbentuk dari perilaku 

yang diulang. 

Contoh: 

Setiap pagi siswa dibiasakan datang tepat waktu, memberi salam 

kepada guru, dan mengikuti kegiatan literasi. Kebiasaan ini secara 

perlahan membentuk disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. 
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Program “Satu Hari Satu Kebaikan” dapat diterapkan, di mana 

siswa diminta melakukan satu tindakan positif setiap hari, seperti 

membantu teman atau menjaga kebersihan. 

2) Keteladanan (modeling) 

Peserta didik belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat 

dibandingkan apa yang mereka dengar. 

Contoh: 

Guru yang selalu tepat waktu, tidak memanipulasi nilai, dan 

bersikap adil akan menjadi contoh nyata integritas. Sebaliknya, 

inkonsistensi guru akan melemahkan pembinaan karakter. 

3) Pengkondisian lingkungan (conditioning system) 

Lingkungan sekolah dirancang sebagai ruang yang “berbicara 

nilai”. 

Contoh: 

Adanya papan apresiasi siswa jujur, slogan karakter di setiap kelas, 

serta sistem kebersihan kelas berbasis tanggung jawab 

bersama.Sekolah juga dapat membuat “zona karakter”, seperti 

zona disiplin (ketepatan waktu), zona peduli (kebersihan), dan 

zona integritas. 

4) Belajar berbasis  pengalaman (experiential learning). 

Nilai karakter diperkuat melalui pengalaman nyata. 

Contoh: 

Kegiatan bakti sosial, program kewirausahaan siswa, atau kegiatan 

kepemimpinan OSIS memberikan ruang bagi siswa untuk 

mempraktikkan nilai tanggung jawab, kerja sama, dan 

kemandirian. 

5) Kolaboratif dengan orang tua. 

Pembinaan karakter akan efektif jika terjadi konsistensi antara 

sekolah dan rumah. 

Contoh: 

Sekolah memberikan panduan kebiasaan 7 KAIH kepada orang 

tua, seperti membiasakan anak disiplin waktu belajar dan 

bertanggung jawab terhadap tugas rumah. 

Pembinaan karakter berbasis 7 kebiasaan memberikan dampak yang 

signifikan dan berlapis. Dalam jangka pendek, terlihat pada perubahan 

perilaku sehari-hari, seperti meningkatnya kedisiplinan, kejujuran, dan 
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kepedulian. Dalam jangka menengah, terbentuk budaya sekolah yang 

positif, di mana nilai-nilai menjadi norma bersama. 

Dalam jangka panjang, peserta didik berkembang menjadi individu 

yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki 

integritas, ketangguhan, dan kemampuan beradaptasi. Mereka mampu 

mengambil keputusan yang benar, bekerja sama, serta bertanggung 

jawab dalam kehidupan sosial. Hal ini menjadi fondasi penting dalam 

menghadapi tantangan global dan dunia kerja. 

b. Pendisiplinan peserta didik berbasis 7 kebiasaan 

Pendisiplinan merupakan bagian integral dari pembinaan karakter yang 

berfungsi memastikan nilai-nilai yang telah ditanamkan benar-benar 

terwujud dalam perilaku nyata. Dalam praktik pendidikan, 

pendisiplinan sering disalahartikan sebagai pemberian hukuman, 

padahal dalam perspektif MBS, pendisiplinan adalah proses edukatif 

untuk membangun kesadaran diri (self-discipline). 

Pendisiplinan diperlukan karena tidak semua peserta didik mampu 

secara langsung menginternalisasi nilai melalui pembiasaan. Sebagian 

memerlukan penguatan, arahan, bahkan intervensi untuk membantu 

mereka memahami konsekuensi dari perilaku. Tanpa sistem 

pendisiplinan yang jelas, budaya sekolah akan lemah dan nilai karakter 

sulit terwujud secara konsisten. 

Strategi pendisiplinan dikembangkan secara bertahap dan mendidik. 

1) Preventif. 

Fokus pada pencegahan pelanggaran melalui penanaman nilai 

sejak awal. 

Contoh: 

Pada awal tahun ajaran, sekolah tidak hanya menyampaikan tata 

tertib, tetapi juga menjelaskan makna nilai di balik aturan tersebut, 

seperti disiplin sebagai bentuk tanggung jawab. 

2) Kuratif (edukatif) 

Pelanggaran dijadikan sebagai proses pembelajaran. 

Contoh: 

Siswa yang tidak jujur tidak langsung dihukum, tetapi diminta 

membuat refleksi tentang dampak ketidakjujuran, kemudian 

diberikan kesempatan memperbaiki perilaku. 
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3) Korektif dan pendampingan 

Dilakukan untuk perubahan perilaku jangka panjang. 

Contoh: 

Siswa yang sering terlambat didampingi oleh wali kelas dan guru 

BK untuk mengidentifikasi penyebab (misalnya masalah keluarga 

atau kebiasaan buruk), lalu dibuat rencana perbaikan bersama. 

4) Penguatan positif (positive reinforcement) 

Memberikan apresiasi terhadap perilaku baik. 

Contoh: 

Program “Siswa Teladan 7 Kebiasaan”, penghargaan kedisiplinan, 

atau sistem poin karakter. 

5) Berbasis data 

Pendisiplinan dilakukan berdasarkan data nyata. 

Contoh: 

Sekolah menganalisis data keterlambatan dan menemukan bahwa 

sebagian besar siswa terlambat pada hari tertentu, sehingga 

dilakukan penyesuaian kebijakan. 

6) Kolaboratif dengan orang tua 

Contoh: 

Orang tua dilibatkan dalam pembinaan siswa yang memiliki 

pelanggaran berulang, sehingga terjadi sinergi pembinaan antara 

rumah dan sekolah. 

Pendisiplinan yang dilakukan secara edukatif menghasilkan perubahan 

yang lebih bermakna. Dalam jangka pendek, terjadi penurunan 

pelanggaran dan peningkatan kepatuhan terhadap aturan. Dalam jangka 

menengah, terbentuk budaya disiplin sebagai kebiasaan bersama. 

Dalam jangka panjang, peserta didik memiliki kontrol diri, kesadaran, 

dan tanggung jawab terhadap perilaku mereka. Mereka tidak lagi 

bergantung pada pengawasan eksternal, tetapi mampu mengatur diri 

secara mandiri. 

Pembinaan karakter dan pendisiplinan berbasis 7 kebiasaan merupakan 

dua proses yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. 

Pembinaan karakter membentuk kesadaran nilai, sedangkan 

pendisiplinan memastikan konsistensi perilaku. Dalam kerangka MBS, 

keduanya harus dikelola secara sistematis, berbasis data, partisipatif, 
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dan berkelanjutan, serta didukung melalui RKASP sebagai bentuk 

akuntabilitas. 

Dengan pendekatan ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer 

ilmu, tetapi juga menjadi ruang pembentukan manusia yang 

berkarakter, disiplin, dan siap menghadapi kehidupan. 

c. Pengembangan kegiatan kesiswaan  

Pengembangan kegiatan yang efektif tidak hanya bergantung pada 

perencanaan program, tetapi juga pada keberadaan praktik-praktik baik 

yang dapat dijadikan rujukan oleh satuan pendidikan. Praktik baik 

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

yang dirancang secara sistematis, relevan dengan kebutuhan peserta 

didik, serta dilaksanakan secara berkelanjutan mampu memberikan 

dampak signifikan terhadap perkembangan karakter, minat, bakat, dan 

prestasi peserta didik secara menyeluruh. Dengan demikian, praktik baik 

tidak sekadar menjadi contoh keberhasilan, tetapi juga menjadi model 

implementasi yang dapat direplikasi dan dikembangkan sesuai konteks 

sekolah masing-masing. 

Salah satu praktik baik ditunjukkan oleh SMP Istiqomah Sambas 

Purbalingga yang mengelola kegiatan kesiswaan secara terintegrasi 

berbasis pemetaan minat dan kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini 

menunjukkan adanya perencanaan yang berbasis data (data-driven), 

sehingga program yang disusun benar-benar sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan dalam bentuk proyek 

pembelajaran berbasis mata pelajaran, seperti proyek sains sederhana, 

praktik laboratorium IPA, serta presentasi pada mata pelajaran IPS dan 

Bahasa Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya 

memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan 

komunikasi. 

Di sisi lain, kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan meliputi 

Pramuka, Rohani Islam, Futsal, Bola Voli, Seni Tari, dan Hadrah. Setiap 

kegiatan dirancang dengan tujuan pengembangan karakter yang jelas. 

Pramuka berfungsi membentuk kedisiplinan, kemandirian, dan 

kepemimpinan melalui latihan rutin dan kegiatan lapangan. Rohani Islam 

menekankan pembinaan karakter religius melalui kajian keagamaan dan 
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pembelajaran Al-Qur’an. Kegiatan olahraga seperti Futsal dan Bola Voli 

mengembangkan kebugaran jasmani, sportivitas, dan kerja sama tim. 

Sementara itu, Seni Tari dan Hadrah menjadi wadah bagi peserta didik 

untuk mengekspresikan kreativitas dan mengembangkan apresiasi seni. 

Integrasi antara kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini terbukti 

mampu meningkatkan keseimbangan antara aspek akademik dan 

nonakademik peserta didik, yang ditunjukkan melalui peningkatan 

prestasi, kepercayaan diri, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah 

(Samputri, Fanguna, dan Khoiri, 2022). 

Praktik baik lainnya ditunjukkan oleh SMP Letjen Jamin Ginting 

Berastagi yang menekankan penguatan pendidikan karakter melalui 

kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah ini memposisikan kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai instrumen utama dalam membangun nilai-nilai 

karakter peserta didik. Program yang dikembangkan meliputi Pramuka, 

Paskibra, Kelompok Doa, serta klub olahraga seperti sepak bola dan bulu 

tangkis. Setiap kegiatan dirancang tidak hanya untuk pengembangan 

keterampilan, tetapi juga untuk internalisasi nilai-nilai karakter. 

Kegiatan Pramuka dan Paskibra, misalnya, difokuskan pada 

pembentukan kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme melalui 

latihan rutin dan keterlibatan dalam kegiatan upacara. Kelompok Doa 

berfungsi sebagai sarana pembinaan spiritual yang menumbuhkan nilai 

religius, empati, dan kesadaran diri. Sementara itu, kegiatan olahraga 

dilaksanakan secara terstruktur untuk mengembangkan daya juang, kerja 

sama, serta sportivitas. Dampak dari pelaksanaan kegiatan ini terlihat 

pada meningkatnya kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta sikap 

sosial peserta didik. Peserta didik menjadi lebih aktif, bertanggung jawab, 

dan mampu berinteraksi secara positif dalam lingkungan sekolah maupun 

masyarakat (Warnida, 2024). 

Selanjutnya, praktik baik juga ditunjukkan oleh SMP Negeri 8 Palangka 

Raya yang menjadikan kegiatan Pramuka sebagai program unggulan 

sekolah. Penetapan Pramuka sebagai program unggulan menunjukkan 

adanya fokus dan prioritas dalam pengembangan kesiswaan, sehingga 

pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk aktivitas, seperti 

latihan rutin, perkemahan, dan kegiatan bakti sosial. 
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Dalam pelaksanaannya, peserta didik tidak hanya menjadi objek 

kegiatan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam berbagai aktivitas, 

seperti kerja tim, simulasi kepemimpinan, dan kegiatan sosial di 

masyarakat. Pendekatan experiential learning yang digunakan 

memungkinkan peserta didik belajar melalui pengalaman langsung, 

sehingga nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian 

sosial, dan religiusitas dapat terinternalisasi secara lebih kuat. Hasil 

implementasi menunjukkan bahwa peserta didik yang aktif dalam 

kegiatan Pramuka memiliki tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab 

yang lebih tinggi, serta kemampuan kerja sama yang lebih baik. Selain 

itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam membentuk karakter 

nasionalisme dan kepedulian sosial peserta didik (Hakim, Mazrur, dan 

Anshari, 2025). 

Dari berbagai praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

pengembangan kesiswaan ditentukan oleh beberapa faktor kunci, yaitu 

keberagaman kegiatan yang relevan dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik, kejelasan tujuan dan nilai yang ingin dikembangkan dalam setiap 

kegiatan, serta konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan 

program. Selain itu, integrasi antara kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler juga menjadi faktor penting dalam menciptakan 

pengalaman belajar yang utuh dan bermakna bagi peserta didik. 

Sekolah yang mampu mengelola kegiatan kesiswaan secara terintegrasi, 

kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan karakter akan lebih 

berhasil dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif, partisipatif, 

dan transformatif. Lingkungan seperti ini tidak hanya mendorong 

pencapaian akademik, tetapi juga membentuk keterampilan sosial, 

emosional, dan moral peserta didik secara seimbang. 

Dengan demikian, praktik-praktik baik tersebut dapat dijadikan rujukan 

strategis bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan program 

kesiswaan yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan 

zaman. Melalui pengelolaan yang tepat, kegiatan kesiswaan tidak hanya 

menjadi pelengkap, tetapi menjadi instrumen utama dalam membentuk 

generasi yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan 

masa depan. 
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d. Penanganan permasalahan peserta didik  

Penanganan permasalahan peserta didik di SMP dilaksanakan melalui 

mekanisme yang terstruktur dan berbasis data untuk memastikan setiap 

kasus dapat ditangani secara tepat dan berkelanjutan. Permasalahan yang 

ditangani meliputi aspek akademik, perilaku, sosial, maupun emosional 

yang umum terjadi pada fase perkembangan remaja. 

Secara operasional, proses penanganan dimulai dari identifikasi masalah 

oleh guru mata pelajaran atau wali kelas melalui observasi di kelas, data 

kehadiran, hasil belajar, serta laporan dari siswa atau teman sebaya. 

Setiap temuan dicatat dalam buku monitoring atau sistem pencatatan 

sekolah sebagai dasar tindak lanjut. 

Setelah identifikasi, wali kelas melakukan penanganan awal berupa 

pendekatan persuasif dan pembinaan ringan. Jika permasalahan belum 

terselesaikan, kasus dirujuk kepada guru bimbingan dan konseling untuk 

dilakukan asesmen lebih mendalam. Guru BK kemudian menentukan 

jenis layanan yang sesuai, seperti konseling individu, konseling 

kelompok, atau intervensi khusus sesuai tingkat permasalahan. 

Dalam kasus tertentu, sekolah melibatkan orang tua melalui komunikasi 

langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif serta 

menyusun langkah penanganan bersama. Kolaborasi antara guru, guru 

BK, dan orang tua menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan 

siswa secara efektif, terutama pada kasus yang berkaitan dengan latar 

belakang keluarga atau lingkungan sosial. 

Sebagai contoh praktik, siswa yang mengalami penurunan prestasi dan 

menunjukkan perilaku menyendiri di kelas diidentifikasi oleh wali kelas. 

Setelah dilakukan pendekatan awal, siswa dirujuk ke guru BK untuk 

konseling individu. Hasil konseling menunjukkan adanya masalah 

motivasi belajar dan tekanan dari lingkungan keluarga. Sekolah 

kemudian melakukan pendampingan belajar serta melibatkan orang tua 

dalam memberikan dukungan kepada siswa. 

Kepala sekolah melakukan monitoring melalui laporan kasus dan 

evaluasi penanganan yang dilakukan secara berkala. Data permasalahan 

siswa dianalisis untuk melihat pola yang muncul, seperti meningkatnya 

kasus kedisiplinan atau masalah motivasi belajar, yang kemudian 

digunakan sebagai dasar penyusunan program pencegahan. 
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Dampak dari penanganan permasalahan yang sistematis terlihat dari 

berkurangnya kasus yang berulang, meningkatnya kemampuan siswa 

dalam mengelola diri, serta terciptanya lingkungan sekolah yang lebih 

kondusif. Jika hasil evaluasi menunjukkan penanganan belum optimal, 

sekolah melakukan perbaikan mekanisme layanan dan penguatan 

koordinasi antar pihak yang terlibat (Muiz & Fitriani, 2022). 

 

6. Implementasi Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan proses strategis dalam 

manajemen sekolah yang tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi 

juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. 

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pengelolaan ini 

dilaksanakan secara otonom, partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan 

mengacu pada RKASP sebagai dokumen utama perencanaan operasional. 

RKASP menjadi instrumen penting karena seluruh program pengelolaan 

PTK—mulai dari perencanaan hingga evaluasi—dirumuskan dalam bentuk 

kegiatan yang terukur, memiliki indikator capaian, serta didukung oleh 

alokasi anggaran yang jelas.  

a. Perencanaan Kebutuhan dan Kompetensi PTK 

Perencanaan kebutuhan PTK merupakan tahap fundamental yang 

menentukan kualitas keseluruhan pengelolaan sumber daya manusia di 

sekolah. Secara konseptual, perencanaan ini merupakan proses analisis 

kesenjangan antara kondisi aktual tenaga pendidik dengan kebutuhan 

ideal yang mengacu pada standar nasional pendidikan, visi sekolah, 

serta tuntutan perkembangan zaman. Dalam konteks RKASP, 

perencanaan diterjemahkan ke dalam program analisis kebutuhan 

tenaga, penyusunan peta kompetensi, serta perencanaan pengembangan 

profesional. 

Pendalaman aspek ini tidak hanya mencakup analisis jumlah guru 

berdasarkan rombongan belajar, tetapi juga analisis kualitas kompetensi 

yang diperlukan, terutama dalam menghadapi transformasi digital 

pendidikan. Sekolah perlu memetakan tingkat literasi digital guru, 

kemampuan berpikir komputasional (computational thinking), serta 

kesiapan dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat 

bantu pembelajaran. Selain itu, perencanaan juga mencakup 

kemampuan guru dalam merancang pembelajaran mendalam (deep 
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learning) yang menekankan pada pemahaman konseptual, refleksi, dan 

keterkaitan dengan kehidupan nyata. 

Langkah operasional yang dilakukan meliputi pengumpulan data profil 

guru, analisis kebutuhan berbasis data, identifikasi kesenjangan 

kompetensi, serta penyusunan rencana pengembangan dalam RKASP. 

Sebagai contoh, sekolah dapat menemukan bahwa sebagian guru belum 

mampu menggunakan platform pembelajaran digital secara optimal, 

sehingga dalam RKASP dimasukkan program “Pemetaan Kompetensi 

Digital, Coding, dan AI Guru” serta “Perencanaan Pelatihan 

Pembelajaran Mendalam Berbasis Teknologi”. Pada SMP negeri, 

perencanaan ini harus selaras dengan kebijakan pemerintah dan formasi 

ASN, sedangkan pada SMP swasta dapat lebih fleksibel dan inovatif 

sesuai kebutuhan sekolah. 

b. Penataan dan penugasan berbasis kompetensi dan transformasi digital 

Penataan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan 

bagian dari fungsi pengorganisasian dalam manajemen sekolah yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu ditempatkan dan 

diberdayakan sesuai dengan kompetensi, potensi, serta kebutuhan 

organisasi. Secara konseptual, penataan tidak hanya berkaitan dengan 

distribusi tugas secara administratif, tetapi juga merupakan proses 

strategis dalam mengoptimalkan peran individu agar berkontribusi 

secara maksimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Dengan 

demikian, penugasan menjadi instrumen penting dalam membangun 

efektivitas organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Dalam konteks transformasi pendidikan, penataan dan penugasan guru 

perlu dikembangkan secara lebih dinamis, adaptif, dan berbasis 

kompetensi. Guru tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana 

pembelajaran di kelas, tetapi sebagai agen perubahan (change agent) 

yang memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi pembelajaran. 

Oleh karena itu, selain tugas utama mengajar, guru dapat diberikan 

penugasan tambahan yang bersifat fungsional dan inovatif, seperti 

menjadi penggerak literasi digital, fasilitator komunitas belajar, 

pembina kegiatan coding, pengembang media pembelajaran digital, 

atau mentor dalam pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk 

pembelajaran dan asesmen. Pendekatan ini mencerminkan paradigma 
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organisasi pembelajar (learning organization) yang menempatkan 

setiap individu sebagai sumber inovasi. 

Secara operasional, penataan dan penugasan dilakukan melalui tahapan 

yang sistematis dan berbasis data.  

1) Analisis kompetensi individu, mencakup kualifikasi akademik, 

pengalaman mengajar, hasil penilaian kinerja, serta minat dan 

bakat yang dimiliki; 

2) Pemetaan potensi tenaga pendidik untuk mengidentifikasi 

kekuatan yang dapat dikembangkan dalam mendukung program 

sekolah;  

3) Penyusunan struktur tugas yang selaras dengan kebutuhan sekolah, 

program prioritas, serta arah pengembangan pendidikan, termasuk 

integrasi literasi digital, pembelajaran mendalam, coding, dan AI. 

4) Penetapan penugasan melalui mekanisme formal, seperti surat 

keputusan kepala sekolah, yang disertai dengan kejelasan tugas, 

tanggung jawab, serta indikator kinerja.  

Kegiatan penataan ini dapat dirancang dalam bentuk program seperti 

“Workshop Penataan Tugas Berbasis Kompetensi dan Inovasi 

Pembelajaran”, yang bertujuan untuk menyelaraskan distribusi tugas 

dengan kebutuhan pengembangan sekolah. Workshop ini juga menjadi 

ruang partisipatif bagi guru untuk memahami perannya serta 

memberikan masukan terhadap penugasan yang diberikan. 

Implementasi penugasan juga perlu disertai dengan mekanisme 

koordinasi dan dukungan yang memadai. Kepala sekolah perlu 

memastikan adanya komunikasi yang efektif, pembagian peran yang 

jelas, serta dukungan sumber daya yang diperlukan agar setiap tugas 

dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan tugas juga menjadi bagian penting untuk 

memastikan efektivitas penugasan serta melakukan penyesuaian jika 

diperlukan. 

Sebagai contoh praktik, guru yang memiliki latar belakang teknologi 

informasi dapat ditugaskan sebagai pengelola platform pembelajaran 

digital sekolah sekaligus pembina kegiatan koding bagi siswa. Guru 

tersebut juga dapat berperan sebagai mentor bagi guru lain dalam 

pemanfaatan teknologi pembelajaran. Sementara itu, guru yang 
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memiliki kekuatan dalam pedagogi dapat ditugaskan sebagai fasilitator 

pembelajaran mendalam berbasis proyek, yang membantu guru lain 

dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

mendorong berpikir kritis. 

Lebih lanjut, penataan dan penugasan yang efektif akan berdampak 

pada meningkatnya kolaborasi antar guru, terbentuknya komunitas 

belajar yang aktif, serta berkembangnya inovasi pembelajaran di 

sekolah. Jika penugasan tidak berjalan optimal, sekolah perlu 

melakukan peninjauan ulang melalui evaluasi kinerja dan dialog 

reflektif, sehingga penugasan dapat disesuaikan dengan perkembangan 

kebutuhan dan potensi tenaga pendidik. 

Dengan demikian, penataan dan penugasan yang dirancang secara 

strategis dan terintegrasi dalam RKASP tidak hanya meningkatkan 

efisiensi organisasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan 

profesionalisme guru dan memperkuat transformasi pembelajaran di 

sekolah. 

c. Pengembangan kompetensi berbasis literasi digital, deep learning, 

coding, dan AI 

Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

merupakan inti dari peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan 

secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata satuan pendidikan. 

Secara konseptual, pengembangan kompetensi tidak hanya dimaknai 

sebagai peningkatan pengetahuan (knowledge upgrading), tetapi juga 

sebagai proses transformasi praktik pembelajaran (practice 

transformation) dan penguatan budaya profesional (professional 

culture building). Dengan demikian, pengembangan kompetensi harus 

berdampak langsung pada perubahan cara guru merancang, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di kelas. 

Dalam kerangka RKASP, pengembangan kompetensi dirancang secara 

sistematis sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidik, 

yang mencakup perencanaan kegiatan, alokasi anggaran, indikator 

keberhasilan, serta mekanisme evaluasi. Program ini dilaksanakan 

melalui berbagai bentuk kegiatan yang saling melengkapi, seperti 

pelatihan formal, workshop tematik, in-house training (IHT), 

komunitas belajar (KKG/MGMP internal), serta pendekatan coaching 
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dan mentoring yang berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa 

pengembangan kompetensi tidak bersifat insidental, tetapi merupakan 

siklus pembelajaran profesional yang terus menerus. 

Fokus utama pengembangan kompetensi diarahkan pada empat 

kompetensi kunci yang relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21, 

yaitu literasi digital, pembelajaran mendalam (deep learning), coding, 

dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Literasi digital mencakup 

kemampuan guru dalam mengakses, mengevaluasi, memanfaatkan, dan 

menciptakan konten digital secara efektif, kritis, dan etis. Guru tidak 

hanya dituntut mampu menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga 

memahami bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Pembelajaran mendalam (deep learning) menekankan pada 

kemampuan guru dalam merancang pengalaman belajar yang 

mendorong pemahaman konseptual, berpikir kritis, pemecahan 

masalah, kreativitas, serta refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator 

yang mengarahkan siswa untuk mengonstruksi pengetahuan melalui 

eksplorasi dan pengalaman belajar yang bermakna. 

Sementara itu, koding atau pemrograman dasar dipandang sebagai 

sarana untuk mengembangkan computational thinking, yaitu 

kemampuan berpikir logis, sistematis, dan berbasis pemecahan 

masalah. Coding tidak harus selalu diajarkan sebagai mata pelajaran 

tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis 

proyek lintas disiplin. 

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) menjadi bagian penting dalam 

transformasi pembelajaran modern. AI dapat digunakan sebagai alat 

bantu dalam merancang bahan ajar, menyusun soal diferensiasi, 

menganalisis hasil belajar siswa, serta memberikan umpan balik yang 

lebih personal. Namun demikian, penggunaannya harus tetap 

memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan peran guru sebagai 

pengendali utama proses pembelajaran. 

Secara operasional, implementasi pengembangan kompetensi 

dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama 

adalah identifikasi kebutuhan pelatihan yang dilakukan melalui analisis 

hasil supervisi, penilaian kinerja, serta evaluasi pembelajaran. Tahap 
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kedua adalah perencanaan program dalam RKASP yang mencakup 

jenis kegiatan, narasumber, jadwal, serta anggaran. Tahap ketiga adalah 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi melalui berbagai 

metode yang interaktif dan kontekstual. 

Tahap keempat yang menjadi kunci keberhasilan adalah pendampingan 

implementasi di kelas. Guru tidak hanya dilatih, tetapi juga didampingi 

dalam menerapkan hasil pelatihan dalam praktik pembelajaran. 

Pendampingan ini dapat dilakukan melalui coaching, lesson study, atau 

komunitas belajar. Tahap kelima adalah refleksi dan evaluasi yang 

bertujuan untuk menilai efektivitas program serta merancang perbaikan 

berkelanjutan. 

Sebagai contoh implementasi dalam RKASP, sekolah dapat merancang 

kegiatan seperti “Pelatihan Coding untuk Guru”, “Workshop 

Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran dan Asesmen”, “Pelatihan Desain 

Pembelajaran Mendalam Berbasis Proyek Digital”, serta “Program 

Coaching Implementasi Pembelajaran Digital”. Dalam praktiknya, guru 

dapat menggunakan AI untuk menyusun modul ajar yang terdiferensiasi 

sesuai kebutuhan siswa, membuat soal berbasis tingkat kemampuan, 

atau menganalisis capaian belajar siswa secara lebih cepat dan akurat. 

Sementara itu, coding dapat diintegrasikan dalam proyek pembelajaran, 

misalnya siswa membuat animasi sederhana, simulasi, atau produk 

digital yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

Lebih lanjut, dampak dari pengembangan kompetensi ini tidak hanya 

terlihat pada peningkatan kemampuan guru, tetapi juga pada perubahan 

kualitas pembelajaran, meningkatnya keterlibatan siswa, serta 

berkembangnya keterampilan abad ke-21. Jika program pengembangan 

belum memberikan dampak optimal, maka sekolah perlu melakukan 

penyesuaian strategi, memperkuat pendampingan, serta meningkatkan 

relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan nyata di kelas. 

Dengan demikian, pengembangan kompetensi yang terintegrasi dalam 

RKASP dan dilaksanakan secara sistematis akan mampu membangun 

ekosistem pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan, 

sekaligus memperkuat peran guru sebagai agen transformasi 

pendidikan. 
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d. Pembinaan dan supervisi berbasis inovasi pembelajaran 

Pembinaan dan supervisi merupakan fungsi pengendalian dalam 

manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berjalan sesuai dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan. Secara konseptual, supervisi dalam 

paradigma modern tidak lagi dipahami sebagai kegiatan inspeksi atau 

pengawasan semata, melainkan sebagai proses pembelajaran 

profesional (professional learning) yang bersifat kolaboratif, reflektif, 

dan berorientasi pada peningkatan kualitas praktik pembelajaran secara 

berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, supervisi menjadi ruang dialog 

akademik antara kepala sekolah dan guru untuk bersama-sama 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kegiatan pembinaan dan supervisi dirancang secara sistematis sebagai 

bagian dari program peningkatan mutu pembelajaran. Fokus supervisi 

tidak hanya pada kelengkapan administrasi pembelajaran, tetapi lebih 

diarahkan pada substansi praktik pembelajaran di kelas, khususnya 

dalam mengintegrasikan inovasi pembelajaran, seperti pemanfaatan 

teknologi digital, penerapan coding dalam pembelajaran berbasis 

proyek, serta penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu 

dalam diferensiasi pembelajaran dan asesmen. Selain itu, supervisi juga 

menekankan pada kualitas interaksi pembelajaran, kedalaman 

pemahaman konsep oleh siswa, serta keterlibatan aktif peserta didik 

dalam proses belajar. 

Secara operasional, pelaksanaan pembinaan dan supervisi dilakukan 

melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi. 

1) Perencanaan supervisi  

Mencakup penetapan tujuan, penyusunan instrumen observasi 

berbasis inovasi pembelajaran, serta penjadwalan kegiatan 

supervisi. Instrumen yang digunakan tidak hanya mengukur aspek 

administratif, tetapi juga aspek pedagogik, seperti kemampuan 

guru memfasilitasi pembelajaran mendalam, memanfaatkan 

teknologi secara bermakna, serta mendorong keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. 

2) Pelaksanaan observasi kelas 

Kepala sekolah atau tim supervisi melakukan pengamatan 

langsung terhadap proses pembelajaran. Observasi dilakukan 
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secara objektif dan komprehensif dengan memperhatikan 

bagaimana guru mengelola kelas, menggunakan media digital, 

mengintegrasikan coding dalam kegiatan pembelajaran, serta 

memanfaatkan AI untuk mendukung pembelajaran yang lebih 

adaptif dan personal. 

3) Pemberian umpan balik yang bersifat konstruktif dan dialogis 

Umpan balik tidak diberikan dalam bentuk penilaian sepihak, 

tetapi melalui diskusi reflektif yang mendorong guru untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. 

Dalam tahap ini, kepala sekolah berperan sebagai coach yang 

membantu guru menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi 

dalam pembelajaran. 

4) Tindak lanjut pembinaan yang merupakan kunci keberhasilan 

supervisi. 

Tindak lanjut dapat berupa pendampingan individu (coaching), 

pelatihan lanjutan, atau penguatan melalui komunitas belajar guru. 

Dalam RKASP, kegiatan ini dapat dirancang dalam bentuk 

program. 

Sebagai contoh praktik, guru yang telah menerapkan pembelajaran 

berbasis proyek dengan memanfaatkan platform digital atau coding 

sederhana akan disupervisi untuk melihat sejauh mana pembelajaran 

tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. 

Hasil observasi kemudian didiskusikan bersama untuk mengidentifikasi 

kelebihan, seperti meningkatnya partisipasi siswa, serta area perbaikan, 

seperti penguatan asesmen berbasis proyek. Selanjutnya, guru dapat 

didampingi untuk menyempurnakan desain pembelajaran atau mencoba 

strategi baru yang lebih efektif. 
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Dengan pembinaan dan supervisi yang dirancang secara sistematis dan 

berkelanjutan, sekolah tidak hanya mampu mengontrol kualitas 

pembelajaran, tetapi juga membangun budaya refleksi dan peningkatan 

profesional yang kuat di kalangan guru. Supervisi tidak berhenti pada 

kegiatan observasi, melainkan dilanjutkan dengan dialog reflektif dan 

tindak lanjut yang mendorong guru untuk terus memperbaiki praktik 

pembelajarannya. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan 

kualitas pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan berpusat pada 

peserta didik. 

Sejalan dengan itu, pemanfaatan komunitas belajar di SMP menjadi 

salah satu strategi penting dalam memperkuat pembinaan profesional 

guru secara berkelanjutan. Secara konseptual, komunitas belajar 

merupakan wadah kolaboratif yang memungkinkan guru untuk belajar 

bersama, berbagi pengalaman, serta mengembangkan praktik 

pembelajaran berbasis kebutuhan nyata di sekolah. Pembentukan 

komunitas belajar didasarkan pada hasil analisis kebutuhan guru yang 

diperoleh dari kegiatan supervisi dan penilaian kinerja, sehingga 

kegiatan yang dilaksanakan bersifat relevan dan kontekstual. 

Secara operasional, sekolah membentuk komunitas belajar guru yang 

dapat berbasis mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran, tergantung 

pada kebutuhan dan fokus pengembangan sekolah. Kegiatan komunitas 

belajar dilaksanakan secara rutin dan terstruktur dengan agenda yang 

jelas, seperti diskusi permasalahan pembelajaran, berbagi praktik baik 

(best practices), penyusunan perangkat ajar, pengembangan media 

pembelajaran digital, serta refleksi terhadap praktik pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Dalam konteks transformasi pendidikan, komunitas belajar juga 

menjadi ruang untuk mengembangkan kompetensi guru dalam literasi 

digital, pembelajaran mendalam, coding, dan pemanfaatan Artificial 

Intelligence (AI). Misalnya, guru dapat berdiskusi tentang cara 

mengintegrasikan AI dalam penyusunan asesmen, atau berbagi 

pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang 

melibatkan unsur coding. Dengan demikian, komunitas belajar tidak 

hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi laboratorium inovasi 

pembelajaran. 
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Pelaksanaan komunitas belajar difokuskan pada isu-isu nyata yang 

dihadapi guru di kelas. Misalnya, ketika ditemukan rendahnya 

keterlibatan siswa atau kesulitan dalam menerapkan pembelajaran 

diferensiasi, komunitas belajar menjadi ruang untuk bersama-sama 

mencari solusi. Guru dapat merancang strategi pembelajaran baru, 

mengujicobakannya di kelas, kemudian mendiskusikan hasilnya dalam 

pertemuan berikutnya. Siklus ini mencerminkan proses plan–do–reflect 

yang berkelanjutan dalam pengembangan profesional guru. 

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan 

keberlangsungan dan efektivitas komunitas belajar. Peran tersebut 

meliputi penyediaan waktu khusus dalam kalender akademik, dukungan 

fasilitas seperti ruang dan perangkat teknologi, serta kebijakan yang 

mendorong partisipasi aktif guru. Selain itu, kepala sekolah juga 

melakukan pemantauan terhadap hasil kegiatan komunitas belajar 

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan dampak nyata 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. 

Sebagai contoh praktik, seorang guru yang telah mencoba metode 

pembelajaran berbasis proyek digital mempresentasikan hasil 

implementasinya dalam forum komunitas belajar. Guru lain kemudian 

memberikan masukan, mengadaptasi metode tersebut, dan 

menerapkannya di kelas masing-masing. Pada pertemuan berikutnya, 

hasil implementasi tersebut didiskusikan kembali untuk melihat 

efektivitasnya serta melakukan penyempurnaan. Proses ini 

menciptakan siklus pembelajaran kolektif yang mempercepat 

penyebaran inovasi di sekolah. 

Dampak dari pemanfaatan komunitas belajar yang dikelola secara baik 

terlihat dari meningkatnya kompetensi guru, berkembangnya inovasi 

pembelajaran, serta meningkatnya kualitas interaksi belajar di kelas. 

Selain itu, terbentuk pula budaya kolaboratif dan saling belajar antar 

guru yang menjadi ciri organisasi pembelajar. Apabila hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa kegiatan komunitas belajar belum berjalan 

optimal, sekolah perlu melakukan penyesuaian terhadap agenda, 

metode pelaksanaan, maupun fokus kegiatan agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan nyata guru dan tantangan pembelajaran yang dihadapi 

(Mahsus & Latipah, 2021). 
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Dengan demikian, integrasi antara supervisi dan komunitas belajar 

tidak hanya memperkuat fungsi pembinaan, tetapi juga membangun 

ekosistem pengembangan profesional yang berkelanjutan dan 

berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan. 

e. Penilaian kinerja berbasis inovasi dan dampak pembelajaran 

Penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan merupakan proses 

sistematis yang bertujuan untuk mengukur capaian kerja individu secara 

objektif, terukur, dan berkelanjutan. Secara konseptual, penilaian 

kinerja dalam paradigma manajemen pendidikan modern tidak lagi 

hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, seperti kelengkapan 

perangkat pembelajaran atau kehadiran, tetapi lebih menekankan pada 

kualitas proses pembelajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar 

peserta didik. Dengan demikian, penilaian kinerja menjadi instrumen 

strategis untuk mendorong peningkatan profesionalisme guru sekaligus 

peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. 

Penilaian kinerja dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian 

mutu yang terintegrasi dengan program pengembangan kompetensi dan 

supervisi. Indikator penilaian diperluas dengan memasukkan dimensi 

inovasi pembelajaran, seperti kemampuan guru dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, mengintegrasikan 

coding dalam kegiatan pembelajaran, serta memanfaatkan AI sebagai 

alat bantu dalam diferensiasi pembelajaran, penyusunan materi ajar, 

maupun asesmen. Selain itu, penilaian juga mencakup kemampuan guru 

dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna (meaningful 

learning), mendorong keterlibatan aktif siswa, serta mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Secara operasional, pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan melalui 

beberapa tahapan yang terstruktur.  

1) Penetapan indikator kinerja yang mengacu pada standar nasional 

pendidikan serta kebutuhan pengembangan sekolah. Indikator ini 

mencakup aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta inovasi pembelajaran 

berbasis digital; 

2) Pengumpulan data melalui berbagai metode, seperti observasi 

kelas, analisis dokumen pembelajaran, refleksi guru, serta umpan 

balik dari peserta didik. 
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3) Analisis dan interpretasi data kinerja yang dilakukan secara 

objektif dan berbasis bukti. Pada tahap ini, kepala sekolah atau tim 

penilai tidak hanya menilai capaian kinerja, tetapi juga 

mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu dikembangkan.  

4) Pemberian umpan balik yang bersifat konstruktif dan dialogis, 

sehingga guru dapat memahami hasil penilaian serta merancang 

langkah perbaikan secara mandiri. 

5) Tindak lanjut hasil penilaian. Hasil penilaian kinerja tidak berhenti 

pada dokumentasi administratif, tetapi digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan, seperti perencanaan program 

pelatihan, pemberian penghargaan, penugasan tambahan, maupun 

pembinaan khusus. Dalam RKASP, kegiatan ini dapat 

diintegrasikan dalam program “Penilaian Kinerja Guru Berbasis 

Inovasi Digital dan Tindak Lanjut Pengembangan Profesional”. 

Sebagai contoh praktik, guru yang mampu mengembangkan 

pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan teknologi digital 

atau AI, serta menunjukkan peningkatan keterlibatan dan hasil belajar 

siswa, dapat dijadikan sebagai model praktik baik (best practice). Guru 

tersebut dapat diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman melalui 

komunitas belajar atau menjadi narasumber dalam kegiatan in-house 

training. Sebaliknya, guru yang masih mengalami kendala dalam 

mengintegrasikan teknologi atau menerapkan pembelajaran mendalam 

dapat diberikan pendampingan melalui coaching atau supervisi 

lanjutan. 

Lebih lanjut, penilaian kinerja yang berbasis inovasi dan dampak 

pembelajaran akan mendorong terbentuknya budaya kerja yang 

reflektif dan berorientasi pada mutu. Guru tidak hanya bekerja untuk 

memenuhi kewajiban administratif, tetapi terdorong untuk terus 

berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika hasil 

penilaian menunjukkan adanya kesenjangan kinerja, sekolah perlu 

melakukan penyesuaian strategi, memperkuat program pembinaan, 

serta memastikan bahwa setiap guru mendapatkan dukungan yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Dengan demikian, penilaian kinerja yang terintegrasi dalam RKASP 

dan dilaksanakan secara sistematis tidak hanya berfungsi sebagai alat 

evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan profesional yang 
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mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat inovasi, dan 

pada akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. 

f. Pengadministrasian kepegawaian berbasis sistem digital dan data 

Administrasi kepegawaian merupakan sistem pendukung utama dalam 

pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berfungsi 

menyediakan data akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar 

pengambilan keputusan manajerial. Secara konseptual, administrasi 

kepegawaian tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pencatatan dan 

pengarsipan, tetapi sebagai sistem informasi strategis (strategic 

information system) yang mampu mendukung perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan sumber daya manusia di 

sekolah. 

Dalam konteks transformasi digital, administrasi kepegawaian 

mengalami pergeseran paradigma dari sistem manual menuju sistem 

berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Digitalisasi administrasi 

memungkinkan pengelolaan data secara lebih efisien, akurat, 

transparan, dan real-time, sehingga meminimalkan kesalahan 

pencatatan serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain 

itu, sistem digital juga mendukung prinsip akuntabilitas dalam 

pengelolaan sekolah, karena data dapat diakses dan ditelusuri secara 

sistematis. 

Dalam kerangka RKASP, kegiatan administrasi kepegawaian dirancang 

sebagai bagian dari penguatan tata kelola sekolah yang modern dan 

berbasis data (data-driven management). Kegiatan ini mencakup 

pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kepegawaian, 

pengelolaan data kinerja, serta dokumentasi pengembangan kompetensi 

guru dan tenaga kependidikan. Data yang dikelola tidak hanya bersifat 

administratif dasar, seperti identitas dan kehadiran, tetapi juga 

mencakup rekam jejak profesional yang lebih komprehensif, seperti 

riwayat pelatihan, hasil penilaian kinerja, partisipasi dalam kegiatan 

pengembangan, serta kontribusi dalam inovasi pembelajaran, termasuk 

pemanfaatan teknologi, koding, dan Artificial Intelligence (AI). 

Secara operasional, implementasi administrasi kepegawaian berbasis 

digital dilakukan melalui beberapa tahapan. 
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1) Identifikasi kebutuhan sistem yang sesuai dengan kondisi dan 

kapasitas sekolah; 

2) Pengembangan atau pemilihan platform sistem informasi yang 

akan digunakan, baik melalui pengembangan mandiri maupun 

pemanfaatan aplikasi yang sudah tersedia; 

3) Pengumpulan dan input data secara sistematis, yang dilanjutkan 

dengan proses validasi untuk memastikan keakuratan data; 

4) Pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Data 

kepegawaian digunakan untuk berbagai keperluan strategis, seperti 

perencanaan kebutuhan tenaga, penentuan program 

pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta pengambilan 

keputusan terkait mutasi dan promosi; 

5) Pemeliharaan dan pembaruan data secara berkala agar sistem tetap 

relevan dan akurat. 

Sebagai contoh implementasi dalam RKASP, sekolah dapat merancang 

kegiatan “Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Digital” yang 

mencakup penyediaan perangkat lunak, pelatihan penggunaan sistem 

bagi tenaga kependidikan, serta integrasi data kepegawaian dalam satu 

platform. Melalui sistem ini, kepala sekolah dapat dengan mudah 

memantau kinerja guru, melihat riwayat pelatihan, serta 

mengidentifikasi kebutuhan pengembangan secara cepat dan tepat. 

Selain itu, sistem ini juga memungkinkan transparansi dalam 

pengelolaan data, sehingga meningkatkan kepercayaan seluruh 

pemangku kepentingan. 

Lebih lanjut, administrasi kepegawaian yang berbasis digital akan 

mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional dan berbasis 

data. Guru dan tenaga kependidikan tidak hanya tercatat secara 

administratif, tetapi juga terdokumentasi perkembangan profesionalnya 

secara sistematis. Jika sistem administrasi belum berjalan optimal, 

sekolah perlu melakukan penguatan kapasitas tenaga dalam 

pengelolaan data, meningkatkan infrastruktur teknologi, serta 

memastikan adanya dukungan kebijakan yang mendukung digitalisasi. 

Dengan demikian, administrasi kepegawaian yang terintegrasi dalam 

RKASP dan didukung oleh sistem digital tidak hanya meningkatkan 

efisiensi pengelolaan, tetapi juga menjadi fondasi dalam pengambilan 
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keputusan yang tepat, pengembangan profesional yang terarah, serta 

peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

g. Mutasi, promosi, dan pemberhentian berbasis kinerja dan 

profesionalitas 

Mutasi, promosi, dan pemberhentian merupakan bagian integral dari 

dinamika organisasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi, serta 

profesionalitas kinerja individu dan organisasi sekolah. Secara 

konseptual, promosi dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, 

kompetensi, dan kontribusi individu yang menunjukkan keunggulan, 

sedangkan mutasi merupakan upaya penataan ulang penugasan untuk 

penyegaran organisasi, pemerataan beban kerja, atau penyesuaian 

dengan kebutuhan sekolah. Adapun pemberhentian merupakan langkah 

administratif yang dilakukan secara terukur dan sesuai ketentuan untuk 

menjaga standar profesionalitas dan integritas organisasi. 

Dalam perspektif MBS, ketiga aspek ini tidak hanya dipandang sebagai 

keputusan administratif, tetapi sebagai strategi pengembangan sumber 

daya manusia yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. 

Oleh karena itu, setiap keputusan terkait mutasi, promosi, dan 

pemberhentian harus didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, 

akuntabilitas, serta berbasis data kinerja dan kebutuhan organisasi. 

Berkaitan dengan mutasi, promosi, dan pemberhentian dirancang 

sebagai bagian dari program pengembangan karier dan penataan 

organisasi. Kegiatan tersebut dapat mencakup identifikasi potensi 

kepemimpinan guru, program penyiapan calon pemimpin (talent 

scouting), pelatihan kepemimpinan, serta rapat pertimbangan karier 

berbasis kinerja.  

Secara operasional, proses mutasi dan promosi dilakukan melaklui 

langkah :  

1) Analisis data kinerja yang diperoleh dari penilaian kinerja, 

supervisi, serta rekam jejak kontribusi guru dalam inovasi 

pembelajaran, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, coding, dan 

Artificial Intelligence (AI); 

2) Pemetaan potensi dan kebutuhan organisasi untuk menentukan 

posisi atau peran yang sesuai; 
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3) Pertimbangan dan penetapan keputusan secara formal, disertai 

dengan sosialisasi dan pendampingan agar tenaga yang 

bersangkutan dapat menjalankan peran barunya secara optimal. 

Pada SMP negeri, kewenangan dalam mutasi, promosi, dan 

pemberhentian sebagian besar berada pada pemerintah daerah atau 

instansi terkait, sehingga peran sekolah lebih pada memberikan 

rekomendasi berdasarkan data kinerja dan kebutuhan sekolah. 

Prosesnya cenderung mengikuti mekanisme birokrasi yang telah 

ditetapkan, termasuk dalam hal kenaikan pangkat, rotasi, maupun 

penempatan jabatan struktural. Sementara itu, pada SMP swasta, 

kewenangan tersebut lebih fleksibel dan berada pada kepala sekolah 

bersama yayasan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih 

cepat dan kontekstual, meskipun tetap harus menjunjung tinggi prinsip 

profesionalitas dan keadilan. 

Sebagai contoh praktik, guru yang menunjukkan kinerja unggul dalam 

inovasi pembelajaran—misalnya mampu mengintegrasikan AI dalam 

pembelajaran, mengembangkan proyek berbasis coding, serta 

meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa—dapat 

dipromosikan menjadi koordinator kurikulum, wakil kepala sekolah, 

atau pengembang inovasi pembelajaran. Promosi ini tidak hanya 

menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga strategi untuk memperluas 

dampak positif dari praktik baik yang telah dilakukan. 

Sebaliknya, tenaga yang belum menunjukkan kinerja sesuai standar 

tidak serta-merta diberikan sanksi, tetapi terlebih dahulu diberikan 

pembinaan melalui pendampingan, pelatihan, atau supervisi intensif. 

Jika setelah dilakukan pembinaan tidak terjadi perbaikan yang 

signifikan, maka dapat dilakukan langkah administratif sesuai 

ketentuan yang berlaku, termasuk mutasi ke tugas yang lebih sesuai atau 

pemberhentian sebagai langkah terakhir. Pendekatan ini menegaskan 

bahwa manajemen PTK bersifat humanistik namun tetap tegas dalam 

menjaga standar mutu. 

Lebih lanjut, pengelolaan mutasi, promosi, dan pemberhentian yang 

dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam RKASP akan 

mendorong terciptanya budaya kerja yang kompetitif, profesional, dan 

berorientasi pada kinerja. Guru akan terdorong untuk terus 
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meningkatkan kompetensinya, berinovasi dalam pembelajaran, serta 

berkontribusi secara aktif dalam pengembangan sekolah. 

Dengan demikian, mutasi, promosi, dan pemberhentian tidak hanya 

berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi menjadi instrumen 

strategis dalam membangun organisasi sekolah yang dinamis, adaptif, 

dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pendidikan di era 

transformasi digital. 

h. Motivasi dan kesejahteraan berbasis kinerja dan dukungan Inovasi 

Motivasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 

merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, 

serta keberlanjutan profesionalisme di lingkungan sekolah. Secara 

konseptual, motivasi tidak hanya bersumber dari aspek finansial, seperti 

gaji dan tunjangan, tetapi juga dari aspek non-finansial yang meliputi 

penghargaan, pengakuan profesional, kesempatan pengembangan diri, 

serta lingkungan kerja yang kondusif. Dalam perspektif manajemen 

modern, motivasi dipandang sebagai energi pendorong yang 

menentukan tingkat komitmen, kreativitas, dan produktivitas individu 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), penguatan 

motivasi dan kesejahteraan menjadi bagian integral dari strategi 

pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada mutu. Oleh 

karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan motivasi dan kesejahteraan 

perlu dirancang secara sistematis agar memiliki arah yang jelas, 

dukungan sumber daya, serta indikator keberhasilan yang terukur. 

Program motivasi dan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui 

berbagai kegiatan, seperti pemberian penghargaan berbasis kinerja, 

penyediaan fasilitas kerja yang memadai, penguatan budaya kerja 

positif, serta dukungan terhadap pengembangan profesional. 

Penghargaan tidak hanya diberikan dalam bentuk material, tetapi juga 

dalam bentuk pengakuan simbolik, seperti pemberian sertifikat, 

publikasi praktik baik, atau kesempatan menjadi narasumber dalam 

kegiatan pengembangan guru. Pendekatan ini penting untuk 

membangun rasa bangga dan identitas profesional guru. 

Dalam konteks transformasi digital, motivasi dan kesejahteraan juga 

perlu dikaitkan dengan dukungan terhadap inovasi pembelajaran. 
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Sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, 

seperti perangkat digital (laptop, proyektor, perangkat pembelajaran 

interaktif), akses internet yang memadai, serta platform pembelajaran 

digital. Selain itu, dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk 

pelatihan penggunaan teknologi, koding, dan AI, sehingga guru merasa 

didukung dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. 

Secara operasional, implementasi program motivasi dan kesejahteraan 

dilakukan melalui beberapa langkah. 

1) Identifikasi kebutuhan dan tingkat kepuasan kerja tenaga pendidik 

melalui survei atau dialog terbuka; 

2) Perencanaan program mencakup jenis kegiatan, bentuk 

penghargaan, serta sumber pendanaan; 

3) Pelaksanaan program secara transparan dan adil, sehingga dapat 

diterima oleh seluruh warga sekolah; 

4) Evaluasi dampak program terhadap motivasi, kinerja, dan 

kepuasan kerja tenaga pendidik. 

Sebagai contoh implementasi, RKASP dapat memuat kegiatan seperti 

“Apresiasi Guru Inovatif Berbasis AI dan Coding”, “Penghargaan Guru 

dengan Praktik Pembelajaran Terbaik”, serta “Penyediaan Fasilitas 

Teknologi Pembelajaran”. Guru yang menunjukkan inovasi dalam 

pembelajaran—misalnya mampu mengintegrasikan AI dalam asesmen, 

mengembangkan proyek berbasis coding, atau meningkatkan 

keterlibatan siswa melalui media digital—dapat diberikan penghargaan 

sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, sekolah juga dapat memberikan 

kesempatan kepada guru tersebut untuk berbagi praktik baik dalam 

forum komunitas belajar, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh 

guru lain. 

Lebih lanjut, motivasi dan kesejahteraan juga dapat diperkuat melalui 

penciptaan budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Kepala sekolah 

berperan dalam membangun komunikasi yang terbuka, memberikan 

dukungan moral, serta menciptakan suasana kerja yang saling 

menghargai. Lingkungan kerja yang kondusif akan meningkatkan 

kenyamanan dan loyalitas tenaga pendidik, sehingga mereka dapat 

bekerja secara optimal. 
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Jika program motivasi dan kesejahteraan belum memberikan dampak 

yang signifikan, sekolah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian, 

baik dalam bentuk program, mekanisme pelaksanaan, maupun bentuk 

penghargaan yang diberikan. Hal ini penting agar program yang 

dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan tenaga 

pendidik. 

Dengan demikian, motivasi dan kesejahteraan yang dirancang secara 

strategis dan terintegrasi dalam RKASP tidak hanya meningkatkan 

kinerja individu, tetapi juga memperkuat budaya profesional, 

mendorong inovasi pembelajaran, serta menciptakan lingkungan kerja 

yang produktif dan berkelanjutan. 

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang terintegrasi dalam 

RKASP dan dilaksanakan berdasarkan prinsip MBS menunjukkan 

bahwa setiap program tidak hanya direncanakan secara administratif, 

tetapi juga diarahkan pada transformasi kualitas pembelajaran. Dengan 

memasukkan literasi digital, pembelajaran mendalam, coding, dan 

Artificial Intelligence sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, 

sekolah mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif, 

adaptif, dan berorientasi masa depan. 

7. Implementai Program Sarana dan Prasarana 

Implementasi program sarana dan prasarana merupakan rangkaian kegiatan 

sistematis yang bertujuan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan 

dapat direncanakan, dimanfaatkan, dipelihara, dan dikembangkan secara 

optimal dalam mendukung proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan 

prasarana tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik semata, tetapi juga 

mencerminkan kualitas tata kelola sekolah yang efektif, efisien, transparan, 

dan berkelanjutan. 

Dalam kerangka MBS, implementasi program sarana dan prasarana harus 

dilakukan secara terintegrasi dengan program sekolah lainnya, serta 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini penting agar setiap 

tahapan pengelolaan sarana dan prasarana benar-benar berorientasi pada 

kebutuhan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. 

Secara umum, implementasi program sarana dan prasarana meliputi 

beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pengadaan, 

penggunaan/pemanfaatan, pemeliharaan (perawatan), inventarisasi, serta 
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pengawasan dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki peran yang saling terkait 

dan tidak dapat dipisahkan, sehingga diperlukan pengelolaan yang sistematis 

dan berkelanjutan agar sarana dan prasarana dapat berfungsi secara optimal. 

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini diuraikan tahapan-tahapan dalam 

implementasi program sarana dan prasarana sekolah. 

a. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah 

Perencanaan sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SMP berbasis 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilakukan secara sistematis, 

partisipatif, dan berorientasi pada mutu. Agar lebih operasional, 

langkah-langkahnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Analisis kondisi eksisting 

Sekolah melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang 

dimiliki, meliputi jumlah, kondisi, kelayakan, serta tingkat 

pemanfaatannya. Kegiatan ini mencakup ruang kelas, 

laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, media 

pembelajaran, hingga sarana pendukung seperti sanitasi dan TIK. 

2) Identifikasi kebutuhan 

Berdasarkan kondisi eksisting, sekolah mengidentifikasi 

kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

mendukung proses pembelajaran. Identifikasi ini 

mempertimbangkan kurikulum, jumlah peserta didik, 

perkembangan teknologi, serta kebutuhan pembelajaran abad ke-

21. 

3) Analisis kesenjangan (gap analysis) 

Sekolah membandingkan kondisi yang ada dengan standar yang 

diharapkan (standar nasional maupun kebutuhan kontekstual 

sekolah). Dari sini terlihat kekurangan, kelebihan, atau kebutuhan 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana. 

4) Penentuan skala prioritas 

Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus, sehingga 

sekolah menyusun prioritas berdasarkan tingkat urgensi, dampak 

terhadap mutu pembelajaran, dan ketersediaan sumber daya. 

Prinsip MBS menekankan bahwa penentuan ini dilakukan secara 

partisipatif. 
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5) Musyawarah dan pelibatan pemangku kepentingan 

Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan 

perwakilan orang tua dilibatkan dalam pembahasan rencana. Hal 

ini untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kesepahaman 

bersama. 

6) Penyusunan program dan rencana kegiatan 

Sekolah merumuskan program pengadaan, rehabilitasi, atau 

pengembangan sarana dan prasarana secara rinci, mencakup jenis 

kegiatan, volume, waktu pelaksanaan, serta target capaian. 

7) Penganggaran dalam RKASP 

Setiap rencana kegiatan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Satuan Pendidikan (RKASP), lengkap dengan sumber 

pendanaan (BOS, bantuan pemerintah, partisipasi masyarakat, atau 

sumber lain yang sah). 

8) Penetapan indikator keberhasilan 

Sekolah menetapkan indikator untuk mengukur keberhasilan 

pemenuhan sarana dan prasarana, baik dari aspek ketersediaan, 

kualitas, maupun tingkat pemanfaatannya dalam pembelajaran. 

9) Integrasi dengan RKJM/RKJP  

Perencanaan sarana dan prasarana diintegrasikan ke dalam 

RKJM/RKJP sebagai bagian dari perencanaan strategis jangka 

menengah dan tahunan sekolah. 

10) Sosialisasi rencana 

Rencana yang telah disusun disosialisasikan kepada seluruh warga 

sekolah agar dipahami dan didukung bersama, sekaligus membuka 

ruang pengawasan publik. 

11) Penyiapan mekanisme monitoring dan evaluasi 

Sekolah merancang sistem pemantauan dan evaluasi untuk 

memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. 

Melalui langkah-langkah tersebut, perencanaan sarana dan prasarana 

berbasis MBS tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi 

instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan 

secara berkelanjutan. 
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b. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah 

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SMP dalam 

kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan proses 

strategis untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan secara efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadaan tidak sekadar aktivitas 

pembelian, tetapi bagian dari upaya menjamin tersedianya lingkungan 

belajar yang mendukung mutu pembelajaran dan perkembangan peserta 

didik. Dalam prinsip MBS, pengadaan dilaksanakan secara partisipatif, 

sesuai kebutuhan riil sekolah, serta mempertimbangkan keberlanjutan 

pemanfaatannya. 

Agar pelaksanaannya sistematis dan terarah, langkah-langkah 

pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Penetapan kebutuhan prioritas 

Pengadaan diawali dengan menetapkan kebutuhan yang telah 

diprioritaskan dalam tahap perencanaan. Kebutuhan ini harus 

benar-benar mendesak, relevan dengan peningkatan mutu 

pembelajaran, dan telah disepakati oleh pemangku kepentingan. 

2) Penyusunan spesifikasi teknis 

Sekolah menyusun spesifikasi teknis barang atau prasarana yang 

akan diadakan, mencakup jenis, ukuran, kualitas, fungsi, serta 

standar yang harus dipenuhi. Spesifikasi ini penting untuk 

menjamin kesesuaian antara kebutuhan dan barang yang diperoleh. 

3) Penetapan anggaran dan sumber dana 

Pengadaan harus mengacu pada RKASP yang telah disusun. 

Sekolah memastikan kejelasan sumber pendanaan, baik dari dana 

BOS, bantuan pemerintah, maupun partisipasi masyarakat, serta 

menyesuaikannya dengan prinsip efisiensi. 

4) Pembentukan tim/panitia pengadaan 

Kepala sekolah membentuk tim atau panitia pengadaan yang 

bertanggung jawab terhadap seluruh proses. Tim ini biasanya 

melibatkan unsur manajemen sekolah dan memperhatikan prinsip 

transparansi serta akuntabilitas. 
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5) Pemilihan penyedia barang/jasa 

Sekolah melakukan pemilihan penyedia secara objektif dan 

terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilihan 

mempertimbangkan kualitas, harga, reputasi, serta kemampuan 

penyedia dalam memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. 

6) Proses pembelian atau pengadaan 

Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai prosedur, baik melalui 

pembelian langsung, pemesanan, maupun mekanisme lain yang 

sesuai regulasi. Seluruh proses harus terdokumentasi dengan baik. 

7) Pemeriksaan dan penerimaan barang 

Barang atau prasarana yang telah diterima diperiksa kesesuaiannya 

dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jika sesuai, dilakukan serah 

terima dan pencatatan administrasi; jika tidak, dilakukan perbaikan 

atau pengembalian. 

8) Pencatatan dan inventarisasi 

Setiap sarana dan prasarana yang diperoleh dicatat dalam buku 

inventaris atau sistem administrasi sekolah. Hal ini penting untuk 

pengelolaan aset, pengawasan, dan perencanaan di masa depan. 

9) Pelaporan dan pertanggungjawaban 

Sekolah menyusun laporan pengadaan sebagai bentuk 

akuntabilitas penggunaan anggaran. Laporan ini dapat 

disampaikan kepada dinas pendidikan, komite sekolah, dan pihak 

terkait lainnya. 

10) Sosialisasi dan pemanfaatan 

Sarana dan prasarana yang telah diadakan disosialisasikan kepada 

pengguna (guru, siswa, tenaga kependidikan) agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. 

11) Evaluasi pengadaan 

Sekolah melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pengadaan 

untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap 

mutu pembelajaran. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan pada 

pengadaan berikutnya. 

Dengan langkah-langkah tersebut, pengadaan sarana dan prasarana 

berbasis MBS tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik sekolah, tetapi 
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juga memperkuat tata kelola yang baik (good governance), 

meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya 

proses pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan. 

c. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah 

Pemanfaatan fasilitas sekolah pada jenjang SMP dalam kerangka 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan upaya sistematis 

untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki 

benar-benar digunakan secara optimal dalam mendukung proses 

pembelajaran. Pemanfaatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan 

kelanjutan dari perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil 

sekolah, sehingga setiap fasilitas memiliki nilai guna yang maksimal 

bagi peningkatan mutu pendidikan. 

Pemanfaatan fasilitas sekolah dilaksanakan berdasarkan analisis 

kebutuhan sarana prasarana yang mengacu pada data kondisi fasilitas, 

jumlah peserta didik, serta kebutuhan pembelajaran. Data tersebut 

diperoleh melalui inventarisasi sarana prasarana, laporan penggunaan 

fasilitas, serta hasil evaluasi pembelajaran yang menunjukkan 

kebutuhan ruang dan alat pendukung belajar. 

Agar lebih operasional, langkah-langkah pemanfaatan fasilitas sekolah 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Analisis data dan kebutuhan pemanfaatan 

Sekolah mengkaji data inventaris sarana prasarana, jumlah peserta 

didik, serta kebutuhan pembelajaran untuk menentukan pola 

pemanfaatan fasilitas yang tepat. 

2) Integrasi dalam perencanaan sekolah (RKJP dan RKASP) 

Rencana pemanfaatan fasilitas disusun secara terintegrasi dalam 

dokumen RKJM dan RKASP agar selaras dengan program sekolah 

dan penganggaran. 

3) Pemetaan kondisi dan fotensi sarana dan prasarana  

Wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana bersama tim 

melakukan pemetaan terhadap kondisi fasilitas seperti ruang kelas, 

laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya untuk 

mengetahui tingkat kelayakan dan potensi penggunaannya. 
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4) Penentuan skala prioritas pemanfaatan 

Berdasarkan hasil pemetaan, sekolah menentukan prioritas apakah 

fasilitas perlu dioptimalkan penggunaannya, direhabilitasi, atau 

didukung dengan sarana tambahan. 

5) Penyusunan jadwal penggunaan fasilitas 

Sekolah mengatur penggunaan fasilitas secara terjadwal dan 

terkoordinasi agar semua pihak mendapatkan akses yang adil dan 

optimal, terutama untuk fasilitas yang digunakan bersama seperti 

laboratorium dan perpustakaan. 

6) Pemanfaatan dalam pembelajaran 

Guru memanfaatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran, seperti penggunaan laboratorium untuk praktikum, 

perpustakaan untuk kegiatan literasi, atau media pembelajaran 

untuk mendukung pemahaman konsep. 

7) Tanggung jawab pengguna 

Guru dan siswa bertanggung jawab menjaga, menggunakan, dan 

mengembalikan fasilitas sesuai prosedur agar tetap dalam kondisi 

baik dan siap digunakan kembali. 

8) Monitoring oleh kepala sekolah 

Kepala sekolah melakukan pemantauan melalui laporan 

penggunaan serta observasi langsung untuk memastikan fasilitas 

dimanfaatkan secara efektif. 

9) Tindak lanjut optimalisasi 

Jika ditemukan fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal, 

sekolah melakukan penyesuaian jadwal, memberikan arahan 

kepada guru, atau menyusun strategi pemanfaatan yang lebih 

efektif. 

Contoh Praktik Baik (Best Practice) 

laboratorium IPA yang sebelumnya kurang dimanfaatkan 

dioptimalkan melalui penjadwalan praktikum rutin. Guru 

diberikan panduan penggunaan alat sehingga kegiatan praktikum 

berjalan efektif dan meningkatkan pemahaman siswa. 

10) Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan 

Sekolah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan fasilitas untuk 

menilai efektivitasnya. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan 

kebutuhan, maka dilakukan revisi perencanaan berbasis data 

terbaru (Azhari & Kurniady, 2016). 
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Melalui pemanfaatan fasilitas yang terencana dan terkelola dengan 

baik, sekolah dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

mengoptimalkan penggunaan sarana yang tersedia, serta mendorong 

keterlibatan aktif peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip MBS 

yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya pendidikan. 

d. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 

Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SMP dalam 

kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan proses 

berkelanjutan yang bertujuan menjaga agar seluruh fasilitas tetap dalam 

kondisi baik, aman, dan siap digunakan. Pemeliharaan tidak hanya 

bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola sekolah yang 

efektif, efisien, serta mendukung keberlangsungan mutu pembelajaran. 

Pemeliharaan sarana pembelajaran dilaksanakan berdasarkan data 

kondisi fasilitas yang diperoleh melalui inspeksi rutin, laporan 

kerusakan, serta catatan penggunaan. Dengan pendekatan berbasis data 

ini, sekolah dapat melakukan tindakan pemeliharaan secara tepat 

sasaran dan berkelanjutan. 

Agar lebih sistematis dan operasional, langkah-langkah pemeliharaan 

sarana dan prasarana sekolah dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Inventarisasi dan analisis kondisi sarana dan prasarana 

Sekolah melakukan pendataan kondisi sarana dan prasarana secara 

berkala untuk mengetahui tingkat kelayakan, fungsi, serta potensi 

kerusakan fasilitas. 

2) Penyusunan program dan jadwal pemeliharaan 

Sekolah menetapkan jadwal pemeliharaan rutin (harian, mingguan, 

berkala) yang terintegrasi dalam program kerja sekolah, mencakup 

pembersihan, pengecekan, dan perawatan ringan. 

3) Pembagian tugas dan tanggung Jawab 

Kegiatan pemeliharaan melibatkan tenaga kependidikan seperti 

petugas sarana prasarana dan teknisi sekolah, serta memperjelas 

peran guru dan siswa dalam menjaga fasilitas. 

4) Pelaksanaan pemeliharaan rutin 

Pemeliharaan dilakukan secara berkala, meliputi pembersihan 

ruang, pengecekan fungsi alat, serta perbaikan ringan pada fasilitas 
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seperti peralatan laboratorium, perangkat TIK, dan media 

pembelajaran. 

5) Pemeliharaan preventif 

Sekolah melakukan upaya pencegahan kerusakan melalui 

penggunaan fasilitas sesuai prosedur, penyimpanan yang baik, 

serta pengawasan penggunaan oleh guru. 

6) Pelibatan guru dan siswa 

Guru memastikan penggunaan fasilitas sesuai aturan dan 

melaporkan kerusakan, sedangkan siswa dibiasakan menjaga 

kebersihan dan ketertiban sebagai bagian dari pembinaan karakter. 

7) Pencatatan dan pelaporan kerusakan 

Setiap kerusakan dicatat dalam buku laporan atau sistem 

administrasi sekolah untuk memudahkan penanganan dan 

pengambilan keputusan. 

8) Tindak lanjut perbaikan 

Kerusakan ringan ditangani langsung oleh petugas sekolah, 

sedangkan kerusakan berat atau kompleks dikoordinasikan dengan 

pihak luar atau melalui pengadaan sesuai mekanisme anggaran. 

Sebagai contoh, kerusakan proyektor di ruang kelas dilaporkan 

oleh guru kepada petugas sarana prasarana. Petugas melakukan 

pengecekan dan perbaikan; jika tidak memungkinkan, sekolah 

mengusulkan penggantian melalui RKASP. 

9) Monitoring oleh kepala sekolah 

Kepala sekolah melakukan pengawasan melalui laporan 

pemeliharaan dan evaluasi kondisi fasilitas secara berkala untuk 

memastikan kelayakan sarana. 

10) Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan 

Sekolah mengevaluasi efektivitas pemeliharaan. Jika masih sering 

terjadi kerusakan, dilakukan penguatan prosedur penggunaan, 

peningkatan disiplin, serta penyesuaian strategi pemeliharaan 

(Azhari & Kurniady, 2016). 

Melalui pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan, sekolah dapat 

meminimalkan gangguan dalam proses pembelajaran, memperpanjang 

usia pakai fasilitas, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman 

dan nyaman. Hal ini sejalan dengan prinsip MBS yang menekankan 

efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber 

daya pendidikan. 
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e. Inventarisasi sarana dan prasarana 

Inventarisasi sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SMP dalam 

kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan kegiatan 

awal yang sangat penting dalam pengelolaan fasilitas pendidikan. 

Inventarisasi bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, 

dan mutakhir mengenai seluruh aset sekolah, sehingga dapat menjadi 

dasar dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, 

hingga penghapusan sarana dan prasarana. 

Inventarisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi 

instrumen pengambilan keputusan yang berbasis data (data-driven 

decision making). Dengan inventarisasi yang baik, sekolah dapat 

memastikan pengelolaan sarana prasarana berjalan efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

Agar pelaksanaannya sistematis, langkah-langkah inventarisasi sarana 

dan prasarana sekolah dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Penetapan tim inventarisasi 

Kepala sekolah menetapkan petugas atau tim yang bertanggung 

jawab melakukan inventarisasi, biasanya melibatkan wakil kepala 

sekolah bidang sarana prasarana dan tenaga administrasi. 

2) Penentuan objek inventarisasi 

Sekolah menetapkan seluruh aset yang akan didata, meliputi tanah, 

bangunan, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, peralatan 

pembelajaran, media TIK, hingga perlengkapan pendukung 

lainnya. 

3) Pengumpulan data sarana dan srasarana 

Tim melakukan pendataan secara langsung melalui pengecekan 

fisik (stock opname) serta penelusuran dokumen administrasi yang 

ada. 

4) Pencatatan dalam buku atau sistem inventaris 

Seluruh data dicatat secara sistematis dalam buku inventaris atau 

aplikasi manajemen aset, mencakup nama barang, jumlah, kondisi, 

tahun perolehan, sumber dana, dan lokasi penyimpanan. 

5) Pemberian kode dan label aset 

Setiap sarana dan prasarana diberi kode atau label sebagai identitas 

untuk memudahkan pengelolaan, pelacakan, dan pengawasan. 
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6) Klasifikasi dan pengelompokan aset 

Aset dikelompokkan berdasarkan jenis, fungsi, dan tingkat 

penggunaannya, seperti sarana pembelajaran, sarana penunjang, 

dan prasarana fisik. 

7) Verifikasi dan validasi data 

Data inventaris diverifikasi untuk memastikan kesesuaian antara 

kondisi fisik dan catatan administrasi, sehingga menghindari 

kesalahan data. 

8) Penyusunan laporan inventarisasi 

Hasil inventarisasi disusun dalam bentuk laporan yang dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan 

kepada pihak terkait. 

9) Integrasi dengan sistem perencanaan sekolah 

Data inventaris digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKJP 

dan RKASP, terutama dalam menentukan kebutuhan pengadaan, 

pemeliharaan, atau penghapusan aset. 

10) Pemutakhiran data secara berkala 

Inventarisasi tidak bersifat sekali selesai, tetapi harus diperbarui 

secara berkala agar data tetap akurat dan relevan. 

11) Pengawasan dan akuntabilitas 

Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap proses 

inventarisasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan aset sekolah. 

Melalui inventarisasi yang tertib dan berkelanjutan, sekolah memiliki 

basis data yang kuat dalam mengelola sarana dan prasarana. Hal ini 

mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi 

penggunaan aset, serta memperkuat tata kelola sekolah yang 

profesional sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. 

f. Pengawasan sarana dan prasarana 

Pengawasan sarana dan prasarana sekolah merupakan bagian penting 

dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa seluruh fasilitas pendidikan digunakan secara 

optimal, terpelihara dengan baik, serta mendukung proses pembelajaran 

secara efektif dan efisien. Pengawasan ini tidak hanya berorientasi pada 

kontrol, tetapi juga pada upaya perbaikan berkelanjutan (continuous 
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improvement) agar sarana dan prasarana selalu dalam kondisi layak 

guna dan relevan dengan kebutuhan pendidikan. 

Secara konseptual, pengawasan sarana dan prasarana mencakup 

serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memantau, 

menilai, dan mengendalikan penggunaan serta pemeliharaan fasilitas 

sekolah. Kegiatan ini melibatkan perencanaan standar, pelaksanaan 

monitoring, evaluasi kondisi, hingga tindak lanjut perbaikan. Dengan 

demikian, pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjaga 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset sekolah. 

Dalam praktiknya, pengawasan sarana dan prasarana sekolah dapat 

dilaksanakan melalui beberapa aspek utama. 

1) Pengawasan terhadap penggunaan sarana 

Sekolah perlu memastikan bahwa setiap fasilitas seperti ruang 

kelas, laboratorium, perpustakaan, serta perangkat teknologi 

digunakan sesuai dengan fungsi dan prosedur yang telah 

ditetapkan. Misalnya, penggunaan laboratorium harus mengikuti 

standar keselamatan, sedangkan penggunaan perangkat TIK harus 

mendukung kegiatan pembelajaran, bukan untuk kepentingan di 

luar pendidikan. 

2) Pengawasan terhadap kondisi dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana 

Hal ini mencakup pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik 

bangunan, peralatan, dan perlengkapan sekolah. Melalui kegiatan 

inspeksi berkala, sekolah dapat mengidentifikasi kerusakan sejak 

dini sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sebelum kerusakan 

menjadi lebih parah. Pengawasan ini juga mencakup pencatatan 

inventaris secara tertib dan akurat. 

3) Pengawasan terhadap administrasi sarana dan prasarana 

Administrasi yang baik meliputi pencatatan aset, pelaporan 

penggunaan, serta dokumentasi pemeliharaan dan perbaikan. 

Dengan administrasi yang tertib, sekolah dapat memastikan bahwa 

seluruh aset tercatat dengan jelas, sehingga memudahkan dalam 

proses audit dan perencanaan kebutuhan di masa mendatang. 
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4) Pengawasan terhadap efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana 

dan prasarana 

Sekolah perlu menilai sejauh mana fasilitas yang tersedia benar-

benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Misalnya, apakah laboratorium digunakan secara optimal, apakah 

perpustakaan menjadi pusat literasi, atau apakah fasilitas olahraga 

mendukung pengembangan karakter peserta didik. 

5) Pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan 

Sarana dan prasarana harus memenuhi standar keamanan agar 

tidak membahayakan warga sekolah. Oleh karena itu, pengawasan 

mencakup pengecekan instalasi listrik, kondisi bangunan, alat 

pemadam kebakaran, serta jalur evakuasi. 

Pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana melibatkan berbagai 

pihak, antara lain kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, 

wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, tenaga administrasi, 

guru, serta komite sekolah. Dalam pendekatan MBS, keterlibatan 

seluruh warga sekolah menjadi kunci keberhasilan pengawasan karena 

menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. 

Agar pengawasan berjalan efektif, diperlukan beberapa strategi, seperti 

penyusunan standar operasional prosedur (SOP), penggunaan 

instrumen monitoring, pelaksanaan audit internal secara berkala, serta 

pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan aset. 

Selain itu, hasil pengawasan harus ditindaklanjuti dalam bentuk 

perbaikan, pengadaan, atau penghapusan sarana yang sudah tidak layak. 

Pada akhirnya, pengawasan sarana dan prasarana sekolah bukan 

sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya strategis 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sarana dan prasarana yang 

terkelola dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang 

nyaman, aman, dan kondusif, sehingga mampu mendukung pencapaian 

tujuan pendidikan secara optimal. 

 

8. Implementasi Program Keuangan 

Implementasi program keuangan sekolah dalam konteks Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bagian penting dalam mewujudkan 

pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Keuangan sekolah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, 
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tetapi sebagai instrumen strategis yang mendukung keberhasilan program 

dan peningkatan mutu pembelajaran. 

Dalam MBS, sekolah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola 

keuangan, sehingga diperlukan kemampuan untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi anggaran secara bertanggung jawab. Oleh 

karena itu, implementasi program keuangan perlu dipahami sebagai suatu 

proses yang sistematis dan berkelanjutan, yang mencerminkan praktik nyata 

pengelolaan di sekolah serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan. 

Berikut adalah langkah langkah yang bisa dilaksanakan agar 

pengelolaankeuangan berjalan dengan baik. 

Pada tahap penyusunan hingga implementasi program keuangan sekolah 

melalui RKASP, yang berlangsung di sekolah sesungguhnya adalah sebuah 

proses yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penyusunan dokumen 

anggaran. Ia merupakan proses pengambilan keputusan kolektif yang 

memadukan dimensi pedagogis, manajerial, regulatif, dan sosial, di mana 

setiap rupiah yang direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan 

selalu berkelindan dengan tujuan utama sekolah, yaitu peningkatan mutu 

pembelajaran. Proses ini tidak linear, melainkan dinamis, penuh interaksi, 

negosiasi, bahkan pembelajaran organisasi yang terus berkembang dari 

waktu ke waktu. 

a. Identifikasi dan pemetaan sumber keuangan: membaca realitas 

dan batasan 

Pada tahap awal ini, sekolah sesungguhnya sedang memasuki proses 

reflektif yang sangat penting, yaitu membaca kondisi riil kapasitas 

keuangan sekaligus memahami batasan struktural yang melekat pada 

setiap sumber dana. Kegiatan ini tidak hanya bersifat teknis menghitung 

jumlah dana, tetapi juga merupakan proses membangun kesadaran 

kolektif seluruh warga sekolah tentang posisi keuangan sekolah yang 

sebenarnya. 

Dalam praktik di sekolah, kepala sekolah dan bendahara biasanya 

memulai dengan memaparkan gambaran menyeluruh kondisi keuangan. 

Namun, yang disampaikan bukan sekadar angka total dana, melainkan 

juga penjelasan kontekstual, seperti: 

1) Karakteristik masing-masing sumber dana. 

2) Ketentuan penggunaan (juknis). 

3) Pola pencairan. 
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4) Serta keterbatasan fleksibilitas dalam penggunaannya.  

 

Pada tahap ini mulai muncul pemahaman bersama bahwa: 

1) Dana BOS meskipun menjadi sumber utama, penggunaannya 

dibatasi oleh regulasi yang cukup ketat, sehingga tidak semua 

kebutuhan sekolah dapat dibiayai dari sumber ini.  

2) Dana bantuan pemerintah daerah sering bersifat tidak tetap dan 

lebih banyak diarahkan pada program tertentu, sehingga tidak bisa 

diandalkan sebagai sumber utama yang berkelanjutan.  

3) Dukungan dari komite atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

kondisi sosial ekonomi orang tua, sehingga sifatnya fluktuatif dan 

tidak selalu dapat dipastikan.  

Dalam dinamika rapat, sering muncul momen “penyadaran” ketika 

bendahara memaparkan bahwa sebagian besar anggaran sebenarnya 

sudah terserap untuk kebutuhan rutin, seperti: 

1) Alat tulis kantor (ATK),  

2) Pembayaran listrik dan air,  

3) Kebutuhan operasional harian sekolah.  

Akibatnya, ruang fiskal yang benar-benar bisa digunakan untuk 

program peningkatan mutu—seperti pengembangan pembelajaran, 

pelatihan guru, atau inovasi program—menjadi sangat terbatas. Situasi 

ini sering memunculkan diskusi kritis di antara guru, misalnya: 

1) “Apakah program yang kita rencanakan realistis dengan kondisi 

dana yang ada?”  

2) “Apakah ada kegiatan yang bisa disederhanakan tanpa mengurangi 

kualitas?”  

3) “Apakah perlu melibatkan komite atau mencari alternatif sumber 

dana?”  

Pada titik ini, sekolah mulai bergerak dari pola pikir normatif menuju 

pola pikir strategis. Pengelolaan keuangan tidak lagi dipahami sebagai 

persoalan “berapa besar dana yang dimiliki”, tetapi sebagai kemampuan 

untuk: 

1) Mengidentifikasi ruang gerak yang tersedia. 

2) Memanfaatkan sumber daya secara optimal.  

3) Serta membuat keputusan prioritas yang tepat.  
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Lebih jauh, tahap ini juga menjadi fondasi terbentuknya kesadaran 

fiskal (financial awareness) di lingkungan sekolah. Guru tidak lagi 

hanya sebagai pelaksana program, tetapi mulai memahami keterkaitan 

antara program yang diusulkan dengan kapasitas keuangan yang 

tersedia. Kepala sekolah pun dituntut untuk mampu menjembatani 

antara kebutuhan ideal dan kondisi riil secara bijak. 

Dengan demikian, identifikasi dan pemetaan sumber keuangan bukan 

sekadar langkah awal dalam penyusunan RKASP, tetapi merupakan 

proses strategis yang menentukan arah seluruh pengelolaan keuangan 

sekolah. Dari sinilah lahir prinsip dasar dalam MBS: mengelola 

keterbatasan secara cerdas untuk menghasilkan dampak yang maksimal 

terhadap mutu pendidikan. 

b. Penerjemahan prioritas: dari masalah nyata ke desain program 

Tahap ini menjadi ruang yang sangat strategis karena di sinilah suara 

guru sebagai pelaku utama pembelajaran benar-benar diangkat dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan. Forum perencanaan tidak lagi 

didominasi oleh pendekatan administratif, tetapi mulai diisi oleh 

pengalaman empiris yang terjadi di kelas sehari-hari. 

Dalam praktik di sekolah, guru membawa berbagai persoalan nyata 

yang mereka hadapi, misalnya: 

1) Guru kelas 1 menyampaikan bahwa sebagian siswa belum lancar 

membaca, sehingga pembelajaran sering terhambat sejak awal.  

2) Guru kelas 5 mengeluhkan rendahnya kemampuan memahami 

bacaan, meskipun siswa sudah bisa membaca secara teknis.  

3) Guru lain menyoroti kurangnya variasi media pembelajaran yang 

membuat siswa cepat bosan dan kurang aktif.  

Pada titik ini, diskusi tidak berhenti pada daftar kebutuhan, tetapi 

berkembang lebih dalam menjadi analisis masalah. Guru mulai tidak 

hanya menyampaikan apa yang dibutuhkan, tetapi juga mengapa 

masalah itu terjadi dan apa dampaknya terhadap pembelajaran. 

Misalnya, rendahnya literasi tidak hanya berdampak pada pelajaran 

Bahasa Indonesia, tetapi juga memengaruhi pemahaman pada mata 

pelajaran lain. 
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Peran kepala sekolah pada tahap ini sangat krusial sebagai orkestrator 

perencanaan. Ia tidak sekadar menampung usulan, tetapi: 

1) Mengelompokkan berbagai masalah yang memiliki keterkaitan. 

2) Menghindari munculnya program yang parsial dan terfragmentasi.  

3) Serta mengarahkan agar solusi yang dirumuskan bersifat 

menyeluruh dan berkelanjutan.  

Sebagai contoh, dari berbagai keluhan guru tentang membaca, kepala 

sekolah tidak langsung menyetujui banyak program terpisah seperti 

“pengadaan buku”, “lomba membaca”, atau “pelatihan guru” secara 

sendiri-sendiri. Sebaliknya, ia mengarahkan agar semua usulan tersebut 

dirangkai dalam satu kerangka besar, misalnya Program Penguatan 

Literasi Berbasis Kelas. 

Dalam program ini, berbagai komponen terintegrasi: 

1) Pengadaan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa.  

2) Penguatan kapasitas guru dalam strategi pembelajaran literasi. 

3) Pembiasaan membaca di kelas. 

4) Serta kegiatan pendukung yang mendorong keterlibatan siswa.  

Yang terjadi di sekolah pada tahap ini adalah perubahan cara berpikir 

kolektif. Guru mulai melihat bahwa: 

1) Masalah pembelajaran tidak bisa diselesaikan secara parsial.  

2) Program yang baik adalah program yang terintegrasi. 

3) Perencanaan keuangan harus berbasis pada kebutuhan nyata, 

bukan sekadar kebiasaan atau rutinitas tahunan.  

Lebih jauh, tahap ini mencerminkan pergeseran menuju evidence-based 

decision making, di mana keputusan tidak lagi didasarkan pada asumsi, 

tetapi pada data, pengalaman, dan analisis yang muncul dari praktik 

pembelajaran. Dengan demikian, anggaran yang akan disusun benar-

benar memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kebutuhan siswa. 

Pada akhirnya, tahap ini memastikan bahwa setiap rupiah yang akan 

direncanakan dalam RKASP memiliki pijakan yang jelas: bukan 

sekadar untuk melaksanakan kegiatan, tetapi untuk menyelesaikan 

masalah nyata dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara sistemik. 
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c. Perincian anggaran: transformasi ide menjadi struktur biaya 

Tahap ini merupakan titik penting di mana ide-ide yang sebelumnya 

bersifat konseptual mulai diterjemahkan menjadi sesuatu yang konkret, 

terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Proses ini 

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran 

yang signifikan bagi guru dalam memahami logika pengelolaan 

keuangan. 

Yang menarik, pada tahap ini mulai terjadi pergeseran cara berpikir 

guru, yaitu: dari sekadar “ingin melaksanakan kegiatan”, menjadi 

“bagaimana kegiatan tersebut dirancang dan dibiayai secara rasional, 

efisien, dan berdampak”.  

Dalam praktik di sekolah, perubahan ini tampak jelas ketika sebuah ide 

sederhana mulai diurai secara rinci. Misalnya, ketika guru mengusulkan 

pembuatan pojok baca di kelas. Awalnya ide tersebut terdengar 

sederhana, namun ketika masuk ke tahap perencanaan anggaran, ide 

tersebut harus dijabarkan menjadi komponen-komponen yang spesifik, 

seperti: 

1) Berapa jumlah rak buku yang dibutuhkan. 

2) Berapa harga satuan rak dan bahan bacaan. 

3) Apakah diperlukan alas duduk atau karpet untuk kenyamanan 

siswa. 

4) Bagaimana distribusi fasilitas tersebut ke setiap kelas. 

5) Bagaimana memastikan keberlanjutan penggunaannya.  

Pada tahap ini, bendahara mulai berperan aktif sebagai penjaga 

rasionalitas anggaran. Ia tidak hanya mencatat, tetapi juga mengkritisi 

dan mengarahkan, misalnya dengan pertanyaan: 

1) “Apakah harga yang digunakan sudah sesuai dengan harga pasar?”  

2) “Apakah ada alternatif yang lebih ekonomis tanpa mengurangi 

kualitas?”  

3) “Apakah jumlah yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan 

atau masih bisa disederhanakan?”  

Interaksi ini menciptakan dinamika yang konstruktif. Guru mulai 

belajar bahwa setiap keputusan program selalu memiliki implikasi 

biaya, dan setiap komponen biaya harus memiliki dasar yang jelas. 

Dengan demikian, tahap ini menjadi ruang penting bagi tumbuhnya 
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literasi finansial guru, di mana mereka tidak hanya memahami aspek 

pedagogis, tetapi juga mulai peka terhadap efisiensi dan akuntabilitas 

penggunaan anggaran. 

Lebih jauh, proses ini juga mendorong munculnya sikap profesional 

dalam perencanaan, di mana setiap program tidak lagi disusun 

berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan yang terukur dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Penyesuaian dengan regulasi: ruang kreativitas dalam 

keterbatasan 

Setelah seluruh program dan anggaran dirinci, sekolah tidak serta-merta 

dapat menetapkannya. Tahap berikutnya adalah melakukan 

penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang mengatur penggunaan 

dana, terutama dana pemerintah seperti BOS. 

Pada tahap ini, sekolah dihadapkan pada realitas bahwa tidak semua 

program yang dianggap penting dapat langsung diakomodasi. Beberapa 

kendala yang sering muncul antara lain: 

1) Adanya batasan jenis belanja yang diperbolehkan. 

2) Ketentuan penggunaan dana yang cukup spesifik. 

3) Prosedur administratif yang harus dipenuhi secara ketat.  

Dalam praktiknya, kondisi ini sering memunculkan situasi dilematis. 

Misalnya, sekolah ingin mengadakan pelatihan eksternal dengan 

menghadirkan narasumber profesional untuk meningkatkan kompetensi 

guru. Namun setelah dikaji, ternyata pembiayaan kegiatan tersebut 

tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dana BOS. 

Situasi seperti ini tidak jarang menimbulkan diskusi ulang di sekolah. 

Namun justru di sinilah muncul kreativitas adaptif. Sekolah mulai 

mencari solusi alternatif, seperti: 

1) Mengubah pelatihan eksternal menjadi pelatihan internal (in-house 

training). 

2) Memanfaatkan guru yang memiliki kompetensi sebagai 

narasumber. 

3) Menyederhanakan desain kegiatan tanpa mengurangi esensi tujuan.  

Yang terjadi di sekolah pada tahap ini adalah proses penyesuaian antara 

idealisme program dan realitas regulasi. Sekolah belajar bahwa 
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kepatuhan terhadap aturan bukan berarti membatasi inovasi, melainkan 

justru mendorong lahirnya strategi yang lebih kreatif dan efisien. 

Lebih jauh, tahap ini juga memperkuat kapasitas manajerial sekolah 

dalam: 

1) memahami regulasi secara cermat,  

2) mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi terbatas,  

3) serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana tetap berada 

dalam koridor hukum dan akuntabilitas.  

Dengan demikian, penyesuaian terhadap regulasi bukan sekadar proses 

administratif, tetapi merupakan bagian dari pembelajaran organisasi 

untuk menjadi lebih adaptif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam 

mengelola keuangan sekolah. 

e. Negosiasi dan rasionalisasi: arena kembelajaran kolektif dan 

pendewasaan organisasi 

Tahap ini merupakan salah satu fase paling dinamis dalam penyusunan 

program dan anggaran sekolah, karena di sinilah terjadi proses interaksi 

yang intens antara berbagai kepentingan, perspektif, dan cara berpikir. 

Jika pada tahap sebelumnya program sudah dirumuskan dan dihitung 

secara teknis, maka pada tahap ini sekolah mulai melakukan penajaman 

keputusan melalui proses negosiasi dan rasionalisasi anggaran. 

Dalam praktik di sekolah, guru umumnya datang dengan semangat 

idealisme yang kuat. Mereka mengusulkan program berdasarkan 

kebutuhan nyata di kelas, bahkan sering kali dengan gambaran 

pelaksanaan yang maksimal. Di sisi lain, bendahara dan kepala sekolah 

membawa perspektif yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan 

keterbatasan anggaran, regulasi, serta keseimbangan antarprogram. 

Interaksi ini menciptakan ruang dialog yang hidup. Contoh yang sering 

terjadi antara lain: 

1) Usulan pengadaan 200 buku disesuaikan menjadi 120 buku setelah 

mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan distribusi 

kebutuhan. 

2) Rencana pelatihan guru di luar kota diubah menjadi pelatihan 

internal (in-house training) untuk menekan biaya tanpa 

menghilangkan substansi. 
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3) Program besar yang awalnya dirancang sekaligus, dipecah menjadi 

beberapa tahap agar lebih realistis dan berkelanjutan.  

Yang menarik, proses ini tidak berhenti pada sekadar “pengurangan” 

atau “pemangkasan” anggaran. Lebih dari itu, terjadi proses 

pembelajaran kolektif yang secara perlahan membentuk pola pikir baru 

di kalangan guru dan tim sekolah. Seiring waktu, guru mulai 

menunjukkan perubahan sikap, seperti: (1) lebih realistis dalam 

merumuskan usulan program, (2) lebih memahami keterkaitan antara 

kebutuhan dan kemampuan keuangan, (3) serta lebih fokus pada 

dampak program dibandingkan pada besarnya kegiatan.  

Sebagai contoh, guru yang sebelumnya berorientasi pada jumlah 

kegiatan mulai bergeser pada pertanyaan:“Apakah kegiatan ini benar-

benar memberikan perubahan pada siswa?”bukan lagi“Seberapa besar 

kegiatan ini dilaksanakan?” 

Kepala sekolah pada tahap ini berperan sebagai mediator sekaligus 

pengarah. Ia menjaga agar proses negosiasi tetap konstruktif, tidak 

mematikan kreativitas guru, tetapi juga tidak membiarkan program 

berkembang tanpa kendali. Sementara itu, bendahara berfungsi sebagai 

penjaga rasionalitas, memastikan bahwa setiap keputusan tetap berada 

dalam batas kemampuan anggaran dan sesuai dengan prinsip efisiensi. 

Lebih jauh, tahap ini juga menjadi ruang pembentukan budaya 

organisasi yang sehat, khususnya dalam hal: 

1) Kesadaran akan keterbatasan sumber daya. 

2) Kemampuan menetapkan prioritas. 

3) Komitmen terhadap penggunaan anggaran yang efektif dan 

bertanggung jawab.  

Dengan demikian, negosiasi dan rasionalisasi tidak dapat dipandang 

sebagai proses teknis semata, melainkan sebagai arena pembelajaran 

kolektif yang membentuk kedewasaan organisasi sekolah. Dari sinilah 

lahir budaya efisiensi, ketepatan prioritas, dan orientasi pada dampak, 

yang pada akhirnya menjadi fondasi kuat dalam pengelolaan keuangan. 
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f. Strategi pengalokasian: dari pembagian dana ke kebijakan 

strategis 

Setelah program disepakati melalui proses negosiasi dan rasionalisasi, 

sekolah memasuki tahap yang tidak kalah penting, yaitu menentukan 

bagaimana dana dialokasikan secara menyeluruh dan strategis. Pada 

tahap ini, sekolah tidak lagi sekadar membagi anggaran ke dalam pos-

pos kegiatan, tetapi mulai menyusun arah kebijakan keuangan yang 

mencerminkan prioritas dan visi peningkatan mutu pendidikan. 

Di sekolah yang masih berkembang, pengalokasian dana sering kali 

bersifat administratif—sekadar membagi anggaran agar semua program 

mendapat bagian. Namun di sekolah yang lebih matang, mulai terlihat 

perubahan pendekatan. Dana tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang 

harus “dihabiskan”, tetapi sebagai instrumen strategis yang harus 

ditempatkan pada titik-titik yang paling berdampak. 

Yang terjadi di sekolah pada tahap ini adalah munculnya pertimbangan 

yang lebih mendalam, seperti: 

1) Tidak semua dana diarahkan pada kegiatan yang “terlihat” atau 

seremonial 

Dana juga juga dialokasikan pada kegiatan yang memiliki efek 

jangka panjang terhadap kualitas pembelajaran, serta 

mempertimbangkan kesinambungan program dari tahun ke tahun.  

Sebagai contoh konkret: 

Sekolah mengalokasikan sebagian dana untuk pengembangan 

kompetensi guru, seperti pelatihan, workshop, atau komunitas 

belajar, karena disadari bahwa peningkatan kualitas guru akan 

berdampak langsung pada proses pembelajaran di kelas.  

2) Sebagian dana dialokasikan untuk pengadaan dan pengembangan 

sarana pembelajaran, seperti buku, media digital, atau alat peraga, 

yang dapat digunakan secara berkelanjutan.  

3) Sebagian dana lainnya digunakan untuk kegiatan siswa, seperti 

program literasi, ekstrakurikuler, atau penguatan karakter, yang 

berkontribusi pada perkembangan peserta didik secara holistik.  

Dalam proses ini, diskusi di sekolah mulai berubah kualitasnya. 

Pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar: “Apakah semua 

program sudah mendapat anggaran?” Tetapi bergeser menjadi: 

“Program mana yang paling berdampak terhadap pembelajaran?” 
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“Apakah alokasi ini seimbang antara kebutuhan jangka pendek dan 

jangka panjang?” “Apakah investasi ini akan memberikan manfaat 

berkelanjutan bagi siswa?” 

4) Kepala sekolah berperan penting dalam mengarahkan perspektif 

ini, memastikan bahwa pengalokasian tidak bersifat reaktif, tetapi 

proaktif dan visioner. Sementara itu, bendahara tetap menjaga agar 

alokasi tersebut realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan. 

Tahap ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam 

pengelolaan keuangan sekolah, yaitu dari: sekadar budgeting (membagi 

dana) menjadi strategic resource allocation (mengelola sumber daya 

secara strategis untuk mencapai tujuan). 

Dengan demikian, pengalokasian anggaran bukan lagi aktivitas teknis, 

tetapi menjadi bagian dari kebijakan strategis sekolah dalam 

menentukan arah pengembangan. Keputusan pada tahap ini akan sangat 

menentukan apakah keuangan sekolah benar-benar mampu menjadi 

pendorong utama peningkatan mutu pendidikan, atau hanya sekadar 

memenuhi kebutuhan operasional semata. 

g. Implementasi: dinamika penggunaan anggaran di lapangan 

Memasuki tahap implementasi, seluruh rencana yang telah disusun 

dalam RKASP mulai diuji dalam praktik nyata. Pada fase ini, sekolah 

tidak lagi berada dalam ruang perencanaan yang relatif stabil, tetapi 

berhadapan langsung dengan dinamika lapangan yang sering kali tidak 

sepenuhnya dapat diprediksi. Inilah tahap di mana kualitas manajemen 

sekolah benar-benar terlihat. 

Dalam praktik di sekolah, pelaksanaan program sering menghadapi 

berbagai perubahan situasional, seperti: 

1) Harga barang yang mengalami kenaikan atau tidak sesuai dengan 

estimasi awal.  

2) Jadwal kegiatan yang harus disesuaikan karena benturan agenda 

sekolah. 

3) Munculnya kebutuhan tambahan yang sebelumnya tidak 

teridentifikasi dalam perencanaan.  

Sebagai contoh, ketika sekolah melaksanakan program pengadaan buku 

untuk literasi, harga buku di distributor ternyata mengalami kenaikan. 

Akibatnya, sekolah harus mengambil keputusan cepat: apakah jumlah 
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buku dikurangi, mencari alternatif penyedia, atau menyesuaikan alokasi 

dari pos lain. Dalam kasus lain, pelatihan guru yang telah dijadwalkan 

harus diundur karena bertepatan dengan kegiatan dinas, sehingga 

berdampak pada penggunaan anggaran yang telah direncanakan. 

Pada tahap ini, guru tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana 

kegiatan, tetapi mulai belajar menjadi pengelola program sekaligus 

pengelola anggaran. Mereka harus memahami bahwa setiap perubahan 

kegiatan memiliki implikasi terhadap penggunaan dana. Misalnya, 

perubahan tempat kegiatan dapat memengaruhi biaya konsumsi, 

transportasi, atau perlengkapan. 

Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan 

antara dua hal yang sering kali bertolak belakang, yaitu: fleksibilitas, 

untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, dan kepatuhan, 

untuk memastikan bahwa penggunaan dana tetap sesuai dengan 

RKASP dan regulasi yang berlaku.  

Kepala sekolah biasanya melakukan koordinasi intens dengan 

bendahara dan penanggung jawab kegiatan untuk memastikan setiap 

penyesuaian tetap terkendali. Dalam beberapa kasus, diperlukan 

keputusan cepat yang bersifat strategis, namun tetap harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara administratif. 

Yang menarik, pada tahap ini mulai terlihat tingkat kematangan 

organisasi sekolah. Sekolah yang sudah terbiasa dengan pengelolaan 

berbasis MBS akan lebih adaptif dalam menghadapi perubahan, tanpa 

kehilangan arah. Sebaliknya, sekolah yang belum siap sering 

mengalami kebingungan ketika rencana tidak berjalan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, implementasi bukan sekadar tahap “melaksanakan 

apa yang telah direncanakan”, tetapi merupakan proses mengelola 

dinamika realitas secara cerdas dan terkontrol. Di sinilah kemampuan 

manajerial, komunikasi, dan pengambilan keputusan menjadi sangat 

penting, karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh 

kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam 

merespons perubahan di lapangan secara efektif dan bertanggung jawab. 
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h. Pengendalian menjaga arah, transfaransi dan akuntabilitas 

Pada tahap ini, pengendalian keuangan tidak hanya dipahami sebagai 

kegiatan memeriksa laporan atau kelengkapan administrasi, tetapi 

sebagai proses menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap 

penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata 

sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pengawasan 

dalam konteks MBS bersifat melekat (embedded), berlangsung selama 

proses berjalan, dan terintegrasi dengan prinsip transparansi serta 

akuntabilitas. 

Dalam praktik di sekolah, pengendalian dalam bentuk pengawasan 

sering dilakukan secara langsung dan tidak selalu formal. Kepala 

sekolah tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi turun ke lapangan 

untuk melihat realitas penggunaan anggaran. Misalnya: 

1) Kepala sekolah melihat apakah pojok baca yang telah dianggarkan 

benar-benar dimanfaatkan oleh siswa, bukan sekadar menjadi 

pajangan.  

2) Mengamati apakah guru menerapkan hasil pelatihan dalam 

pembelajaran di kelas.  

3) Memastikan bahwa barang atau sarana yang dibeli digunakan 

secara optimal, bukan hanya disimpan di gudang.  

Pengawasan seperti ini bersifat kualitatif dan kontekstual, karena tidak 

hanya menilai kesesuaian administrasi, tetapi juga menilai 

kebermanfaatan dan dampak penggunaan anggaran terhadap proses 

pembelajaran. 

Namun, dalam kerangka MBS, pengawasan tidak berhenti pada kontrol 

internal oleh kepala sekolah. Tahap ini sekaligus menjadi ruang untuk 

menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diwujudkan 

melalui keterbukaan informasi penggunaan dana kepada warga sekolah 

dan pemangku kepentingan. Misalnya: 

1) Hasil penggunaan anggaran disampaikan dalam rapat guru atau 

rapat komite. 

2) Informasi kegiatan dan pembiayaan ditampilkan secara terbuka. 

3) Guru mengetahui alokasi dan penggunaan dana program yang 

mereka jalankan.  
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Sementara itu, akuntabilitas tercermin dari kemampuan sekolah dalam 

mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana secara logis dan 

dapat dibuktikan, baik melalui: (1) kesesuaian antara rencana dan 

realisasi, (2) kelengkapan bukti administrasi, serat (3) keterkaitan antara 

anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai.  

Yang menarik, integrasi antara pengawasan, transparansi, dan 

akuntabilitas ini membentuk budaya baru di sekolah. Guru tidak lagi 

melihat pengawasan sebagai bentuk kontrol yang membatasi, tetapi 

sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Mereka mulai 

menyadari bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran harus: 

(1) jelas tujuannya, (2) tepat penggunaannya, dan (2) dapat 

dipertanggungjawabkan hasilnya.  

Kepala sekolah dalam hal ini berperan sebagai penggerak budaya 

tersebut, memastikan bahwa pengawasan tidak bersifat mencari 

kesalahan, tetapi menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan 

berkelanjutan. 

Dengan demikian, pengawasan keuangan dalam MBS tidak hanya 

berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi menjadi mekanisme penting untuk 

menjamin bahwa pengelolaan keuangan berjalan secara transparan, 

akuntabel, dan berorientasi pada dampak nyata terhadap mutu 

pembelajaran. 

i. Administrasi dan dokumentasi: disiplin sebagai fondasi 

akuntabilitas 

Pada tahap ini, pengelolaan keuangan sekolah memasuki wilayah yang 

sering dianggap teknis, tetapi sesungguhnya sangat menentukan 

kualitas akuntabilitas, yaitu administrasi dan dokumentasi keuangan. 

Seluruh proses perencanaan dan penggunaan anggaran tidak akan 

memiliki nilai pertanggungjawaban yang kuat tanpa didukung oleh 

pencatatan dan dokumentasi yang tertib, sistematis, dan dapat ditelusuri. 

Di sekolah, bendahara memegang peran sentral sebagai pengelola 

administrasi keuangan. Ia bertanggung jawab untuk: 

1) Mencatat setiap transaksi dalam buku kas umum dan buku 

pembantu.  

2) Mengelompokkan jenis pengeluaran sesuai dengan pos anggaran. 
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3) Mengarsipkan seluruh bukti transaksi seperti kwitansi, nota, faktur, 

dan dokumen pendukung lainnya.  

Namun dalam praktiknya, realitas di lapangan tidak selalu berjalan ideal. 

Beberapa hal yang sering terjadi antara lain: 

1) Guru atau penanggung jawab kegiatan lupa atau terlambat 

menyerahkan bukti transaksi.  

2) Gokumen yang diserahkan tidak lengkap atau tidak sesuai format 

sehingga harus direvisi. 

3) Proses penyusunan laporan menjadi tertunda karena menunggu 

kelengkapan administrasi.  

Situasi ini menunjukkan bahwa administrasi keuangan bukan hanya 

tanggung jawab bendahara, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif 

seluruh pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran. Oleh karena 

itu, tahap ini menjadi sangat penting dalam membangun budaya disiplin 

administrasi di lingkungan sekolah. 

Kepala sekolah berperan dalam menegaskan bahwa setiap penggunaan 

dana harus disertai dengan bukti yang sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Guru sebagai pelaksana kegiatan juga perlu 

memahami bahwa kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas, 

tetapi merupakan bagian dari integritas profesional. 

Lebih jauh, administrasi dan dokumentasi yang tertib memiliki 

beberapa fungsi strategis, yaitu: 

1) Sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.  

2) Sebagai alat kontrol untuk memastikan kesesuaian antara rencana 

dan realisasi.  

3) Sebagai bukti akuntabilitas dalam pemeriksaan atau audit.  

Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, dokumentasi yang baik 

memungkinkan sekolah untuk: 

1) Menjelaskan penggunaan dana secara jelas kepada pemangku 

kepentingan.  

2) Menunjukkan keterkaitan antara anggaran dan kegiatan. 

3) Membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan 

sekolah.  
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Dengan demikian, administrasi dan dokumentasi tidak dapat dipandang 

sebagai beban administratif semata, tetapi sebagai fondasi utama dalam 

membangun akuntabilitas keuangan sekolah. Ketika budaya ini telah 

terbentuk, maka pengelolaan keuangan akan berjalan lebih tertib, 

transparan, dan profesional, serta mampu mendukung peningkatan 

mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

j. Pelaporan dan transparansi: membangun kepercayaan 

Pada tahap ini, pengelolaan keuangan sekolah tidak lagi hanya 

berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif kepada 

pemerintah, tetapi berkembang menjadi upaya membangun 

kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Pelaporan tidak 

sekadar menyampaikan angka-angka realisasi anggaran, melainkan 

juga menjelaskan makna di balik penggunaan dana tersebut dan 

dampaknya terhadap kegiatan pendidikan. 

Di sekolah, bendahara menyusun laporan keuangan secara periodik 

berdasarkan data administrasi yang telah dicatat. Laporan ini kemudian 

diverifikasi dan disahkan oleh kepala sekolah sebelum disampaikan 

kepada pihak terkait. Namun dalam konteks Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS), pelaporan tidak berhenti pada jalur formal (vertikal), 

tetapi juga dilakukan secara horizontal kepada masyarakat, khususnya 

orang tua dan komite sekolah. 

Dalam praktiknya, transparansi sering diwujudkan melalui forum-

forum komunikasi seperti rapat orang tua atau rapat komite. Pada forum 

tersebut, sekolah menjelaskan secara terbuka: 

1) Bagaimana dana digunakan. 

2) Program apa saja yang telah dilaksanakan. 

3) Hasil atau perubahan yang telah dicapai.  

Sebagai contoh, kepala sekolah dapat menyampaikan bahwa: 

1) Dana digunakan untuk pengadaan buku dan penguatan program 

literasi.  

2) Kegiatan pelatihan guru telah dilaksanakan. 

3) Terdapat peningkatan minat baca siswa atau kualitas pembelajaran 

di kelas.  
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Yang terjadi dalam forum seperti ini bukan sekadar penyampaian 

laporan, tetapi juga dialog. Orang tua dapat memberikan tanggapan, 

bertanya, bahkan memberikan masukan terhadap program sekolah. 

Interaksi ini memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. 

Transparansi seperti ini memiliki dampak yang signifikan, antara lain: 

1) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan 

sekolah.  

2) Meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendukung program. 

3) Memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil sekolah.  

Lebih jauh, pelaporan yang transparan juga memperkuat akuntabilitas 

internal. Guru dan tenaga kependidikan menjadi lebih sadar bahwa 

setiap kegiatan yang mereka laksanakan akan dilaporkan secara terbuka, 

sehingga mendorong mereka untuk bekerja lebih profesional dan 

bertanggung jawab. 

Dengan demikian, pelaporan dan transparansi bukan hanya kegiatan 

akhir dalam siklus keuangan, tetapi merupakan bagian penting dari 

strategi sekolah dalam membangun kepercayaan, partisipasi, dan 

dukungan publik. Ketika kepercayaan ini terbentuk, sekolah akan 

memiliki modal sosial yang kuat untuk terus mengembangkan program 

dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

k. Evaluasi: refleksi berbasis pengalaman nyata dan tindak lanjut 

sebagi organisasi pembelajar 

Tahap evaluasi merupakan salah satu fase paling bermakna dalam 

siklus pengelolaan keuangan sekolah berbasis MBS, karena pada titik 

ini sekolah tidak lagi sekadar menjalankan program, tetapi mulai 

memaknai hasil dari setiap keputusan yang telah diambil. Evaluasi 

menjadi ruang refleksi kolektif yang berbasis pengalaman nyata, bukan 

sekadar formalitas administratif. 

Dalam praktik di sekolah, evaluasi biasanya dilakukan melalui forum 

diskusi internal, seperti rapat guru atau tim pengembang sekolah. 

Berbeda dengan tahap perencanaan yang berangkat dari asumsi dan 

kebutuhan, tahap ini berangkat dari realitas yang telah dialami selama 

pelaksanaan program. 

Pertanyaan yang muncul pun menjadi lebih jujur dan mendalam, seperti: 
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1) Apa yang benar-benar berhasil dari program yang telah 

dilaksanakan?  

2) Program mana yang tidak berjalan sesuai harapan?  

3) Mengapa hal tersebut terjadi—apakah karena perencanaan yang 

kurang tepat, pelaksanaan yang tidak optimal, atau faktor eksternal?  

Sebagai contoh, dalam evaluasi program literasi, sekolah dapat 

menemukan bahwa: 

1) Pengadaan buku berjalan baik, tetapi belum semua kelas 

memanfaatkannya secara optimal. 

2) Pelatihan guru telah dilaksanakan, namun belum semua guru 

mengimplementasikan hasilnya di kelas. 

3) Kegiatan literasi siswa berjalan, tetapi belum berdampak 

signifikan pada peningkatan kemampuan membaca.  

Diskusi seperti ini biasanya sangat kaya, karena guru berbicara 

berdasarkan pengalaman langsung di kelas. Tidak jarang muncul 

perspektif yang beragam, bahkan kritik konstruktif terhadap program 

yang telah dijalankan. Di sinilah nilai penting evaluasi: membuka ruang 

refleksi yang jujur dan objektif. 

Lebih jauh, evaluasi tidak hanya melihat aspek pelaksanaan program, 

tetapi juga mengaitkannya dengan penggunaan anggaran. Sekolah 

mulai menilai: 

1) apakah dana yang digunakan sebanding dengan hasil yang 

diperoleh. 

2) apakah ada penggunaan anggaran yang kurang efektif. 

3) serta apakah alokasi dana sudah tepat sasaran.  

Hasil dari evaluasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan, tetapi 

menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut dan perbaikan 

berkelanjutan. Di sinilah terlihat apakah sekolah benar-benar berfungsi 

sebagai learning organization, yaitu organisasi yang mampu belajar 

dari pengalaman dan terus berkembang. 

Dalam praktiknya, tindak lanjut dapat berupa: 

1) Program yang terbukti efektif diperluas atau diperkuat pada 

periode berikutnya.  
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2) Program yang kurang efektif diperbaiki desain dan 

pelaksanaannya. 

3) Strategi pengelolaan anggaran disesuaikan agar lebih tepat sasaran 

dan berdampak.  

Sebagai contoh: jika pojok baca kurang dimanfaatkan, sekolah tidak 

langsung menghapus program, tetapi memperbaiki strategi 

penggunaannya, misalnya dengan jadwal membaca rutin atau integrasi 

dalam pembelajaran,  

1) Jika pelatihan guru kurang berdampak, maka pada periode 

berikutnya pelatihan dirancang lebih praktis dan berbasis praktik 

kelas.  

2) Jika alokasi anggaran terlalu besar pada kegiatan yang kurang 

berdampak, maka dilakukan realokasi ke program yang lebih 

efektif.  

Yang terjadi di sekolah pada tahap ini adalah proses pembelajaran 

organisasi yang nyata. Sekolah tidak mengulang pola yang sama, tetapi: 

(1) belajar dari keberhasilan, (2) memperbaiki kelemahan, dan (3) 

menyesuaikan strategi dengan kebutuhan yang terus berkembang.  

Kepala sekolah berperan penting dalam menjaga agar proses ini 

berjalan secara konsisten dan tidak berhenti pada refleksi semata. Ia 

mendorong agar hasil evaluasi benar-benar diintegrasikan dalam 

perencanaan berikutnya, sehingga terjadi kesinambungan antara satu 

siklus dengan siklus berikutnya. 

Jika dilihat secara utuh, seluruh rangkaian proses mulai dari identifikasi 

kebutuhan, perencanaan, pengalokasian, implementasi, pengawasan, 

hingga evaluasi dan tindak lanjut menunjukkan bahwa pengelolaan 

keuangan sekolah dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

tidak dapat dipandang sebagai kegiatan teknis administratif semata. 

Lebih dari itu, ia merupakan proses transformasi organisasi yang 

menyentuh cara berpikir, pola kerja, dan budaya sekolah secara 

keseluruhan. 

Di dalam proses tersebut, terjadi perubahan yang bersifat mendasar. 

Sekolah tidak lagi bekerja berdasarkan kebiasaan atau rutinitas tahunan, 

tetapi mulai mengembangkan cara berpikir yang lebih reflektif, analitis, 

dan berbasis kebutuhan nyata. Guru yang sebelumnya berfokus pada 
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pelaksanaan kegiatan, mulai memahami keterkaitan antara program, 

anggaran, dan dampaknya terhadap pembelajaran. Hal ini menunjukkan 

adanya perubahan cara berpikir (mindset shift) dari sekadar 

menjalankan kegiatan menjadi mengelola program secara strategis. 

Seiring dengan itu, terjadi pula peningkatan kapasitas guru dan tenaga 

kependidikan. Guru tidak hanya berkembang dalam aspek pedagogis, 

tetapi juga dalam hal perencanaan, pengelolaan kegiatan, dan 

pemahaman terhadap aspek keuangan. Mereka belajar menyusun 

program yang realistis, menghitung kebutuhan anggaran, serta 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, 

pengelolaan keuangan menjadi bagian dari pengembangan profesional. 

Proses ini juga mendorong penguatan budaya kolaborasi di sekolah. 

Setiap tahapan melibatkan interaksi antara kepala sekolah, guru, 

bendahara, dan pemangku kepentingan lainnya. Keputusan tidak lagi 

bersifat individual, tetapi dihasilkan melalui dialog, negosiasi, dan 

kesepakatan bersama. Kolaborasi ini memperkuat rasa memiliki 

terhadap program sekolah dan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan. 

Selain itu, terjadi peningkatan yang signifikan dalam aspek transparansi 

dan akuntabilitas. Sekolah mulai terbiasa membuka informasi 

penggunaan anggaran, menyusun laporan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, serta mengaitkan penggunaan dana dengan 

hasil yang dicapai. Akuntabilitas tidak lagi dipahami sebagai kewajiban 

administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan 

profesional kepada masyarakat. 

Pada akhirnya, seluruh proses ini mengubah cara pandang terhadap 

keuangan sekolah. Keuangan tidak lagi diposisikan sebagai sekadar 

angka dalam laporan, tetapi sebagai alat strategis untuk mendorong 

perubahan dan peningkatan mutu pendidikan. Setiap keputusan 

anggaran memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pembelajaran, 

pengalaman belajar siswa, dan bahkan masa depan peserta didik. 

Dengan demikian, pengelolaan keuangan dalam MBS menjadi salah 

satu instrumen utama dalam membangun sekolah yang reflektif, adaptif, 

dan berorientasi pada kualitas—sebuah sekolah yang tidak hanya 
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mengelola sumber daya, tetapi juga mampu mentransformasikannya 

menjadi nilai dan dampak yang nyata bagi pendidikan. 

 

9. Implementasikan Program Kemitraan dan Partisipasi 

Masyarakat 

Implementasi hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam kerangka 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bagian strategis dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Hubungan ini tidak hanya dimaknai sebagai 

interaksi formal antara sekolah dengan pihak luar, tetapi sebagai kemitraan 

yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. 

Dalam praktiknya, hubungan sekolah dan masyarakat diwujudkan melalui 

berbagai bentuk publikasi, kemitraan yang saling melengkapi, mulai dari 

pelibatan komite sekolah, kolaborasi dengan orang tua, hingga kerja sama 

dengan dunia usaha, industri, dan masyarakat luas. Kehumasan berfungsi 

untuk memastikan bahwa setiap program, kebijakan, dan capaian sekolah 

dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Hal ini penting karena 

keterlibatan masyarakat yang efektif tidak akan terwujud tanpa adanya 

komunikasi yang terbuka, jelas, dan berkelanjutan.   

a. Publikasi sekolah 

Publikasi berfungsi sebagai: 

1) Media transparansi dan edukasi publik 

Kegiatan kehumasan diwujudkan melalui beberapa hal. 

Publikasi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, 

tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang: 

a) program yang sedang dan akan dilaksanakan,  

b) penggunaan sumber daya dan anggaran,  

c) serta capaian dan dampak program terhadap peserta didik.  

Dalam praktik di sekolah, publikasi dapat dilakukan melalui: 

a) rapat komite dan pertemuan orang tua,  

b) papan informasi sekolah,  

c) media sosial sekolah,  

d) website sekolah,  

e) laporan berkala kepada masyarakat.  
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Sebagai contoh, sekolah mempublikasikan program literasi yang 

sedang berjalan, lengkap dengan tujuan, kegiatan, serta hasil yang 

telah dicapai. Informasi ini membantu masyarakat memahami 

bahwa program tersebut bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi 

bagian dari strategi peningkatan mutu pembelajaran. 

Melalui publikasi yang terbuka, sekolah membangun transparansi, 

yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat. 

2) Membangun pemahaman yang sama antara sekolah dan 

masyarakat. 

Tanpa komunikasi yang baik, sering terjadi kesalahpahaman, 

misalnya: (1) masyarakat menganggap program sekolah tidak 

penting, (2) atau tidak memahami alasan penggunaan anggaran 

tertentu.  

Melalui peran kehumasan, sekolah dapat:  

a) menjelaskan latar belakang setiap program,  

b) mengaitkan program dengan kebutuhan siswa,  

c) menunjukkan manfaat yang dihasilkan.  

Contoh nyata: Ketika sekolah melakukan pengadaan sarana 

pembelajaran, kehumasan tidak hanya menyampaikan bahwa 

“sekolah membeli fasilitas”, tetapi juga menjelaskan:  

a) mengapa fasilitas tersebut diperlukan,  

b) bagaimana penggunaannya dalam pembelajaran,  

c) dampaknya terhadap siswa.  

Dengan demikian, publikasi menjadi alat untuk membangun 

persepsi positif dan pemahaman yang komprehensif di masyarakat. 

3) Media komunikasi dua arah: dari informasi ke partisipasi 

Kehumasan tidak bersifat satu arah, tetapi mendorong komunikasi 

dua arah. Publikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi 

juga membuka ruang dialog. 

Dalam praktiknya: 

a) sekolah menerima masukan dari komite dan orang tua,  

b) masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap program,  

c) serta terjadi interaksi yang memperkaya pengambilan 

keputusan.  
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Sebagai contoh, dalam forum publikasi program sekolah, orang tua 

dapat memberikan saran terkait kegiatan siswa atau prioritas 

kebutuhan sekolah. Masukan ini kemudian dipertimbangkan 

dalam perencanaan berikutnya. 

Dengan demikian, kehumasan berfungsi sebagai penggerak 

partisipasi masyarakat, bukan sekadar penyampai informasi. 

4) Publikasi sebagai penguatan akuntabilitas dan kepercayaan 

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan program sekolah, 

publikasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Sekolah tidak 

hanya melaporkan penggunaan anggaran kepada pemerintah, 

tetapi juga kepada masyarakat. 

Melalui kehumasan, sekolah: 

a) menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan dana,  

b) menunjukkan keterkaitan antara anggaran dan hasil program,  

c) serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami dan 

menilai kinerja sekolah.  

Contoh: 

Dalam rapat orang tua atau media publikasi, sekolah menjelaskan: 

1) program yang telah dilaksanakan,  

2) dana yang digunakan,  

3) serta hasil yang dicapai.  

Transparansi ini membangun trust (kepercayaan) yang menjadi 

modal sosial penting bagi sekolah dalam mengembangkan 

program ke depan. 

5) Kehumasan sebagai strategi branding dan citra sekolah 

Selain fungsi komunikasi, kehumasan juga berperan dalam 

membangun citra positif sekolah. Publikasi yang konsisten dan 

informatif akan menunjukkan bahwa sekolah: 

a) dikelola secara profesional,  

b) terbuka terhadap masyarakat,  

c) serta berorientasi pada mutu pendidikan.  

Citra ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat, 

tetapi juga: 

a) meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah,  
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b) memperkuat dukungan terhadap program,  

c) serta membuka peluang kemitraan yang lebih luas.  

Pada akhirnya, hubungan yang kuat antara sekolah dan masyarakat 

akan menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, di mana 

seluruh pihak berkontribusi dalam mendukung perkembangan 

peserta didik. Dengan demikian, sekolah tidak berdiri sendiri, 

tetapi menjadi bagian dari komunitas yang bersama-sama 

membangun kualitas pendidikan yang lebih baik. 

b. Pelibatan komite sekolah sebagai mitra strategis 

Pelibatan komite sekolah merupakan bentuk utama partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Dalam implementasinya, 

komite tidak hanya dilibatkan pada tahap akhir, tetapi sejak awal proses 

perencanaan, khususnya dalam pembahasan RKJP dan RKASP. Kepala 

sekolah bersama tim manajemen mempresentasikan program prioritas 

untuk memperoleh masukan, pertimbangan, dan persetujuan. Yang 

terjadi di sekolah menunjukkan bahwa: 

1) Komite berperan sebagai pemberi pertimbangan strategis. 

2) Menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat.  

3) Turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.  

Sebagai contoh, dalam program pengadaan sarana pembelajaran, 

komite memberikan masukan terkait prioritas kebutuhan sekaligus 

membantu mengomunikasikan program kepada masyarakat. 

Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi 

juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. 

Dampaknya terlihat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat 

terhadap sekolah serta dukungan yang lebih luas terhadap program-

program pendidikan. 

c. Kolaborasi dengan orang tua sebagai mitra pendidikan 

Hubungan sekolah dengan orang tua tidak lagi bersifat satu arah 

(informasi), tetapi berkembang menjadi kemitraan edukatif. Sekolah 

membangun komunikasi melalui berbagai media, seperti pertemuan 

rutin, grup komunikasi, serta laporan perkembangan siswa. Wali kelas 

berperan sebagai penghubung utama dalam menjalin komunikasi 

tersebut. 
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Dalam praktiknya, orang tua dilibatkan dalam: 

1) evaluasi hasil belajar,  

2) pembinaan karakter siswa,  

3) serta penanganan permasalahan belajar dan perilaku.  

Sebagai contoh, ketika terdapat siswa yang mengalami penurunan 

prestasi, sekolah tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi 

mengundang orang tua untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. 

Orang tua kemudian berperan dalam pendampingan belajar di rumah, 

sementara guru memberikan dukungan di sekolah. 

Yang terjadi di sini adalah terbentuknya sinergi antara sekolah dan 

keluarga, di mana tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di 

sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dampaknya terlihat 

pada: 

1) meningkatnya keterlibatan orang tua,  

2) perbaikan perilaku siswa,  

3) serta peningkatan hasil belajar.  

d. Kerja sama dengan dunia usaha, industri, dan lembaga lain 

Hubungan sekolah dengan masyarakat juga diperluas melalui kemitraan 

strategis dengan dunia usaha, industri, dan berbagai lembaga. Kerja 

sama ini dirancang untuk memperkaya proses pembelajaran dan 

meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. Dalam 

implementasinya, sekolah: 

1) mengidentifikasi mitra potensial,  

2) menyusun program kerja sama yang jelas,  

3) serta melibatkan guru dan siswa secara langsung dalam kegiatan.  

Bentuk kegiatan meliputi: 

1) pelatihan keterampilan,  

2) kunjungan belajar,  

3) pembelajaran berbasis proyek,  

4) serta penyediaan narasumber dari praktisi.  

Sebagai contoh, sekolah bekerja sama dengan lembaga tertentu untuk 

memberikan pelatihan keterampilan digital kepada siswa atau 

menghadirkan praktisi sebagai narasumber pembelajaran. Yang terjadi 

di sekolah adalah perubahan pengalaman belajar siswa: 
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1) pembelajaran menjadi lebih kontekstual,  

2) siswa memperoleh pengalaman nyata,  

3) serta memiliki wawasan yang lebih luas.  

Selain itu, kemitraan ini juga membantu sekolah dalam 

mengoptimalkan sumber daya tanpa sepenuhnya bergantung pada 

anggaran internal. 

e. Partisipasi masyarakat sebagai dukungan sosial sekolah 

Selain kemitraan formal, sekolah juga membangun hubungan dengan 

masyarakat secara lebih luas melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial 

dan lingkungan. Sekolah membuka ruang partisipasi melalui forum 

komunikasi, kegiatan sosial, serta kegiatan budaya . 

Contoh nyata: 

1) masyarakat dilibatkan dalam kerja bakti menjaga lingkungan 

sekolah,  

2) berpartisipasi dalam kegiatan peringatan hari besar,  

3) serta mendukung program-program sekolah lainnya.  

Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki terhadap sekolah dan 

memperkuat hubungan emosional antara sekolah dan masyarakat. 

f. Monitoring dan penguatan kemitraan secara berkelanjutan 

Hubungan sekolah dan masyarakat tidak bersifat statis, tetapi terus 

dimonitor dan dievaluasi. Kepala sekolah memantau: 

1) tingkat partisipasi komite dan orang tua,  

2) efektivitas kerja sama dengan mitra,  

3) serta dampaknya terhadap mutu pendidikan.  

Jika ditemukan keterlibatan yang belum optimal, sekolah melakukan: 

1) penguatan komunikasi,  

2) pendekatan yang lebih fleksibel,  

3) serta penyesuaian strategi kemitraan.  

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat dikelola 

secara sistematis dan berkelanjutan. 

Jika dilihat secara menyeluruh, implementasi hubungan sekolah dan 

masyarakat dalam MBS bukan sekadar kegiatan komunikasi atau 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 201 

 

formalitas, tetapi merupakan strategi manajerial yang terintegrasi dalam 

pengelolaan sekolah. 

Melalui kemitraan yang terbangun: 

1) Sekolah menjadi lebih terbuka dan akuntabel.  

2) Masyarakat menjadi lebih terlibat dan peduli.  

3) Program pendidikan menjadi lebih relevan dan berdampak.  

Dalam konteks implementasi hubungan sekolah dan masyarakat, fungsi 

kehumasan (public relations) memiliki peran strategis sebagai jembatan 

komunikasi yang menghubungkan sekolah dengan publik. Kehumasan 

tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi instrumen 

manajerial untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan 

partisipasi masyarakat terhadap program sekolah. 

 

C. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program di 

Sekolah 

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Setelah program 

direncanakan dan dilaksanakan, sekolah perlu memastikan bahwa seluruh 

kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan serta memberikan dampak nyata terhadap 

peningkatan mutu pendidikan. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi, program 

sekolah berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas, sulit diukur keberhasilannya, 

serta tidak memberikan umpan balik yang memadai untuk perbaikan. 

Dalam konteks MBS, monitoring dan evaluasi tidak hanya dipahami sebagai 

kegiatan pengawasan atau penilaian administratif, tetapi sebagai proses strategis 

yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, penguatan akuntabilitas, 

serta pembelajaran organisasi secara berkelanjutan. Melalui proses ini, sekolah 

mampu mengidentifikasi kekuatan, menemukan kelemahan, serta merumuskan 

langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. 

 

1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi dalam MBS 

Monitoring dan evaluasi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memantau, 

menilai, dan memperbaiki pelaksanaan program sekolah agar berjalan sesuai 
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dengan tujuan serta memberikan dampak terhadap peningkatan mutu 

pendidikan. 

Monitoring berfokus pada pengawasan proses pelaksanaan program secara 

berkelanjutan, yaitu memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana, baik dari segi waktu, prosedur, maupun penggunaan sumber daya. 

Sementara itu, evaluasi berfokus pada penilaian hasil dan dampak program, 

termasuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan, kendala yang dihadapi, 

serta kebutuhan perbaikan di masa mendatang. 

Dalam perspektif manajemen pendidikan modern, monitoring dan evaluasi 

merupakan bagian dari fungsi pengendalian yang bertujuan untuk menjamin 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta pencapaian tujuan 

organisasi (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2011). Selain itu, monitoring 

dan evaluasi juga dipahami sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan 

dan menganalisis informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang 

lebih tepat dan berbasis bukti (OECD, 2013). 

Dalam konteks MBS, monitoring dan evaluasi tidak lagi bersifat top-down 

atau sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi alat refleksi kolektif 

yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta pemangku 

kepentingan lainnya. Melalui pendekatan ini, sekolah tidak hanya menilai 

apa yang telah dilakukan, tetapi juga memahami mengapa suatu program 

berhasil atau tidak, serta bagaimana perbaikan dapat dilakukan secara 

berkelanjutan. 

 

2. Fungsi Monitoring dan Evaluasi  

Monitoring dan evaluasi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) memiliki peran yang sangat strategis, karena tidak hanya berfungsi 

sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan mutu dan 

pembelajaran organisasi. Fungsi-fungsi tersebut saling terkait dan 

membentuk satu sistem pengelolaan sekolah yang efektif, adaptif, dan 

berkelanjutan. 

a. Pengendalian (Control Function) 

Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh 

program sekolah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan dalam RKJP dan RKASP. Melalui fungsi ini, sekolah dapat 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur yang 

telah dirancang, baik dari aspek kegiatan, waktu, maupun penggunaan 
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anggaran. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, sekolah 

dapat segera melakukan tindakan korektif sehingga program tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Penjamin Mutu (Quality Assurance Function) 

Monitoring dan evaluasi juga berfungsi sebagai instrumen penjamin 

mutu pendidikan. Melalui evaluasi yang sistematis, sekolah dapat 

menilai sejauh mana program yang dilaksanakan memberikan dampak 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Dengan demikian, fokus tidak hanya pada terlaksananya kegiatan, 

tetapi pada kualitas dan hasil yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. 

c. Akuntabilitas dan Transparansi 

Dalam konteks MBS, sekolah memiliki tanggung jawab untuk 

mempertanggungjawabkan seluruh program dan penggunaan sumber 

daya kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Monitoring 

dan evaluasi menyediakan data dan informasi yang menjadi dasar 

dalam penyusunan laporan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk membangun 

kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi pengelolaan sekolah. 

d. Pengambilan Keputusan (Decision-Making Function) 

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi sumber informasi utama dalam 

pengambilan keputusan. Data yang diperoleh digunakan untuk 

menentukan kebijakan, menyusun strategi perbaikan, serta menetapkan 

prioritas program di masa mendatang. Dengan demikian, keputusan 

yang diambil tidak bersifat subjektif, tetapi berbasis data dan analisis 

yang objektif. 

e. Pembelajaran Organisasi (Organizational Learning Function) 

Monitoring dan evaluasi mendorong sekolah untuk berkembang 

sebagai learning organization, yaitu organisasi yang mampu belajar 

dari pengalaman. Melalui refleksi terhadap keberhasilan dan kegagalan 

program, sekolah dapat meningkatkan kapasitasnya dalam 

merencanakan dan melaksanakan program secara lebih efektif. Proses 

ini menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan (continuous 

improvement) dalam pengelolaan sekolah. 

Dengan demikian, fungsi monitoring dan evaluasi dalam MBS tidak hanya 

bersifat teknis, tetapi juga strategis, karena menjadi fondasi dalam 

membangun sekolah yang transparan, akuntabel, berkualitas, dan terus 

berkembang. 
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3. Aspek Monitoring dan Evaluasi dalam MBS 

a. Pelaksanaan program 

Aspek ini berfokus pada kesesuaian antara perencanaan dan realisasi 

program sekolah. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa 

kegiatan yang telah dirancang dalam RKJP dan RKASP benar-benar 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal, prosedur, dan target yang telah 

ditetapkan. Evaluasi pada aspek ini juga mencakup penilaian terhadap: 

1) ketercapaian indikator program,  

2) efisiensi pelaksanaan,  

3) kendala yang dihadapi.  

Dengan demikian, sekolah dapat mengetahui apakah program berjalan 

sesuai rencana atau memerlukan penyesuaian. 

b. Pembelajaran dan kinerja guru 

Aspek ini menjadi inti dari monitoring dan evaluasi karena berkaitan 

langsung dengan proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan melalui 

supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah atau tim 

supervisi. Supervisi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata 

tentang kualitas pembelajaran yang berlangsung di kelas. Dalam 

praktiknya, kepala sekolah melakukan observasi langsung untuk 

menilai: 

1) kesesuaian pembelajaran dengan tujuan dan kurikulum,  

2) strategi dan metode yang digunakan guru,  

3) pemanfaatan media dan sumber belajar,  

4) interaksi antara guru dan siswa,  

5) kemampuan guru dalam mengelola kelas.  

Selain itu, evaluasi juga melihat sejauh mana guru mampu menciptakan 

pembelajaran yang: 

1) aktif dan partisipatif,  

2) kontekstual dan bermakna,  

3) mendorong keterlibatan siswa secara optimal.  

Yang tidak kalah penting, aspek ini juga menilai implementasi hasil 

pengembangan profesional guru. Misalnya: 

1) apakah guru menerapkan hasil pelatihan dalam praktik 

pembelajaran,  

2) apakah terdapat inovasi dalam metode mengajar,  
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3) bagaimana guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan.  

Dengan demikian, evaluasi pada aspek pembelajaran memberikan 

gambaran yang komprehensif tentang kualitas proses belajar mengajar 

di sekolah.  

Aspek kinerja guru merupakan kelanjutan dari evaluasi pembelajaran 

yang lebih menekankan pada profesionalisme guru secara menyeluruh. 

Evaluasi kinerja guru tidak hanya menilai aktivitas mengajar, tetapi 

juga mencakup seluruh peran dan tanggung jawab guru sebagai tenaga 

profesional. Dalam praktiknya, kinerja guru dievaluasi berdasarkan 

beberapa indikator utama, yaitu: 

1) Perencanaan pembelajaran, meliputi kemampuan menyusun 

perangkat ajar yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan siswa.  

2) Pelaksanaan pembelajaran, yaitu kemampuan mengelola kelas, 

menerapkan strategi pembelajaran, serta membangun interaksi 

yang efektif dengan siswa.  

3) Penilaian dan evaluasi pembelajaran, termasuk kemampuan 

menyusun instrumen penilaian dan memanfaatkan hasilnya untuk 

perbaikan pembelajaran.  

4) Pengembangan profesional, yaitu keterlibatan guru dalam 

pelatihan, komunitas belajar, serta upaya peningkatan kompetensi 

secara berkelanjutan.  

5) Sikap profesional dan sosial, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, 

etika kerja, serta kemampuan bekerja sama dengan rekan sejawat 

dan berkomunikasi dengan orang tua.  

Evaluasi kinerja guru dilakukan melalui berbagai metode, seperti: 

1) observasi kelas,  

2) penilaian dokumen pembelajaran,  

3) diskusi reflektif antara kepala sekolah dan guru,  

4) analisis hasil belajar siswa.  

Yang terjadi di sekolah, evaluasi ini tidak dimaknai sebagai alat untuk 

menilai secara sepihak, tetapi sebagai proses pembinaan dan 

pengembangan.  
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Guru diberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga mereka dapat: 

1) memahami kekuatan dan kelemahannya,  

2) memperbaiki praktik pembelajaran,  

3) meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan.  

c. Manajerial dan pengelolaan sekolah 

Aspek manajerial dan pengelolaan sekolah merupakan fondasi yang 

memastikan seluruh program dalam kerangka MBS dapat berjalan 

secara efektif, efisien, dan terarah. Jika aspek pembelajaran berfokus 

pada proses di kelas, maka aspek ini berfokus pada bagaimana sistem 

sekolah dikelola secara keseluruhan, sehingga mampu mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan. Dalam praktiknya, monitoring pada 

aspek ini dilakukan terhadap berbagai komponen utama pengelolaan 

sekolah, antara lain: 

1) pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, penggunaan, dan 

pertanggungjawaban anggaran (RKJP dan RKASP),  

2) administrasi sekolah, seperti pencatatan, pelaporan, dan 

pengarsipan dokumen,  

3) pelaksanaan program sekolah, baik program akademik maupun 

non-akademik,  

4) koordinasi antar komponen sekolah, termasuk hubungan kerja 

antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemangku 

kepentingan lainnya.  

Monitoring tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga 

menilai keteraturan proses dan konsistensi pelaksanaan. Misalnya: 

1) apakah program dilaksanakan sesuai jadwal,  

2) apakah penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan,  

3) apakah terdapat koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan 

kegiatan.  

Sementara itu, evaluasi pada aspek ini berfokus pada kualitas 

kepemimpinan dan efektivitas sistem manajemen sekolah. Kepala 

sekolah dinilai dalam kemampuannya: 

1) merencanakan program secara strategis,  

2) mengorganisasikan sumber daya,  

3) mengarahkan pelaksanaan kegiatan,  

4) melakukan pengawasan dan pengendalian.  
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Selain itu, evaluasi juga mencakup: 

1) kinerja tim manajemen sekolah dalam menjalankan tugasnya,  

2) efektivitas sistem administrasi dalam mendukung kegiatan 

sekolah,  

3) tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.  

Dalam praktik di sekolah, aspek ini sering terlihat dari: 

1) tertibnya administrasi dan dokumentasi,  

2) lancarnya pelaksanaan program tanpa hambatan berarti,  

3) adanya koordinasi yang harmonis antar warga sekolah.  

Sebaliknya, jika pengelolaan manajerial kurang optimal, biasanya 

muncul berbagai masalah seperti: 

1) program tidak berjalan sesuai rencana,  

2) penggunaan anggaran tidak efisien,  

3) lemahnya koordinasi antar pihak.  

Oleh karena itu, aspek manajerial tidak hanya dinilai dari kelengkapan 

sistem, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam mengelola sumber 

daya secara efektif dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi. 

d. Hasil belajar dan kinerja sekolah 

Aspek hasil belajar dan kinerja sekolah merupakan puncak dari seluruh 

proses monitoring dan evaluasi dalam implementasi MBS, karena pada 

tahap ini sekolah menilai sejauh mana program yang telah direncanakan 

dan dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap 

peserta didik dan kinerja institusi secara keseluruhan. Jika aspek 

sebelumnya lebih menekankan pada proses, maka aspek ini berfokus 

pada hasil (outcome) dan dampak (impact). Dalam praktiknya, evaluasi 

pada aspek ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, 

antara lain: 

1) hasil asesmen siswa (formatif, sumatif, dan asesmen nasional),  

2) rapor pendidikan sekolah,  

3) capaian indikator kinerja sekolah yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan.  

Data tersebut tidak hanya dikumpulkan, tetapi dianalisis secara 

sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang 

kondisi nyata sekolah. Melalui analisis ini, sekolah dapat: 
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1) mengidentifikasi kekuatan, misalnya pada mata pelajaran tertentu 

atau aspek kompetensi tertentu yang menunjukkan hasil baik,  

2) menemukan kelemahan, seperti rendahnya capaian literasi, 

numerasi, atau keterampilan berpikir kritis siswa.  

Contoh dalam praktik:  

Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa 

masih rendah, maka sekolah tidak berhenti pada kesimpulan tersebut, 

tetapi melakukan analisis lebih lanjut: 

1) apakah strategi pembelajaran sudah tepat,  

2) apakah sumber belajar memadai,  

3) apakah keterlibatan siswa dalam pembelajaran sudah optimal.  

Dari analisis tersebut, sekolah kemudian merumuskan langkah 

perbaikan yang lebih terarah, seperti: 

1) penguatan program literasi,  

2) pelatihan guru dalam strategi pembelajaran membaca,  

3) penyediaan bahan ajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Selain hasil belajar siswa, aspek ini juga mencakup kinerja sekolah 

secara keseluruhan, seperti: 

1) ketercapaian program sekolah,  

2) peningkatan kualitas layanan pendidikan,  

3) reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.  

Yang penting untuk ditekankan, evaluasi pada aspek ini tidak hanya 

melihat angka atau capaian kuantitatif, tetapi juga memahami makna di 

balik data tersebut. Sekolah mulai bergerak dari sekadar “melaporkan 

hasil” menuju menggunakan data sebagai dasar perbaikan (data-driven 

improvement). 

e. Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat 

Aspek ini menilai sejauh mana sekolah mampu membangun hubungan 

yang efektif, terbuka, dan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai 

bagian dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam 

kerangka MBS, sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari 

ekosistem sosial yang melibatkan orang tua, komite sekolah, serta 

berbagai mitra eksternal. Dalam praktiknya, monitoring pada aspek ini 

dilakukan dengan melihat: 
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1) tingkat keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan program,  

2) partisipasi orang tua dalam mendukung proses pembelajaran dan 

kegiatan sekolah,  

3) bentuk dan kualitas kerja sama dengan mitra eksternal, seperti 

dunia usaha, lembaga sosial, atau instansi terkait.  

Monitoring tidak hanya menilai kehadiran atau keterlibatan secara 

kuantitatif, tetapi juga kualitas partisipasi, misalnya: 

1) apakah komite memberikan masukan yang konstruktif,  

2) apakah orang tua terlibat aktif dalam mendampingi belajar anak,  

3) apakah kemitraan yang dibangun memberikan manfaat nyata bagi 

sekolah.  

Sementara itu, evaluasi pada aspek ini berfokus pada: 

1) kontribusi kemitraan terhadap keberhasilan program sekolah,  

2) tingkat dukungan masyarakat terhadap kegiatan pendidikan,  

3) efektivitas komunikasi antara sekolah dan pihak luar.  

Dalam praktik di sekolah, aspek ini sering terlihat dari: 

1) meningkatnya kehadiran orang tua dalam kegiatan sekolah,  

2) adanya dukungan masyarakat terhadap program-program sekolah,  

3) terjalinnya kerja sama yang produktif dengan berbagai pihak.  

Peran kehumasan menjadi sangat penting dalam aspek ini, karena 

komunikasi yang baik akan: 

1) membangun pemahaman bersama,  

2) menghindari kesalahpahaman,  

3) memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.  

Ketika hubungan sekolah dan masyarakat terbangun dengan baik, maka 

akan tercipta: 

1) rasa memiliki (sense of ownership) terhadap sekolah,  

2) dukungan yang lebih kuat terhadap program,  

3) serta lingkungan pendidikan yang lebih kondusif. 

 

4. Langkah-Langkah Monitoring dan Evaluasi Implementasi MBS 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) dilakukan melalui tahapan yang sistematis, terencana, dan 
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berkelanjutan. Tahapan ini membentuk satu siklus manajemen yang tidak 

hanya berfungsi untuk menilai, tetapi juga untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas program sekolah secara terus-menerus. 

 

a. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 

Tahap awal dimulai dengan perencanaan yang matang. Sekolah 

menetapkan: 

1) tujuan monitoring dan evaluasi,  

2) indikator kinerja program,  

3) jadwal pelaksanaan (bulanan, tengah semester, akhir semester),  

4) instrumen yang digunakan.  

Dalam praktiknya, sekolah yang baik tidak menunggu program selesai 

untuk melakukan evaluasi, tetapi sudah merancang sistem evaluasi 

sejak awal berbasis data. Hal ini membuat monitoring dan evaluasi 

bersifat proaktif dan terarah, bukan sekadar respons terhadap masalah 

yang muncul. 

b. Pelaksanaan Monitoring (Pengawasan Berkelanjutan) 

Monitoring dilakukan secara terus-menerus selama program 

berlangsung, baik secara formal maupun informal. Kegiatan ini tidak 

hanya berupa pemeriksaan administrasi, tetapi juga pengamatan 

langsung terhadap pelaksanaan program. Contoh praktik di sekolah: 

1) kepala sekolah mengamati pelaksanaan kegiatan di lapangan,  

2) memeriksa pemanfaatan sarana dan prasarana,  

3) memantau keterlibatan guru dan siswa dalam kegiatan.  

Monitoring ini bersifat kualitatif dan kontekstual, sehingga mampu 

memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan. 

c. Evaluasi Program secara Berkala 

Evaluasi dilakukan secara terstruktur dan berkala melalui: 

1) rapat evaluasi,  

2) laporan dari penanggung jawab kegiatan,  

3) analisis data capaian program.  

Setiap program dianalisis berdasarkan: 

1) tingkat ketercapaian indikator,  

2) kendala yang dihadapi,  

3) efektivitas pelaksanaan.  
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Sebagai contoh, program literasi tidak hanya dinilai dari terlaksananya 

kegiatan, tetapi juga dari: 

1) hasil asesmen membaca siswa,  

2) tingkat partisipasi siswa,  

3) implementasi program dalam pembelajaran di kelas.  

d. Supervisi Akademik dan Manajerial 

Supervisi merupakan bagian penting dalam monitoring dan evaluasi, 

khususnya untuk menjamin kualitas pelaksanaan program. Dalam 

praktiknya: 

1) kepala sekolah melakukan observasi pembelajaran di kelas,  

2) memberikan umpan balik kepada guru,  

3) serta menilai pengelolaan program dan administrasi sekolah.  

Supervisi ini tidak bersifat menghakimi, tetapi sebagai: 

1) alat pembinaan dan pengembangan guru,  

2) sarana peningkatan kualitas pembelajaran.  

e. Pengumpulan dan Analisis Data 

Tahap ini merupakan inti dari evaluasi berbasis bukti. Data 

dikumpulkan secara sistematis, meliputi: 

1) hasil belajar siswa,  

2) laporan kegiatan,  

3) data kehadiran dan partisipasi,  

4) capaian kinerja sekolah.  

Data kemudian dianalisis untuk: 

1) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan,  

2) menemukan akar masalah,  

3) merumuskan solusi yang tepat.  

Sekolah yang efektif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi benar-

benar menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. 

f. Penyusunan Laporan dan Publikasi 

Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang: 

1) jelas, sistematis, dan berbasis data,  

2) dapat dipertanggungjawabkan,  

3) disampaikan kepada pemangku kepentingan.  
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Pada tahap ini, peran kehumasan sangat penting, yaitu: 

1) menyampaikan hasil evaluasi kepada masyarakat,  

2) membangun transparansi,  

3) memperkuat kepercayaan publik terhadap sekolah.  

Publikasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi sarana 

komunikasi yang membangun pemahaman bersama antara sekolah dan 

masyarakat. 

g. Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkelanjutan 

Tahap ini merupakan inti dari MBS, karena di sinilah hasil evaluasi 

diubah menjadi tindakan nyata. Sekolah melakukan: 

1) penyusunan rencana tindak lanjut,  

2) revisi program,  

3) peningkatan kompetensi guru,  

4) penyesuaian strategi pembelajaran.  

Contoh: 

Jika pembelajaran dinilai kurang efektif, sekolah dapat: 

1) mengadakan pelatihan guru,  

2) memperbaiki strategi pembelajaran,  

3) memantau implementasi perbaikan di kelas.  

Monitoring dan evaluasi dalam implementasi MBS bukan sekadar 

kegiatan penilaian, tetapi merupakan siklus pembelajaran organisasi 

yang berkelanjutan. Melalui proses ini: 

1) sekolah menjadi lebih reflektif,  

2) keputusan diambil berbasis data,  

3) program menjadi lebih tepat sasaran,  

4) mutu pendidikan meningkat secara berkelanjutan.  

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi 

sebagai alat kontrol, tetapi menjadi motor utama transformasi sekolah 

menuju organisasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada 

kualitas pendidikan. 
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BAB VI 

MONITORING-EVALUASI, 

SUPERVISI DAN 

ADVOKASI PROGRAM 

IMPLEMENTASI MBS DI 

SMP 
 

 
onitoring dan evaluasi (monev) menjadi sebuah keniscayaan 

dalam setiap proses bisnis maupun organisasi, termasuk dalam 

implementasi MBS. Selaras dengan prinsip utama manajemen 

dan Good School Governance, monev wajib dilakukan untuk 

memastikan seluruh proses berjalan sejak perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating) dan monitoring serta evaluasi (controlling) dengan 

senantiasa menganut prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. (Totalia 

et.al, 2024) menjelaskan bahwa tiga masalah utama pendidikan di Indonesia 

adalah merata, mutu dan relevansi, yang seharusnya menjadi daya pengungkit 

bagi pemerintah untuk selalu meningkatkan pengelolaan sistem pendidikan di 

Indonesia, salah satunya adalah dengan kembali menginisiasi ulang MBS. Era 

disrupsi, koding, kecerdasan artifisial dan digitalisasi yang menuntut individu 

maupun organisasi untuk selalu dinamis, sehingga sekolah harus segera 

menyesuaikan bagaimana mengelola layanannya dalam mengatasi 3 masalah 

tersebut; pemerataan akses, peningkatan mutu dan  maksimalisasi relevansi 

dengan kondisi terkini. 

Konsep MBS apabila disandingkan dengan konsep Business Model Canvas 

(BMC) akan dengan lebih sederhana dilakukan mapping. Mapping tersebut untuk 

bisa lebih mudah disosialisasikan, diinternalisasikan kepada seluruh unsur 

M 
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sekolah sehingga menjadi budaya mutu yang selalu ditetapi dan ditepati secara 

individu maupun kolektif. Bab ini berintisarikan skema PDCA (Plan, Do, Check, 

Act), menguraikan pedoman penjaminan mutu dimulai dari pembahasan tentang 

bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi MBS serta refleksi dengan 

menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 

sebagai sebuah siklus sehingga mampu berfungsi sebagai input perbaikan 

langkah penjaminan mutu selanjutnya. Selanjutnya, bab ini membahas advokasi 

dan supervisi MBS. 5W1H: Apa (What), Mengapa (Why), Siapa (Who), Kapan 

(When), Di mana (Where), dan Bagaimana (How) melakukannya untuk 

mendukung keberhasilan MBS di SMP. Advokasi dan supervisi menjadi 

pelengkap bab ini yang menjelaskan tentang bagaimana pendampingan dilakukan 

oleh pihak terkait. 

 
Gambar 6.1. Blueprint MBS. Diolah dari Berbagai Sumber Menggunakan 

Aplikasi NotebookLM 

 

A. Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

1. Konsep Monev 

Konsep Monev jika mengacu pada basis kerangka logis sebuah program 

akan memiliki komponen utama di antaranya; (1) input, merujuk kepada 

sumber daya (2) process, merujuk kepada aktivitas program kerja (3) output, 

merujuk kepada hasil (4) outcome, merujuk kepada dampak jangka 

menengah, dan (5) impact, merujuk kepada dampak jangka panjang. Monev 

mencakup proses input, activity, output, outcome dan impact dalam suatu 
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program (Ariefni & Legowo, 2018). Monev Studio Development Studies, 

Monitoring and Evaluation, Policy Management (2020) menjelaskan monev 

digunakan untuk menganalisis perkembangan dan memberikan penilaian 

aktivitas atau kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan/kegiatan 

yang biasanyanya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, 

NGO/LSM, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi lainnya. Tujuan 

utamanya yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata 

kelola organisasi, proyek, program, dan kegiatan/kebijakan, serta 

pembelajaran atas keluaran, hasil (output) dan dampak (outcome) atas setiap 

intervensi dari organisasi, proyek, program, dan kegiatan/kebijakan baik 

yang sedang, masih berjalan maupun yang akan datang. Sehingga, definitif 

monitoring atau pemantauan dapat dimaknakan sebagai rangkaian aktivitas 

untuk mengamati dan/atau mencermati secara terus menerus atau berkala 

untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu 

program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul untuk 

kemudian dirumuskannya tindak lanjut yang dibutuhkan. Adapun evaluasi 

adalah rangkaian kegiatan sistematis pengumpulan dan analisis 

data/informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja 

organisasi, proyek, program, dan kegiatan/kebijakan yang berkaitan dengan 

relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dampak, dan koherensi dari 

tiap-tiap intervensinya. 

Secara konsep, fungsi utama dilakukannya monev adalah untuk 

mengendalikan (control), memperbaiki (improvement), pembelajaran 

(learning), akuntabilitas (accountability). Aktivitas Monev membantu 

pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa depan (Kato et al., 

2021). Kusek dan Rist (2004) menyatakan “The purpose of monitoring and 

evaluation is to improve performance and achieve results”. Sedangkan, 

UNDP (2009) menyatakan, “Monitoring and evaluation support evidence-

based decision making and accountability”. Secara ringkas, perbedaan 

konsep monitoring dan evaluasi dapat divisualisasikan dalam Tabel 6.1 

sebagai berikut: 
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Tabel 6.1. Perbedaan Konsep Monitoring dan Evaluasi 

Aspek Monitoring  Evaluasi 

Pertanyaan 

Kunci 

"Apakah tindakan yang kita 

ambil sudah sesuai dengan 

rencana dan apakah target 

jangka pendek tercapai?" 

"Apakah intervensi ini benar-

benar berhasil, memecahkan 

masalah, dan layak 

diteruskan?" 

Waktu Terus-menerus dan 

berkelanjutan selama tahap 

implementasi. 

Periodik, dilakukan pada 

waktu tertentu (tengah, akhir, 

atau beberapa tahun setelah 

selesai). 

Fokus Jalur 

Hasil 

Berfokus pada Input, 

Aktivitas, dan Output 

langsung. 

Berfokus pada Outcome dan 

Dampak jangka panjang. 

Tujuan 

Utama 

Manajemen Kinerja: 

Memberikan ”early 

warning” untuk koreksi 

cepat agar tetap sesuai jalur. 

Akuntabilitas dan 

Pembelajaran: Menilai 

keberhasilan, nilai guna, dan 

memetik pelajaran untuk masa 

depan. 

Kedalaman 

Data 

Data Real-time dan 

kuantitatif (seperti metrik 

kinerja harian). 

Analisis Mendalam, 

menggabungkan data 

kuantitatif dan kualitatif secara 

sistematis. 

Objektivitas Biasanya dilakukan secara 

internal oleh manajer proyek 

atau tim implementasi. 

Seringkali dilakukan oleh 

pihak independen atau 

eksternal untuk menjamin 

kredibilitas. 

Kriteria 

Penilaian 

Kepatuhan operasional dan 

efisiensi teknis. 

Relevansi, efektivitas, efisiensi 

strategis, dampak, dan 

keberlanjutan. 

 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di SMP sangat penting dilakukan 

untuk memastikan bahwa pengelolaan sekolah berjalan efektif, transparan, 

dan berorientasi pada peningkatan mutu. Monitoring dan evaluasi dilakukan 

untuk mengukur keberhasilan perencanaan, pengorganisasian dan 

pelaksanaan MBS di SMP. Untuk itu, perlu ditetapkan indikator 

keberhasilan yang disepakati oleh seluruh unsur/warga sekolah. Adapun 

beberapa contoh indikator keberhasilan pelaksanaan MBS yang bisa 

digunakan (bukan baku, dalam artian sekolah bisa mengembangkan sesuai 

dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama seluruh unsur sekolah), di 
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antaranya: RKASP disusun partisipatif, dana BOS dikelola transparan, tidak 

ada pungutan illegal, komite berfungsi sesuai regulasi, mutu akademik 

meningkat, lingkungan sekolah kondusif, tercapainya 8 SNP. Jika terjadi 

ketidaksesuaian, ketidaktercapaian maka dilakukan proses klarifikasi 

internal sekolah, mediasi oleh komite/pengawas, pelaporan ke Dinas 

Pendidikan untuk mendapatkan advokasi dan supervisi dalam tahapan 

PDCA yang berkesinambungan. Hadiyanto et al. (2020) Siklus PDCA 

merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang terencana dalam 

konteks semangat perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan 

mutu yang diiringi dengan keseriusan dan kreativitas. Monitoring dan 

evaluasi MBS yang dilakukan secara komprehensif berfungsi: 

a. Menjamin Ketercapaian Tujuan Sekolah 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMP 

menekankan MBS yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk 

mengelola segala sumber daya sesuai kebutuhan dalam mencapai 

mutunya. Monitoring dan evaluasi memastikan bahwa: program 

sekolah sesuai visi dan misi, target akademik dan non-akademik 

tercapai, Rencana Kerja Satuan Pendidikan (RKSP) dijalankan dengan 

baik. 

b. Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Melalui monitoring dan evaluasi berkala, sekolah dapat 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran, memperbaiki 

strategi mengajar guru, meningkatkan hasil belajar siswa. monev 

membantu sekolah menjaga standar mutu sesuai SNP. 

c. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas 

MBS berorientasi pada pelibatan/partisipasi masyarakat dan komite 

sekolah. Monitoring diperlukan untuk memastikan penggunaan 

anggaran (misalnya dana BOS) tepat sasaran, mencegah 

penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan orang tua dan 

masyarakat. 

d. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat 

Data hasil monitoring dan evaluasi bisa digunakan sebagai dasar bagi 

kepala sekolah dan guru untuk menyusun program perbaikan, 

menentukan prioritas pengembangan, menyusun kebijakan berbasis 

data (evidence-based decision making). 
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e. Meningkatkan Partisipasi Warga Sekolah 

Monitoring dan evaluasi yang melibatkan guru, siswa, dan komite 

sekolah serta seluruh stakeholder terkait usaha untuk meningkatkan 

rasa memiliki (sense of ownership), mendorong kerja sama, dan 

memperkuat budaya mutu di sekolah. 

f. Mengidentifikasi Masalah Sejak Awal (Early Warning System) 

Monitoring dan evaluasi yang rutin dapat membantu mendeteksi 

masalah yang mungkin muncul, diantaranya; penurunan prestasi siswa, 

permasalahan disiplin warga sekolah, kendala sarana dan prasarana 

serta berbagai permasalahan lainnya sejak dini sehingga solusi dapat 

dilakukan lebih cepat. Penerapan tindakan preemtif (pendekatan akar 

masalah) dan preventif (pencegahan secara langsung) sangat disarankan 

dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. 

 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di SMP sangatlah penting untuk 

selalu dilakukan karena mampu berfungsi sebagai alat kontrol, perbaikan, 

dan pengembangan mutu sekolah secara berkelanjutan. Tanpa monitoring 

dan evaluasi, otonomi dalam MBS berisiko kurang terarah dan kurang 

efektif. 

 
Gambar 6.2. Fungsi Monitoring dan Evaluasi MBS SMP Sebagai Sebuah 

Sistem 

 

Monitoring 
dan Evaluasi 
MBS SMP

Menjamin 
Ketercapaian 

Tujuan 
Sekolah
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Mutu 

Pendidikan
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dan 
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yang Tepat
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2. Indikator keberhasilan MBS 

Indikator digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai suatu program. 

Keberhasilan peningkatan mutu di Indonesia menggunakan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP), di mana SNP mampu menentukan indikasi 

prestasi dari sekolah, yang terdiri dari prestasi akademik dan non akademik 

(Martono et al., 2016). Sehingga, penentuan indikator sangatlah diperlukan 

untuk alat mengukur keberhasilan. Dalam buku ini disajikan indikator yang 

disarikan dari berbagai literatur. dengan acuan utama adalah Prinsip MBS 

dan pencapaian SNP Namun, sebagai konsekuensi logis maupun praktis 

implementasi MBS, hendaknya sekolah mampu mengembangkan, 

memodifikasi dan menyesuaikan dengan kondisi riil di sekolah, karena 

menjadi sebuah keniscayaan bahwa kondisi dan situasi antar satu sekolah 

dengan sekolah lainnya tidaklah sama. 

 

 
Gambar 6.3. Kerangka Kerja dan Permasalahan MBS. Diolah dari 

berbagai sumber menggunakan aplikasi Notebook LM 

 

MBS yang merupakan model pengelolaan pendidikan dengan memberikan 

otonomi luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengambil 

keputusan secara partisipatif, sehingga mengacu pendapat Mulyasa (2002) 

yang menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu 

konsep yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu Pendidikan. Dengan demikian, MBS bertujuan untuk 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 220 

 

meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan melalui 

kemandirian sekolah. Konsep tersebut dapat kita turunkan menjadi indikator 

keberhasilan pelaksanaan MBS. 

a. Kemandirian Sekolah 

Kemandirian sekolah merupakan kemampuan sekolah dalam mengelola 

dan mengembangkan sumber daya secara mandiri. Menurut Mulyasa 

(2002) bahwa sekolah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola 

sumber daya dan menentukan kebijakan sesuai kebutuhan. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa indikatornya meliputi: Penyusunan program sekolah 

secara mandiri; Pengelolaan dana dan sarana secara efektif; dan 

Pengambilan keputusan tanpa ketergantungan penuh pada pusat. 

b. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam keberhasilan MBS 

karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Hadiyanto et al. 

(2020) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat selama ini 

disalahartikan hanya sebagai dukungan dana, sedang dukungan-

dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang 

diperhatikan. Oleh karenanya model hubungan pentahelix sangat 

mutlak dilakukan lama mensukseskan MBS (selengkapnya dibahas 

dalam Bab VII Pembiayaan). Keberhasilan MBS ditentukan oleh 

keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan. Sehingga, 

indikatornya dapat dirinci seperti: peran aktif komite sekolah, dukungan 

orang tua terhadap kegiatan sekolah, kerja sama dengan lingkungan 

sekitar, model pentahelix ABCGM, Academy (akademisi, perguruan 

tinggi), Business (Dunia Usaha Dunia Industri/DUDI), Community 

(NGO/LSM), Government (Pemerintah, Pemerintah Daerah), Media 

(Pers). 

c. Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas menunjukkan keterbukaan sekolah 

dalam pengelolaan program kerja dan keuangan. Menurut Fattah 

(2004), Akuntabilitas merupakan kewajiban lembaga pendidikan untuk 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Masyarakat. 

Indikatornya dapat dirinci sebagai berikut: laporan keuangan terbuka, 

informasi program mudah diakses, adanya pertanggungjawaban kepada 

public secara terukur dan teratur. Terukur berarti komoditas informasi 



 
  

Manajemen Berbasis Sekolah Jenjang SMP 221 

 

diberikan kepada pihak yang berkompeten dan teratur berarti diberikan 

rutin secara periodik yang telah ditetapkan. 

d. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif 

Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

keberhasilan MBS, ibarat sebuah rangkaian gerbong kereta api, kepala 

sekolah adalah lokomotif sekaligus masinisnya. Menurut Sagala (2007) 

dalam bukunya yang berjudul Peningkatan Mutu Pendidikan, 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif mampu menggerakkan 

seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga 

indikator yang dapat digunakan diantaranya: kemampuan manajerial 

kepala sekolah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan 

memotivasi guru dan staf. 

e. Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Keberhasilan MBS dapat dilihat dari peningkatan kualitas 

pembelajaran. Menurut UNESCO, School-based management 

improves learning outcomes through better decision-making at school 

level. Sehingga, indikator yang bisa ditawarkan di antaranya: prestasi 

siswa meningkat, metode pembelajaran inovatif, evaluasi pembelajaran 

berjalan baik.  

f. Iklim Sekolah yang Nyaman dan Kondusif 

Lingkungan sekolah yang kondusif akan mendukung proses belajar 

mengajar. Menurut World Bank, sekolah yang nyaman dan kondusif 

bukan hanya soal bangunan yang rapi atau bersih saja, tapi lingkungan 

belajar yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung proses belajar 

mengajar secara efektif. Indikator yang bisa dikembangkan 

diantaranya: lingkungan aman dan nyama, hubungan harmonis antar 

warga sekolah, disiplin dan budaya kerja positif. 

g. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan 

Pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan Pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indikato yang bisa digunakan 

di antaranya: program sesuai rencana, penggunaan anggaran tepat guna 

(value for money: economy, efficient, effective), tidak terjadi 

pemborosan. 
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h. Monev dan Perbaikan Berkelanjutan (Continiuous Improvement) 

Sekolah harus melakukan evaluasi secara berkala untuk peningkatan 

mutu. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 

evaluasi diri sekolah menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan 

mutu berkelanjutan. Menurut Ayu dan Mu’adin (2022), The 

implementation of the School Self Evaluation, schools are able to 

produce complete and accurate data and evidence to make school work 

plans that are better, more competitive, and more progressive. After 

schools are able to formulate programs from their best work plans, they 

are implemented as much as possible so that the quality of education 

can be achieved in accordance with the eight national education 

standards. Sehingga, indikatornya dapat dirinci di antaranya: evaluasi 

rutin dilakukan, ada tindak lanjut hasil evaluasi, perbaikan program 

secara terus-menerus, mengacu kepada SNP. 

 

3. Instrumen Evaluasi MBS 

Instrumen hanya merupakan sebuah alat, dalam buku ini diberikan contoh 

yang sifatnya tidak mengikat, sebagaimana prinsip MBS adalah otonomi, 

kemandirian, maka akan lebih proporsional apabila sekolah mampu 

mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan di 

sekolah masing-masing. Bentuk lain bisa dikembangkan melalui studi 

dokumen, wawancara, dan berbagai bentuk penggalian data dan informasi 

lainnya. Sebagai catatan utama, instrument dan/atau alat apapun yang 

digunakan untuk melakukan monev, harus terinformasikan, disepakati oleh 

seluruh warga sekolah, sehingga implementasinya sesuai dengan prinsip 

MBS itu sendiri. 

a. Petunjuk Pengisian 

Berikan tanda (✓) pada salah satu pilihan jawaban: 

 SS = Sangat Setuju (4) 

 S  = Setuju (3) 

 TS  = Tidak Setuju (2) 

 STS  = Sangat Tidak Setuju (1) 

b. Butir Instrumen 

Berikut disajikan contoh butir instrument. Instrument berikut bersifat 

tentative, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di 

sekolah masing-masing. 
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Tabel 6.2 Contoh Butir Instrumen Monev Implementasi MBS 

No Pernyataan SS S TS STS 

A Kemandirian Sekolah 

1 Sekolah menyusun visi dan misi secara mandiri     

2 Program kerja sekolah dirancang sesuai 

kebutuhan sekolah 

    

3 Sekolah mampu mengelola dana secara mandiri     

4 Pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak 

sekolah tanpa ketergantungan penuh pada pusat 

    

B Partisipasi Masyarakat 

5 Orang tua siswa aktif terlibat dalam kegiatan 

sekolah 

    

6 Komite sekolah berperan dalam pengambilan 

keputusan 

    

7 Sekolah menjalin kerja sama dengan masyarakat 

sekitar 

    

8 Masyarakat memberikan dukungan terhadap 

program sekolah 

    

C Transparansi dan Akuntabilitas 

9 
Sekolah menyampaikan laporan keuangan 

secara terbuka 

    

10 Informasi program sekolah mudah diakses     

11 Pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan     

12 
Sekolah terbuka terhadap masukan dari 

masyarakat 

    

D Kepemimpinan Kepala Sekolah 

13 Kepala sekolah mampu memimpin dengan baik     

14 
Kepala sekolah melibatkan guru dalam 

pengambilan keputusan 

    

15 
Kepala sekolah mampu memotivasi guru dan 

staf 

    

16 
Kepala sekolah memiliki kemampuan 

manajerial yang baik 

    

E Mutu Pembelajaran 

17 Proses pembelajaran berjalan efektif     

18 
Guru menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi 

    

19 Prestasi siswa mengalami peningkatan     

20 Evaluasi pembelajaran dilakukan secara rutin     

F Iklim Sekolah 
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No Pernyataan SS S TS STS 

21 Lingkungan sekolah aman dan nyaman     

22 Hubungan antar warga sekolah harmonis     

23 Disiplin sekolah diterapkan dengan baik     

24 
Sekolah menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan 

    

G Efektifitas dan Efisiensi 

25 Program sekolah berjalan sesuai rencana     

26 Penggunaan anggaran tepat sasaran     

27 Sumber daya dimanfaatkan secara optimal     

28 
Tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan 

sekolah 

    

H Monev dan Perbaikan Berkelanjutan (Continiuous Improvement) 

29 Sekolah melakukan evaluasi secara rutin     

30 
Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan 

program 

    

31 Sekolah memiliki rencana tindak lanjut     

32 Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan     

 

c. Skoring dan Interpretasi 

Skor: 

 SS = 4 

 S = 3 

 TS = 2 

 STS = 1 

Cara Menghitung: 

 Skor maksimal = 32 × 4 = 128 

 Skor minimal = 32 × 1 = 32 

 

d. Rentang Skor dan Kategori 

Tabel 6.3. Rentang Skor dan Kategori Monev Implementasi MBS 

Rentang Skor Kategori 

105 – 128 Sangat Baik 

81 – 104 Baik 

57 – 80 Cukup 

32 – 56 Kurang 
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e. Responden 

1) Guru 

2) Kepala Sekolah 

3) Tenaga Kependidikan 

4) Komite Sekolah 

 

4. Langkah-Langkah Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 

MBS mengedepankan prinsip otonomi yang memungkinkan sekolah untuk 

mengembangkan pola manajemen disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan sekolah. Termasuk langkah-langkah supervisi, monitoring dan 

evaluasi, sekolah memiliki kewenangan otonom untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan dan mengontrolnya. Langkah-langkah 

yang disajikan dalam panduan ini tidak bersifat mutlak, hanya berfungsi 

sebagai acuan, dapat dikembangkan lebih lanjut oleh sekolah atas hasil 

musyawarah yang dilakukan dan disepakati seluruh warga/unsur sekolah. 

a. Perencanaan 

a) Menetapkan Tujuan  

1) Kesesuaian pelaksanaan RKJP dan RKASP; 

2) Transparansi pengelolaan dana BOS; 

3) Keterlibatan komite sekolah; 

4) Dampak terhadap mutu pembelajaran 

b) Menetapkan Indikator 

1) RKASP disusun partisipatif; 

2) Laporan keuangan dipublikasikan; 

3) Program peningkatan mutu guru berjalan; 

4) Tidak ada pungutan yang melanggar aturan; 

5) Capaian akademik meningkat 

c) Menyusun Instrumen 

1) Checklist administrasi 

2) Lembar observasi 

3) Pedoman wawancara 

4) Format analisis dokumen 
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b. Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data 

1) Studi dokumen (RKJM/RKJP, RKASP, laporan BOS) 

2) Observasi kegiatan sekolah 

3) Wawancara kepala sekolah, guru, komite 

4) Angket kepada siswa/orang tua 

b. Verifikasi dan Validasi Data 

1) Cocokkan dokumen dengan praktik di lapangan 

2) Pastikan penggunaan anggaran sesuai perencanaan 

3) Pastikan pelibatan komite sesuai regulasi 

c. Evaluasi 

a. Gap Analysis 

1) Target dalam RKJM/RKJP 

2) Realisasi di lapangan 

3) Standar Nasional Pendidikan 

b. Menilai Dampak 

1) Meningkatkan mutu pembelajaran 

2) Meningkatkan partisipasi orang tua 

3) Meningkatkan efisiensi anggaran 

d. Pelaporan 

a. Penyusunan Laporan, hendaknya selalu mengedepankan prinsip 

PLOR (Problem, Location, Objective, Reference): 

1) Temuan utama 

2) Kekuatan sekolah 

3) Area yang perlu perbaikan 

4) Rekomendasi tindak lanjut 

b. Penyampaian Hasil, disampaikan kepada: 

1) Kepala sekolah 

2) Komite sekolah 

3) Dinas Pendidikan (jika diperlukan) 

e. Tindak Lanjut 

a. Penyusunan Rencana Perbaikan, sekolah menyusun: 

1) Rencana aksi (action plan) 

2) Jadwal perbaikan 

3) Penanggung jawab 

b. Re-Monitoring, dilakukan berkala (per semester/tahun) untuk 

memastikan rekomendasi dijalankan (continues improvement). 
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Gambar 6.4. Siklus Monitoring dan Evaluasi MBS SMP 

 

 
Gambar 6.5. Contoh Siklus Monev MBS SMP 
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5. Refleksi dan Tindak Lanjut 

Refleksi MBS adalah proses meninjau kembali pelaksanaan pengelolaan 

sekolah secara mandiri untuk menilai efektivitas, partisipasi, transparansi, 

dan dampaknya terhadap mutu pendidikan, lalu melakukan perbaikan 

berkelanjutan. Dalam era perkembangan teknologi yang membutuhkan 

adaptasi yang cepat, refleksi mutlak dilakukan. Untuk merefleksi konsep 

MBS, secara sederhana sekolah dapat memanfaatkan konsep Business 

Model Canvas (BMC) yang menggunakan 9 dimensi yang terdiri dari key 

partners, key activities, key partner, value propositions, customer 

relationships, customer segments, channels, cost structure, revenue stream 

dengan menggabungkan unsur aktor pelaksana MBS yang terdiri dari Dinas 

Pendidikan, Komite Sekolah, DUDI, Perguruan Tinggi, Lembaga 

Pelatihan/NGO, Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Sistem 

Informasi. Refleksi MBS berarti sekolah secara otonom mengevaluasi: 

1. Kemandirian sekolah. Apakah sekolah sudah mampu merencanakan 

dan mengelola program sesuai kebutuhan sendiri? 

2. Partisipasi stakeholder. Apakah orang tua, komite, dan masyarakat 

benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan? 

3. Transparansi dan akuntabilitas. Apakah pengelolaan anggaran dan 

program dapat dipertanggungjawabkan? 

4. Mutu pembelajaran. Apakah proses pembelajaran berdampak pada 

peningkatan hasil belajar dan karakter siswa? 

5. Efektivitas program. Apakah RKJM/RKJP/RKASP berjalan sesuai 

tujuan dan indikator keberhasilan? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah dijawab oleh sekolah mengacu 

kepada proses Monev yang telah dilakukan untuk kemudian kembali 

menganalisis strategi untuk mengatasi 5W1H, menentukan strategi BMC 

dan menganalisis SWOT dengan tujuan akhirnya adalah mencapai 

keberhasilan MBS dengan sinergi melalui berbagai saluran dan berbagai 

pihak terkait. Hasil analisis tersebut dijadikan dokumen perencanaan sebagai 

wujud tindak lanjut perbaikan (continuous improvement) tahun berikutnya 

sebagaimana siklus yang tersaji pada Gambar 6.5. 
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Tabel 6. 4. Konsep MBS SMP dalam Kerangka BMC 

Key Partners Key Activities 
Value 

Propositions 

Customer 

Relationships 

Customer 

Segments 

Dinas 

Pendidikan 

Perencanaan 

RKSP dan 

RKASP 

Pendidikan 

berkualitas dan 

berkarakter 

Komunikasi 

rutin dengan 

orang tua 

Siswa 

Komite 

Sekolah 

Proses 

pembelajaran 

dan asesmen 

Pembelajaran 

berpusat pada 

siswa 

Transparansi 

pengelolaan 

sekolah 

Orang tua/Wali 

Dunia 

Usaha/Dunia 

Industri 

Monitoring dan 

evaluasi mutu 

Pengembangan 

akademik dan 

non-akademik 

Pelibatan 

komite dan 

masyarakat 

Masyarakat 

Perguruan 

Tinggi 

Pengembangan 

profesional 

guru 

Lingkungan 

sekolah aman 

dan inklusif 

Forum 

musyawarah 

sekolah 

Pemerintah 

Lembaga 

Pelatihan/NG

O 

Manajemen 

keuangan dan 

administrasi 

Akuntabilitas 

dan partisipasi 

publik 

Kemitraan 

berkelanjutan 

Alumni 

 

Key Resources Channels Cost Structure Revenue Streams 

Guru dan tenaga 

kependidikan 

Kegiatan 

pembelajaran di 

kelas 

Gaji dan tunjangan Dana BOS 

Kepala Sekolah Website dan media 

sosial sekolah 

Pengadaan sarana 

dan prasarana 

Bantuan pemerintah 

daerah 

Kurikulum (Deep 

Learning) 

Rapat komite 

sekolah 

Operasional 

sekolah (listrik, air, 

ATK) 

Partisipasi 

masyarakat 

Sarana dan 

prasarana 

Rapor dan e-rapor Pelatihan dan 

pengembangan 

guru 

Kerja sama mitra 

Sistem informasi 

sekolah 

Forum komunikasi 

orang tua 

Kegiatan 

ekstrakurikuler 

Kegiatan 

kewirausahaan 

sekolah 
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Tujuan dilakukannya refleksi MBS adalah untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan sekolah, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, 

menentukan langkah perbaikan, meningkatkan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan (continuous improvement). Oleh karena itu, analisis SWOT juga 

bisa dilakukan untuk melakukan refleksi MBS. Menganalisis kekuatan yang 

dimiliki untuk meminimalisir ancaman dan kelemahan dalam mencapai 

peluang yang tersedia atau diciptakan secara bersama seluruh unsur/warga 

sekolah. 

 

Gambar 6. 6. Analisis SWOT dalam Refleksi MBS SMP 
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(Kekuatan – Internal)

•Otonomi sekolah dalam 
pengambilan keputusan,

•Partisipasi aktif komite dan 
orang tua,
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•Komitmen guru dalam 
peningkatan mutu,

•Perencanaan program 
terstruktur (RKSP/RKAS).

•WEAKNESSES 

•(Kelemahan – Internal)

•Ketergantungan pada dana 
pemerintah,

•Kompetensi manajerial 
belum merata,

•Sarana prasarana terbatas,

•Evaluasi berbasis data 
belum optimal.

•OPPORTUNITIES 

•(Peluang – Eksternal)

•Dukungan kebijakan 
desentralisasi pendidikan,

•Kemitraan dengan Dunia 
Usaha/Industri,

•Digitalisasi pembelajaran,

•Dukungan masyarakat 
terhadap mutu pendidikan.

•THREATS 

•(Ancaman – Eksternal)

•Perubahan regulasi 
pendidikan,

•Persaingan antar SMP,

•Kondisi ekonomi 
masyarakat,

•Perkembangan teknologi 
yang cepat.
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B. Advokasi dan Supervisi 

Advokasi merupakan upaya pendampingan, penguatan kapasitas, dan dukungan 

kebijakan agar MBS berjalan efektif. Advokasi dalam kontek MBS dimaksudkan 

sebagai proses bantuan dalam menghadapi berbagai permasalahan implementasi 

MBS di sekolah. Advokasi dilakukan apabila terdapat sekolah yang karena satu 

lain hal tidak memperoleh sosialisasi, bimtek dan/atau kegiatan sejenis, sehingga 

mengalami kendala dalam mengimplementasikan kebijakan MBS.  

Advokasi dilakukan secara sinergis antara seluruh pihak yang berkompeten 

terlibat secara langsung dalam implementasi MBS; Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Pengawas, dan Komite Sekolah. Bentuk advokasi yang dilakukan 

Pemerintah, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari BBPMP 

dan/atau BPMP.  Bentuk advokasi lebih kepada usaha mendorong implementasi 

prinsip-prinsip MBS di SMP, diantaranya: Otonomi sekolah dalam pengelolaan 

sumber daya, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, partisipasi warga sekolah 

dan Masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, dan pengambilan 

keputusan berbasis data.  

Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait diantaranya melakukan sosialisasi 

kebijakan MBS dan regulasi-regulasi terbaru, pelatihan kepala sekolah dan tim 

manajemen sekolah (RKASP, BOS, SNP), pendampingan penyusunan 

RKJM/RKJP, RKASP serta Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Tujuan utama proses 

advokasi dari Dinas adalah untuk memastikan sekolah mampu mengelola 

kewenangannya secara profesional. Advokasi pada ranah Pengawas Sekolah 

diharapkan mampu mengambil peran sebagai konsultan manajemen, fasilitator 

peningkatan mutu, mediator jika terjadi konflik internal (misalnya iuran, komite, 

transparansi dana). Fokus advokasi pada unsur pengawas adalah untuk 

memastikan transparansi pengelolaan dana (BOS), pelibatan komite sekolah 

sesuai aturan, penguatan budaya mutu dan akuntabilitas publik. Sedangkan, peran 

advokasi Komite Sekolah apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 adalah untuk memberi pertimbangan 

kebijakan sekolah, menggalang dukungan (bukan pungutan wajib), mengawasi 

transparansi anggaran. Advokasi dari berbagai pihak sebagaimana uraian di atas 

apabila disajikan dalam bentuk kuadran sebagai berikut: 
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Tabel 6. 5. Kuadran Peran Advokasi MBS SMP 

Entitas Advokasi Pelaksana Bentuk Advokasi 

Pemerintah  Direktorat SMP Menyusun panduan Advokasi 

UPT  BBMP dan/atau BPMP 1. Perumusan dan Penyelarasan Kebijakan Mutu: 

a. Menerjemahkan kebijakan nasional (misalnya dari Direktorat 

SMP Kemdikdasmen) ke dalam strategi implementasi di 

daerah. 

b. Memastikan MBS selaras dengan kebijakan nasional seperti 

Pembelajaran Mendalam, Koding, Kecerdasan Artifisial dan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

2. Pendampingan Pemerintah Daerah 

a. Memberikan advokasi kepada Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penguatan tata kelola 

sekolah berbasis MBS. 

b. Membantu pemda dalam penyusunan kebijakan daerah yang 

mendukung otonomi dan akuntabilitas sekolah. 

3. Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas 

a. Melaksanakan bimtek/workshop bagi kepala SMP, pengawas, 

dan tim penjaminan mutu sekolah. 

b. Menguatkan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam 

pengambilan keputusan berbasis data. 

4. Monitoring dan Evaluasi 

a. Melakukan pemetaan mutu pendidikan. 

b. Memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan 

implementasi MBS di SMP. 

Pemerintah 

Daerah 

Dinas terkait. Tujuan utama 

proses advokasi dari dinas 

adalah untuk memastikan 

sekolah mampu mengelola 

kewenangan secara 

profesional. 

1. Sosialisasi kebijakan MBS dan regulasi terbaru, pelatihan kepala 

sekolah dan tim manajemen sekolah (RKASP, BOS, SNP); 

2. Pendampingan penyusunan RKSP (Rencana Kerja Satuan 

Pendidikan), RKASP (Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan 

Pendidikan) serta Evaluasi Diri Sekolah (EDS). 

Pengawas Sekolah Pengawas. Tujuan utama 

proses advokasi dari 

Pengawas adalah 

memastikan transparansi 

pengelolaan dana (BOS), 

pelibatan komite sekolah 

sesuai aturan, penguatan 

budaya mutu dan 

akuntabilitas publik 

1. Konsultan manajemen; 

2. Fasilitator peningkatan mutu,  

3. Mediator jika terjadi konflik internal (misalnya iuran, komite, 

transparansi dana) 

Komite Sekolah Komite. Tujuan utama 

advokasi dari komite 

sekolah adalah mendukung 

kebijakan sekolah untuk 

memenuhi prinsip value for 

money (economy, effective, 

efficient) dan good school 

governance (transparency, 

accountability, 

participation) 

1. Memberi pertimbangan kebijakan sekolah,  

2. Menggalang dukungan (bukan pungutan wajib),  

3. Mengawasi transparansi anggaran. 
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Supervisi dalam implementasi MBS di SMP menitikberatkan pada peran kepala 

sekolah dalam proses membina, mengawasi, dan membimbing seluruh unsur 

sekolah untuk memastikan berjalannya otonomi sekolah, fleksibilitas 

pengelolaan, dan partisipasi warga sekolah secara efektif. Tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja profesional pendidik 

di lingkungan sekolah dengan selalu mengacu kepada prinsip MBS itu sendiri. 

Sebagaimana proses advokasi, supervisi hendaknya senantiasa melibatkan segala 

unsur pemangku kebijakan dalam menilai kinerja kepala sekolah dalam 

melaksanakan MBS. 

Supervisi sebagai suatu proses pembinaan dan pengendalian untuk memastikan 

MBS berjalan sesuai standar. Adapun standar yang secara resmi digunakan di 

Indonesia adalah 8 SNP. Sehingga program dan kegiatan sekolah dengan 

mengacu prinsip MBS hendaknya selalu berorientasi pencapaian mutu 

pendidikannya merujuk kepada 8 SNP. 8 SNP merupakan satu kesatuan sistem 

untuk meningkatkan mutu lulusan (Standar Kompetensi Lulusan), dengan cara 

melakukan proses pembelajaran (menetapkan isi, standar pengelolaan, dan 

standar penilaian pendidikan), dengan memanfaatkan kondisi yang ada (Standar 

Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan), serta Manajemen 

(Standar Pengelolaan) sekolah dengan indikator yang mudah dipahami oleh 

seluruh unsur/warga sekolah. 

Supervisi dalam panduan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu supervisi internal dan 

supervisi eksternal dengan masing-masing memuat kelompok supervisi 

pembelajaran dan manajerial. Supervisi eksternal dilakukan oleh pengawas 

kepada kepala sekolah, sedangkan supervisi internal dilakukan kepala sekolah 

dan/atau tim penjamin mutu internal kepada warga sekolah (guru dan tenaga 

kependidikan). Adapun kelompok supervisi pembelajaran terdiri atas 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kurikulum, penilaian hasil belajar, 

program peningkatan mutu guru dan/atau tenaga kependidikan. Kelompok 

supervisi manajerial terdiri atas perencanaan (RKSP, RKASP), pengelolaan dana 

BOS, pengelolaan SDM, administrasi sekolah dan evaluasi kinerja sekolah. 

Metode supervisi bisa menggunakan teknik monitoring rutin, audit dokumen, 

wawancara dan observasi lapangan melalui media rapat evaluasi rutin, review 

capaian indikator kinerja, audit/review transparansi laporan keuangan yang 

dilakukan terjadwal dan atas kesepakatan seluruh unsur/warga sekolah.  
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Tabel 6. 6. Supervisi MBS SMP 

Supervisi/ 

Kelompok 

Pelaksana 

Supervisi 

Objek 

Supervisi 
Pembelajaran Manajerial 

Bentuk 

Supervisi 

Internal Kepala 

Sekolah 

dan/atau 

Tim 

penjamin 

mutu 

internal 

1. Guru 

2. Tenaga 

Kependidikan 

1. Perencanaan 

pembelajaran 

2. Pelaksanaan 

kurikulum 

3. Penilaian 

hasil belajar 

4. Program 

peningkatan 

mutu guru 

dan/atau 

tenaga 

kependidikan 

 

1. Perencanaan 

(RKSP, 

RKASP) 

2. Pengelolaan 

dana BOS, 

Pengelolaan 

SDM 

3. Administrasi 

sekolah 

4. Evaluasi 

kinerja 

sekolah 

1. Monitoring 

rutin 

2. Audit 

dokumen 

3. Wawancara 

4. Observasi 

lapangan 

Media: 

1. Rapat 

evaluasi 

rutin 

2. Review 

capaian 

indikator 

kinerja 

3. Audit/review 

transparansi 

laporan 

keuangan 

Eksternal Pengawas Kepala Sekolah 

 

Advokasi dan supervisi tidak diarahkan kepada bentuk penghakiman, namun 

lebih kepada sinergi antar unsur sekolah. Sehingga, proses advokasi dan supervisi 

MBS SMP selalu mengutamakan pendekatan pembinaan, bukan mencari 

kesalahan, Fokus utama terletak pada  peningkatan mutu (8 SNP), pelibatan 

seluruh unsur sekolah, dengan selalu menerapkan prinsip transparansi. Advokasi 

dan supervisi disarankan dengan memanfaatkan perkembangan digital (publikasi 

RKASP, BOS). Sebagai penutup Bab VI, secara keseluruhan penjelasan BAB VI 

monitoring-evaluasi, supervisi dan advokasi dapat diilustrasikan ke dalam 

Gambar 6.7 sebagai berikut: 
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Gambar 6.7. Penjaminan Mutu MBS: Siklus Menuju Sekolah Unggul. Diolah 

menggunakan aplikasi Notebook LM 
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BAB VII 

PEMBIAYAAN 
 

 
embiayaan pendidikan, utamanya dalam konteks implementasi MBS 

akan selalu menjadi pembahasan yang sangat menarik ketika 

mendiskusikan segala bentuk program dan kegiatan. Pepatah Jawa 

mengatakan, “jer basuki mawa beya” yang artinya kurang lebih adalah 

setiap keberhasilan, kebutuhan, keinginan akan selalu membutuhkan 

usaha dan pengorbanan, termasuk pembiayaan. MBS tidak hanya dilakukan di 

Indonesia, oleh karenanya Indonesia dapat mengacu kepada berbagai negara yang 

maju pendidikannya dalam mengelola pembiayaan MBS, dengan tujuan 

membuat perbandingan untuk menentukan model yang proporsional bagi 

Indonesia. 

Pendekatan desentralisasi sebagai karakteristik MBS sehingga memberikan 

kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya, termasuk keuangan, 

guna meningkatkan mutu Pendidikan membuka peluang untuk memaksimalkan 

pembiayaannya. World Bank (2007) menyatakan MBS (School-Based 

Management) adalah strategi reformasi yang memindahkan pengambilan 

keputusan ke tingkat sekolah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan 

hasil belajar. Caldwell (2005) memberikan penjelasan mekanisme pembiayaan 

dalam implementasi MBS meliputi: perencanaan anggaran (budget planning), 

pengalokasian dana (resource allocation), pelaksanaan (implementation), 

pengawasan (monitoring & evaluation), pelaporan (accountability). Mekanisme 

pembiayaan MBS di berbagai negara dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Amerika Serikat 

Dilihat dari sumber OECD (2017) yang berjudul Education Funding in the 

United States dan menurut Odden & Picus (2008) dalam School Finance: A 

Policy Perspective, mekanisme pembiayaan MBS menggunakan site-based 

budgeting, yaitu strategi manajemen pembiayaan/ keuangan di mana otoritas 

pengambilan keputusan anggaran dilimpahkan penuh kepada unit lokal 

(seperti sekolah), bukan berpusat di distrik atau kantor pusat. Pendanaannya 

berbasis formula Jumlah siswa (per-pupil funding), dan berdasarkan 

P 
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karakteristik siswa (misalnya siswa miskin, disabilitas). Sumber dana berasal 

dari pajak properti lokal (±45%), Pemerintah negara bagian, dan Pemerintah 

federal. Amerika serikat memiliki karakteristik bahwa sekolah memiliki 

kewenangan besar dalam penggunaan dana, terdapat sistem performance 

accountability. 

2. Inggris 

Mengacu sumber UK Department for Education (2022) dengan judul School 

Funding Statistics dan Levacic (1995) dengan judul Local Management of 

Schools. Inggris menerapkan mekanisme Sistem Local Management of 

Schools (LMS), yaitu suatu kerangka kerja yang mendelegasikan 

pengelolaan keuangan dan pengendalian anggaran dari Pemerintah Daerah 

kepada badan pengelola (sekolah). Dana dialokasikan langsung ke sekolah 

oleh otoritas local. Formulasi pendanaannya mengacu kepada jumlah siswa, 

kebutuhan khusus dan Indeks kemiskinan. Karakteristiknya adalah Kepala 

sekolah bertindak sebagai manajer keuangan dan Sekolah bebas menentukan 

prioritas anggaran. 

3. Finlandia 

Berdasarkan sumber Finnish National Agency for Education dan menurut 

Sahlberg (2011), Mekanisme pendanaan sepenuhnya dari pemerintah. Dana 

dialokasikan melalui pemerintah daerah (municipality). Karakteristiknya 

jelas bahwa tidak ada biaya sekolah (free education) dan distribusi berbasis 

equity (pemerataan), bukan kompetisi. 

4. Australia 

Berdasarkan sumber Australian Government Department of Education 

(2020) dan Caldwell (2016) menjelaskan mekanisme pembiayaannya melalui 

School Based Management combined devolved budgeting. MBS yang 

dikombinasikan dengan penganggaran terdesentralisasi memberdayakan para 

pemimpin sekolah lokal (kepala sekolah dan dewan sekolah) untuk membuat 

keputusan otonom tentang sumber daya keuangan, kepegawaian, dan strategi 

pendidikan untuk secara langsung meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pendekatan ini menggeser kendali anggaran dari otoritas pusat ke sekolah, 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap 

kebutuhan sekolah lokal. Sekolah memiliki kontrol dalam pengeluaran. 

Sedangkan sumber dana berasal dari Pemerintah federal dan Pemerintah 

negara bagian. Karakteristiknya adalah kombinasi otonomi dan kontrol pusat, 

fokus pada efisiensi dan peningkatan mutu. 
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5. Singapura 

Bersumber dari Ministry of Education Singapore dan Ng (2008), mekanisme 

pendanaan terpusat oleh pemerintah, sedangkan sekolah diberi fleksibilitas 

terbatas. Program pendanaan menggunakan School Excellence Model dan 

Innovation Grants. Karakteristiknya menggunakan akuntabilitas tinggi dan 

otonomi terbatas tetapi terarah. 

 

Tabel 7. 1. Perbandingan Karakteristik Pembiayaan MBS di Berbagai Negara 

Aspek AS Inggris Finlandia Australia Singapura Indonesia 

Model Desentralisasi 

penuh 

Semi 

desentralisasi 

Terpusat, 

lokal 

Campuran Terpusat Campuran 

Sumber 

Dana 

Pajak, negara Negara Negara Negara Negara Campuran 

Otonomi 

Sekolah 

Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Terbatas Sedang 

Basis 

Distribusi 

Siswa/kinerja Formula Pemerataan Formula Program BOS/block 

grant 

 

Caldwell (2016) menekankan keberhasilan pembiayaan MBS bergantung pada 

kapasitas manajerial kepala sekolah, transparansi keuangan, partisipasi 

masyarakat, sistem akuntabilitas yang kuat. Sementara OECD (2017) 

menekankan bahwa Otonomi keuangan sekolah harus diimbangi dengan sistem 

evaluasi kinerja yang ketat agar efektif meningkatkan hasil belajar. Mekanisme 

pembiayaan MBS di berbagai negara menunjukkan bahwa:  

1. Desentralisasi adalah inti utama, tetapi tingkatnya berbeda 

2. Negara maju cenderung mengandalkan pendanaan pemerintah 

3. Negara berkembang menggunakan model campuran 

4. Keberhasilan MBS sangat tergantung pada kapasitas pengelolaan sekolah, 

transparansi dan sistem evaluasi. 

Kondisi di Indonesia, Pemerintah sudah, akan dan terus senantiasa melakukan 

tugas fungsinya dalam menjamin pendidikan setiap warga negara melalui 
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berbagai macam kebijakan dan penganggaran. Namun, tak banyak juga justru 

menjadikan berbagai diskusi baik yang bersifat positif maupun negatif di 

masyarakat. Bahkan, beredar di masyarakat dengan adanya jargon Sekolah Gratis 

justru menimbulkan stigma apatis dari masyarakat untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam pengembangan pendidikan khususnya ditinjau dari pembiayaan, 

sehingga timbul persepsi di masyarakat bahwa sekolah dan segala kebutuhannya 

sudah disediakan oleh pemerintah, masyarakat tidak perlu ikut berpartisipasi. 

Namun ironisnya, justru fenomena kebijakan pendidikan yang dilakukan 

pemerintah Indonesia di era 1973 dengan pembangunan masif SD INPRES untuk 

meningkatkan angka melek huruf anak-anak Indonesia, diangkat sebagai 

penelitian Duflo (2001) sehingga salah satunya menjadikan sebab menjadi 

pemenang hadiah Nobel di bidang Ekonomi pada tahun 2019. Pembangunan fisik 

SD Inpres di zaman itu membutuhkan pembiayaan yang besar, namun hasil 

penelitian Duflo (2001) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan tersebut 

secara signifikan meningkatkan lapangan pekerjaan dan menaikkan tingkat upah 

nasional sebesar 6,8% sampai dengan 10,6 persen. Belajar dari hasil penelitian 

tersebut, dengan segala keterbatasan kebijakan SD INPRES, seharusnya di jaman 

sekarang dengan minimal alokasi anggaran dari APBN sebesar 20%, sarana dan 

prasarana serta perkembangan yang lebih maju, sudah sepantasnya mutu 

pendidikan kita semakin maju. Namun, kenyataannya apakah demikian adanya? 

Permasalahan pembiayaan selalu menjadi titik pembahasan yang krusial jika 

dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan. Fenomena sekolah gratis dan 

wajib belajar menjadi titik kutub pertemuan kesulitan mensinergikan pendidikan 

yang bermutu dan pembiayaan yang proporsional. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanahkan wajib belajar (wajar) untuk dilaksanakan secara sinergi antara 

pemerintah, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. Akan tetapi, dengan 

pemahaman masyarakat terhadap sekolah gratis tersebut justru sering 

menimbulkan persepsi kontraproduktif dan permasalahan baru. Dari sisi sekolah 

(utamanya negeri) yang sangat tergantung dari sumber pembiayaan BOS akan 

selalu mengalami kendala untuk mencari sumber pembiayaan lain dalam rangka 

menopang pencapaian visi misi sekolahnya. BOS sendiripun, sifatnya akan 

sangat bervariasi antar sekolah (negeri-swasta). BOSDA, di satu daerah 

memberikan BOSDA namun di daerah lain tidak memperolehnya, hal ini juga 

akan semakin mempertajam disparitas pencapaian SNP di Indonesia. Di sisi lain, 

masyarakat enggan berkontribusi dan berpartisipasi aktif karena sudah 

menganggap sekolah adalah gratis sebagaimana yang diamanatkan dalam 
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Undang-Undang. Kepala sekolah (utamanya sekolah negeri), yang berusaha 

berinisiatif untuk mencari sumber pembiayaan, merasa khawatir dan takut karena 

berpotensi dipermasalahkan secara hukum, viral di media dan terganggu dengan 

berbagai oknum LSM/NGO yang mempermasalahkan berbagai macam 

kreatifitas dan inovasi kepala sekolah dalam menggali sumber pembiayaan untuk 

menopang pencapaian visi misi sekolah. 

 Namun, tidak mungkin dapat dipungkiri bahwa segala program dan kegiatan 

untuk mencapai visi dan misi dalam upaya pemenuhan SNP membutuhkan 

pembiayaan. Lalu bagaimana solusi implementasinya agar sekolah mampu 

mencapai SNP, sangat dibutuhkan dirumuskannya panduan. Bab ini akan 

membahas fungsi pembiayaan yang menjadi ranah kewenangan pemerintah, 

pemerintah daerah serta peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. Secara umum, prinsip yang dianut dalam konsep MBS 

atas pembiayaannya harus memenuhi unsur Good School Governance 

(Transparan, Akuntabel, Partisipatif), prinsip Value For Money (Ekonomi, 

Efektif dan efisien) serta selalu berorientasi pada mutu pendidikan (SNP) 

sehingga diharapkan tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. 

Model pentahelix dalam implementasi MBS SMP bisa dilakukan untuk 

mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas. 

Pendekatan kolaboratif dan sinergis yang melibatkan lima unsur utama untuk 

mendukung pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 

 
Gambar 7.1. Model Pentahelix Implementasi MBS dalam Mencapai 8 SNP 

di SMP 

 

Hubungan Pentahelix dalam skema pembiayaan implementasi MBS yang dapat 

dilakukan secara sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
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jika ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku dapat menjadi sumber 

potensial pembiayaan MBS SMP sebagai berikut: 

A. Pemerintah  

Implementasi konsep pembiayaan dalam sistem MBS adalah menekankan 

pemberian kewenangan kepada sekolah untuk mengelola dana secara otonom. 

Akan tetapi, pemerintah tetap memiliki peran strategis sebagai penanggung jawab 

utama pendanaan pendidikan nasional. Peran pemerintah dalam implementasi 

pembiayaan MBS SMP di antaranya adalah sebagai penyedia dan penjamin 

ketersediaan anggaran pendidikan nasional, penyedia dana operasional sekolah 

(BOS), menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), melakukan monitoring 

dan evaluasi, memberikan bantuan khusus dan program nasional (misal, 

memberikan reward untuk sekolah pelaksana MBS terbaik). 

1. Penyedia dan Penjamin Ketersediaan Anggaran Pendidikan 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 dan 49 di mana pendanaan 

pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah memiliki peran untuk 

mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan,  

menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa diskriminasi, dan 

memberikan subsidi operasional sekolah melalui mekanisme pembiayaan 

yang terukur dan terstruktur. 

2. Penyedia Dana Operasional Sekolah (BOS) untuk Melaksanakan MBS 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 dengan perubahannya PP 

Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan, Petunjuk Teknis BOS 

(diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian) bisa menjadi acuan dasar hukum 

pembiayaan MBS di sekolah. BOS SMP bisa digunakan untuk kegiatan yang 

mendukung implementasi MBS. Pemerintah dalam hal ini sudah 

menyalurkan Dana BOS langsung ke sekolah. Menetapkan kebijakan teknis 

penggunaan dana melalui Permendikbud/Permendikdasmen serta terus 

mengawasi pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana dengan 

memanfaatkan teknologi dan informasi terbaru. Pelaksanaan pembiayaan 

Pendidikan, termasuk di dalamnya yang digunakan untuk implementasi 

MBS dapat diatur secara lebih teknis melalui Permendikdasmen sehingga 

masuk dalam sasaran BOS, sehingga sekolah dapat mengalokasikan 
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program dan kegiatan yang mendukung MBS secara lebih terjamin secara 

hukum. 

3. Menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

SNP merupakan ukuran mutu yang hendak dicapai melalui implementasi 

MBS melalui 8 standarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya menjadikan 

dasar acuan bagaimana sekolah melaksanakan seluruh aktivitasnya dalam 

wadah MBS untuk mencapai 8 standar tersebut. Pemerintah memiliki 

kewajiban memastikan standar pembiayaan untuk sekolah terpenuhi, baik 

biaya investasi, biaya operasional, maupun biaya personal. 

4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 66–67 tentang pengawasan 

Pendidikan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan negara menjadi dasar pemerintah untuk 

secara berkala melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi). Dalam hal 

implementasi MBS, pemerintah dapat mengawasi penggunaan dana 

pendidikan melalui sistem pelaporan, melakukan audit dan evaluasi 

kebijakan pembiayaan, serta memberikan sanksi jika terjadi penyimpangan. 

5. Bantuan Khusus dan Program Nasional  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

pusat dan daerah memberikan otonomi daerah untuk ikut serta 

mensukseskan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan 

dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia nyata. MBS dalam 

implementasinya memberikan otonomi yang luas kepada sekolah untuk 

mengembangkan visi misi dan program serta kegiatannya dalam mencapai 

mutu. Sebagai wujud reward kepada sekolah yang mampu mencapai mutu 

atas implementasi MBS, pemerintah dapat memberikan reward kepada 

sekolah, hal ini mengacu kepada PP Nomor 17 Tahun 2010 dan 

perubahannya PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

dapat melakukan pembinaan satuan pendidikan dan memberikan 

penghargaan kepada satuan pendidikan yang berprestasi. 
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B. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten/Kota (jenjang SMP) memiliki peran penting dalam 

mendukung pembiayaan untuk pelaksanaan MBS dapat berjalan efektif. Dalam 

implementasi MBS SMP, pemerintah daerah berperan untuk menyediakan 

anggaran melalui APBD, memberikan tambahan dana operasional (BOSDA), 

menyediakan sarana dan prasarana, menanggung pembiayaan tenaga 

kependidikan, mengawasi pengelolaan keuangan sekolah. 

1. Menyediakan Anggaran Melalui APBD 

Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4), Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 dan 49, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 (kewenangan Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar termasuk 

SMP) memberikan dasar hukum bahwa pemerintah daerah bertanggung 

jawab langsung terhadap pembiayaan pendidikan dasar. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 

persen dari APBD, membiayai operasional satuan pendidikan SMP Negeri, 

dan memberikan bantuan ke SMP Swasta sesuai ketentuan. 

2. Memberikan Tambahan Dana Operasional (BOSDA) 

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan PP Nomor 48 

Tahun 2008 dengan perubahannya PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

Pendanaan Pendidikan, maka pemerintah daerah memiliki peran untuk 

memberikan tambahan dana operasional selain BOS pusat, menutup 

kekurangan pembiayaan sekolah, mendukung program prioritas daerah. 

BOSDA dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi MBS dengan 

dipayungi peraturan daerah berupa Peraturan Bupati atau Peraturan 

Walikota. Sehingga, diharapkan masalah pembiayaan yang dialami sekolah 

dalam melaksanakan MBS sedikit terkurangi dari sisi finansial maupun legal 

formal. BOSDA merupakan kebijakan daerah untuk memperkuat 

implementasi MBS dan dapat digunakan sebagai salah satu prioritas 

pembangunan daerah yang tertuang dalam Visi Misi Bupati/Walikota yang 

kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota. 

3. Menyediakan Sarana dan Prasarana 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 19 Tahun 2005 (Standar 

Sarana dan Prasarana) beserta perubahannya, memberikan mandat kepada 

daerah untuk berperan dalam membangun dan merehabilitasi gedung 

sekolah, menyediakan fasilitas belajar (laboratorium, perpustakaan, dan 
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fasilitas lainnya), pengadaan peralatan pendidikan untuk mensukseskan 

implementasi MBS. 

4. Menanggung Pembiayaan Tenaga Kependidikan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40, Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 memungkinkan peran pemerintah daerah untuk  membayar 

gaji dan tunjangan guru ASN daerah, memberikan insentif guru non ASN, 

mendukung pengembangan profesional guru (pelatihan, workshop) yang 

diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru dan 

tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya. 

5. Mengawasi Pengelolaan Keuangan Sekolah 

PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan menjadi dasar untuk pemerintah daerah 

dalam melakukan pengawasan implementasi MBS, mengawasi penggunaan 

BOS dan BOSDA, membina pengelolaan keuangan sekolah dalam MBS, 

menjamin transparansi dan akuntabilitas. 

 

C. Masyarakat (Akademisi, DUDI, Komite Sekolah, 

Alumni, Media) 

MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih 

luas kepada sekolah dalam mengatur segala sumber daya, program, dan 

pengambilan keputusan. Melalui otonomi tersebut, sekolah diharapkan tidak 

hanya bergantung pada dana pemerintah seperti dana BOS, tetapi juga perlu 

mengelola dan mengembangkan sumber pembiayaan lain yang sah, transparan, 

dan akuntabel, serta partisipasi dari Masyarakat, termasuk sumbangan dan/atau 

bentuk lainnya. Tanpa dukungan tambahan, sekolah akan kesulitan menjalankan 

program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan 

karakteristik lingkungan sekolah. 

Dana operasional dari pemerintah sering kali bersifat terbatas dan memiliki aturan 

penggunaan yang ketat. Sementara itu, kebutuhan sekolah terus berkembang, 

seperti pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, pengembangan 

kompetensi guru, kegiatan ekstrakurikuler, program literasi, numerasi, koding, 

kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam dan penguatan karakter, 

pemeliharaan fasilitas sekolah serta program kegiatan lain yang mendukung 

MBS. Oleh karena keterbatasan tersebut, sumbangan sah dari masyarakat dapat 
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membantu menutup kesenjangan antara kebutuhan riil sekolah dan dana yang 

tersedia. 

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab 

bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip 

partisipatif dalam MBS. Melalui sumbangan yang sah dan tidak mengikat, maka 

secara otomatis masyarakat ikut berkontribusi aktif dalam peningkatan mutu 

pendidikan, orang tua merasa memiliki (sense of belonging) terhadap sekolah, 

membina hubungan sekolah dan masyarakat untuk menjadi lebih harmonis dan 

kolaboratif. Dengan demikian, sumbangan bukan sekadar bantuan finansial, 

tetapi juga bentuk dukungan moral dan sosial.  

Sumbangan yang dikelola secara transparan dan sesuai peraturan dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menyediakan media pembelajaran 

yang lebih modern, mendukung kegiatan prestasi siswa, menciptakan lingkungan 

belajar yang nyaman dan aman. Semua ini berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan mutu lulusan SMP. Penekanan pada sumbangan sebagai bentuk 

partisipasi masyarakat tersebut merupakan manifestasi implementasi hubungan 

pentahelix secara kolaboratif dan sinergis dalam mencapai tujuan bersama, yaitu 

meningkatkan mutu Pendidikan. Hal-hal yang perlu ditekankan adalah bahwa 

sumbangan dari masyarakat tersebut harus: 

1. Bersifat sukarela; 

2. Tidak mengikat dan tidak memaksa; 

3. Tidak menjadi syarat pelayanan Pendidikan; dan 

4. Dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Prinsip-prinsip tersebut, dituangkan dalam dokumen resmi yang disepakati 

bersama seluruh unsur pentahelix. Sumbangan masyarakat tersebut harus tetap 

sesuai dengan regulasi pendidikan dan tidak bertentangan dengan prinsip 

keadilan dan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga pada hakikatnya, 

sekolah membutuhkan sumbangan sah dari masyarakat untuk melaksanakan 

MBS disebabkan: 

1. MBS menuntut kemandirian dan inovasi sekolah. 

2. Dana pemerintah memiliki keterbatasan. 

3. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. 

4. Dukungan masyarakat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. 

Selama dilakukan secara sukarela, transparan, dan akuntabel, sumbangan 

masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan 
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pelaksanaan MBS di SMP. Bagaimana sumbangan tersebut secara aturan bisa 

dianggap sah dan tidak melanggar, tentunya harus dikaji secara lebih mendalam. 

Sumbangan lain yang diperoleh dengan cara yang sah biasanya merujuk pada 

sumber pendanaan pendidikan selain dana pemerintah yang tidak melanggar 

peraturan perundang-undangan. Analisis dasar hukum untuk mendasari 

sumbangan lain yang diperoleh secara sah diantaranya sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa sumber pendanaan 

pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan 

keberlanjutan. Sehingga, masyarakat diperbolehkan berpartisipasi dalam 

pendanaan pendidikan selama sesuai aturan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

Pasal 2 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat. Pasal 61 ayat 

(1) menyebutkan masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan 

pendidikan melalui sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, atau bentuk 

lain yang tidak mengikat. Sehingga dasar hukum sumbangan lain yang 

diperoleh dengan cara yang sah tersebut bisa dijelaskan selama tidak bersifat 

memaksa, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan. 

3. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Regulasi 

yang tersebut pada Pasal 10 ayat (2), Komite Sekolah dapat melakukan 

penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk mendukung 

peningkatan mutu layanan pendidikan. Penegasannya adalah tidak boleh 

berupa pungutan wajib, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh mengikat, 

tidak boleh ditentukan nominalnya secara paksa. 

 

Apabila diperlukan, dokumen pendukung yang secara sah diakui untuk 

mendukung pembiayaan implementasi MBS SMP bisa diwujudkan dalam bentuk 

Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA) 

dan/atau bentuk perjanjian kerjasama lainnya. Model hubungan pentahelix 

memungkinkan hal tersebut dengan melibatkan ABGM; Academy 

(universitas/perguruan tinggi/akademisi), Business (DUDI), Government 

(Pemerintah), Comuunity (komunitas, NGO/LSM), dan Media. 
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Gambar 7.2. Mekanisme Transmisi Sumbangan Masyarakat  

 

Pelaksanaan MBS mutlak membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, 

kolaborasi akan memperkuat sumber daya dan inovasi sekolah, transparansi dan 

akuntabilitas lebih terjamin melalui partisipasi aktif seluruh pihak (pentahelix). 

Sehingga, konsep pendidikan menjadi gerakan bersama, bukan tanggung jawab 

sepihak bisa dipahami dan didukung secara bersama. Partisipasi untuk 

pembiayaan MBS dimungkinkan dari Akademi, Universitas, Perguruan Tinggi. 

Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi sebuah kewajiban mutlak para akademisi 

yang tergabung dalam entitas perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. 

Selain memiliki kewajiban pendidikan/pengajaran, penelitian serta pengabdian 

kepada Masyarakat. Skema tersebut memungkinkan terjadinya kolaborasi dan 

peran strategis akademisi dalam pendampingan sekolah melalui penelitian dan 

pengembangan mutu, workshop peningkatan kompetensi guru, Program PPL, 

Kampus Mengajar, membantu sekolah berbasis data dan riset.  

DUDI juga bisa menjadi alternatif solusi keterbatasan pembiayaan sekolah, 

melalui skema sponsor kegiatan sekolah, program Corporate Social 

Responsibility (CSR) pendidikan, motivasi karir (pendidik/tenaga kependidikan), 

pelatihan life skill, kewirausahaan serta dimungkinkan juga dukungan sarana dan 

prasarana melalui mekanisme yang sesuai peraturan. Walaupun jenjang SMP 

belum memfokuskan pada bidang vokasi, DUDI bisa mendukung penguatan 

karakter, literasi finansial, dan pengenalan dunia kerja sejak dini kepada siswa 

dan/atau warga sekolah lainnya. 
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Masyarakat/Orang Tua/Komite Sekolah juga hendaknya tidak lepas tangan 

menyerahkan segala urusan Pendidikan secara sepihak kepada sekolah, mereka 

juga harus secara sadar Bersama-sama terlibat dalam mengembangkan sekolah 

untuk mencapai mutu yang terstandar. Mulai dari terlibat dalam perencanaan 

sekolah (RKASP), pengawasan penggunaan anggaran, serta dukungan kegiatan 

siswa dalam membangun budaya mutu sekolah. Partisipasi masyarakat juga bisa 

menjadi kunci keberhasilan sekolah dalam melaksanakan otonomi yang berbasis 

kebutuhan dan kearifan lokal.  

Selanjutnya, komunitas/NGO/LSM juga memiliki peran dalam membangun 

budaya mutu melalui MBS, mereka bisa berperan sebagai penyeimbang dari luar, 

sebagai pengawas independen (tanpa menghakimi). Bahkan, mereka juga bisa 

berperan aktif sebagai support system dalam membantu pembiayaan sekolah, 

kegiatan-kegiatan yang berorientasi peningkatan mutu melalui pelatihan dan 

seminar bagi seluruh warga sekolah. Tidak kalah pentingnya, dalam era 

keterbukaan informasi publik adalah peran media. Media bisa membantu 

publikasi kegiatan sekolah, transparansi program dan anggaran, branding 

sekolah, edukasi Masyarakat dalam mendukung implementasi MBS. 

 

Gambar 7.3. Sinergi Pembiayaan MBS Model Pentahelix. Diolah Menggunakan 

Aplikasi Notebook LM  
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Tabel 7. 2. Ringkasan Peran Setiap Entitas MBS 

Pilar Pemangku 

Kepentingan 

Peran 

Utama 

Pembiayaa

n 

Dasar 

Hukum 

Terkait 

Jenis 

Dukungan/Kegiat

an 

Mekanisme 

Kontribusi 

Tujuan 

Peningkatan Mutu 

(SNP) 

Prinsip Tata Kelola 

(Inferred) 

Pemerintah 

(Pusat) 

Penanggu

ng jawab 

utama 

pendanaa

n 

pendidika

n 

nasional 

dan 

penyedia 

dana 

operasion

al. 

UUD 1945 

Pasal 31 

ayat (4), 

UU No. 20 

Tahun 2003 

Pasal 46 & 

49, PP No. 

18 Tahun 

2022, PP 

No. 19 

Tahun 

2005. 

Penyediaan 

Dana BOS, 

penetapan SNP, 

monitoring dan 

evaluasi, serta 

pemberian 

reward/bantuan 

khusus. 

Penyaluran 

dana 

langsung ke 

sekolah, 

penetapan 

kebijakan 

teknis 

melalui 

Permendikb

ud, dan 

alokasi 

20% 

APBN. 

Menjamin 

pemenuhan 

standar biaya 

investasi, 

operasional, dan 

personal untuk 

mencapai 8 SNP. 

Transparansi dan 

akuntabilitas 

melalui sistem 

pelaporan digital, 

audit berkala, dan 

pengawasan 

terstruktur. 

Pemerintah 

Daerah 

(Kabupaten/K

ota) 

Penyedia 

anggaran 

pendidika

n dasar di 

tingkat 

daerah 

dan 

pengelola 

sarana 

prasarana

. 

UUD 1945 

Pasal 31 

ayat (4), 

UU No. 23 

Tahun 

2014, PP 

No. 18 

Tahun 

2022, 

Peraturan 

Daerah 

(Perbup/Per

wali). 

Penyediaan 

BOSDA, 

pembangunan/r

ehabilitasi 

gedung, 

pembayaran 

gaji/tunjangan 

guru ASN, dan 

insentif non-

ASN. 

Alokasi 

20% 

APBD, 

hibah ke 

SMP 

swasta, dan 

integrasi 

program 

MBS ke 

dalam 

RPJMD. 

Pemenuhan 

standar sarana 

prasarana serta 

peningkatan 

motivasi dan 

profesionalisme 

tenaga 

kependidikan. 

Akuntabilitas 

publik melalui 

sinkronisasi 

anggaran daerah 

dengan kebutuhan 

riil sekolah dan 

pengawasan 

manajerial. 

Masyarakat 

(Komite 

Sekolah & 

Orang Tua) 

Pemberi 

dukungan 

tambahan 

melalui 

sumbang

an sah 

untuk 

menutup 

kesenjan

gan 

pendanaa

n. 

UU No. 20 

Tahun 2003 

Pasal 46-

47, PP No. 

48 Tahun 

2008 Pasal 

61, 

Permendikb

ud No. 75 

Tahun 

2016. 

Sumbangan 

sukarela, 

bantuan 

pendidikan, 

wakaf, zakat, 

dan keterlibatan 

dalam 

perencanaan 

RKASP. 

Penggalang

an dana 

oleh 

Komite 

Sekolah 

yang 

bersifat 

tidak 

mengikat, 

tidak 

memaksa, 

dan non-

diskriminati

f. 

Mendukung 

program inovatif, 

ekstrakurikuler, 

penguatan 

karakter, dan 

pemeliharaan 

fasilitas. 

Transparansi 

melalui 

musyawarah 

pemangku 

kepentingan dan 

pertanggungjawab

an terbuka kepada 

wali murid. 
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Pilar Pemangku 

Kepentingan 

Peran 

Utama 

Pembiayaa

n 

Dasar 

Hukum 

Terkait 

Jenis 

Dukungan/Kegiat

an 

Mekanisme 

Kontribusi 

Tujuan 

Peningkatan Mutu 

(SNP) 

Prinsip Tata Kelola 

(Inferred) 

Dunia Usaha & 

Dunia Industri 

(DUDI) 

Mitra 

strategis 

dalam 

penyedia

an 

sumber 

daya dan 

pengemb

angan 

keteramp

ilan. 

Model 

Hubungan 

Pentahelix 

(ABGM). 

Program CSR 

pendidikan, 

sponsor 

kegiatan, 

pelatihan life 

skill, dan 

motivasi karir. 

Memorand

um of 

Understand

ing (MoU), 

Memorand

um of 

Agreement 

(MoA), dan 

dukungan 

sarana 

prasarana. 

Peningkatan 

relevansi 

pendidikan 

dengan dunia 

kerja, literasi 

finansial, dan 

penguatan 

karakter siswa. 

Akuntabilitas 

melalui perjanjian 

kerjasama formal 

yang saling 

menguntungkan 

dan 

terdokumentasi. 

Akademisi & 

Perguruan 

Tinggi 

Penyedia 

dukungan 

intelektua

l dan 

pendampi

ngan 

pengemb

angan 

mutu. 

Tri Dharma 

Perguruan 

Tinggi. 

Workshop 

kompetensi 

guru, penelitian 

berbasis data, 

program 

Kampus 

Mengajar, dan 

PPL. 

Pendampin

gan teknis, 

riset 

pengemban

gan 

sekolah, 

dan 

pengabdian 

masyarakat. 

Mencapai standar 

proses dan standar 

pendidik melalui 

inovasi 

pembelajaran 

berbasis riset. 

Transparansi 

dalam metodologi 

pengembangan 

dan akuntabilitas 

akademik dalam 

pencapaian target 

mutu. 

Media & 

Komunitas 

(NGO/LSM) 

Penduku

ng sistem 

pengawas

an dan 

publikasi 

transpara

nsi. 

Undang-

Undang 

Keterbukaa

n Informasi 

Publik. 

Branding 

sekolah, 

publikasi 

anggaran, 

pengawasan 

independen, 

serta 

penyelenggaraa

n seminar mutu. 

Publikasi 

kegiatan, 

edukasi 

masyarakat, 

dan peran 

sebagai 

support 

system non-

finansial. 

Mendorong 

budaya mutu 

melalui 

akuntabilitas 

publik dan 

pengawasan 

sosial. 

Meningkatkan 

transparansi 

sekolah di mata 

publik dan 

memastikan check 

and balance 

dalam 

manajemen. 
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

 
ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 51 memberikan amanat yang luas kepada sekolah 

untuk menyelenggarakan sekolah berdasarkan pada standar 

pelayanan minimal yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu otonomi, akuntabilitas, 

jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Hal inilah yang menjadi landasan 

oleh semua pemangku kepentingan pendidikan dalam melaksanakan kebijakan 

bidang pendidikan, pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan, 

serta mendorong terjadinya partisipasi masyarakat/orang tua peserta didik dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Karena amanat implementasi MBS oleh satuan pendidikan ada dalam Undang-

Undang, berarti memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan sangat menuntut 

kepada semua pihak yang memiliki tanggungjawab pendidikan untuk 

memenuhinya. Berbagai landasan hukum, kajian teoritis, diskusi dan 

pembahasan, serta praktek-praktek terbaik yang telah digambarkan secara 

konsisten dan gamblang dalam buku ini, akhirnya Direktorat Sekolah Menengah 

Pertama merekomendasikan untuk memanfaatkan buku dalam melaksanakan 

MBS di satuan Pendidikan. 

Tugas dan peran serta berbagai stakeholder Pendidikan, strategi pelaksanaan 

MBS, pembiayaan serta supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS 

yang telah diuraikan di buku ini hendaknya dapat dijadikan contoh dan rujukan 

bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 

pengawas, serta sekolah untuk mempraktekan dan mengimplementasikan 

delapan standar nasional Pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip MBS.  

Buku ini diharapkan dapat didesiminasikan kepada khalayak yang lebih luas, 

tidak hanya di kalangan para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, akan 

tetapi juga kepada mereka yang berada di pemerintah pusat, propinsi, maupun 

U 
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kabupaten/kota yang kebijakannya akan mempunyai dampak signifikan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Akhirnya kami berharap, semoga buku ini bermanfaat untuk memberikan 

kewenangan yang lebih luas dalam melaksanakan  proses pembelajaran dan 

penyelenggaraan  Pendidikan di sekolah, yang pada akhirnya untuk mencapai 

Indonesia yang lebih baik. 

Praktek-praktek terbaik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, pengawas, serta sekolah yang telah diuraikan di buku ini 

hendaknya dapat dijadikan contoh dan rujukan bagi UPT, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, pengawas, serta sekolah untuk mereplikasi praktek-praktek di 

sekolah dalam mengimplementasikan delapan standar nasional Pendidikan 

berdasarkan prinsip-prinsip MBS. 
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Lampiran 
 

Lampiran 1. Praktik Baik 

Contoh Praktik Baik Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) di SMP Negeri 1 Pagaran 

 

A. Identitas Praktik Baik 

Nama Sekolah: SMP Negeri 1 Pagaran 

Fokus Praktik Baik: Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

dalam peningkatan mutu pengelolaan dan pembelajaran 

Sumber Praktik: Hasil penelitian Puji Rossianna Sinaga 

Bidang Manajemen yang Dikembangkan: 

1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran 

2. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

3. Manajemen Kesiswaan 

4. Manajemen Sarana dan Prasarana 

5. Manajemen Keuangan 

6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

 

B. Latar Belakang 

SMP Negeri 1 Pagaran menerapkan MBS sebagai bentuk penguatan otonomi 

sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Implementasi dilakukan 

dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan secara 

partisipatif. 

Praktik ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan sekolah untuk: 

 Meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah 

 Memperkuat partisipasi warga sekolah dan masyarakat 

 Meningkatkan mutu pembelajaran secara sistematis 

 

C. Permasalahan Awal 

Sebelum implementasi optimal MBS, terdapat beberapa tantangan: 

 Perencanaan belum sepenuhnya partisipatif 

 Pengawasan program belum sistematis 
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 Keterlibatan masyarakat belum maksimal 

 Evaluasi program belum berbasis indikator yang jelas 

 

D. Strategi Implementasi MBS 

Berdasarkan praktik di SMP Negeri 1 Pagaran, strategi implementasi 

dilakukan melalui tahapan berikut: 

1. Perencanaan Partisipatif 

 Penyusunan RKJM/RKJP dan RKASP melibatkan kepala sekolah, 

guru, komite sekolah. 

 Analisis kebutuhan sekolah dilakukan melalui rapat bersama. 

 Penetapan program prioritas disesuaikan dengan kondisi dan potensi 

sekolah. 

2. Pelaksanaan Program pada Enam Bidang Manajemen 

a. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran 

 Penyusunan perangkat pembelajaran secara kolektif. 

 Supervisi akademik dilakukan secara berkala. 

 Peningkatan kualitas proses pembelajaran. 

b. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 Pembinaan dan pengembangan profesional guru. 

 Pembagian tugas sesuai kompetensi. 

c. Manajemen Kesiswaan 

 Penguatan kegiatan ekstrakurikuler. 

 Pembinaan disiplin dan karakter siswa. 

d. Manajemen Sarana dan Prasarana 

 Pemeliharaan fasilitas sekolah secara rutin. 

 Pengelolaan inventaris yang tertib. 

e. Manajemen Keuangan 

 Penyusunan anggaran berbasis kebutuhan prioritas. 

 Transparansi penggunaan dana BOS. 

 Pelaporan keuangan terbuka kepada komite. 

f. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

 Pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. 

 Rapat rutin dengan komite sekolah. 
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E. Faktor Pendukung 

 Kepemimpinan kepala sekolah yang partisipatif. 

 Komunikasi yang baik antarwarga sekolah. 

 Dukungan komite dan masyarakat. 

 Kerja sama internal yang solid. 

 

F. Kendala yang Dihadapi 

 Keterbatasan sarana dan prasarana. 

 Masih adanya resistensi terhadap perubahan. 

 Keterbatasan sumber daya pendukung. 

 

G. Hasil dan Dampak Praktik Baik 

Implementasi MBS di SMP Negeri 1 Pagaran memberikan dampak positif, 

antara lain: 

 Meningkatnya efektivitas pengelolaan sekolah. 

 Meningkatnya partisipasi guru dan komite sekolah. 

 Terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. 

 Meningkatnya kualitas pembelajaran. 

 

H. Nilai Kebaruan / Keunggulan Praktik 

 Pengelolaan sekolah berbasis kolaborasi enam bidang manajemen. 

 Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. 

 Penerapan supervisi dan evaluasi secara berkelanjutan. 

 

I. Rekomendasi Replikasi 

Praktik ini dapat direplikasi oleh SMP lain dengan: 

1. Memperkuat kepemimpinan kepala sekolah. 

2. Menjamin perencanaan partisipatif. 

3. Mengintegrasikan evaluasi sebagai budaya kerja. 

4. Membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan. 
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Lampiran 2. Format RTL, RKJM, RKJP dan RKASP 

 

A. Format RTL 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah dokumen operasional yang memuat 

langkah konkret perbaikan dan penguatan program sekolah berdasarkan hasil 

evaluasi, monitoring, supervisi, atau rapat tinjauan manajemen. 

RTL berfungsi untuk: 

 Menjamin keberlanjutan program 

 Menyelesaikan masalah prioritas 

 Meningkatkan mutu secara berkelanjutan 

 Menghindari pengulangan kelemahan yang sama 

 

1. Prinsip Penyusunan RTL MBS 

a. Berbasis data dan evaluasi nyata 

b. Fokus pada masalah prioritas 

c. Realistis dan terukur 

d. Jelas penanggung jawabnya 

e. Terintegrasi dengan RKSP dan RKASP 

f. Ditinjau secara berkala 

 

2. Komponen RTL 

a. Temuan/Permasalahan 

Berisi hasil evaluasi, supervisi, atau monitoring. 

Contoh: 

 Kedisiplinan siswa menurun 

 Supervisi pembelajaran belum rutin 

 Pelaporan keuangan belum tepat waktu 

b. Akar Masalah 

Hasil analisis penyebab utama masalah (bukan gejala). 

c. Program/Strategi Perbaikan 

Rencana solusi strategis untuk mengatasi akar masalah. 

d. Langkah Kegiatan 

Uraian operasional kegiatan yang akan dilakukan. 

e. Penanggung Jawab 

Kepala sekolah / wakasek / guru / bendahara / tim khusus. 

f. Waktu Pelaksanaan 

Rentang waktu jelas (bulan/semester/tahun). 
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g. Indikator Keberhasilan 

Ukuran keberhasilan yang terukur dan spesifik. 

h. Sumber Dana 

BOS / Komite / Hibah / Dana Mandiri / dll. 

i. Keterangan 

Catatan tambahan atau status progres. 

Format Tabel: 

No Temuan Akar 

Masalah 

Strategi Langkah PJ Waktu Indikator Dana Ket 

1          

 

3. Contoh Pengisian RTL (Berdasarkan Praktik SMP Negeri 1 

Pagaran) 

 

 

No Temu

an 

Akar 

Masal

ah 

Strate

gi 

Langkah PJ Waktu Indika

tor 

Dana Ket 

1 Super

visi 

belum 

rutin 

Jadwal 

tidak 

terstruk

tur 

Penyus

unan 

jadwal 

supervi

si 

semest

eran 

 Susun 

jadwal  

 Sosialisas

i 

 Monitorin

g 

Kepa

la 

Sekol

ah 

Semes-

ter 1 

100% 

guru 

disuper

visi 

BOS Selesai 

2 Partisi

pasi 

orang 

tua 

renda

h 

Komun

ikasi 

kurang 

intensif 

Rapat 

komite 

berkala 

 Undanga

n rutin 

 Laporan 

terbuka 

Waka

-sek 

Hum

as 

Tiap 

semest

er 

Kehadi

ran 

≥75% 

Komi

-te 

Proses 
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B. Format RKJM/RKJP 

RKJM adalah dokumen perencanaan strategis sekolah untuk periode 4 tahun 

(jangka menengah) dan dijabarkan dalam rencana tahunan. 

Dalam kerangka MBS, RKJM: 

 Disusun secara partisipatif 

 Berbasis analisis kebutuhan sekolah 

 Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

1. Struktur Sistematika Dokumen RKSP SMP 

HALAMAN AWAL 

1. Sampul 

2. Lembar pengesahan 

3. Kata pengantar 

4. Daftar isi 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Dasar Hukum 

3. Tujuan Penyusunan RKSP 

4. Manfaat RKSP 

BAB II PROFIL DAN KONDISI SEKOLAH 

1. Identitas Sekolah 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

3. Data Peserta Didik 

4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

5. Kondisi Sarana dan Prasarana 

6. Kondisi Keuangan 

7. Analisis Lingkungan (Internal & Eksternal) 

BAB III ANALISIS KONDISI DAN TANTANGAN 

1. Analisis SWOT Sekolah 

2. Identifikasi Masalah Prioritas 

3. Analisis Kesenjangan Mutu 

4. Penetapan Isu Strategis 

BAB IV RENCANA STRATEGIS SEKOLAH (4 TAHUN) 

1. Sasaran Strategis 

2. Program Prioritas per Bidang Manajemen: 

a. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran 

b. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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c. Manajemen Kesiswaan 

d. Manajemen Sarana dan Prasarana 

e. Manajemen Keuangan 

f. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

No Program Sasaran 
Indikator 

Keberhasilan 
Waktu 

Penanggung 

Jawab 

1      

2      

3      

 

BAB V RENCANA KERJA TAHUNAN 

1. Program Tahunan 

2. Target Kinerja Tahunan 

3. Indikator Keberhasilan 

4. Penanggung Jawab 

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI 

1. Mekanisme Monitoring 

2. Jadwal Evaluasi 

3. Pelaporan 

4. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

 

2. Format Tabel RKSP 

FORMAT RKSP JANGKA MENENGAH (4 TAHUN) 

No Indikator 

Contoh 
Capaian 

Awal 
(2024) 

Contoh 
Capaian 

Akhir 
(2027) 

Tantangan 

Target Capaian Tahun Ke 

1 2 3 4 
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FORMAT RKJP TAHUNAN 

No Indikator Prioritas 

Identifikasi 
Akar 

Masalah 
dari 

Indikator 

Kegiatan Benahi 
Penjelasan 

Implementasi 
Kegiatan 

Pembiayaan 

            

            

            

 

3. Prinsip Penyusunan RKJP Berbasis MBS 

a. Disusun secara partisipatif (guru, komite, orang tua). 

b. Berbasis analisis kebutuhan nyata sekolah. 

c. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 

d. Realistis dan terukur. 

e. Transparan dan dapat diakses warga sekolah. 

f. Menjadi dasar penyusunan RKASP. 

 

C. Format RKASP 

RKASP adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat: 

 Program dan kegiatan sekolah 

 Rincian kebutuhan anggar 

 Sumber pendanaan 

 Waktu pelaksanaan 

Dalam kerangka MBS, RKASP: 

 Disusun secara partisipatif 

 Mengacu pada RKJP 

 Berbasis prioritas kebutuhan 

 Disahkan bersama komite sekolah 

 Dipublikasikan secara transparan 

1. Struktur Dokumen RKASP 

Halaman Awal 

1. Sampul 

2. Lembar Pengesahan (Kepala Sekolah & Komite) 

3. Kata Pengantar 

4. Daftar Isi 
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BAB I Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

2. Dasar Penyusunan RKASP 

3. Tujuan RKASP 

BAB II Rencana Program dan Kegiatan 

Memuat rincian program tahunan yang bersumber dari RKJM. 

BAB III Rencana Anggaran 

Memuat rincian pembiayaan setiap kegiatan. 

BAB IV Penutup 

 

2. Format Tabel 

N
o 

Kegiata
n 

Benahi 
Kegiata
n benahi 

dari 
RKT 
yang 

membut
uhkan 
biaya. 

Penjela
san 

Implem
entasi 

Kegiata
n 

Rincian 
kegiatan 

yang 
lebih 

spesifik 
sebagai 
turunan 

dari 
kegiatan 
benahi. 

Kegiat
an 

ARKA
S 

Padana
n nama 
kegiata

n di 
ARKAS

. 

Uraian 
Kegiata

n 
ARKAS 
Rincian 
barang/j

asa 
yang 
akan 

dibelanj
akan 
untuk 

menduk
ung 

kegiatan 
dalam 1 
tahun. 

Bulan 
Dianggar

kan 
Bulan di 
mana 
Anda 
akan 

membela
njakan 

barang/ja
sa yang 
diperluka

n. 

Jumla
h 

Jumlah 
barang/

jasa 
yang 
akan 

dibelanj
akan 
dalam 

1 
tahun. 

Satua
n 

Satua
n dari 
jumlah 
yang 
telah 

diisika
n 

(misal: 
rim, 

kotak, 
dll). 

Harga 
Satua

n 
Harga 
barang
/jasa 
untuk 
tiap 

satuan
.  

Total 
Jumlah 
barang
/jasa 

dikalik
an 

harga 
satuan

. 

1 [CONTO
H] 
Peningk
atan 
kompete
nsi guru 
dalam 
hal 
literasi 
melalui 
Rumah 
Pendidik
an 

[CONTO
H] 
Diskusi 
minggua
n guru 
terkait 
modul 
literasi di 
Rumah 
Pendidik
an 

[CONT
OH] 
Pening
katan 
kompet
ensi 
guru 
mata 
kelas 
dan 
mata 
pelajar
an 

[CONT
OH] 
Honorari
um 
Narasu
mber*) 

[CONTO
H] Juni 

[CONT
OH] 1 

[CON
TOH] 
Orang
/hari 

[CONT
OH] 
10000
00 

[CONT
OH] 
10000
00 
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3. Penjelasan Komponen RKASP 

a. Bidang 

Mengacu pada 6–8 bidang manajemen sekolah: 

 Kurikulum 

 PTK 

 Kesiswaan 

 Sarpras 

 Keuangan 

 Humas 

 dll. 

b. Program 

Program strategis tahunan dari RKJM. 

c. Kegiatan 

Kegiatan operasional dari program. 

d. Volume 

Jumlah kegiatan (misal: 2 kali, 10 unit, 1 paket). 

e. Satuan 

Orang, unit, paket, kegiatan, dll. 

f. Biaya Satuan 

Biaya per satuan kegiatan. 

g. Jumlah Biaya 

Volume × Biaya Satuan. 

h. Sumber Dana 

 BOS 

 BOP 

 Komite 

 Hibah 

 Dana Mandiri 

 dll. 

i. Waktu 

Bulan/semester pelaksanaan. 

j. Penanggung Jawab 

Wakasek, Bendahara, Guru, dll. 

 

4. Prinsip Penyusunan RKASP Berbasis MBS 

a. Transparan dan akuntabel 

b. Disepakati bersama komite sekolah 
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c. Berbasis prioritas mutu 

d. Selaras dengan RKJM 

e. Efektif dan efisien 

f. Dipublikasikan kepada warga sekolah 

 

5. Mekanisme Pengesahan RKASP 

a. Disusun oleh Tim Manajemen Sekolah. 

b. Dibahas bersama komite sekolah. 

c. Disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite. 

d. Dilaporkan ke Dinas Pendidikan. 

e. Dipublikasikan di papan informasi sekolah.  
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Lampiran 3. Komponen Supervisi Mandiri 

 

A. Pengertian Supervisi Mandiri dalam MBS 

Supervisi mandiri adalah proses pemantauan, pembinaan, dan evaluasi yang 

dilakukan secara internal oleh sekolah untuk memastikan keterlaksanaan 

program sesuai dengan RKSP dan RKASP serta tercapainya indikator mutu. 

Dalam konteks MBS, supervisi mandiri: 

 Bersifat partisipatif 

 Berorientasi pada pembinaan, bukan sekadar pengawasan 

 Berbasis data dan indikator kinerja 

 Mengarah pada perbaikan berkelanjutan 

 

B. Tujuan Supervisi Mandiri 

1. Menjamin keterlaksanaan program sekolah. 

2. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Mengidentifikasi kendala dan solusi perbaikan. 

4. Menjaga akuntabilitas pengelolaan sekolah. 

5. Membangun budaya mutu dan refleksi diri. 

 

C. Komponen Supervisi Mandiri MBS 

1. Supervisi Akademik 

Fokus pada proses pembelajaran. 

Komponen: 

 Perencanaan pembelajaran (modul ajar/RPP) 

 Pelaksanaan pembelajaran di kelas 

 Pengelolaan kelas 

 Penilaian hasil belajar 

 Refleksi dan tindak lanjut 

Dilakukan oleh: 

 Kepala sekolah 

 Wakasek kurikulum 

 Guru senior 

Output: 

 Instrumen observasi 

 Catatan hasil supervisi 

 RTL perbaikan pembelajaran 
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2. Supervisi Manajerial 

Fokus pada tata kelola sekolah. 

Komponen: 

 Kesesuaian program dengan RKJM/RKJP 

 Pelaksanaan RKASP 

 Administrasi sekolah 

 Kinerja tenaga kependidikan 

 Transparansi dan pelaporan 

Dilakukan oleh: 

 Kepala sekolah 

 Tim manajemen sekolah 

Output: 

 Laporan monitoring 

 Evaluasi kinerja 

 Rekomendasi perbaikan 

3. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 

Merupakan inti supervisi mandiri dalam MBS. 

Komponen: 

 Analisis capaian indikator mutu 

 Identifikasi kekuatan dan kelemahan 

 Analisis kesenjangan 

 Penyusunan prioritas perbaikan 

Dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. 

Output: 

 Dokumen EDS 

 Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

4. Supervisi Keuangan dan Transparansi 

Fokus pada: 

 Kesesuaian realisasi anggaran dengan RKASP 

 Bukti administrasi keuangan 

 Publikasi laporan keuangan 

Output: 

 Laporan realisasi anggaran 

 Rekap transparansi dana BOS 
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5. Monitoring Kinerja Program 

Fokus pada: 

 Capaian indikator program 

 Target mutu tahunan 

 Efektivitas kegiatan 

Dilakukan melalui: 

 Rapat evaluasi bulanan 

 Evaluasi semester 

 Rapat kerja tahunan 

 

D. Format Instrumen Supervisi Mandiri (Contoh Ringkas) 

Format Supervisi Akademik 

No Aspek yang Dinilai Skor Catatan Rekomendasi 

1     
 

Format Monitoring Program 

No Program Target Realisasi Kendala RTL 

1      

 

E. Prinsip Supervisi Mandiri Berbasis MBS 

1. Objektif dan berbasis data. 

2. Bersifat pembinaan, bukan mencari kesalahan. 

3. Transparan dan terdokumentasi. 

4. Berkelanjutan. 

5. Terintegrasi dengan RTL dan RKJM/RKJP. 

F. Siklus Supervisi Mandiri dalam MBS 

1. Perencanaan supervisi 

2. Pelaksanaan supervisi 

3. Analisis hasil 

4. Penyusunan RTL 

5. Implementasi perbaikan 

6. Evaluasi ulang 

 

Siklus ini memastikan bahwa MBS berjalan dalam sistem continuous 

improvement (perbaikan berkelanjutan). 
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